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BUPATI    BOYOLALI

Az)z}E^D (nr SURAT EDARAN

NOuOR..3.9Q.I.r3.A.A.I.5.-51.%gp;I.

TENTANG

Az>z)E^Donr SURAT EDARAN BupAT[ BOTOLALI NOMOR 3oo/ ig49/ 5.5/2o2 1
TENTANG PBRPANdANGAN PEMBERLAI[UAN PEMBATASAN KEGIATAN

MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN coRonzA imtrs zilsEASE 2o] g TINGKAT DESA

DAN RELURAIIAN UNTUK PENGBNDALIAN PENYEBARAN
COROI`l;A VIRUS DISEIASE 2019

DI KABUPATEN BOYOI,All

A.  Later Belahang:

1.   Bahwa   perkembangan   hasil   pengendalian   penanganan   Covid-19   di
tingkat   Kabupaten   menunjukkan   kondisi   penyebaran   dan   penularan

2.

Covid-19   semakin  meningkat  secara  signifikan  yang  ditandai  dengan
peningkatan jumlah kasus aktif Covid-19 pada minggu ke 24 tahun 2021
sejumlah  675  (enam  ratus  tujuh  puluh  lima)   kasus  sebagal  puncak
dengan     jumlah     kasus     tertinggi     selama     penanganan     Covid-19
di  Kabupaten  Boyolali  disamping tingkat keterisian Tempat Tidur lsolasi
dan  Tempat  Tidur  JCU di  Rumah  Sakit  rujukan  Covid-19  di  Kabupaten
Boyolali  telah  mencapai  92°/a  (sembilan  puluh  dua  persen)  dan  masuk
pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan;
Bahwa.  berdasarkan  kondisi  tersebut  pada  angka   1,  dipandang  perlu
untuk   meninjau   kembali   kebijakan   pengetatan   dalam   penanganan
Covid-19     terutama    terhadap     kegiatan/aktifitas     masyarakat    yang
berpotensi menimbulkan kerumunan yang tidak dapat dijamin penjagaan
j arak       amannya       dan       sangat       bexpeluang       menj adi       media
penyebaran/penularan   Covid-19   di   tengah   masyarakat   antara   lain
kegiatan    penyelenggaraan    hajatan,    kegiatan    wisata,    dan    kegiatan
peribadatan  di  tempat  ibadah  baik  kegiatan  inti  keagamaan  maupun
kegiatan sosial keagamaan;

3.   Bahwa  dalam  rangka  meningkatkan jaminan  keselamatan  masyarakat,
maka   terhadap   kegiatan   yang   berpotensi   menimbulkan   kerumunan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 perlu dilakukan perubahan dengan
menetapkan    AcZczendttm    Surat    Edaran    Nomor:    300/1949/5.5/2021
Tentang  Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat
Berbasis  Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko  Penanganan   Corourz  VI.rLts
Diseczse    20]9   Tingkat    Desa    Dan    Kelurahan    Untuk    Pengendalian
Penyebaran Cororra VIrLis Diseczse 20] 9 Di Kabupaten Boyolali.

8.   MalEoud dan T`|)uan

Maksud   dari   Ac!c{e7rdttm  Surat   Edaran   ini   adalah   mengatur  pengetatan
pembatasan kegiatan masyarakat dalaln menyelenggarakan kegiatan hajatan,



kegiatan  wisata,  dan  kegiatan  peribadatan  di  tempat  ibadah  balk  kegiatan
inti  keaganaan  maupun  kegiatan  sosial  keagamaan  dari  tanggal  22  Juni
2021   sampai   dengan   tanggal   28   Juni   2021.   Sementara   selama   nasa
pengetatan pembatasan kegiatan tersebut di atas tetap berlaku Surat Edaran
Nomor:       300/1949/5.5/2021       Tentang       Perpanjangan       Pcmberlakuan
Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat   Berbasis   Mikro   Dan   Mengoptimalkan
Posko  Penanganan  Corona  Vlms Di.sease 20J9 Tingkat  Desa Dan  Kelurahan
Untuk  Pengendalian  Penyebaran  Cororra  VI.n/s  Dt.sease  20J9  Di  Kabupaten
Boyolali.

Tuj.uar   AcZczenczztm   Sura.t   Edaran   ini   adalah   untuk   mencegah   semakin
meluasnya  penyebaran/penularan  Covid-19  di  Kabupaten  Boyolali  sebagai
akibat    pelaksanaan    kegiatan    hajatan,    kegiatan   wisata,    dan    kegiatan
peribadatan di tempat ibadah balk kegiatan inti keagamaan maupun kegiatan
sosial keagamaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

C.   Dasar Hulnim

Tetap

D.   Pengaturan     Pembatasan     Kegiatan     Masyarakat     dalam     Pcmberlakuan
Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat   Berbasis   Mikro   Dan   Mengoptimalkan
Posko  Penanganan  Cororm  VI7us  Dt.seas€  20J9 Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan
Untuk  Pcngendalian  Penyebaran  Cororicl  Vz.ms  Dt.sease  20J9  Di  Kabupaten
Boyolali:

1.    Angka  1
Tetap

2.   Angka2
Tetap

3.   Angka3
Tetap

4.   Angka4
Tetap

5.   Angka5
Tetap

6.   Angka6
Tetap

7.   Angka7
Tetap

8.   Angka8
Tetap

9.   Angka9
Tetap

10. Angka  10  huruf a,  huruf b,  huruf c,  huruf d,  huruf e,  huruf f angka  1),
huruf f angka  2),  huruf f angka  3),  huruf f angka  4)  huruf tl),  huruf  f
angka 5), huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k.
Tetap

1 1 . Angka  1 1
Tetap



12. Angka  13
Tetap

13. Angka  14
Tetap

14. Angka  15
Tetap

15.Angka  16
Tetap

16.Angka  17
Tetap

17. Angka  18
Tetap

18. Angka  19
Tetap

19. Angka 20
Tetap

20. Angka 21
Tetap

21. Angka 22
Tetap

22. Angka 23
Tetap

23. Angka 24
Tetap

24. Angka 25
Tetap

25.Mengubah    beberapa   ketentuan    sehingga   menjadi    berbunyi    sebagai
berikut:

a.    Ketentuari   angka   10   huruf  f  angka   4)   huruf  a)   diubah   menjadi
berbunyi sebagal berikut:
a)   Penyelanggaraan    destinasi    wisata    milik    Pemerintah    maupun

Swasta     ditutup     sementara     sampal     dengan     ditetapkannya
ketentuan dapat dibukanya kembali destinasi wisata di Kabupaten
Boyolali.

b.   Ketentuan angka 10 hurufj diubah menj.adi berbunyi sebagai berikut:
j.    Seluruh    elemen    masyarakat    di    Kabupaten    Boyolali    dilarang

menyelenggarakan hajatan  rrLarLtzt/ ngztrtdhah rrLa7ifu dan khitanan;
1)    Dikecualikan      dari      larangan      penyelenggaraan      hajatan

sebagalmana dimaksud pada huruf j antara lain:
a)    Akad   nikah   di   Kantor   Urusan   Agama   atau   di   Dinas

Kependudukan  dan   Pencatatan   Sipil  dengan  melibatkan
paling banyak  10  (sepuluh)  orang dari  unsur keluarga inti
dan tetangga   sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60
(enam    puluh)    menit    dan    wajib    menerapkan    protokol
kesehatan secara lebih ketat;

b)   Pelaksanaan     khitan     di     tempat     fasilitas     pelayanan
kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5  (lima)  orang
dari keluanga inti;



c)    Kepada   Kepala   Kantor   Kementerian   Agama   Kabupaten
Boyolali  agar  melakulran  pengaturan  lebih  lanjut  untuk
mencegah   timbulnya  kerumunan   barn   di   KUA   sebagai
akibat pclaksanaan akad nikah;

d)   Kepada Kepala Dinas Kependuduhan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten   Boyolali   agar   melakulran   pengaturan   lebih
lan].ut  untuk  mencegah  timbulnya  kerumunan   baru   di
Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan   Sipil   Kabupaten
Boyolali sebagal ahibat pelaksanaan akad nikah.

c.   Ketentuan angka 12 diubah menjadi berbunyi sebagai berifut:
12.   Kepada    Kepala    Dinas    Pemuda    Olchraga    dan    Pariwisata

Kabupa.ten   Boyolali   agar  memastikan   destinasi   wisata   ndlik
Pemerintah maupun  Swasta tidak operasional/tutup  sementara
sampai   dengan   diterbitlrannya   ketentuan   dapat   dibukanya
destinasi wisata di Kabupaten Boyolali.

E.  PenutDP
Pada  saat  berlakunya  Adderidrm  Surat  Edaran  ini,  maka  Surat  Edaran
Bupati    BoyolaJi    Nomor:    300/1948/5.5/2021    Tentang    Penyelenggaraan
Hajatan    Dalam   Masa   Pandemi   Covid-19    Dengan    Penerapan    Protokol
Kesehatan   Dalam  Rangka  Memutus  Mata  Rantal  Penyebaran/Penularan
Covid-1g   Sesual   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat   Berbasis   Mikro   Di
Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adczgrrdztm  Surat  Bdaran  ini  mulal  berlaku  pada  tanggal  22  Juni  sarnpai
dengan    28    Juni    2021    dan    akan    ditinjau    kembalj    sesual    dengan
perkembangan situasi penanganan Covid- 19 di Kabupaten Boyolali.

Dcmikiari Aiferzchm Surat Edaran inj untuk dipcdomalii dan dilaksanakan
sebagalmana mestinya.

Dikeluarkan di   : Boyolali

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1.  Menteri    Dalam    Negeri    Republik
Indonesia di Jakarta;

2.  Gubemur           Jawa           Tengah
di Semarng

3.  Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4.  Pertinggal.

eks Perkantoran Te
JL  Merdeka Barat TeleDon /0276\ 321021.  Fax /02761321172. `^/erebsite^M^^^/.bovolali ao.id

KomiTi. Bo`potali 57321,  Pro`^noi Jco.+a T.noah
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BUPATI    BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR    04   TAHUN2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARARAT LEVEL 3 DALAM
PENANGANAN coj3OjvA 1;zz3us DrsEASE 2Oj 9 DI KA13upATEN BoyoLALI,

Dasar              :    1.Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   22   Tahun   2021
tentang   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Level 4 Cororra Vt.rus Dt.sease 20J 9 Di Wilayah Jawa Dan Bali;

2. Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penerapan     Disiplin     dan     Penegakan     Hukum     Protokol
Kesehatan   Sebagal   Upaya   Pencegahan   dan   Pengcndalian
Coro7ta     V!.rL.s     Dt.secrse     20j9     di     Kabupaten     Boyolali
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  CDrorm  V7.ms  Disease
20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti Instruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 22  Tahun 2021
tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Level 4  Corona  VlrLts
Disecrse 20J 9 Di Wilayah Jawa Dan Bali,  maka seiring dengan perkembangan
situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria
level  3  perlu  menerapkan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat
Level  3  dalam penanganan  Corona  Vlj"s Zxsense 20]9 di  Kabupaten  Boyolali
yang   selanjutnya   disebut   PPKM    Level   3    sebagal   akibat   masih    bclum
terkendalinya penyebaran/penularan Covid-19 yang tercermin dari data kasus
terkonfirmasi  positif baik  dari  klaster  keluarga,  klaster  tempat  kelja,  klaster
hajatan,  klaster.  kegiatan  sosial  keagamaan  dan  kla§ter  lainnya yang  ma§ih
belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Sehubungan     hal     tersebut     di     atas,     dalam     rangka     memutus
penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonrirmasi
positif Covid-19,  serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan
dalarn     penanganan     Covid-19     dan     kedisiplinan     masyarakat     dalam
melaksanakan protokol kesehatan diinstruksihan hal-hal sebagai berikut:

KESATU         :   Kepada    Calnat    dan    Kepala    Desa/Kepala    Kelurahan    se-
Kabupaten Boyolali agar:



KEDUA
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a. memastikan  pelaksanaan  PPKM  Level  3  di  wilayah  masing-
masing    berjalan    sesual    ketentuan    yang    diatur    dalam
Instruksi Bupati ini;

b.melaporkan    pelaksanaan    PPKM    Level    3    di   wilayahnya
masing-masing  pada  tanggal  26  Juli  2021   atau   sewaktu-
waktu   dalam  hal  terdapat  hal-hal  yang  menonjol  dengan
disertal bukti dokumentasi kegiatan sebagal berikut:

1)    Camat   selaku   Ketua   Satgas   Penanganan   Covid-19   di
tingkat  Kecamatan  melaporkan  kepada  Bupati  Boyolali
Cq.    Sekretaris    Daerah    Kabupaten    Boyolali    dengan
tembusan  kepada  Kepala Kantor  Kesbangpol  Kabupaten
Boyolali;

2)    Kepala       Desa/Kelurahan       selaku        Ketua       Satgas
Penanganan     Covid-19     di     tingkat     Desa/Kelurahan
melaporkan     kepada     Camat     selaku     Ketua     Satgas
Penanganan    Covid-19    di   tingkat    Kecamatan   dengan
tembusan    kepada    Kepala    Dispermasdes    Kabupaten
Boyolali;

c.  Kepala Desa/Kelurahan agar:

1)   mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas /ogo ronggo di
tingkat   RT/RW   dalam   melembagakan   penerapan   5   M
yang  sangat  menentukan  keberhasilan  upaya  memutus
penyebaran/penularan   Covid-19   dengan   meningkatkan
budaya  "ezipg  Za[ri  rigezfrtgke"  (saling  mengingathan|
antar   masyarakat   untuk   menjaga   keselamatan   dan
keseha.tan masyarakat;

2)   agar melakukan  pengendalian  kegiatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi
media    penyebaran/penularan    Covid-19,    antara    lain
pelaksanaan   kegiatan   makan/minum   ditempat   umum
(warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima,
1apak jajanan)  balk  yang  berada  pada  lokasi  tersendiri
maupun  yang  berlokasi  pada  pusat  perbelanjaan/mall
hanya menerima dez].L/er#/£cifee ciLuag dan  tidak menerima
makan  ditempat (cZz.ne-I.7L) .

Pelaksana.an   PPKM   Level  3   di  Kabupaten  Boyolali  dilakukan
dengan menerapkan kegiatan seba`gal berikut :

a. Pelaksanaan  kegiatan  belajar mengajar  (Sekolah,  Perguruan
Tinggi,  Akademi,  Tempat  Pendidikan/   Pelatihan)  dilakukan
secara daring/ o7iJi.rie;

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan
1000/o (seratus persen)  Worfe From Home (WFH);

c. Pelaksanaan kegiatan pada:
1)    Sektor Esensial seperti:

a) keuangan   dan   perbankan   hanya   meliputi   asuransi,
bank,     pegadaian,     dana     pensiun,     dan     lembaga
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pembiayaan   (yang  berorientasi  pada  pelayanan  fisik
dengan pelanggan (customer))  dapat beroperasi dengan
kapasitas   maksimal   50°/o   (lima   puluh   persen)   staf
untuk lokasi yang berkaltan dengan pelayanan kepada
masyarakat,  serta 25%  (dua puluh  lima persen)  untuk
pelayanan  administrasi perkantoran  guna mendukung
operasional;

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan
pelanggan    (customer)    dan    berjalannya   operasional
pasar   modal   secara   balk)   dapat   beroperasi   dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)  star;

c)  teknologi  informasi  dan  komunikasi  meliputi  operator
seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan
penyebaran    informasi    kepada    masyarakat    dapat
beroperasi   denga.n    kapasitas   maksimal    50°/o    (lima
puluh persen)  staf;

d)perhotclan      non      penanganan      karantina      dapat
beroperasi   dengan    kapasitas   maksimal   50%    (lima
puluh persen)  staf; dan

e)  industri   orientasi   eskpor  dimana  pihak  perusahaan
harus      menunjulckan       bukti      contoh       dokumen
Pemberitahuan  Ekspor  Barang  (PEE)  selama  12  (dua
belas)    bulari    terakhir    a.tau    dokumen    lain    yang
menunjukkan  rencana ekspor dan wajib  memiliki  Izin
Operasional  dan  Mobilitas  Kegiatan  lndustri  (IOMKI),
dapat   beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50%
(lima     puluh      persen)      staf     hanya     di      fasilitas
produksi/pabrik,   serta   10%   (sepuluh   persen)   untuk
pelayanan  adminsitrasi  perkantoran  guna  mendukung
operasional,

2)   esensial   pada   sektor   pemerintahan   yang   memberikan
p elayanan       pu blik       yang       tidak       bi sa       ditun da
pelaksanaannya   diberlakukan   25%   (dua   puluh   lima
persen)  maksimal  star  Work  From  Office  (WF`O)  dengan
protokol kesehatan secara ketat;

3)    Sektor kritikal seperti:

a)  kesehatan,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
dapat  beroperasi   100°/o  (scratus)  persen  star  tanpa
ada pengecualian;

b)  penanganan   bencana,   energi,   1ogistik,   transportasi
dan   distribusi   terutama   untuk   kebutuhan   pokok
masyarakat;      makanan      dan      minuman      serta
penunjangnya,     termasuk     untuk     ternak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan
bangunan,   obyek   vital   nasional,   proyek   strategis
nasional,   konstruksi   (infrastruktur  publik),   utilitas
dasar  (listrik,  air  dan  pengelolaan  sampah),  dapat
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beroperasi    100%   (seratus   persen)   maksimal   star,
hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/pelayanan
kepada      masyaralcat      dan       untuk      pelayanan
admini strasi       pe rkanto ran       gu n a       me ndu ku ng
operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh
lima persen) persen star.

4)    mengizinkan  sLtper  mcirke£/m].rri  market,  toko  kelontong,
pasar tradisional dan  swalayan yang menjual kebutuhan
pokok   sehari-hari   operasional   sampai   dengan   pukul
20.00 WIB dengan jumlah pengunjung sebesar 50°/o (lima
puluh   persen)   dari   kapasitas  normal   serta  penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

5)   untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

d. dilarang  makan/minum  di  tempat  umum   (dine-in)   seperti
warung  makan,  rumah  makan,  kafe,  pedagang  kaki  lima,
lapak jajanan/angkringan balk yang berada pada lokasi milik
sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum,
tempat  wisata  umum  dan  area  publik  lalnnya)  dan  pusat
perbelanjaan  antara  lain  szjper  77mrket/mJrri  market,    pasar
tradisional   dan   swalayan   kecuali   hanya   melayani   pesan
an+ar I d,eliueny/ i:cke, aujag.,

e.  tempat  ibadah  (Masjid,  Mushola,  Ciereja,  Pura,  Vihara  dan
Klenteng   serta   tempat   umum   lainnya   yang   difungsikan
sebagai     tempat     ibadah),     tidak    mengadakan     kegiatan
peribadatan/ keagamaan berjarnaah  selama nasa penerapan
PPKM Level 3 dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

f.  fasilitas  umum  (area  publik,  taman  umum,  tempat  wisata
umum   dan   area   publik   lalnnya   seperti   tempat   hiburan,
karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan
usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;

9. kegiatan  semi,  budaya,  olahraga  dan  sosial  kemasyarakatan
serta  sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramalan
dan kerumunan ditutup sementara;

h. transportasi   umum   (kendaraan   umum,   angkutan   masal,
taksi  (konvensional dan  online)  dan  kendaraan  sewa/rental)
diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  maksimal  70%
(tujuh puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

i.  kepada  seluruh  elemen  masyarakat  di  Kabupaten  Boyolali
dilarang      menyelenggarakan      resepsi      hajatan      ma7Lfu/
ngrndhah  ma7ifu  dan  khitanan,  dikecualikan  dari  larangan
penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud antara lain:
1)   Akad   nikah   di   Kantor   Urusan   Agama   atau   di   Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dengan  melibatkan
paling  banyak   10  (sepuluh)  orang  dart  unsur  keluarga
inti  dan  tetangga    sekitar  dengan  alokasi  waktu  paling
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lama   60   (enam   puluh)   menit   dan   wajib   menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Pelaksanaan    khitan    di    tempat    fasilitas    pelayanan
kcsehatan   dengan   melibatkan   paling   banyak   5   (lima)
orang dari keluarga inti;

3)    Kepada  Kepala  Kantor  Kcmentcrian  Agama  Kabupaten
Boyolali  agar  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk
mencegah  timbulnya  kerumunan  baru   di  KUA  sebagai
akibat pelaksanaan akad nikah ;

4)   Kepada   Kepala   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan
Sipil   Kabupaten   Boyolali   agar   melakukan   pengaturan
lebih lanjut untuk mencegah timbulnya. kerumunan baru
di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten
Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

j.  pelaku    perjalanan    domestik    yang    masuk    ke    wilayah
Kabupaten   Boyolali   menggunakan   mobil   pribadi,   sepeda
motor  dan  transportasi  umum jarak jauh  (pesawat  udara,
bus, kapal laut dan kereta api) harus:

1)   menunjukkan   kartu   vaksin   (minimal   vaksinasi   dosis
pertama)   dan   menunjukkan   PCR   H-2   untuk   pesawat
udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil
pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

2)    ketentuan    pada   poin    1)   juga    berlaku    untuk    sopir
kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya; dan

3)    dikecualikan   dari   ketentuan   poin    2)    terhadap    sopir
kendaraan  logistik  dan  transportasi  barang  lalnnya dari
ketentuan memiliki kartu vaksin.

k. Wajib  memakai  masker  dengan  benar  dan  konsisten  saat
melaksanakan  kegiatan  di  luar  rumah  serta tidak  diizinkan
penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan

I.  pelaksanaan   PPKM   Mikro   di   RT/RW   Zona   Merah   tetap
diberlakukan.

:    Kepada   Camat   dan   anggota   F`orum   Komunikasi   Pimpinan
Kecanatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat
Kecamatan dan  Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali
dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa),13hayangkara
Pemt) i n a         Keamanan         dan         Ke te rtiban         Masyarakat
(Bhabinkamtibmas)  di  wilayah  masing-masing  agar  melarang
setiap   bentuk   aktivitas/kegiatan   yang   dapat   menimbulkan
kerumunan.

:    Kepada   Kepolisian   Resort   Boyolali,   Komando   Distrik   Militer
0724/Boyolali,     dan     Kejaksaan     Negeri     Boyolali     beserta
jajarannya  untuk   mendukung  dan   mengawasi   pelaksanaan
PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.
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Kepada   seluruh   pemangku   kepentingan   dalam   penanganan
Covid-19    dan    seluruh    elemen    masyarakat    di    Kabupaten
Boyolali  agar  melaksanakan  pengetatan  aktivitas  dan  edukasi
dengan prinsip sebagal berikut:

a. Covid-19  paling  menular  pada  kondisi  tertutup,  pertemuan
pertemuan   panjang   (lebih   dari   15   menit),   interaksi  jarak
dekat,  keramaian,  aktivitas  dengan  bernapas  kuat  misalnya
bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker
seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan   masker  dengan   benar  dan   konsisten   adalah
protokol  kesehatan  paling  minimal  yang  harus  diterapkan
setiap orang;

c. mencuci  tangan  dengan  sabun  atau  hand  sanitizer  secara
berulang terutama  setelah  menyentuh  benda yang disentuh
orang   lain   (seperti   gagang   pintu   atau   pegangan   tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih balk, akan lebih melindungi (sebagai
contoh  masker  bedah  sekali  pakal  lebih  balk  dari  masker
kain,  dan  masker  N95  lebih  balk  dari  masker  bedah).  Saat
ini,  penggunaan  masker  sebanyak  2  (dua)  lapis  merupakan
pilihan  yang  balk.   Ma§ker  sebalknya  perlu  diganti  setelah
digunakan  (>4  (1ebih dari empat) jam);

e.penerapan       protokol       kesehatan       dilakukan       dengan
mempertimbangkan fal{tor ventilasi udara,  durasi,  dan jarak
interaksi,    untuk    meminimalisir    risiko    penularan    dalam
beraktivitas;

f.  pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   beraktivitas   dari   rumah   sa].a,   dan   berinteraksi   hanya
dcngan orang-orang yang tinggal serumah;

2)   jika   harus   meninggalkan   rumah,   maka   harus   selalu
mengupayakan   jarak   minimal   2    (dua)   meter   dalam
berinteraksi       dengan       orang       lain.        Mengurangi/
menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal
serumah; dan

3)    mensosialisasikan   berbagai   petunjuk  visual   di   tempat
umum terkalt pencegahan dan penanganan Covid-19.

9. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1)   jika     harus     berinteraksi     dengan     orang     lain     atau

menghadiri   suatu   kegiatan,   dilakukan   dengan   durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2)   dalam   perkantoran   dan   situasi   berkegiatan   lainnya,
penjadwalan     dan     rotasi     dapat     membantu     untuk
mengurangi durasi interaksi.
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h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   berkegiatan  di  luar  ruangan  memiliki  risiko  penularan
yang jauh  lebih  rendah  dibandingkan di dalam ruangan;
dan

2)   ruangan    harus    selalu    diupayakan    untuk    memiliki
ventilasi udara yang baik.  Membuka pintu, jendela dapat
dilakukan   untuk  mengurangi  risiko  penularan.   Dalam
kondisi pintu  atau jendela tidak dapat  dibuka,  maka air
purifier dengari Ht.gh E#a.encg Particuzate Ajr (HEPA) filter
dapat digunakan di dalam ruangan.

i.  dalam kondisi penularan  sudah meluas di komunitas,  maka
intcrvensi   yang   lebih   ketat   dengan   membatasi   mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j.  Kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan   Kabupaten  Boyolali  agar
melakukan:

1)    penguatan     3T     (tesfl.ng,     tract.ng,     frearmerLf)     dengan
ketentuan:

a)  Testr.rig  terus   ditingkatkan   mencapai   minimal   1   per
1.000   penduduk   per   minggu   sampai   postti.Lng.fgr   rctte
kurang   lebih   5%.   Testr.rig   perlu   terus   ditingkatkan
untuk  suspek,  yaitu  mereka yang  bergejala,  dan juga
pada kontak erat;

b)  7tacz.ng perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari  15
kontak   erat   per   kasus   konfirmasi.   Karantina   perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah     diidentifikasi     kontak    erat    harus     segera
diperiksa  (eritrg-£esf)  dan   karantina  perlu  dijalankan.
Jika  hasil  pemeriksaan  positif  maka  perlu  dilakukan
isolasi.   Jika   hasil   pemeriksa.an   negatif  maka   perlu
dilanjutkan karantina.  Pada hari ke-5 karantina,  perlu
dilakukan     pemeriksaan     kembali     (€jci.t-test)     untuk
melihat  apakah  virus  terdeteksi  setelah/selama  masa
inkubasi.  Jika  negatif,  maka  pasien  dianggap  selesai
karantina.; dan

c)  Trecitmerif    perlu     dilakukan     dengan     komprehensif
sesual  dengan   berat  gejala.   Hanya  pasien   bergejala
sedang,  berat,  dan  kritis yang perlu  dirawat di rumah
sakit.   Isolasi   perlu   dilakukan   dengan   ketat   untuk
mencegah penularan,

2)   melakukan    percepatan    vaksinasi    untuk    melindungi
scbanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk
menurunkan     laju     penularan     serta    mengutamakan
keselamatan    mereka   yang    rentan    untuk    meninggal
(seperti    lansia,    orang    dengan    komorbid)    mengingat
kapasitas fasilitas kesehatan di  Kabupaten  Boyolali yang
terbatas    dan    dampak   jangka    panjang    dari    infeksi
Covid-19.
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a.  Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

1)   mengoordinasikan      dan      melaksanakan      penyaluran
bantuan    sosial    serta   jaring    pengaman    sosial   yang
bersumber  dari  APBN,  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah  dan
APBD   Kabupaten   Boyolali,   maupun   dari   sumber   lain
yang  sah  kepada  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  yang
berhak menerima; dan

2)   melakukan sinkronisasi bantuan  sosial yang bcrasal dari
pusat dengan bantuan  sosial yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah rna.upun AP13D Kabupatcn Boyolali.

b. Kepada    Kepala    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa
Kabupatcn  Boyolali  agar  melakukan  percepatan  pc`nyaluran
dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

1)    Mcndorong      Pemcrintah      Desa      untuk      menetapkan
Peraturan   Desa  mengenal  APBDesa,   pengesahan   data
KPM    oleh    pemerintah    Desa,    perekaman    Data    KPM
penerima   BLT-DD    pada   Om-SPAN    sesuai   ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2)   Kcpala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM,  dari  menindaklanjuti dengan  pelaksanaan  BLT-DD
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.  Kepada    Kepala    Satpol    PP    Kabupaten    Boyolali    untuk
mengoordinasikan hal-hal sebagal berikut:

1)    Peningkatan   upaya  untuk  mencegah  dan  menghindari
kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara
tegas yang dilaksanakan  oleh  aparat  keamanan  (Satuan
Polisi     Pamong     Pi.aja,     Kepolisian     Negara     Republik
Indonesia  dan   melibatkan  Tentara  Nasional  Indonesia)
melalui operasi yustisi;

2)    Di    dalam    pelaksanaan    penegakan    hukum    protokol
kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud
pada huruf a agar melibatkan  tim dari  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di  tempat
pelaksanaan    operasi    untuk    melakukan    rqpid    test
ant{gen  terhadap  pelaku  pelanggaran  yang  ten.aring
dalam    operasi   yustisi   disamping   dapat   dikenakan
sanksi  denda  administratif  dan   sanksi   lajnnya  sesual
peraturan perundang-undangan.

Kepada      Sekretaris      Daerah      Kabupaten      Boyolali      agar
mengo o rd in asikan         me kan i sine         penganggaran         u n tu k
pelaksanaan   PPKM   Level   3   akibat   Pandemi   Covid-19   yang
bersumt)er  dari APBN,  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  APBD
Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.
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KEDELAPAN   :   a. Dalam  hal  Camat  dan  Kepala  Desa/Kelurahan  yang  tidak
melaksanakan   ketentuan   sebagalmana   dimaksud   dalam
Instruksi Bupati ini, maka:

1)   Bagi  Camat,  Kepala  Kelurahan  dikenakan  sanksi  sesuai
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor  53   Tahun   2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2)   Bagi   Kepala   Desa   dikenakan   sanksi   sesual   dengan
Peraturan    Boyolali   Nomor   22   Tahun    2016    tentang
Pengangkatan      dan      Pemberhentian      Kepala      Desa
sebagaimana  telah   diubah   dengan   Peraturan   Boyolali
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Boyolali  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA    huruf   c    poin    4)    dan    huruf    d,    yang    tidak
melaksanakan     ketentuan     sebagaimana     diatur     dalam
lnstruksi ini dikenakan  sanksi administratif sampai dengan
penutupan  usaha  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

c. Setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi yang melakukan
pclanggaran   dalam   rangka  pengendalian   wabah   penyakit
menular berdasarkan:

1)   Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal 212  sampai
dengan Pasal 218;

2)   Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1984  tentang  Wabah
Penyakit Menular;

3)   Undang-Undang     Nomor     6     Tahun      2018     tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

4)   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Boyolali  Nomor  4  Tahun
2013  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana
Di Kabupaten Boyolali; dan

5)   Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagal Upaya Pencegahan dari  Pengendalian
Cororm    VI.n/s    Di.sease    20Z9    di    Kabupaten    Boyolali
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali  Nomor 08  Tahun  2021  tentang  Perubahan Atas
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan    Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagai Upaya Pencegahan dan  Pengendalian
Corona VI.rtJs Dt.sease 20J 9 di Kabupaten Boyolali; serta

6)   ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang
terkait.
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KESEMBIIAN   : Hal-hal   yang   belum   diatur   dalam   lnstruksi   Bupa.ti   ini,
sepanjang    terkait    kebijakan    daerah    yang    mendukung
pencapaian  tujuan  penerapan  PPKM  Level  3  di  Kabupaten
Boyolali  tetap  dapat  dilaksanakan   dan   berpedoman   pada
Peraturan Perundang-undangan terkait.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulct  berlalni pada tanggal 21  Juli  2021
sampal dengan tanggal 25 Juli 2021.

Dikeluarhan di Boyolali
pada tanggal 2.` Juli 2021

belnbusap, disampaikan kepada Yth. :
1.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolall:
4.  Pertin88al.

Komoleks Porkartoran TerDadu Kabu Daten BovolaliJLthlichBaJdTrtyriq2z#erdffioed2iriLdap±#ien#~.btquqoJd
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BUPATI    BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR  a 5   TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PBMBATASAN KEGIATAN MASYARARAT
LEVEL 3  DALAM PENANGANAN Coj?OJVA  VZRL7S Z}JSEASE 20J9

DI RABUPATEN BOYOLALI,

Dasar              :    1.Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   24   Tahun   2021
tentang   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Level  4  dan  Level  3  Cororra  Vt."s  Disease  20j9 Di  Wilayah
Jawa Dan Bali;

2. Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penerapan     Disiplin    dan     Penegakan     Hukum     Protokol
Kesehatan   Sebagal   Upaya   Pencegahan   dan   Pengendalian
Coroma     VI."s     Disease     20J9     di     Kabupaten     Boyolali
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
BupaLti  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin  dan  Penegakan  Hukum Protokol  Kesehatan  Sebagai
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona  Vz.nts  Dz.sease
20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti   arahan   Presiden   Republik   Indonesia   dan   Instruksi
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    24    Tahun    2021    tentang    Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4  dan  I+evel  3  Cororm  Vlrzts  Dt.sease
20J9 Di Wilayah Jawa Dan Bali,  maka seiring dengan  perkembangan  situasi
penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria level 3
perlu    menerapkan    Pelpanjangan    Pemberlakuan     Pembatasan     Kegiatan
Masyarakat   Level   3    dalam   penanganan    Cororm    VI.rus   Diseczse   20J9   di
Kabupaten  Boyolali  yang  selanjutnya  disebut   Perpanjangan   PPKM   Level  3
dalam   rangka  meningkatkan   hasil  pengendalian   penanganan   Covid-19   di
Kabupaten  Boyolali  untuk  menekan  post.tt.L„t#  rate  agar  semakin  menurun
melalui  upaya  mengurangi  mobilitas  dan  meningkatkan  upaya  3T  (testt.ng,
frac[.rig,  freafmenf)  sehingga  pengendalian  dan  penanganan  akibat  timbulnya
kasus  terkonrirmasi  positif  baru  dapat  semakin  sistematis  dengan  harapan
semakin     terkendalikannya    penyebaran/penularan     Covid-19    di    tengah
masyarakat Kabupaten Boyolali  sehingga kasus terkonfirma.si positif baik dari
klaster keluarga,  klaster tempat kelja, klaster hajatan,  klaster kegiatan  sosial
keagamaan  dan  klaster lainnya semakin  menurun,  mengingat  a.danya varian
De!tci sebagal varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya.
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Sehubungan     hal     tersebut     di     atas,     dalam     rangka     memutus
penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi
positif Covid-19,  serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan
dalam    penanganan    Covid-19    maupun    kedisiplinan    masyarakat    dalam
melaksanakan protokol kesehatan diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU         :    Kepada    Camat    dan    Kepala    Desa/Kepala    Kelurahan    se-
Kabupaten Boyolali agar:

KEDUA

a. memastikan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   di
wilayah   masing-masing   beljalan   sesuai   ketentuan   yang
diatur dalam lnstruksi Bupati ini;

b. melaporkan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   di
wilayahnya  masing-masing  pada  tanggal   3   Agustus   2021
atau    sewaktu-waktu    dalam    hal    terdapat    hal-hal   yang
menonjol    dengan    disertai    bukti    dokumentasi    kegiatan
sebagai berikut:

1)    Camat   selaku   Ketua   Satgas   Penanganan   Covid-19   di
tingkat  Kecamatan  melaporkan  kepada  Bupati  Boyolali
Cq.     Sckretaris    Daerah    Kabupaten    Boyolali    dengan
tembusan  kepada  Kepala  Kantor  Kesbangpol  Kabupaten
Boyolali;

2)    Kepala       Desa/Kelurahan       selaku        Ketua       Satgas
Penanganan     Covid-19     di     tingkat     Desa/Kelurahan
melaporkan     kepada     Camat     selaku     Ketua     Satgas
Penanganan    Covid-19   di   tingka.t   Kecamatan   dengan
tembusan    kepada    Kepala    Dispermasdes    Kabupaten
Boyolali;

c.  Kepala Desa/Kelurahan agar:

1)    mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  Satgas LJlogo Toriggo di
tingkat   RT/RW   dalam   melembagakan   penerapan   5   M
yang  sangat  menentukan  keberhasilan  upaya  memutus
penyebaran/penularan   Covid-19   dengari   meningkatkan
budaya  "ez€ng  Zari  ngez€r.gke"  (sallng  mengingathan|
antar   masyarakat   untuk   menjaga   keselamatan   dan
kesehatan masyarakat;

2)   agar melakukan  pengendalian  kegiatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi
media   penyebaran/penularan   Covid-19   baik   kegiatan
sosial  kemasyarakatan  maupun  sosial  keagamaan  dan
aktifitas pelaku usaha.

Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali
dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebaLgal berikut :

a. Pelaksanaan  kegiatan  belajar mengajar  (Sekolah,  Perguruan
Tinggi,  Akademi,  Tempat  Pendidikan/   Pelatihan)  dilakukan
secara daring/ orLJl.rLe;
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b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan
100% (seratus persen)  Worfe From Home (WFH);

c.  Pelaksanaan kegiatan pada.:
1)    Sektor Esensial seperti:

a) keuangan   dan   perbankan   hanya  meliputi   asuransi,
bank,     pegadaian,     dana    pensiun,     dan     lembaga
pembiayaan   (yang  berorientasi  pada  pelayanan  risik
dengan  pelanggan  (oustomen)  dapat  beropera.si  dengan
kapasitas   maksimal   50°/o   (lima   puluh   persen)   staf
untuk lokasi yang berkaltan dengan pelayanan kepada
masyarakat,  serta 25°/a (dua puluh lima persen)  untuk
pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung
operasional;

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan
pelanggan    (oustomen    dan    berjalannya    operasional
pasar   modal   secara   balk)   dapat   beroperasi   dengan
kapasitas maksimal 50°/o (lima puluh persen) staf;

c) teknologi  informasi  dan  komunikasi  meliputi  operator
seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan
penyebaran     informa.si    kepada    masyarakat    dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50%    (lima
puluh persen)  star;

d)perhotelan      non      penanganan      karantina      dapat
beroperasi    dengan    kapasitas   maksimal    50%   (lima
puluh persen)  star; dan

e)  industri  orientasi   eskpor  dimana  pihak  perusahaan
harus      menunjukkan      bukti      contoh      dokumen
Pemberitahuan  Ekspor  Barang  (PEE)  selama  12  (dua
belas)    bulan    terakhir    atau    dokumen    lain    yang
menunjukkan  rencana ekspor dan  waj.ib  mcmiliki  lzin
Operasional  dan   Mobilitas  Kegiatan   Industri   (IOMKI)
hanya  dapat  beroperasi  dengan   pengaturan   2   (dua)
shift   dengan   kapasitas   maksimal   50°/a   (lima   puluh
persen)    star   untuk   setiap   shift   hanya   di   fasilitas
produksi/pabrik,   serta   10%   (sepuluh   persen)   untuk
pelayanan  admin§itrasi  perkantoran guna mendukung
operasional,  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan,
pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan
tidak bersamaan.

2)   esensial   pada   sektor   pemerintahan   yang   memberikan
pe layanan       pu blik       yang       tidak       bisa       d itu nda
pelaksanaannya   diberlakukan    250/a    (dua   puluh   lima
persen)   maksimal  star   Worri:  From  Oj73ce  (WFO)   dengan
protokol keseha.tan secara. keta.t;
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3)    Sektor kritikal seperti:

a)  kesehatan,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
dapat  beroperasi   100°/o  (seratus)   persen  staf  tanpa
ada pengecualian; dan

b)  penanganan  bencana,   energi,   logistik,   transportasi
dan   distribusi   terutama   untuk   kebutuhan   pokok
masyarakat,      makanan      dan      minuman      serta
penunjangnya,      termasuk     untuk     temak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan
bangunan,   obyek   vital   nasional,   proyek   strategis
nasional,   konstruksi   (infrastruktur  publik),   utilitas
dasar   (listrik,   air  dan   pengelolaan   sampah)   dapat
beroperasi    100%   (seratus   persen)   maksimal   staf,
hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan
kepada      masyarakat      dan      untuk      pelayanan
administrasi       perkantoran       guna       mendukung
operasional,  diberlakukan maksimal 25% (dua puluh
lima persen) persen staf.

4)    mengizinkan  sLtper  mczrkef/mt.".  mcirfoef,  toko  kelontong,
pasar   tradisional   dan   pasar   swalayan   yang   menjual
kebutuhan pokok sehari-hari operasional  sampai dengan
pukul   20.00   WIB   dengan   jumlah   pengunjung   paling
banyak  50%  (lima  puluh  persen)  dari  kapasitas  normal
serta  penerapan    protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat;
dan

5)    untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

d. Pasar   tradisional   yang   menjual   barang   non   kebutuhan
sehari-hari   dapat   beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal
50%  (lima  puluh  persen)  dan  jam  operasi  sampal  dengan
pukul   15.00  WIB  dengan  protokol   kesehatan   secara  lebih
ketat;

e. pedagang    kaki    lim&,    agen/oufz€t    I/oucher,     bclrdersfrop/
pangkas  rambut,  !czLtriczrt/,  pedagang  asongan,  bcngkel  kecil,
cucian kendaraan,  dan lain-lain yang sej.enis diizinkan buka
dengan protokol kesehatan ketat sarnpal dengan pukul 20.00
WIB;

f.  diizinkan   pelaksanaan   kegiatan   makan/minum  di   tempat
umum dengan ketentuan:

1)   warung    makan/warteg,    pedagang    kaki    lima,    1apak
jajanan/angkringan   dan   sejenisnya   baik  yang   berada
pada lokasi milik sendiri atau  pada fasilitas umum  (area
publik,   taman   umum,   tempat  wisata  umum  dan  area
publik lainnya)  dan pusat perbelanjaan  antara lain super
mar7cec/mt.nt.   mclrket,      pasar   tradisional   dan   swalayan
yang  lokasinya  berada  di  ruang  terbuka  diizinkan  buka
dengan  protokol  kesehatan  yang  ketat  sampai  dengan
pukul   20.00   WIB   dengan   maksimal   pengunjung  yang
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makan di tempat sebanyak 25% (dua puluh lima persen)
dari  kapasitas  normal  dan  waktu  makan  maksimal  30
(tiga puluh)  menit; dan

2)   restoran/rumah  makan,  kafe  dengan  lokasi yang berada
dalam ruang tertutup baik yang berada pada lokasi milik
sendiri       maupun       yang       berlokasi       pada       pusat
perbelanjaan/ maz!  hanya  dapat  menerima  cze!t.LJerty/take
azuag dan dilarang menerima makan ditempat (c{i.ne-I.ri).

9. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik
(tempat   konstruksi   dan   lokasi   proyek)   beroperasi    100%
(seratus    persen)    dan    konstruksi    skala    kecil    diizinkan
maksimal  10  (sepuluh)  orang  dengan  menerapkan  protokol
keseha.tan secara lebih ketat;

h. tempat  ibadah  (Masj.id,  Mushola,  Gereja,  Pura,  Vihara,  dan
Klenteng   serta   tempat   umum   lainnya   yang   difungsikari
sebagai    tempat    ibadah),     dapat    mengadakan    kegiatan
peribadatan/ keagamaan berjanaah  selama masa penerapan
Perpanjangan   PPKM   Level   3   dengan   maksimal   25%   (dua
puluh     lima     persen)     dari     kapasitas     normal     dengan
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i.  fasilitas  umum  (area  publik,  taman  umum,  tempat  wisata
umum   dan   area   publik   lainnya   seperti   tempat   hiburan,
karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan
usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;

j.  kegiatan  seni,  budaya,  olahraga dan  sosial  kemasyarakatan
serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian
dan kerumunan ditutup sementara;

k. transportasi   umum   (kendaraan   umum,   angkutan   masal,
taksi  (konvensional  dan  onJt.ne)  dan  kendaraan  sewa/rental)
diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  maksimal  70%
(tujuh puluh) persen dengan menerapkan protokol kcsehatan
secara lebih ketat;

I.  kepada  seluruh  elemen  masyarakat  di  Kabupaten  Boyolali
dilarang    menyelenggarakan    resepsi    hajatan    mantz(/
r.gi.r.dh«h    mantzt    dan    khitanan,    dikecualikan    dari
larangan  penyelenggaraan  hajatan   sebagalmana  dimaksud
antara lain:

i)   Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
atau  di  Dinas  Kep€ndudukan  dan  Pencatatan  Sipil  atau
dengan melibatkan paling banyak  10 (sepuluh) orang dari
unsur  keluarga inti  dan  tetangga  sekitar  dengan  alokasi
waktu   paling  lama  60   (enam  puluh)   menit   dan  wajib
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Pelaksanaan    khitan    di    tempat    fasilitas    pelayanan
kesehatan   dengan   melibatkan   paling   banyak   5   (lima)
orang dari keluarga inti;
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3)    Kepada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten
Boyolali  agar  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk
mencegah  timbulnya  kerumunan  baru  di  KUA  sebagal
akibat pelaksanaan akad nikah ;

4)   Kepada   Kepala   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan
Sipil   Kabupaten   Boyolali   agar   melakukan   pengaturan
lebih lanjut untuk menccgah timbulnya kerumunari bar.u
di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten
Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

in.pelaku    perjalanan    domestik    yang    masuk    ke    wila.yah
Kabupaten   Boyolali   menggunakan   mobil   pribadi,   sepeda
motor  dan  transportasi  umum  jarak jauh  (pesawat  udara,
bus, kapal laut dan kereta api) harus:

1)   menunjukkan   kartu   vaksin   (minimal   vaksinasi   dosis
pertalna)   dan  menunjukkan   PCR  (H-2)   untuk  pesawat
udara serta Antigen  (H-1)  untuk moda transportasi mobil
pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

2)    ketentuan    pada   poin    1)   juga    berlaku    untuk    sopir
kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya; dan

3)   dikecualikan   dari   ketentuan   poin   2)    terhadap   sopir
kendaraan  logistik  dan  trarisportasi  barang  lalnnya  dal-i
ketentuan memiliki kartu vaksin.

n.wajib  memakal  masker  dengan  benar  dan  konsisten  saat
melaksanakan  kegiatan  di  luar rumah  serta tidak diizinkan
penggunaan /ace sfro.eJc! tanpa menggunakan masker; dan

o. pelaksanaari  PPKM  di  tingkat  RT/RW,  Desa/Kelurahari  dan
Kecamatan  tetap  diberlakukan  dengan  mengaktifuan  Posko-
Posko di setiap tingkatan sesuai kriteria zonasi pengendalian
wilayah setempat.

Kepada   Camat   dan   anggota   Forum   Komunikasi   Pimpinan
Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat
Kecamatan  dan  Kepala Desa/Kelurahan  se  Kabupaten  Boyolali
dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara
Pe in bina         Keaman an         d an         Ke te rti ban         M asyarakat
(Bhabinkamtibmas)   di  wilayah  masing-masing  a`gar  melarang
setiap bentuk kc.giatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEEMPAT      :    Kepada   Kepolisian   Resort   Boyolali,   Komando   Distrik   Militer
0724/Boyolali,     dan     Kejaksaan     Negeri     Boyolali     beserta
jajarannya  untuk   mendukung  dan   mengawasi   pelaksanaan
Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.

KELIMA Kepada   seluruh   pemangku   kepentingan   dalam   penanganan
Covid-19    dan    seluruh    elemen    masyarakat    di    Kabupaten
Boyolali  agar  melaksanakan  pengetatan  aktifitas  dan  edukasi
dengan prinsip sebagal berikut:
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a. Covid-19  paling  menular  pada  kondisi  tertutup,  pertemuan
pertemuan   panjang   (1ebih   dari   15   menit),   interaksi  jarak
dekat,  keramalan,  aktifitas  dengan  bernapas  kuat  misalnya
bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker
seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan   masker  dengan   benar   dan   konsisten   adalah
protokol  kesehatan  paling  minimal  yang  harus  diterapkan
setiap orang;

c.  mcncuci  tangan  dengan   sabun  atau   ha7icz  sczrLi.deer  secara
berulang terutama setelah  menyentuh  benda yang disentuh
orang   lain   (seperti   gagang   pintu   atau   pegangan   tangga),
menyentuh daerah wajah dcngan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih balk, akan lebih melindungi (sebagal
contoh  masker  bedah  sekali  pakal  lebih  baik  dari  masker
kain,  dan  masker  N95  lebih  balk  dari  masker  bedah).  Saat
ini,  penggunaan  masker  sebanyak  2  (dua)  lapis  merupakan
pilihan  yang  balk.   Masker  sebaiknya  perlu  diganti  setelah
digunakan  (>4  (lebih dari empat) jam);

e. penerapan       protokol       kesehatan       dilakukan       dengan
mempertimbangkan falftor ventilasi udara,  durasi,  dan jarak
interaksi,    untuk   meminimalisir   risiko    penularan    dalam
beraktifitas;

f.  pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   beraktifitas   dari   rumah   saja,   dan   berinteraksi   hanya
dengan orang-orang yang tinggal serumah;

2)   j.ika   harus   meninggalkan   rumah,   maka   harus   §elalu
mengupayakan   jarak   minimal   2    (dua)    meter   dalam
b erin te raksi       dengan       orang       lain.        M e ngu rangi /
menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal
serumah; dan

3)    mensosialisasikan   berbagai   petunjuk   visual   di   tempat
umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

9. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1)   jika    harus     berinteraksi     dengan     orang     lain     atau

menghadiri   suatu   kegiatan,   dilakukan   dengan   durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2)   dalam   perkantoran   dan   situasi   berkegiatan   lainnya,
penjadwalan     dan     rotasi     dapat     membantu     untuk
mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   berkegiatan  di  luar  ruangan  memiliki  risiko  penularan
yang jauh  lebih rendah  dibandingkan  di dalam ruangan;
dan
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2)   ruangan    harus    selalu    diupayakan    untuk    memiliki
ventilasi udara yang balk.  Membuka pintu, jendela dapat
dilakukan   untuk  mengurangi  risiko  penularan.   Dalam
kondisi pintu  atau jendela tidak dapat  dibuka,  maka air
purifier dengan Hz.g7i E#a.eric# Pt2rtr.cztJczte A].r (HEPA)  filter
dapat digunakan di dalam ruangan.

i.  dalam kondisi  penularan  sudah  meluas di komunitas,  maka
intervensi   yang   lebih   ketat   dengan   membatasi   mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan ;

j.  Kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Boyolali  agar
melakukan:

1)    penguatan     3T     (£estirig,     fmci.ng,     frecztment)     dengan
ketentuan:

a)  Test.ng  terus  ditingkatkan   mencapai  minimal   1   per
1.000   penduduk   per   minggu   sampal   post.tr.L".far   rcife
kurang   lebih   50/o.    Testr.ng   perlu   terus   ditingkatkan
untuk  suspek,  yaitu  mereka yang  bergejala,  dan juga
pada kontak erat;

b) Traa.ng perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari  15
kontak   erat   per   kasus   konfirmasi.   Karantina   perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah     diidentifikasi     kontak     erat     harus     segera
diperiksa  (entry-fes£)  dan  karantina  perlu  dijalankan.
Jika  hasil  pemeriksaan  positif maka  perlu  dilakukan
isolasi.   Jika   hasil   pemeriksaan   negatif  maka   perlu
dilanjutkan karantina.  Pada hari ke-5  karantina,  perlu
dilakukan     pemeriksaan     kembali     (€j".I-fesf)     untuk
melihat  apakah  virus  terdeteksi  setelah/selama  masa
inkubasi.  Jika  negatif,  maka  pasien  dianggap  selesai
karantina; dan

c)  T7iecztm€7it     perlu     dilakukan     dengan     komprehensif
sesuai   dengan   berat  gejala.   Hanya  pa.sien   bergejala
sedang,  berat,  dan  kritis yang perlu  dirawat  di  rumah
sakit.   Isolasi   perlu   dilakukan   dengan   ketat   untuk
mencegah penularan.

2)   melakukan    percepatan    vaksinasi    untuk    melindungi
sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk
menurunkan     laju     penularan     serta    mengutamakan
keselamatan    mereka   yang    rentari    untuk    meninggal
(seperti    lansia,    orang    dengan    komorbid)    mengingat
kapasitas fasilitas kesehatan di  Kabupaten  Boyolali yang
terbatas    dan    dampak   jangka    panjang    darn    infeksi
Covid-19 .

a.  Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

1)   mengoordinasikan      dan      melaksanakan      penyaluran
bantuan    sosial    serta.   jaring    pengaman    sosial   yang
bersumber  dari  APBN,  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah  dan
APBD   Kabupaten   Boyolali,   maupun   dari   sumber   lain
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yang  sah  kepada  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  yang
berhak menerima; dan

2)    melakukan  sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari
pusat dengan bantuan  sosial yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada    Kepala    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  percepatan  penyaluran
dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

1)   Mendorong      Pemerintah      Desa     untuk      menetapkan
Peraturan   Desa  mengenai  APBDesa,   pengesahan   data
KPM    oleh    pemerintah    Desa,    perekaman    Data    KPM
penerima   BLT-DD    pada   Om-SPAN    sesuai    ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2)   Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM,  dan  menindaklanjuti  dengan  pclaksanaarl  BLT-DD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.  Kepada    Kepala    Satpol    PP    Kabupaten    Boyolali    untuk
mengoordinasikan hal-hal sebagal berikut:

I)   Peningkatan  upaya  untuk  mencegah  dan  menghindari
kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara
tegas yang dilaksanakan  oleh  aparat  keamanan  (Satuan
Polisi     Pamong     Praja,     Kepolisian     Negara     Republik
Indonesia  dan   melibatkan  Tentara  Nasional  Indonesia)
melalui operasi yustisi;

2)   Di    dalam    pelaksanaan    penegakan    hukum    protokol
kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud
pada  poin   1)  agar  melibatkan  tim  dari  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di  tempat
pelaksanaan    operasi    untuk    melakukan    rapid   test
antigen  terhadap  pelalni  pelanggaran  yang  teq.aring
dalan    operasi   yustisi   disamping   dapat   dikenakan
sanksi  denda  administratif  dan   sanksi   lalnnya  sesual
peraturan perundang-undangan.

d. Kepada   Kepala   Dinas   Pemuda   Olahraga   dan   Pariwisata
Kabupaten  Boyolali  dan  instansi  terkalt  sesuai  kewenangan
agar   memastikan   pelaku   usaha   warung   makan/warteg,
pcdagang     kaki     lima,     1apak    jajanan/angkringan     dan
sejenisnya  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam
Instruksi   Bupati   ini   serta   melakukan   pengawasan   dan
pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

Kepada      Sekretaris      Daerah      Kabupaten      Boyolali      agar
mengoordin a_sikan         mekanisme         pe nganggaran         u n tu k
pelaksanaan   Perpanjangan    PPKM   L€vcl   3   akibat   Pandemi
Covid-19   yang   bersumber   dari   APBN,   APBD   Provinsi   Jawa
Tengah  dan  APBD  Kabupaten  Boyolali  maupun  sumber  lain
yang sah.
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KEDELAPAN   :   a. Dalam  hal  Camat  dan  Kepala  Desa/Kelurahan  yang  tidak
melaksanakan   ketentuan   sebagalmana   dimaksud   dalam
lnstruksi Bupati ini, maka:

1)   Bagi  Camat,  Kepala  Kelurahan  dikenakan  sanksi  sesuai
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   53   Tahun   2010
tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil;

2)    Bagi    Kepala   Desa   dikenakan    sanksi    sesuai    dengan
Peraturan    Boyolali    Nomor    22    Tahun    2016    tentang
Pengangkatan      dan      Pemberhentian      Kepala      Desa
sebagalmana   telah   diut)ah   dengan   Pcraturan   Boyolali
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Boyolali   Nomor  22  Tahun  2016   tentang  Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA  huruf  c  poin  4),  huruf  e  dan  huruf  f yang  tidak
melaksanakan     ketentuan     sebagaimana     diatur     dalam
Instruksi  ini  dikenakan  sanksi  administratif sampai  dengan
penutupan  usaha  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

c. Setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi  yang  melakukan
pelanggaran   dalam   rangka   pcngendaliari   wabah   penyakit
menular berdasarkan :

I)    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  212  sampai
dengan Pasal 218;

2)    Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1984   tentang  Wabah
Penyakit Menular;

3)   Undang-Undang     Nomor     6      Tahun      2018      tentang
Kekarantinaan Kesehatan ;

4)   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Boyolali  Nomor  4  Tahun
2013  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana
Di Kabupaten Boyolali; dan

5)    Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan    Disiplin   dan    Penegakan    Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upa.ya Pencegahan  dan  Pengendalian
Corona    Vt."s    Dt.secise    20J9    di    Kabupaten    Boyolali
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
13oyolali  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan    Disiplin    dan   Pencgakan    Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagal  Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian
Coront2  VI.rLts D1.sease 20J 9 di Kabupaten Boyolali;  serta

6)   ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang
terkait.
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KESEMBILAN   : Hal-hal   yang   belum   diatur   dalam   lnstmksi   Bupati   ini,
sepanjang    terkait    kebijakan    daerah    yang    mendukung
pencapalan tujuan penera.pan Perpanjangan PPKM Level 3  di
Kabupaten     Boyolali     tetap     dapat     dilaksanakan     dan
bexpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terhait.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulal berlaku pada tanggal 26 Juli 2021
sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Dikeluarhan di Boyolali

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tcngah di Semarang;
3.  Pimpinan DPRD Kat)upaten BQyolan;
4.  Pertinggal.

KomDleks Perkantoran Temadu KabuDaten Bovolali
JL  Merdeke Barat Telenon /02761321021. Fait (02761321172. website www.bovoLahico.id

PKemiri.  Bovolali 57321.  Provinsi Ja\^ra Tenoch
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BUPATI    BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR  06    TAHUN2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARARAT
LEVEL 3 DALAM PBNANGANAN cojaojvA unus a+SEASE 2oj 9

DI KABUPATEN BOYOIALI,

Dasar              :    1.Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   27   Tahun   2021
tentang   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Level  4,  Level  3,  Dan  Level  2  Cororia  VI.ms Dis€as€  20J9 Di
Wilayah Jawa Dan Bali;

2. Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penerapan     Disiplin     dan     Penegakan     Hukum     Protokol
Kesehatan   Sebagal   Upaya   Pencegahan   dan   Pengendalian
Corom     Vt.nts     Disease     20J9    di     Kabupaten     Boyolali
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Coro7ta  VI."s  Disease
20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti   arahan   Presiden   Republik   Indonesia   dan   lnstruksi
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    27    Tahun    2021    tentang    Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4,  Level  3,  Dan  Level  2  Cororma  VI.rus
Disetise 20J 9 Di Wilayah Jawa Dan Bali,  maka seiring dengan perkembangan
situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria
level  3  perlu  menerapkan  Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat   Ifvel   3   dalam   penanganan    Coro7ro   Vt.ms   Disecrse   20J9   di
Kabupaten   Boyolali  yang  selanjutnya  disebut  Perpanjangan   PPKM   Level  3
dalam   rangka   meningkatkan   hasil   pengendalian   penanganan   Covid-19   di
Kabupaten  Boyolali  untuk  menekan  posi.tt.zH.fg  rate  agar  semakin  menurun
melalui  upaya  mengurangi  mobilitas  dan  meningkatkan  upaya  3T  (testi.ng,
tract.ng,  treatment)  sehingga  pengendalian  dan  penanganan  akibat  timbulnya
kasus  terkonfirmasi  positif  baru  dapat  semakin  sistematis  dengan  harapan
semakin     terkendalikarmya    penyebaran/penularan     Covid-19     di     tengah
masyarakat  Kabupaten  Boyolali  agar  kasus  terkonfirmasi  positif  balk  dari
klaster keluarga,  klaster tempat kelja, klaster hajatan, klaster kegiatan  sosial
keagamaan  dan  klaster lalnnya semakin  menurun,  mengingat  adanya varian
De!to sebagaj varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya.



2

Terkait     hal     tersebut    di     atas,     maka    dalam     rangka    memutus
penyebaran/penularan Covid-19 dan mcnurunkan jumlah kasus terkonfirmasi
positif Covid-19,  serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan
Penanganan  Covid-19  terutama  Posko  Penanganan  Covid-19  di  tingkat  Desa
dan    Kelurahan    maupun    kedisiplinan    masyarakat    dalam    melaksanakan
protokol kesehatan, diinstl`uksikan hal-hal sebagal t)crikut:

KESATU         :    Kepada    Camat    dan    Kepala    Desa/Kepala    Kelurahan    se-
Kabupaten Boyolali agar:

a. memastikan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   di
wilayah   masing-masing   berjalan    sesual   ketentuan   yang
diatur dalam lnstruksi Bupati ini;

b. melaporkan   pclaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Ijevel   3   di
wilayahnya  masing-masing  pada  tanggal   10  Agustus  2021
atau    sewaktu-waktu    dalaln    hal    terdapat    hal-hal   yang
menonjol    dengan    disertal    bukti    dokumentasi    kegiatan
sctiagal berikut:

1)    Camat   selaku   Ketua   Satgas   Penanganan   Covid-19   di
tingkat  Kecamatan  melaporkan  kepada  Bupati  Boyolali
Cq.     Sekretaris    Daerah    Kabupaten    Boyolali    dengan
tembusan  kepada  Kepala  Kantor  Kcsbangpol  Kabupaten
Boyolali;

2)    Kepala       Desa/Kelurahan        selaku        Ketua       Satgas
Penanganan     Covid-19     di     tingkat     Desa/Kelurahan
melaporkan     kepada     Gama.t     selaku     Ketua     Satgas
Penanganan    Covid-19    di    tingkat    Kecamatan    dengan
tembusan    kepada    Kepala    Dispermasdes    Kabupaten
Boyolali;

c.  Kepala Desa/Kelurahan agar:

1)   mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas Jogo ronggo di
tingkat RT/RW dalam melemba,gakan penerapan 5M yang
sangat    menentukan     keberhasilan     upaya    memutus
penyebaran/penularan   Covid-19   dengan   meningkatkan
budaya  "ezzrtg  Zap  rtgeztr]gA:e"  (saLing  mengingatkan|
aritar   masyarakat   untuk   menjaga   keselamatan   dan
kcsclidtdn  IIiHeyi]rdkdt ;

2)   agar melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkari kerumunan yang dapat menjadi
media   penyebaran/penularan   Covid-19   balk   kegiatan
sosial  kemasyarakatan  maupun  sosial  keagamaan  dan
aktifitas pelaku usaha.

KEDUA           :    Pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali
dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagal berikut :

a. Pelaksanaan  kegiatan  belajar mengajar  (Sekolah,  Perguruan
Tinggi,  Akademi,  Tempat  Pendidikan/   Pelatihan)  dilakukan
secara daring/ orLJI.ne;
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b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan
100°/o (seratus persen)  Work From Home (WFH);

c. Pelaksanaan kegiatari pada:
1)    Sektor Esensial seperti:

a) keuangan   dan   perbankan   hanya   meliputi   asuransi,
bank,     pegadaian,     dana     pensiun,     dan     lembaga
pembiayaan   lyang  berorientasi  pada  pclayanari  fisik
dengan pelanggan  (customer))  dapat beroperasi dengan
kapasitas   maksimal   500/o   (lima   puluh   persen)   staf
untuk lokasi yang berkaltan dengan pelayanan kepada
masyarakat,  serla 25% (dua puluh  lima persen)  untuk
pelayanan  administrasi perkantoran guna mendukung
operasional;

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan
pelanggan    (ousfomen    dan    berjalannya    operasional
pasar   modal   secara   balk)   dapat   beroperasi   dengan
kapasitas maksimal 50°/o (lima puluh persen)  star;

c) teknologi  informasi  dan  komunikasi  meliputi  operator
seluler, c!ata center, internet, pos, media terkait dengan
penyebaran    informasi    kepada    masyarakat    dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50%   (lima
puluh persen)  staf;

d)perhotelan      non      penanganan      karantina      dapat
beroperasi   dengan    kapasitas   maksimal    50%   (lima
puluh persen) staf; dan

e)  industri  orientasi  ekspor  dan  penunjangnya  dimana
I)ihak  pcrusahaali  harus  mcnunjukkan  bukti  contoh
dokumen  Pemberitahuan  Ekspor Barang  (PEE)  selarna
12  (dua belas)  bulan  terakhir atau  dokumen lain yang
menunjukkan  rencana ekspor dan  wajib  memiliki  lzin
Operasional  dan   Mobilitas  Kegiatan   lndustri   (IOMKI)
hanya  dapat  beroperasi  dengan   pengaturan   2   (dua)
shift   dengan   kapasltas   makslmal   50%   (lima   puluh
persen)    star   untuk   setiap   shift   hanya   di   fasilitas
produksi/pabrik,   serta   10%   (sepuluh   per`sen)   untuk
pelayanan  administrasi perkantoran  guna  mendukung
operasional,  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan,
pengaturan  masuk dan pulang serta makan karyawan
tidal{ bersanaan.

2)   esensial   pada   sektor   pemerintahan   yang   memberikan
pelayanan       pu blik       yang       tid ak       b i sa       d itu n da
pelaksanaannya   diberlakukan   25°/o   (dua   puluh   lima
persen)   maksimal  star  Worfe  F7iom  Oj7ice  (WFO)   dengan
protokol kesehatan secara ketat;
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3)    Sektor kritikal seperti:

a)  kesehatan,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
dapat  beroperasi   100%  (seratus)   persen  star  tanpa
ada pengecualian; dan

b)  penanganan   bencana,   energi,   logistik,   transportasi
dan   distribusi   terutarna   untuk   kebutuhan   pokok
masyarakat,      makanan      dan      minuman      serta
penunjangnya,     termasuk     untuk     ternak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan
bangunan,   obyek   vital   nasional,   proyek   strategis
nasional,   konstruksi   (infrastruktur  publik),   utilitas
dasar   (listrik,   air  dan   pcngelolaan   sampah)   dapat
beroperasi    100%   (seratus   persen)   maksimal   staf,
hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan
kepada      masyarakat      dan      untuk      pelayanan
administrasi       perkantoran       guna       mendukung
operasional,  diberlakukan maksimal 25% (dua puluh
lima persen)  star.

4)    mengizinkan  szjper  mczrjc€t/mt.".  market,  toko  kelontong,
pasar   tradisional   dan   pasar   swalayan   yang   menjual
kebutuhan pokok schari-hari operasional sampai dengan
pukul   20.00   WIB   dengan   jumlah   pengunjung   paling
banyak  50%  (lima  puluh  persen)  dari  kapasitas  normal
serta  penerapan    protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat;
dan

5)    untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

d. Pasar   tradisional   yang   menjual   barang   non   kebutuhan
sehari-hari   dapat   beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal
50%  (lima  puluh  persen)  dan  jam  operasi  sampal  dengan
pukul   15.00  WIB  dengan  protokol  kesehatan  secara  lcbih
ketat;

e. pedagang   kaki    l±"a,    agen/outlet    Voucher,    barbershop/
pangkas  rambut,  JaLtndru,  peda`gang  asongan,  bengkel  kecil,
cucian kendaraan,  dan  lain-lain yang sejenis diizinkan buka
dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00
WIB;

f.  diizinkan   pelaksanaan   kegiatan   makan/minum   di   tempat
umum dengan ketentuan:

1)   warung    makan/wartcg,    pcdagang    kaki    lima,    1apak
jajanan/angkringan   dan   sejenisnya   baik  yang   berada
pada lokasi milik sendiri atau  pada fasilitas umum  (area
publik,   taman  umum,   tempat  wisata  umum  dan  area
publik lainnya) dan pusat perbelanjaan  antara lain  super
market/m].".   market,      pasar   tradisional   dan   swalayan
yang  lokasinya  berada  di  ruang  terbuka  diizinkan  buka
dengan  protokol  kesehatan  yang  ketat  sampal  dengan
pukul   20.00   WIB   dengan   maksimal   pengunjung  yang
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makan di tempat sebanyak 25% (dua puluh lima persen)
dari  kapasitas  normal  dan  waktu  makan  maksimal  30
(tiga puluh)  menit; dan

2)   restoran/rumah makan,  kafe dengan lokasi yang berada
dalam ruang tertutup balk yang berada pada lokasi milik
sendiri       maupun      yang       berlokasi       pada       pusat
perbelanjaan/ mazJ  hanya  dapat  menerima  dezi.I/eny/fake
all;czg dan dilarang m€nerima makan ditempat (cZz.neirl).

9. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik
(tempat   konstruksi   dan   lokasi   proyek)   beroperasi    100%
(seratus    persen)    dan    konstruksi    skala    kecil    diizinkan
maksimal   10  (sepuluh)  orang  dengan  menerapkan  protokol
kesehatan secara lebih ketat;

h. tempat  ibadah  (Masjid,  Mushola,  Gereja,  Pura,  Vihara,  dan
Klenteng   serta   tempat   umum   lalnnya   yang   difungsikan
sebagai    tempat    ibadah),    dapat    mengadakan    kegiatan
peribadatan/ keagamaan berjamaah  selama nasa penerapan
Perpanjangan   PPKM   Level   3   dengari   maksimal   25%  (dua
puluh     lima     persen)     dari     kapasitas     normal     dengari
menerapkan protokol kesehatan secara lebih k€tat;

i.  fasilitas  umum  (area  publik,  taman  umum,  tempat  wisata
umum   dan   area   publik   lalnnya   seperti   tempat   hiburan,
karaoke, warnet, game orLJz.ne, tempat olah raga dan kegiatan
usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;

j.  kegiatan  semi,  budaya,  olahraga  dan  sosial  kemasyarakatan
serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramalan
dan kerumunan ditutup sementara;

k. transportasi   umum   (kendaraan   umum,   angkutan   masal,
taksi  (konvensional  dan  orizt.ne)  dan  kendaraan  sewa/rental)
diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  mcksimal  70%
(tujuh puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat.;

I.  kepada  seluruh  elemen  masyarakat  di  Kabupaten  Boyolali
dllaraDg    menyelenggaralEan    resepsl    hajatan    mantz(/
rigr(.ndhz4h    mant(I    dan    khitanan,     dikecualikan    dari
larangan  penyelenggaraan  hajatan  sebagaimana  dimaksud
antara lain :
I)   Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama

atau  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  atau
dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari
unsur keluarga inti  dan  tetangga  sekitar dengan  alokasi
waktu   paling  lama  60   (enam  puluh)   menit   dan   wajib
mcnerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Pelaksanaan     khitan    di    tempat    fasilitas    pelayanan
kesehatan   dengan   melibatkan   paling   banyak   5   (lima)
orang dari keluarga inti;
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3)   Kepada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten
Boyolali  a,gar  melakukari  pengaturan  lebih  larijut  untuk
mencegah  timbulnya  kerumunan  baru  di  KUA  sebagai
akibat pelaksanaan akad nikah;

4)    Kepada   Kepala   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan
Sipil   Kabupaten   Boyolali   agar   melakukan   pengaturali
lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru
di Dinas Kependudukan dan Penca.tatar Sipil Kabupaten
Boyolali scbagal akibat pelaksanaan akad nikah ,

in.pelaku    perjalanan    domestik    yang    masuk    ke    wilayah
Kabupaten   Boyolali   menggunakan   mobil   pribadi,   sepeda
motor  dan  transportasi  umum  jarak jauh  (pesawat  udara,
bus, kapal laut dan kereta api) harus:

1)   menunjukkan   kartu   vaksin   (minimal   vaksinasi   dosis
pertama)   dan   menunjukkan   PCR  (H-2)   untuk  pesawat
udara serta Antigen  (H-I) untuk moda transportasi mobil
pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

2)   ketentuan    pada   poin    1)   juga   berlaku    untuk    sopir
kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya; dan

3)   dikecualikan   dari   ketentuan   poin   2)    terhadap   sopir
kcndaraan  logistik  dan  transpolfasi  barang  lainnya  dari
ketentuan memiliki kartu vaksin.

n.wajib  memakal  masker  dengan  benar  dan  konsisten  saat
melaksanakan  kegiatan  di  luar rumah  serta  tidak  diizinkan
penggunaan /czae sfu.ezd tanpa menggunakan masker; dan

o. pelaksanaan  PPKM  di  tingkat  RT/RW,  Desa/Kelurahan  dan
Kecamatan  tetap diberlakukan  dengan  mengaktifl{an  Posko-
Posko di setiap tingkatan sesual kritcria zonasi pengendalian
wilayah setempat.

Kepada   Camat   dan   anggota   Forum   Komunikasi   Pimpinan
Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat
Kecamatan dan  Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali
dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara
Pe mb ina         Keaman an         d an         Kete rtiban         M asyarakat
(Bhabinkamtibmas)  di  wilayah  masing-masing  agar  melarang
setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulhan kerumunan.

Kcpada   Kcpolisiari   Resort   Boyolali,   Komando   Distrik   Militer
0724/Boyolali,     dan     Kejaksaan     Negeri     Boyolali     beserta
jajarannya  untuk   mendukung  dan   mengawasi  pelaksanaan
Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.

:  Kepada   seluruh   pemangku   kepentingan   dalam   penanganan
Covid-19    dan    seluruh    elemen    masyarakat    di    Kabupaten
Boyolali  agar  melaksanakan  pengetatan  aktifitas  dan  edukasi
dengan prinsip sebagai berikut:
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a. Covid-19  paling  menula]-pada  kondisi  tertutup,  pertemuan
pertemuan   panjang   (lebih   dari   15   mcnit),   interaksi  jarak
dekat,  keramalan,  aktifitas  dengan  bemapas  kuat  misalnya
b€rnyanyi, berbicara dan tcrtawa dan tidak mcmakal masker
seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan   masker  dengan   benar  dan   konsisten   adalah
protokol  kesehatan  paling  minimal  yang  harus  diterapkan
setiap orang;

c. mencuci  tangan  dengan  sabun  atau   hancz  sa7it.tiger  secara
berulang  terutama  setelah  menyentuh  benda yang disentuh
orang   lain   (seperti   gagang   pintu   atau   pegangan   tangga),
mcnycntuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai
contoh  masker  bedah  sekali  pakai  lebih  balk  dari  masker
kain,  dan  masker  N95  1ebih  balk  dari  masker  bedah).  Saat
ini,  penggunaan  masker  sebanyak  2  (dua)  lapis  merupakan
pilihan  yang  balk.  Masker  scbaiknya  perlu  diganti  setelah
digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

c.penerapan       protokol       kesehatan       dilakukan       dengan
mempertimbangkan faktor ventilasi udara,  durasi,  dan jarak
interaksi,    untuk   meminimalisir   risiko    penularan    dalam
beraktifitas;

f.  pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   bcraktifitas   dari   rumah   saja,   dan   berinteraksi   hanya
dengan orang-orang yang tinggal serumah;

2)   jika   harus   meninggalkan   rumah,   maka   harus   selalu
mengupayakan   jarak   minimal   2    (dua)    meter   dalam
berinteraksi       dengan       orang       lain.        Mengurangi/
menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal
serumch; dan

3)    mensosialisasikan   berbagai   petunjuk   visual   di   tempat
umum terkalt pencegahan dan penanganan Covid-19.

9. pertimbangan durasi dapat diterapkan seba.gai berikut:
1)   jika     harus     berinteraksi     dengan     orang     lain     atau

menghadiri   suatu   kegiatan,   dilakukan   dengan   durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko pcnularan; dan

2)   dalarn   perkantoran   dan    situasi   berkegiatan    lainnya,
penjadwalan     dan     rotasi     dapat     membantu     untuk
mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   berkegiatan  di  luar  ruangan  memiliki  risiko  penularan
yang jauh  leblh  rendah  dlbandlngkan  di dalam ruangan;
dan
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2)   ruangan    harus    selalu    diupayakan    untuk    memiliki
ventilasi udara yang balk.  Mcmbuka pintu, jcndela dapat
dilakukan   untuk  mengurangi  risiko  penularan.   Dalam
kondisi  pintu  atau jendela tidak dapat  dibuka,  maka air
purifier dengan Hi.gJt Ejorci.eneg Ptzrtr.cztzate Ai.r (HEPA)  filter
dapat digunakan di dalam ruangan.

i.  dalam kondisi penularan  sudah meluas di komunitas,  maka
intervensi   yang   lebih   ketat   dengan   membatasi   mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan ;

j.  Kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan   Kabupaten  Boyolali  agar
melakukan:

1)    penguatan     3T     (festr.ng,     frocz.ng,     treatment)     dengan
ketentuan:

a)  Testl.rig  terus   ditingkatkan   mencapai   minimal   1   per
1.000   penduduk   per   minggu   sampal   post.fl.iAI.fg   rczte
kurang   lebih   50/o.    Testing   perlu   terus   ditingkatkan
untuk  suspek,  yaltu  mereka yang  bergejala,  dan juga
pada kontak erat;

b) Troang perlu dilakukan sampaj mencapal lebih dari  15
kontak   erat   per   kasus   konfirmasi.   Karantina   perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah     diidentifikasi     kontak     erat     harus     segera
diperiksa  (eutru-test)  dan  karantina  perlu  dijalankan.
Jika  hasil  pcmeriksaan  positif  maka  perlu  dilakukan
isolasi.   Jika   hasil   pemeriksaan   negatif  maka   perlu
dilanj.utkan karantina.  Pada hari ke-5  karantina,  perlu
dilakukan    pemeriksaan    kembali    (ej"t-fes£)     untuk
melihat  apakah  virus  terdeteksi  setelah/selama  masa
inkubasi.  Jika  negatif,  maka  pasien  dianggap  selesai
karantina; dan

c)  Treatment    perlu    dilakukan    dengan    komprehensif
sesuai  dengan  berat  gejala..   Hanya  pasien   bergejala
sedang,  berat,  dan  kritis yang perlu  dirawat di  rumah
sakit.   Isolasi   perlu   dilakukan   dengan   ketat   untuk
mencegah penularan.

2)   melakukan    percepatan    vaksinasi    untuk    melindungi
sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk
menurunkan     laju     penularan     serta.    mengutamakarl
keselamatan    mereka   yang    rentan    untuk    meninggal
(scpcrti    lansia,    orang    dengan    komorbid)    mengingat
kapasitas fasilitas kesehatan  di Kabupaten Boyolali yang
terbatas    dan    dampak   jangka    panjang    dari    infeksi
Covid-19.

a.  Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

1)    mengoordinasikan      dan      melaksariakari      penyalurari
bantuan    sosial    serta   jaring    pengamari    sosial   yang
bersumber  dari  APBN,  APBD  Provinsi  Jawa Tengah  dan
APBD   Kabupaten   Boyolali,   maupun   dari   sumbcr   lain
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yang  sah  kepada  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  yang
berhak menerima; dan

2)   melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari
pusat dengan bantuan  sosial yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten 13oyolali.

b. Kepada    Kepala    Dina§    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  percepatan  penyaluran
dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

1)   Mendorong      Pemerintah      Desa     untuk     menetapkan
Peraturan   Desa   mengcnai  APBDesa,   pengesahan   data
KPM    oleh    pemerintah    Desa,    perekaman    Data    KPM
pencrima   BLT-DD    pada   Om-SPAN    sesuai    ketentuan
peraturan perundang-undangan ; dan

2)   Kepala Dcsa untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM,  dan  menindaklanjuti  dengan  pelaksanaan  BLT-DD
scsual ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.  Kepada    Kepala    Satpol    PP    Kabupaten    Boyolali    untuk
mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

1)    Peningkatan  upaya  untuk  mencegah  dari  menghindari
kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara
tegas yang dilaksanakari  oleh  aparat  keamanan  (Satuan
Polisi     Pamong     Praja,     Kepolisian     Negara     Republik
Indonesia  dan   melibatkan  Tentara   Nasional   Indonesia)
melalui operasi yustisi;

2)    Di    dalam    pelaksanaan    penegakan    hukum    protokol
kesehatan melalui operasi yustisi sebagalmana dimaksud
pada  poin  1)  agar  melibatkan  tim  dari  Dina§  Kesehatan
Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di  tempat
pelaksanaan  operasi  untuk  melakukan  mapl.d fast arLftgerL
terhadap    pelaku    pelanggaran    yang    terjaring    dalam
operasi yustisi disamping dapat dikenakan  sanksi denda
administratif    dan    sanksi    lainnya    sesuai    peraturan
perundang-undangan.

d. Kepada   Kepala   Dinas   Pemuda   Olahraga   dan   Pariwisata
Kabupaten  Boyolali  dan  instansi  tcrkait  scsual  kcwcnangan
agar   memastikan   pelaku   usaha   warung   makan/warteg,
pedagang     kaki     lima,     1apak    jajanan/angkringan     dan
sejenisnya  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam
Instruksi   Bupati   ini   serta   melakukan   pengawasan   dan
pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

KETULJUH      :    Kepada      Sekretaris      Daerah      Kabupaten      Boyolali      agar
mengoo rdinasikan         mekanisme        penganggaran        u n t u k
pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   akibat   Pandemi
Covid-19   yang   bersumber   dari   APBN,   APBD   Provinsi   Jawa
Tengah  dan  APBD  Kabupaten  Boyolali  maupun  sumber  lain
yang sah.
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a. Dalam  hal  Camat  dan  Kepala  Desa/Kelurahan  yang  tidak
melaksanakan   ketentuan    sebagalmana   dimaksud   dalam
lnstruksi Bupati ini, maka:

1)   Bagi  Camat,  Kepala  Kelurahan  dikenakan  sanksi  sesuai
denga.n   Pera.turan   Pemerintah   Nomor   53   Tahun   2010
tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil;

2)   Bagi    Kepala   Desa   dikenakan    sanksi   sesuai    dengan
Peraturan    Boyolali    Nomor    22    Tahun    2016    tentang
Pengangkatan      dan      Pemberhentian      Kepala      Desa
sebagaimana   tclah   diubah   dengan   Pcraturan   Boyolali
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Boyolali  Nomor  22  Tahun  2016  tcntang  Pengangkatan
dan Pcmbcrhcntian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku  usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA  huruf  c  poin  4),  huruf  e  dan  huruf  f  yang  tidak
melaksanakan     ketentuan     sebagaimana     diatur     dalam
lnstruksi  ini  dikenakan  sanksi  administratif sampal  dengan
penutupan  usaha  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

c. Setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi yang  melakukan
pelanggaran   da.lam   rangka   pengendalian   w&bah   penyakit
menular berdasarkan :

1)    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  212  sampai
dengan Pasal 218;

2)    Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1984  tentang  Wabah
Penyakit Menular;

3)   Undang-Undang      Nomor     6     Tahun      2018      tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

4)   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Boyolali  Nomor  4  Tahun
2013  tentang  Penyelenggaraarl  Penanggulangan  Bencana
Di Kabupatcn Boyolali; dan

5)    Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan    Disiplin    dan    Penegakan    Hukum    Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian
Coroncl     VI`ms    Di.seczse    2079    di     Kabupaten     Boyolali
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan    Hukum   Protokol
Kes€hatan  Sebagai  Upaya Pencegahan  dan  Pcngendalian
Cororm VI.rus Dt.sease 20J 9 di Kabupaten Boyolali; serta

6)   ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang
terkait.
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RESEMBILAN   : Hal-hal   yang   belum   diatur   dalam   lnstruksi   Bupati   ini,
sepanjang    terkait    kebijakan    dacrah    yang    mendukung
pencapaian tujuan penerapan  Pexpanjangan  PPKM  Level 3  di
Kabupaten     Bnyolali     tetap     dapat     dilaksanakan     dan
bexpedoman peda Peraturan Perundang-undangan terkait.

KESEPUI,UH     : Instruksi  Bupati  ini  mulal  berla]sti  pada  tanggal  3  Agustus
2021 sampal dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Dikduarkan di Boyolali
pada tanggal 3 Agustus 2021

Tchuran, disampaikan kepada Yth.:
1.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik

Indonesia di Jakarta;
2,  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Hmpinan DPRD Kabupaten Bqyolali;
4.  Pertin8Bal.

KomDle!es Perlcarfrorari TerDadu KabuDaten Bo\nolali
jl Merfefa Baut Teleoon (0276} 321021, Fax (02761321172. uebeito \Munmvolali.ao.i{l

PKemiri.  Boyolali 57321.  Provinsi Ja\^ra Tchaah
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BUPATI    BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR   07  TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DALAM
PENA\NGALNAIN  CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI RABUPATEN BOYOLALI,

Dasar              :    I.Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   30   Tahun   2021
tentang   Pemberlakuan   Pembata§an   Kegiatan   Masyarakat
Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Corontz  Vt."s  Diseczse  20J9  Di
Wilayah Jawa Dart Bali;

2. Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penerapan     Disiplin     dan     Penegakan     Hukum     Protokol
Kesehatan   Sebagal   Upaya   Pencegahan   dan   Pengendalian
Cororia     VI.rLts     Disease     20J9     di     Kabupaten     Boyolali
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin dan  Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan  Sebagal
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  aororm  VI."s Disease
20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti   arahan   Presiden   Republik   Indonesia   dan   Instruksi
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    30    Tahun    2021    tentang    Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Cororia  Vt.rLcs
Disease 20J 9 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan
situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria
Level  4  perlu  menerapkan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat
Level  4  dalam  penanganan  Coro"i  VI."s D{.secise 20J 9 di  Kabupaten  Boyolali
yang  selanjutnya  disebut  PPKM  Level  4  dalam  rangka  meningkatkan  hasil
pengendalian  penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Boyolali  untuk  menekan
posjt7.znty rczte agar semakin menurun melalui upaya mengurangi mobilitas dan
meningkatkan upaya 3T (tesfi.ng, frac[.ng, treatment)  sehingga pengendalian dan
penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirrnasi positif baru dapat semakin
sistema.tis dengan  harapan  semakin  terkendalikannya penyebaran/penularan
Covid-19  di  tengah  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  agar  kasus  terkonfirmasi
positif balk dari kla.ster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster
kegiatan  sosial keagamaan dan klaster lainnya semakin menurun,  mengingat
adanya varian  Dejfa sebagai varian  baru yang lebih cepat  menular dan lebih
berbaha.ya yang  tercermin  dari  tingkat kematian  akibat  Covid-19 yang masih
cukup tin8gi.
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Terkait    hal     tersebut    di     atas,     maka    dalam     rangka    memutus
penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi
positif Covid-19,  serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan
Penanganan  Covid-19  terutama  Posko  Penanganan  Covid-19  di  tingkat  Desa
dan    Kelurahan    maupun    kedisiplinan    masyarakat    dalam    melaksanakan
protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU         :    Kepada    Camat    dan    Kepala    Desa/Kepala    Kelurahan    se-
Kabupaten Boyolali agar:

KEDUA

a. memastikan  pelaksana,an  PPKM  Level  4  di  wilayah  masing-
masing    berjalan    sesuai    ketentuan    yang    diatur    dalam
lnstruksi Bupati ini;

b.melaporkan    pelaksanaan    PPKM    Level    4    di   wilayahnya
masing-masing pada tanggal  18 Agustus 2021 atau sewaktu-
waktu   dalam  hal  terdapat  hal-hal  yang  menonjol  dengan
disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

1)    Camat   selaku   Ketua   Satgas   Penanganan   Covid-19   di
tingkat  Kecamatan  melaporkan  kepada  Bupati  Boyolali
Cq.     Sekretaris    Daerah    Kabupatcn    Boyolali    dengan
tembusan  kepada  Kepala Kantor  Kesbangpol  Kabupaten
Boyolali;

2)    Kepala       Desa/Kelurahan        selaku       Ketua       Satgas
Penanganan      Covid-19     di      tingkat     Desa/Kelurahan
melaporkan     kepada     Camat     selaku     Ketua     Satgas
Penanganan    Covid-19    di   tingkat    Kecamatan   dengan
tembusan    kepada    Kepala    Dispermasdes    Kabupaten
Boyolali;

c.  Kepala Desa/Kelurahan agar:

1)   mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas /ogo Toriggo di
tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang
sangat     menentukan     keberhasilan     upaya    memutus
penyebaran/penularari   Covid-19   dengan   meningkatkan
budaya  "ez!i[g  Zctn  r]geztrtgke"  (sallng  menglngatkan)
antar   masyarakat   untuk   menjaga   keselarnatari   dan
kcsehatan masyarakat;

2)   agar melakukan  pengendalian  kegiatan  masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat mcnjadi
media   penyebaran/penularan   Covid-19   balk   kegiatan
sosial  kemasyarakatan  maupun  sosial  keagamaan  dan
aktifitas pelaku usaha.

Pelaksanaan  PPKM  Level  4  di  Kabupaten  Boyolali  dilakukan
dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksana.an  kegiatan  belajar mengajar  (Sekolah,  Perguruan
Tinggi,  Akademi,  Tempat  Pendidikan/   Pelatihan)  dilakukan
melalui pembelajaran jarak jauh;
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b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan
100°/o (seratus persen)  Worfe From Home (WFH) ;

c.  Pelaksanaan kegiatan pada:
1)    Sektor Esensial seperti:

a) keuangan   dan   perbankan   hanya   meliputi   asuransi,
bank,  pegadaian,  bursa berjangka,  dana pensiun,  dan
lemt)aga      pembiayaan      (yang      berorientasi      pada
pelayanan   fisik   dengan   pelanggan   (c'!tstomer})   dapat
bcroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50%    (lima
puluh persen)  star untuk lokasi yang berkaltan dengan
pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  25%  (dua  puluh
lima       persen)       untuk       pelayanan       administrasi
perkantoran guna mendukung operasional;

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan
pelanggan    (oustomeri    dan    berjalannya    operasional
pasar   modal   secara   balk)   dapat   beroperasi   dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)  star;

c)  teknologi  infcirmasi  dan  komunikasi  meliputi  operator
seluler,  cJ,afQ center,  internet, pos,  media terkait dengan
penyebaran    informasi    kepada    masyarakat    dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50%    (lima
puluh persen)  star;

d)perhotelan      non      penanganan      karantina      dapat
beroperasi   dengan    kapasitas   maksimal   50%   (lima
puluh persen) staf; dan

e) industri  orientasi  ekspor  dan   penunjarignya  dimana
pihak  pcrusahaari  harus  mcnunjukkan  bukti  contoh
dokumen  Pemberitahuan  Ekspor Barang  (PE13)  selama
12  (dua belas)  bulan  teralthir atau  dokumen lain yang
menunjukkan  rencana ekspor dan  wajib  memiliki  Izin
Operasional  dan   Mobilitas   Kegiatan  Industri   (IOMKI)
hanya dapat beroperasi  1  (satu)  shift dengan kapasitas
maksimal   50%   (lima   puluh   persen)   staf   hanya   di
fasilitas  produksi/pabrik,  serta  10%  (sepuluh  persen)
untuk    pelayanan    administrasi    perkantoran    guna
mendukung operasional.

2)   esensial   pada   sektor   pemerintahan   yang   memberikan
pe layanan       pu blik       yang       tid ak       bi sa       ditu nd a
pelaksanaannya   diberlakukan   25%    (dua   puluh   lima
persen)   maksimal   star  Work  From  OJ7jjiae  (WF`O)   dengan
protokol kesehatan secara ketat;

3)    Sektor kritikal s€pcrti:

a)  kesehatan,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
dapat  beropcrasi   100°/o  (seratus)   persen  staf  tanpa
ada pengecualian; dan
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b)  penanganan   bencana,   energi,   logistik,   transportasi
dan   distribusi   terutama   untuk   kebutuhan   pokok
masyarakat,      makanan      dan      minuman      serta
penunjangnya,     termasuk     untuk     lernak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan
bangunan,   obyek   vital   nasional,   proyek   strategis
nasional,   konstruksi   (infrastruktur  publik),   utilitas
dasar   (1istrik,   air  dan   pengelolaan   sampah)   dapat
beroperasi    100%   (seratus   persen)   maksimal   star,
hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan
kepada      masyarakat      dan      untuk      pelayanan
administrasi       perkantoran       guna       mendukung
operasional, diberlakukan maksimal 25°/o (dua puluh
lima persen)  star WFO.

4)    mengizinkan  super  r7Lcirkef/mt.".  market,  toko  kelontong,
pasar   tradisional   dan   pasar   swalayan   yang   menjual
kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan
pukul   20.00   WIB   dengan   jumlah   pengunjung   paling
banyak  50%  (lima  puluh  persen)  dari  kapasitas  normal
serta  penerapan    protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat;
dan

5)    untuk apotek dfln tnko obat dapat buka selama 24 jam.

d.Pasar   tradisional   yang   menjual   barang   non   kebutuhan
sehari-hari   dapat   beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal
50%  (lima  puluh  persen)  dan  jam  operasi  sampai  dengan
pukul   15.00  WIB  dengan  protokol  kesehatan  secara  lebih
ketat;

e.  pedagang    kaki    lima,     agen/oLttJ€f    L/oucher,     harbershop/
pangkas  rambut,  JOLtnczru,  pedagang  asongan,  bengkel  kecil,
cucian kendaraan,  dan lain-lain yang sej.enis diizinkan buka
dengan protokc)1 kesehatan ketat sam|)ai dengan pukul 20.00
WIB;

f.  diizinkan   pelaksanann   kegiatan   makan/minum  di  tempat
umum dengan ketentuan:

1)   warung    makan/warteg,    pedagang    kaki    lima,    1apak
jajanan/angkringan   dan   sejenisnya   balk  yang   berada
pada lokasi milik sendiri atau  pada fasilitas umum (area
publik,  talnan  umum,  tempat  wisata  umum  dan  area
publik  lainnya)   dan  di  pusat  perbelanjaan  antara  lain
szjper    market/mt."'    market,        pasar    tradisional    dan
swalayan diizinkan bulra dengan protokol kesehatan yang
ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal
pengunjung   makan    ditempat   25%    (dua   puluh   lima
persen)   dari   kapasitas   tempat   atau   maksimal   3   (tiga)
orang dalam  1  (satu)  meja atau  tikar serta waktu  makan
maksimal 20 (dua puluh) menit;
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2)   restoran/rumah  makan,  kafe  dengan  lokasi yang berada
dalam ruang tertutup baik yang berada pada lokasi milik
sendiri       maupun       yang       berlokasi       pada       pusat
perbelanjaan/ majj  hanya  dapat  menerima  deJt.LJe7t//fake
czz"ag dan dilarang menerima makan ditempat (c!i'rLe-t.ri) ;

3)   rcstoran/rumah   makan,   kafe   yang   bukan   berada   di
fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata
umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di
ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan
protokol   kcschatan   yang   ketat   sampai   dengan   pukul
20.00  WIB  dengan  kapasitas  maksimal  25%  (dua  puluh
lima persen),  satu  meja rna.ksimal dua orang,  dan waktu
makan maksimal 20 (dua puluh) menit.

9. kegiatan    pada    pusat    perbelanjaan/pusat    perdagangan
ditutup    sementara    kecuali    untuk    supermarket,    pasar
tradisional, toko kelontong dan pasar swala.yan yang menjual
kebutuhan   sehari-hari   operasional   sampai   dengan   pukul
20.00  WIB  dengan I.umlah  pengunjung  paling  banyak  50%
(lima puluh persen)  dari kapasitas normal serta akses untuk
pegawai    toko   yang    melayani    penjualan    online    dengan
maksimal 3  (tiga) orang sctiap toko dan  setiap restoran yang
hanya   dapat   menerima   c!eJ].uert//fa foe   auJag   dan   dilarang
menerima makan ditempat (czt.ne-I.ri);

h. pelaksanaan kegiatan  konstruksi untuk infrastruktur publik
(tempat   konstruksi   dan   lokasi   proyek)   beroperasi    100%
(seratus    persen)    dan    konstruksi    skala    kecil    diizinkan
maksimal  10  (sepuluh)  orang  dengan  menerapkan  protokol
kesehatan secara lebih ketat;

i.  tempat  ibadah  (Masjid,  Mushola,  Gereja,  Pura,  Vihara,  dan
Klenteng   serta   tempat   umum   lainnya   yang   difungsikan
sebagal    tempat    ibadah),     dapat    mengadakan    kegiatan
peribadatan/ keagama.an berjamaah  selama masa penerapan
PPKM  Level 4 dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen)
dari     kapasitas     normal     dengan     menerapkan     protokol
kesehatan secara lebih ketat;

j.  fasilitas  umum  (area  publik,  taman  umum,  tempat  wisata
umum   dan   area   publik   lalnnya   seperti   tempat   hiburan,
karaoke, warnet, gczrrie o7izi.ne,  tempat olah raga dan kegiatan
usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;

k. kegiatan  semi,  budaya,  olahraga dan  sosial  kemasyarakatan
serta sosial keaganaan yang dapat menimbulkan keramaian
dan kerumunan ditutup sementara;

1.  transportasi   umum   (kendaraan   umum,   angkutan   masal,
taksi  (konvcnsional  dan  c)ulfrLe)  dali  kcndaranli  sewa/rental)
diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  maksimal  50%
(lima puluh)  persen  dengan  menerapkan  protokol kesehatan
secara lebih ketat;
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in.kepada  seluruh  elemen  masyarakat  di  Kabupaten  Boyolali
dflarang    menyelenggarahan    rese|]sl    hajatfin    mant(./
ngb.ndhzth    mumttt    dan    khitanan,     dikecualikan    dari
larangan  penyelenggaraan  hajatan  scbagaimana  dimaksud
antara lain :

1)   Akad nikah dapat dilaksariakan di Kantor Urusan Agama
atau  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  atau
dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari
unsur  keluarga inti  dan  tetangga  sekitar  dengan  alokasi
waktu   paling  lama  60   (enam  puluh)   menit   dan  wajib
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Pelaksanaan    khitan    di    tempat    fasilitas    pelayanan
kesehatan   dengan   melibatkan   paling   banyak   5   (lima)
orang dari keluarga inti;

3)   Kepada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten
Boyolali  agar  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk
mcncegah  timbulnya  kerumunan  baru  di  KUA  sebagal
akibat pelaksanaari akad nikah;

4)    Kepada   Kepala   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan
Sipil   Kabupaten   Boyolali   agar   melakukan   pengaturan
lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru
di  Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten
Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

n.pelal{u    perjalanari    domestik    yang    masuk    ke    wilayah
Kabupaten   Boyolali   menggunakan   mobil   pribadi,   sepeda
motor  dan  transportasi  umum  j.arak jauh  (pesawat  udara,
bus, kapal laut dan kcrcta api) harus:

1)   menunjukkan   kartu   vaksin   (minimal   vaksinasi   dosis
pertana);

2)   menunjukkan    PCR   H-2    untuk   pesawat   udara   serta
Antigen   (H~1)   untuk   moda   transportasi   mobil   pribadi,
sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3)   ketentuan   sebagaimana  dimaksud  pada  angka   1)   dan
angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa
dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar
Jawa  dan  Bali,  serta  tidak  berlaku  untuk  transportasi
dalam wilayah Solo Raya;

4)   untuk  sopir  kendaraan  logistik  dan  transportasi  barang
lalnnya   dikecualikan   dari   ketentuan   memiliki   kartu
vaksin.

o. wajib  memakai  masker  dengan  benar  dan  konsisten  saat
melaksanakan  kegiatan  di  luar rumah  serta tidak diizinkan
penggunaan /czae sfu.€Zd tanpa menggunakan masker; dan
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p. pelaksanaan  PPKM  di  tingkat  RT/RW,  Desa/Kelurahan  dan
Kecamatan  tetap  diberlakukan  dengan  mengaktifkan  Posko-
Posko di setiap tingkatan sesual kriteria zonasi pengendalian
wilayah setempat.

Kepada   Camat   dan   anggota   Forum   Komunikasi   Pimpinan
Kecamatan selaku  Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat
Kecamatan dan  Kepala Desa/Kelurahan  se  Kabupaten Boyolali
dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara
Pem bina         Keam an an         dan         Kete rtiban         M asyarakat
(Bhabinkamtibmas)  di  wilayah  masing-masing  agar  melarang
setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Kepada   Kepolisian   Resort   Boyolali,   Komando   Distrik   Militer
0724/Boyolali,     dan     Kejaksaan     Negeri     Boyolali     beserta
jajarannya  untuk   mendukung  dan   mengawasi   pelaksanaan
PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali.

Kepada   seluruh   pemangku   kepentingan   dalam   penanganan
Covid-19    dan    seluruh    elemen    masyarakat    di    Kabupaten
Boyolali  agar  melaksanakan  pengetatan  aktifitas  dan  edukasi
dengan prinsip sebagai berikut:

a. Covid-19  paling  menular  pada  kondisi  tertutup,  pertemuan
pertemuan   panjang  (lebih  dari   15   mcnit),   interaksi  jarak
dekat,  keramaian,  aktifitas  dengan  bernapas  kuat  misalnya
bemyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakal masker
seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan   masker  dengan   benar  dan   konsisten   adalah
protokol  keseha.ta.n  paling  minimal  yang  harus  diterapkan
setiap orang;

c. mencuci  tangan  dengan  sabun  atau   hand  sanz.ft.zer  secara
berulang terutama  setelah  menyentuh  benda yarig disentuh
orang   lain   (seperti   ga.gang   pintu   ata.u   pegangan   tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih balk, akan lebih melindungi (sebagal
contoh  masker  bedah  sekali  pakai  lebih  baik  dari  masker
kain,  dan  masker  N95  lebih  balk  dari  masker  bedah).  Saat
ini,  penggunaan  masker  sebanyak  2  (dua)  lapis  mcrupakan
pilihan  yang  balk.   Masker  sebalknya  perlu  diganti  setelah
digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan       protokol       kesehatan       dilakukari       d€ngan
mempertimbangkan fal{tor ventilasi udara,  durasi,  dan jarak
interaksi,    untuk   meminimalisir   risiko    penularan    dalam
beraktifitas;

f.  pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   beraktifitas   dari   rumah   saja,   dan   berinteraksi   hanya
dengan orang-orang yang tinggal serumah;
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2)   jika   harus   meninggalkan   rumah,   maka   harus   selalu
mengupayakan   jarak   minimal   2    (dua)    meter   dalam
berinteraksi       dengan       orang       lain.        Mengurangi/
menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal
serumah; dan

3)   mensosialisasikan   berbagal   petunjuk  visual   di   tempat
umum terkalt pencegahan dan penanganan Covid-19.

9. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1)   j.ika    harus     berinteraksi     dcngan     orang    lain     atau

menghadiri   suatu   kegiatan,   dilakukan   dengan   durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2)   dalam   perkantoran    dan    situasi   berkegiatan    lainnya.,
penjadwalan     dan     rotasi     dapat     membantu     untuk
mengurangi durasi interaksi.

h. pcrtimbangan vcntilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   berkegiatan  di  luar  ruangan  memiliki  risiko  penularan
yang jauh  lebih  rendah  dibandingkan  di  dalam ruangan;
dan

2)   ruangan    harus    selalu    diupayakan    untuk    memiliki
ventilasi udara yang balk.  Membuka pintu, jendela dapat
dilakukan   untuk   mengurangi   risiko   penularan.   Dalam
kondisi  pintu  atau jendela tidak dapat  dibuka,  maka air
pur±[Ler dengan High Efficiency Partieulate Air (HBPAI) ftilter
dapat digunakan di dalam ruangan.

i.  dalam kondisi penularan  sudah meluas di komunitas,  maka
intervensi   yang   lebih   ketat   dengan   membatasi   mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j.  Kcpada  Kepala  Dinas  Kcschatan   Kabupaten   Boyolali  agar
melakukan:

1)    pcnguatan      3T      (f,gstr.ng,      trmcl.rLg,      £r€af,merL{)      dcngan
ketentuan:

a)  restr.rig  terus   ditingkatkan   mencapai   minimal   2.116
(dua  ribu  seratus  enam  belas)  penduduk  per  minggu
sampai post.tt.urtgr  rczfe  kurang  lebih   loo/a.  Test{.ng perlu
terus  ditingkatkan  untuk  suspek,  yaltu  mereka  yang
bergejala, dan juga pada kontak erat;

b) 7tacjrig perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari  15
kontak   erat   per   kasus   konfirmasi.   Karantina  perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah     diidentifikasi    kontak    erat     harus     segera
diperiksa  (eri£7t/-test)  dan  karantina  perlu  dijalankan.
Jika  hasil  pemeriksaan  positif  maka  perlu  dilakukan
isolasi.   Jika   hasil   pemeriksaan   negatif  maka   perlu
dilanjutkan  karantina.  Pada hari ke-5 karantina, perlu
dilakukan     pemeriksaan     kembali     (erit-test)     untuk
melihat  apakah  virus  terdeteksi  setelah/selama  masa
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inkubasi.  Jika  ncgatif,  maka  pasien  dianggap  selesal
karantina; dan

c)  Treczfmerif    perlu     dilakukan     dengan     komprehensif
sesuai  dengan   berat  gejala.   Hanya  pasien   bergejala
sedang,  berat,  dan  kritis yang perlu  dirawat di  rumah
sakit.   Isolasi   perlu   dilakukan   dengan   ketat   untuk
mencegah penularan.

2)   melakukan    percepatan    vaksinasi    untuk    melindungi
sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk
menurunkan     laju     penularan     serta    mengutamakan
keselamatan    mereka   yang    rentan    untuk    meninggal
(seperti    lansia,    orang    dengan    komorbid)    mengingat
kapasitas fasilitas kesehatan  di Kabupaten Boyolali yang
terbatas    dan    dampak   jangka   panjang    dari    infeksi
Covid-19 .

a.  Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

1)   mengoordinasikan      dan      melaksanakan      penyaluran
bantuan    sosial    serta   jaring    pengaman    sosial   yang
bersumber  dari  APBN,  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah  dan
APBD   Kabupaten   Boyolali,   maupun   dari   sumber   lain
yang  sah  kepada  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  yang
berhak menerima; dan

2)   melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari
pusat dengan bantuan  sosial yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada    Kepala    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa
Kabupatcn  Boyolali  agar melakukan  percepatan  penyaluran
dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

1)    Mendorong      Pemerintah      Desa      untuk      menetapkan
Peraturan   Desa  mengenai   APBDesa,   pengesahan   data
KPM    oleh    pemerintah    Desa,    perekaman    Data    KPM
penerima   BLT-DD    pada   Om-SPAN    sesual    ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2)    Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM,  dan  menindaklanjuti dengan  pelaksanaan  BLT-DD
sesuai ketentuan pera.turan perundang-undangan.

c.  Kepada    Kepala    Satpol    PP    Kabupaten    Boyolali    untuk
mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

1)    Peningkatan   upaya  untuk  mencegah   dan   menghindari
kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara
tegas yang dilaksanakan  oleh  aparat  keamanan  (Satuan
Polisi     Pamong     Praja,     Kepolisian     Negara     Republik
Indonesia  dan   melibatkan  Tentara  Nasional  Indonesia)
melalui operasi yustisi;
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2)   Di    dalam    pelaksanaan    penegakan    hukum    protokol
kesehatan melalui operasi yustisi sebagalmana dimaksud
pada poin  1)  agar  melibatkan  tim  dari  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di  tempat
pclaksanaan opera.si untuk melakukan  rapt.c! test arut.gen
terhadap    pclaku    pelanggaran    yang    ter].aring    dalam
operasi yustisi disamping dapat dikenakan  sanksi denda
administratif    dan    sanksi    lainnya    sesuai    peraturan
perundang-undangan.

d. Kepada   Kepala   Dinas   Pemuda   Olahraga   dan   Pariwisata
Kabupaten  Boyolali  dan  instansi  terkait  sesuai  kewenangan
agar   memastikan   pelaku   usaha   warung   makan/warteg,
pedagang     kaki     lima,     lapak    j.ajanan/angkringan     dan
sejenisnya  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam
lnstruksi   Bupati   ini   serta   melakukan   pengawa.sam   dan
pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

KETUJUH      :    Kepada      Sekretaris      Daerah      Kabupaten      Boyolali      agar
me ngoordinasikan         mekani sine         penganggaran         u ntu k
pelaksanaan   PPKM   Level   4   akibat   Pandemi   Covid-19   yang
bersumber dari APBN,  APBD  Provinsi Jawa Tengah  dan  APBD
Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.

KEDELAPAN a. Dalam  hal  Camat  dan  Kepala  Desa/Kelurahan  yang  tidak
melaksanakan   ketentuan    sebagaimana   dimaksud   dalam
Instruksi Bupati ini, maka:

1)   Bagi  Camat,  Kepala  Kelurahan  dikenakan  sanksi  sesuai
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   53   Tahun   2010
tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil;

2)   Bagi    Kepala    Desa   dikenakan    sanksi    sesual    dengan
Peraturan    Boyolali    Nomor    22    Tahun    2016    tentang
Pengangkatan      dan      Pemberhentian       Kepala      Desa
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Boyolali
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Boyolali  Nomor  22  Tahun  2016   tentang  Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku usaha sebagalmana dimaksud dalam Diktum
KEDUA  huruf  c  poin  4),  huruf  e  dan  huruf  f  yang  tidak
melaksanakan     ketentuan     sebagaimana     diatur     dalam
Instruksi  ini  dikenakan  sanksi  administratif sampai  dengan
penutupan  usaha  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

c. Setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi  yang  melakukan
pelanggaran   dalarn   rangka   pengendalian   wabah   penyakit
menular berdasarkan:

1)   Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  212  sampai
dengan Pasal 218;
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2)   Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1984  tentang  Wabah
Penyahit Menular;

3)   Undang-Undang     Nomor     6     Tahun     2018     tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

4)   Peraturan  Daerch  Kabupaten  Bqyohali  Nomor  4  Taliun
2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Di Kabupaten Boyolali; dan

5)   Per.aturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol
Kcsehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Cbrorm    VIrz/s   Disease   20J9   di    Kabupaten    Boyolali
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali Nomor 08 Tahun 2021  tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Coro7uL VIms Disease 20] 9 di Kabupaten Boyolali; serta

6)   ketentuan peraturan perundarig-undangan lainnya yang
terkalt.

RESEMBIIAN   : Hal-hal   yang   belum   diatur   dalam   lnstruksi   Bupati   ini,
sepanjang    terkait    kebijakan    daerah    yang    mendukung
pencapaian  tujuan  penerapan  PPKM  Irevel  4  di  Kabupaten
Boyolali   tetap  dapat  dilaksanakan   dan   berpedoman  pada
Peraturan Perundang-undangan terkait.

KESEPULUH     : Instruksi  Bupati ini  mulal  berlafu  pada tang8al  10  Agustus
2021 sampai dengan tanggal  16 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Boyolali

disanpaikan kepada Yth.:
I.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  rmpinali i)TKD KaDupaten t5oyoLalJ;
4.  Pertin8gal-

-LwthB.rrtT#02RE7BrfEE.TFTexoz7RTer#ET72.#vw.bovunao`H
PKemiri. Bovolali 57321.  Provir`si Jawa l-e.nqah



BUPATI    BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR  O8    TAHUN2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 DALAM PENANGANAN COROJVA  VZRUS DJSEASE 20J 9

DI KABUPATEN BOYOLALI,

Dasar              :    1.Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   34   Tahun   2021
tentang   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Corona  V!.njs D1.seas€  20J9  Di
Wilayah Jawa Dan Bali;

2. Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penerapan     Disiplin     dan     Penegakan     Hukum     Protokol
Kesehatan   Sebagai   Upaya   Pencegahan   dan   Pengendalian
Corona     VIrLis     Disecise     20]9     di     Kabupaten     Boyolali
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Coroma  VI.nts  Disease
20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti   arahan   Presiden   Republik   Indonesia   dan   lnstruksi
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    34    Tahun    2021    tentang    Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Corom  Vz.rzts
Disease 20J 9 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan
situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria
Level 4  perlu menerapkan  Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat   Level   4   dalam   penanganan   Cororm   VI"s   Disease   20J9   di
Kabupaten  Boyolali  yang  selanjutnya  disebut  Perpanjangan  PPKM   Ijevel  4
dalaln   rangka  meningkatkan   hasil  pengendalian   penanganan   Covid-19   di
Kabupaten  Boyolali  untuk  menekan  post.tjov.ty  rcite  agar  semakin  menurun
melalui  upaya  mengurangi  mobilitas  dan  meningkatkan  upaya  3T  (testt.ng,
tract-rig,  trecztrrierif)  sehingga  pengendalian  dan  penanganan  akibat  timbulnya
kasus  terkonfirmasi  positif  baru  dapat  semakin  sistematis  dengan  hara.pan
semakin     terkendalikannya    penyebaran/penularan     Covid-19    di    tengah
masyarakat  Kabupaten  Boyolali  agar  kasus  terkonfirma.si  positif  balk  dari
klaster keluarga,  klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial
keagamaan  dan  klaster lainnya semakin  menurun,  mengingat  adanya varian
Dezfa sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya yang
tercermin dari tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi.
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Terkait     hal     tersebut    di     atas,     maka    dalam     rangka    memutus
penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi
positif Covid-19,  serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kcpentingan
Penanganan  Covid-19  terutama  Posko  Penanganan  Covid-19  di  tingkat  Desa
dan    Kelurahan    maupun    kedisiplinan    masyarakat   dalam    melaksanakan
protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagal berikut:

KESATU         :    Kepada    Camat    dan    Kepala    Desa/Kepala    Kelurahan    se-
Kabupaten Boyolali agar:

a. memastikan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   4   di
wilayah    masing-masing   berjalan    sesual   ketentuan   yang
diatur dalam lnstruksi Bupati ini;

b. melaporkan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   4   di
wilayahnya  masing-masing  pada  tanggal  24  Agustus  2021
atau    sewaktu-waktu    dalam    hal   terdapat    hal-hal   yang
menonjol    dengan    disertai    bukti    dokumentasi    kegiatan
sebagai berikut:

1)    Camat   selaku   Ketua   Satgas   Penanganan   Covid-19   di
tingkat  Kecamatan  melaporkan  kepada  Bupati  Boyolali
Cq.    Sekretaris    Daerah    Kabupaten    Boyolali    dengan
tembusan  kepada  Kepala  Kantor  Kesbangpol  Kabupaten
Boyolali;

2)    Kepala       Desa/Kelurahan       selaku        Ketua       Satgas
Penanganan     Covid-19     di     tingkat     Desa/Kelurahan
melaporkan     kepada     Camat     selaku     Ketua     Satgas
Penanganan   Covid-19   di   tingkat   Kecamatan   dengan
tembusan    kepada    Kepala    Dispermasdes    Kabupaten
Boyolali;

c.  Kepala Desa/Kelurahan agar:

1)   mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas /ogo Tonggo di
tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang
sangat    menentukan     keberhasilan     upaya    memutus
penyebaran/penularan   Covid-19   dengan   meningkatkan
budaya  "ez€rtg  Zen  ngezirtgke"  (saling  mengingatkan)
antar   masyarakat   untuk   menjaga   keselamatan   dan
kesehatan masyarakat;

2)   agar melakukan pengendalian  kegiatan rna.syarakat yang
berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi
media   penyebaran/penularan   Covid-19   balk   kegiatan
sosial  kemasyarakatan  maupun  sosial  keagamaan  dan
aktifitas pelaku usaha.

KEDUA           :    Pelaksanaan perpanjangan PPKM  Level 4 di Kabupaten Boyolali
dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar  (Sekolah,  Perguruan
Tinggi,   Akademi,   Tempat   Pendidikan/Pelatihan)   dilakukan
melalui pembelajaran jarak jauh;
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b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan
100% (seratus persen)  Worfe From Home (WFH);

c.  Pelaksanaan kegiatan pada:
1)    Sektor Esensial seperti:

a) keuangan   dan   perbankan   hanya  meliputi  asuransi,
bank,  pegadaian,  bursa berjangka,  dana pensiun,  dan
lembaga      pembiayaan      (yang      berorientasi      pada
pelayanan   fisik   dengan   pelanggan   (oustomen)   dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50%    (lima
puluh persen)  star untuk lokasi yang berkaitan dengan
pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  25%  (dua  puluh
lima       persen)       untuk       pelayanan       administrasi
perkantoran guna mendukung operasional;

b) pasar modal (yang berorientasi pa.da pela.yanan dengan
pelanggan    (oustomen    dan    berjalannya    operasional
pasar   modal   secara   balk)   dapat   beroperasi   dengan
kapasitas maksimal 50°/o (lima puluh persen) star;

c)  teknologi  informasi  dan  komunikasi  meliputi  operator
seluler,  c!atcz ceriter, internet, pos, media terkait dengan
penyebaran     informasi    kepada    masyarakat    dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50°/o    (lima
puluh persen)  staf;

d)perhotelan      non      penanganan      karantina      dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50°/o    (lima
puluh persen)  star; dan

e) industri  orientasi  ekspor  dan   penunjangnya  dimana
pihak  perusahaan  harus  mcnunjulckan  bukti  contoh
dokumen  Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEE)  selama
12  (dua belas)  bulan  terakhir atau  dokumen lain yang
menunjukkan  rencana ekspor dan  wajib  memiliki  lzin
Operasional  dan   Mobilitas  Kegiatan   Industri   (IOMKI)
hanya dapat beroperasi  i  (satu)  shift dengan kapasitas
maksimal   50°/o   (lima   puluh   persen)   staf   hanya   di
fasilitas  produksi/pabrik,  serta  100/o  (sepuluh  persen)
untuk    pelayanan    administrasi    perkantoran    guna
mendukung operasional.

2)   esensial   pa.da   sektor   pemerintahan   yang   memberikan
pe layanan       pu blik       yang       tidak       bisa       d itu n da
pelaksanaannya   diberlakukan   25%   (dua   puluh   lima
persen)   maksimal  star  Worfe  From  Ojpece  (WF`O)   dengan
protokol kesehatan secara ketat;

3)    Sektor kritikal seperti:

a)  kesehatan,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
dapat  beroperasi   100%  (seratus)   persen  star  tanpa
ada pengecualian; dan
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b)  penanganan   bencana,   energi,   logistik,   transportasi
dan   distribusi   terutama   untuk   kebutuhan   pokok
masyarakat,      makanan      dan      minuman      serta
penunjangnya,     termasuk     untuk     temak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia., semen dan bahan
bangunan,   obyek   vital   nasional,   proyek   strategis
nasional,   konstruksi   (infrastruktur  publik),   utilitas
dasar   (1istrik,   air   dan   pengelolaan   sampah)   dapat
beroperasi    100%   (seratus   persen)   maksimal   star,
hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan
kepada      masyarakat      dan      untuk      pelayanan
ad min i strasi       perkan toran       gu na       mend u ku ng
operasional, diberlakukan maksimal 250/o (dua puluh
lima persen)  staf WFO.

4)    mengizinkan  super  rrmrfeet/mt.".  mcirket,  toko  kelontong,
pasar   tradisional   dan   pasar   swalayan   yang   menjual
kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan
pukul   20.00   WIB   dengan   jumlah   pengunjung   paling
banyak  50%  (lima  puluh  persen)  dari  kapasitas  normal
serta  penerapan    protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat;
dan

5)   untuk apotek dan toko oba.t dapa.t buka selama 24 jam.

d. Pasar   tradisional   yang   menjual   barang   non   kebutuhan
sehari-hari   dapat   bcroperasi   dengan   kapasitas   maksimal
50%  (lima  puluh  persen)  dan  jam  operasi  sampal  dengan
pukul   15.00  WIB  dengan  protokol  kesehatan  secara  lebih
ketat;

e. ped&ganB    l<cki    lirna,    a8en/outlet    voucher,    barbershop/
parigkas  rambut,  Jauric!ru,  pedagang asongan,  bengkel  kecil,
cucian kendaraan,  dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka
dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00
WIB;

f.  diizinkan   pelaksanaan   kegiatan   makan/minum  di  tempat
umum dengan ketentuan:

1)   warung    makan/warteg,    pedagang    kaki    lima,    lapak
jajanan/angkringan   dan   sejenisnya  balk  yang   berada
pada lokasi milik sendiri atau  pada fasilitas umum  (area
publik,   tarnan  umum,  tempat  wisata  umum  dan  area
publik  lainnya)  dan  di  pusat  perbelanjaan  antara  lain
sttper    r7rarket/rrri".    rriarfee€,        pasar    tradisional    dan
swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang
ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal
pengunjung   makan    ditempat    25%    (dua   puluh   lima
persen)   dari   kapasitas   tempat   atau   maksimal   3   (tiga)
orang dalam  I  (satu)  meja atau  tikar serta waktu  makari
maksimal 30 (tiga puluh) menit;
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2)   restoran/rumah  makan,  kafe  dengan  lokasi yang berada
dalam ruang tertutup balk yang berada pada lokasi milik
sendiri       maupun       yang       berlokasi       pada       pusat
perbelanjaan/ mazz  hanya  dapat  mcnerima  c!ezi.L;eny/taJce
ciz~czgr dan dilarang menerima makan ditempat (cZz.r7e-I.n) ;

3)   restoran/rumah   makan,   kale   yang   bukan   berada   di
fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata
umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di
ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan
protokol   kesehatan   yang  ketat   sampal   dengan   pukul
20.00  WIB  dengan  kapasitas  maksimal  25%  (dua  puluh
lima persen),  satu  meja maksimal dua orang,  dan waktu
makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

9. kegiatan    pada    pusat    perbelanjaan/pusat    perdagangan
ditutup    sementara    kecuali    untuk    supermarket,    pasar
tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan   sehari-hari   operasional   sampai   dengan   pukul
20.00  WIB  dengan  jumlah  pengunjung  paling  banyak  50%
(lima puluh persen) dari kapasitas normal serta akses untuk
pegawai    toko    yang    melayani    penjualan    online    dengan
maksimal 3  (tiga) orang setiap toko dan  setiap restoran yang
hanya   dapat   menerima   deJz.LJert//take   aLtjflg   dan   dilarang
menerima makan ditempat (cztme-1.rL) ;

h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik
(tempat   konstruksi   dan   lokasi   proyek)    beroperasi    1000/o
(seratus    persen)    dan    konstruksi    skala    kecil    diizinkan
maksimal  10  (sepuluh)  orang  dengan  menerapkan  protokol
kesehatan secara lebih ketat;

i.  tempat  ibadah  (Masjid,  Mushola,  Gereja,  Pura,  Vihara,  dan
Klenteng   serta   tempat   umum   lainnya   yang   difungsikan
sebagal    tempat    ibadah),     dapat    mengadakan    kegiatan
peribadatan/ keagamaan berjarnaah  selana masa penerapan
Perpanjangan   PPKM   Level  4   dengan   maksimal  50%   (lima
puluh  persen)   dari  kapasitas  normal  dengan  menerapkan
protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat  dan  memperhatikan
pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

j.  fasilitas  umum  (area  publik,  taman  umum,  tempat  wisata
umum   dan   area   publik   lalnnya   seperti   tempat   hiburan,
karaoke, warnet,  gczme o7tJt.ne,  tempat olahraga dan  kegiatan
usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;

k. kegiatan  semi,  budaya,  olahraga  dan  sosial  kemasyarakatan
serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramalan
dan kerumunan ditutup sementara;

1.  transportasi   umum   (kcndaraan   umum,   angkutan   nasal,
taksi  (konvensional  dan  onJt.ne)  dan  kendaraan  sewa/rental)
diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  maksimal  50%
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(lima puluh)  persen  dengan  menerapkan  protokol kesehatan
secara lebih ketat;

in.kepada  seluruh  elemen  masyarakat  di  Kabupaten  Boyolali
dilarang    menyelenggarakan    resepsi    hajatan    rma7it«/
ngi4ndh«h    mantz4    dan    mitanan,    dikccualikan    dari
larangan  penyelenggaraan  hajatan  sebagaimana  dimaksud
antara lain:
1)   Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama

atau  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  atau
dengan melibatkan paling banyak  10 (sepuluh) orang dari
unsur keluarga inti  dan  tetangga sekitar dengan  alokasi
waktu   paling  lama  60   (enam  puluh)   menit  dan  wajib
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)    Pelaksanaan    khitan    di    tempat    fasilitas    pela.yanan
kesehatan   dengan   melibatkan   paling   banyak   5   (lima)
orang dari keluarga inti;

3)   Kepada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten
Boyolali  agar  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk
mencegah  timbulnya  kerumunan  baru  di  KUA  sebagai
akibat pelaksanaan akad nikah;

4)   Kepada   Kepala   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan
Sipil   Kabupaten   Boyolali   agar   melakukan   pengaturan
lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru
di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten
Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

n.pelaku     perjalanan    domestik    yang    rna_suk    ke    wilayah
Kabupaten   Boyolali   menggunakan   mobil   pribadi,    sepeda
motor  dari  transportasi  umum  jarak jauh  (pesawat  udara,
bus, kapal laut dan kereta api) harus:

1)   menunjukkan   kartu   vaksin   (minimal   vaksinasi   dosis
pertana);

2)   menunjukkan   PCR   H-2   untuk   pesawat   udara   serta
Antigen   (H-1)   untuk   moda   transportasi   mobil   pribadi,
sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3)   ketentuan   sebagaimana  dimaksud  pada  angka   1)   dan
angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa
dan  Bali atau  keberangkatan dari Jawa dan  Bali ke  luar
Jawa  dan  Bali,  serta  tidak  berlaku  untuk  transportasi
dalam wilayah Solo Raya;

4)   untuk  sopir  kendaraan  logistik  dan  transportasi  barang
lainnya   dikecualikan    dari    ketentuan    memiliki    kartu
vaksin.

o. wajib  memakal  masker  dengan  benar  dari  konsisten  saat
melaksanakan  kegiatan  di  luar  rumah  serta  tidak  diizinkan
penggunaan /ace shield tanpa menggunakan masker; dan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

p. pelaksanaan  PPKM  di  tingkat  RT/RW,  Desa/Kelurahan  dan
Kecamatan  tetap  diberlakukan  dengan  mengaktifkan  Posko-
Posko di setiap tingkatan sesual kriteria zonasi pengendalian
wilayah setempat.

Akan dilakukan uji coba protokol k€sehatan pada perusahaan-
perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untuk
beroperasi  dengan  kapasitas  100°/o  (seratus  persen)  star yang
dibagi  minimal  dalaln  2  (dua)  shift  dcngan  ketentuan  sebagal
berikut:

a.Daltar   perusahaan   yang   akan    mengikuti   uji   coba   ini
dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian ;

b.Perusahaan    dalam    daftar    pada    huruf    a    dan    para
karyawannya  wajib  menggunakan  aplikasi  peduli  lindungi
untuk   melakukan   skrining   terhadap   orang   yang   keluar
masuk pada fasilitas produksi perusahaan; dan

c. Seluruh   perusahaan   yang   mengikuti   uji   coba   ini   wajib
mengikuti  acuan  protokol  kesehatan  yang  di  tentukan  oleh
Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

Kepada     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian
Kabupaten   Boyolali  dan   Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga
Kerja  Kabupaten   Boyolali  agar  melakukan   pengawasan   dan
melaporkan hasil atas pelaksanaan  implementasi uji cc)ba oleh
perusahaan sebagalmana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

Kepada   Camat   dan   anggota   F`orum   Kornunikasi   Pimpinari
Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat
Kecamatan dan  Kepala Desa/Kelurahan se  Kabupaten Boyolali
dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara
Pembin a        Ke amanan        dan         Kete rti ban         M asyarakat
(Bhabinkarntibmas)  di  wilayah  masing-masing  agar  melarang
setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Kepada   Kepolisian   Resort   Boyolali,   Komando   Distrik   Militer
0724/Boyolali,     dan     Kejaksaan     Negeri     Boyolali     beserta
jaj.arannya   untuk   mendukung  dan   mengawasi   pelaksanaan
Perpanjangan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali.

Kepada   seluruh   pemangku   kepentingan   dalam   penanganan
Covid-19    dan    seluruh    elemen    masyarakat    di    Kabupaten
Boyolali  agar  melaksanakan  pengetatan  aktifitas  dan  edukasi
dengan prinsip sebagai berikut:

a. Covid-19  paling  menular  pada  kondisi  tertutup,  pertemuan
pcrtemuan   panjang   (1ebih   dari   15   menit),   interaksi  jarak
dekat,  keramaian,  aktifitas  dengan  bernapas  kuat  misalnya
bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker
seperti pada saat makan bersama;
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b. penggunaan   masker  dengan   benar  dan   konsisten   adalah
protokol  kesehatan  paling  minimal  yang  harus  diterapkan
setiap orang;

c. mencuci  tangan  dengan  sabun  atau  hand  sa"tt.zer  secara
berulang  terutama  setelah  menyentuh  benda yang disentuh
orang  lain   (seperti   gagang  pintu   atau   pegangan   tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih balk, akan lebih melindungi (sebagai
contoh  masker  bedah  sckali  pakai  lebih  balk  dari  masker
kain,  dan  masker  N95  lebih  balk  dari  masker  bedah).  Saat
ini,  penggunaan  masker  sebanyak  2  (dua)  lapis  merupakan
pilihan  yang  balk.   Masker  sebaiknya  perlu  diganti  setelah
digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e.penerapan       protokol       kesehatan       dilakukan       dengan
mempertimbangkan fcktor ventilasi udara, durasi, dan jarak
interaksi,    untuk   meminimalisir   risiko   penularan    dalam
beraktifitas;

f.  pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1)    beraktifitas   dari   rumah   saj.a,   dan   berinteraksi   hanya
dengan orang-orang yang tinggal serumah ;

2)   jika   harus   meninggalkan   rumah,   maka   harus   selalu
mengupayakan   jarak   minimal   2    (dua)    meter   dalam
berinteraksi       dengan       orang       lain.       Mengurangi/
menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal
serumah; dan

3)   mensosialisasikan   berbagal   petunjuk  visual   di   tempat
umum terkalt pencegahan dan penanganan Covid-19.

9. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagal berikut:
1)   jika     harus     berinteraksi     dengan     orang     lain     atau

menghadiri   suatu   kegiatan,   dilakukan   dengan   durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2)   dalam   perkantoran   dan   situasi   berkegiatan   lainnya,
penjadwalan     dan     rotasi     dapat     membantu     untuk
mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagal berikut:

1)    berkegiatan   di   luar  ruangari  memiljki   risiko   penularali
yang jauh  lebih rendah dibandingkan di  dalarri ruangan;
dan

2)   ruangan    harus    selalu    diupayakan    untuk    memiliki
ventilasi udara yang balk.  Membuka pintu, jendela dapat
dilakukan   untuk  mengurangi  risiko  penularan.   Dalam
kondisi pintu  atau jendela tidak dapat  dibuka,  maka air
purifier dengan H[.gh EjyEciericg Ptirft.c"Jate Ai.r (H EPA)  filter
dapat digunakan di dalam ruangan.
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i.  dalam kondisi penularan  sudah meluas di komunitas,  maka
intervensi   yang   lebih   ketat   dengan   membatasi   mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j.  Kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan   Kabupaten   Boyolali  agar
melakukan:

1)    penguatan     3T     (testt.ng,     fraa.rig,     treatmerit)     dengan
ketentuan:

a)  Testr.7.ig  terus   ditingkatkan   mencapal   minimal   2.116
(dua  ribu  seratus  enam  belas)  penduduk  per  minggu
sampal posttiLn.tg  rcite' kurang  lebih  loo/o.  Testirig perlu
terus  ditingkatkan  untuk  suspek,  yaitu  mereka  yang
bergejala, dan juga pada kontak erat;

b)  TrocJ7ig perlu dilakukan sanpal mencapai lebih dari  15
kontak   erat   per   kasus   konfirmasi.   Karantina  perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah     diidcntifikasi     kontak    crat     harus     segcra
diperiksa  (eutrty-test)  dan  karantina  perlu  dijalankan.
Jika  hasil  pemeriksaan  positif  maka  perlu  dilakukan
isolasi.   LJika   hasil   pemeriksaan   negatif   maka   perlu
dilanjutkan karantina.  Pada hari ke-5 karantina,  perlu
dilakukan     pemeriksaan     kembali     (erif-test)     untuk
melihat  apakah  virus  terdeteksi  setelah/selama  masa
inkubasi.  Jika  negatif,  maka  pasien  dianggap  selesal
karantina; dan

c)  Treczfmenf    perlu     dilakukan     dengan     komprehensif
sesuai  dengan   berat  gejala.   Hanya  pasien   bergejala
sedang,  berat,  dan  kritis yang perlu  dirawat di  rumah
sakit.   Isolasi   perlu   dilakukan   dengan   ketat   untuk
mencegal penularan.

2)   melakukan    percepatan    vaksinasi    untuk    melindungi
sebariyak mungkin orang dari upaya ini dilakukan untuk
menurunkan     laju     penularan     serta    mengutamakan
keselarnatan    mereka   yang    rentan    untuk    meninggal
(scpcrti    lansia,    orang    dengan    komorbid)    mcngingat
kapasitas fasilitas kesehatan  di Kabupaten Boyolali yang
terbatas    dan    dampak   jangka    panjang    dari    infeksi
Covid-19 .

KEDELAPAN :    a.  Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

1)   mengoordinasikan      dan      melaksanakan      penyaluran
bantuan    sosial    serta   jaring    pengaman    sosial   yang
bersumber  dari  APBN,  APBD  Provinsi  Jawa Tengah  dan
APBD   Kabupaten   Boyolali,   maupun   dari   sumber   lain
yang  sah  kepada  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  yang
berhak menerima; dan

2)   melakukan  sinkronisasi bantuan  sosial yang berasal dari
pusat dengan bantuan  sosial yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupatcn 13oyolali.
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b. Kepada    Kepala    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  percepatan  penyaluran
dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

1)    Mcndorong      Pemerintah      Desa     untuk     menetapkan
Peraturan   Desa  mengenai  APBDesa,   pengesahan   data
KPM    oleh    pemerintah    Desa,    perekaman    Data    KPM
penerima   BLT-DD    pada    Om-SPAN    sesual    ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2)   Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM,  dan  menindaklanjuti dengan  pela.ksanaan  BLT-DD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.  Kepada    Kepala    Satpol    PP    Kabupaten    Boyolali    untuk
mengoordinasikan hal-hal sebagal berikut:

1)    Peningkatan   upaya  untuk  mcncegah  dan  menghindari
kerumunan dan melaksanakan penegakari hukum secara
tegas yang dilaksanakan  oleh  aparat  keamanan  (Satuan
Polisi     Pamong     Praja,     Kepolisian     Negara     Republik
Indonesia  dan   melibatkan   Tentara   Nasional  Indonesia)
melalui operasi yu stisi;

2)    Di    dalam    pelaksanaan    penegakan    hukum    protokol
kcsehatan melalui opcrasi yustisi scbagalmana dimaksud
pada  poin  1)  agar  melibatkan  tim  dari  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di  tempat
pelaksanaan operasi untuk melakukan  rapt.cZ fesf cintr.gen
terhadap    pelaku    pelanggaran    yang    terjaring    dalam
operasi yustisi disamping dapat dikenakan  sanksi denda
administratif    dan    sanksi    lalnnya    sesuaj    peraturan
perundang-undangan.

d. Kepada   Kepala   Dinas   Pemuda   Olahraga   dan   Pariwisata
Kabupaten  Boyolali  dan  instansi  terkait  sesuai  kewenangan
agar   memastikan   pelaku   usaha   warung   makan/warteg,
pedagang     kaki     lima,     1apak    jajanan/angkringan     dan
sejenisnya  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam
Instruksi   Bupati   ini   serta   melakukan   pengawasan   dan
pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

KESEMBILAN:    Kepada.      Sekretaris      Daerah      Kabupaten      Boyolali      agar
mengoordinasikan         mekani sine        penganggaran         u n tu k
pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   4   akibat   Pandemi
Covid-19   yang   bersumber   dari   APBN,   APBD   Provinsi   Jawa
Tengah  dan  APBD  Kabupaten  Boyolali  maupun  sumber  lain
yang sah.

KESEPULUH:   a. Dalam  hal  Camat  dan  Kepala  Desa/Kelurahan  yang  tidak
melaksanakan   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   dalam
lnstruksi Bupati ini, maka:

I)    Bagi  Camat,  Kepala  Kelurahan  dikenakan  sanksi  sesuai
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   53   Tahun   2010
tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil;
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2)   Bagi    Kepala   Desa   dikenakan    sanksi    sesuai   dengan
Peraturan    Boyolali    Nomor    22    Tahun    2016    tentang
Pengangkatan      dan      Pemberhentian      Kepala      Desa
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Boyolali
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Boyolali  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku  usaha sebagalmana dimaksud dalam Diktum
KEDUA  huruf  c  poin  4),   huruf  e  dan  huruf  f  yang  tidak
melaksanakan     ketentuan     sebagaimana     diatur     dalam
Instruksi  ini  dikenakan  sanksi  administratif sampai  dengan
penutupan  usaha  se§uai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

c.  Setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi  yang  melakukan
pelanggaran   dalam   rangka  pengendalian   wabah   penyakit
menular berdasarkan :

1)    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  212  sampai
dengan Pasal 218;

2)    Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1984   tentang  Wabah
Penyakit Menular;

3)   Undang-Undang     Nomor     6      Tahun      2018      tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

4)    Peraturan   Daerah  Kabupaten  Boyolali   Nomor  4  Tahun
2013  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana
Di Kabupaten Boyolali; dan

5)   Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan    Disiplin   dan    Penegakan    Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian
Cororm    VI.ms    Dt.sease    20J9    di    Kabupaten    Boyolali
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan    Disiplin   dan   Penegakan    Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagai Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian
Cororm Vlms Dt.sease 20J 9 di Kabupaten Boyolali; serta

6)   ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang
terkalt.

KESEBELAS      : Hal-hal   yang    belum    diatur   dalam    Instruksi    Bupati    ini,
sepanjang    terkait    kebijakan     daerah    yang    mendukung
pencapaian  tujuan  penerapan  Perpanjangan  PPKM  Level  4  di
Kabupaten      Boyolali      tetap      dapat      dilaksanakan      dan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.
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KEDUA BEIAS   : Instruksi Bupati ini  mulai  berlaku  pada tanggal  17  Agustus
2021 sanpai dengan tanggal 23 Agustus 2021.

Dikeluarkan dl Boyolali

Tembusan, disanpaikan kepada Yth.:
1.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Pimpinan DPRD Kabupaten Bqyolali;
4.  Pertin88al

KomDleke Perkantoran T6rDadu Kabuoaten Bovolali
J[.  Merdeka Barat TeleDon /0276` 321021   Fax /0276} 321172. wEbsife www.bovolali.co.id

PKemiri.  Bo\/olali 57321.  Provinsi Jan^ra Tenaah
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BUPATI    BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR   09   TAHUN2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 DALAM PBNANGANAN Cot?OjvIA 1"US Dj;SEASE 20J 9

DI KABUPATEN BOYOLALI,

Dasar              :    1.Instruksi   Menteri   Dalaln   Negeri   Nomor   35   Tahun   2021
tentang   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Corona  Vi."s Disease 20J9  Di
Wilayah Jawa Dan Bali;

2. Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penerapan     Disiplin     dan     Penegakan     Hukum     Protokol
Kesehatan   Sebagai   Upaya   Pencegahan   dan   Pengendalian
Cororra     Vlnts     Dt.secrse     20J9     di     Kabupaten     Boyolali
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin dan  Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan  Sebagai
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona  Vz.nis  Disease
20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti   arahan   Presiden   Republik   Indonesia   dan   Instruksi
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    35    Tahun    2021    tentang    Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Cororra  Vi.nts
D1.sease 20J 9 Di Wilayah Jawa Dan Bali,  maka seiring dengan perkembangan
situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria
Level 4  perlu  menerapkan  Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat   Level   4   dalam   penanganan   Corona   Vt."s   Disease   20J9   di
Kabupaten  Boyolali  yang  selanjutnya  disebut  Perpanjangan   PPKM   Level  4
dalam   rangka  meningkatkan   hasil   pengendalian   penanganan   Covid-19   di
Kabupaten  Boyolali  untuk  menekan  posrfu.Lofty  rate  agar  semakin  menurun
melalui  upaya  mengurangi  mobilitas  dan  meningkatkan  upaya  3T  (tesfz.rig,
tracl.ng,  treatment)  sehingga  pengendalian  dan  penanganan  akibat  timbulnya
kasus  terkonfirmasi  positif baru  dapat  semakin  sistematis  dengan  harapan
semakin     terkendalikannya    penyebaran/penularan     Covid-19    di    tengah
masyarakat  Kabupatcn  Boyolali  agar  kasus  terkonfimasi  positif  baik  dari
klaster keluarga, klaster tempat kelja,  klaster hajatan, klaster kegiatan  sosial
keagamaan  dan  klaster lalnnya semakin  menurun,  mengingat adanya varian
De!to sebagal varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya yang
tercermin dari tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi.
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Terkalt     hal     tersebut    di     atas,     maka    dalam     rangka    memutus
penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi
positif Covid-19,  serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan
Penanganan  Covid-19  terutama  Posko  Penanganari  Covid-19  di  tingkat  Desa
dan    Kelurahan    maupun    kedisiplinan   masyarakat   dalam    melaksanakan
protokol kesehatan, diinstruksikari hal-hal scbagai bcrikul:

KESATU         :    Kepada    Camat    dan    Kepala    Desa/Kepala    Kelurahan    se-
Kabupaten Boyolali agar:

a. memastikan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   4   di
wilayah    masing-masing   berjalan    sesual    ketentuan   yang
diatur dalam Instruksi Bupati ini;

b. melaporkan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   4   di
wilayahnya  masing-masing  pada  tanggal  31  Agustus  2021
atau    sewaktu-waktu    dalam    hal    terdapat    hal-hal   yang
menonjol    dengan    disertal    bukti    dokumentasi    kegiatan
sebagai berikut:

1)    Camat   selaku   Ketua   Satgas   Penanganan   Covid-19   di
tingkat  Kecamatan  melaporkan  kepada  Bupati  Boyolali
Cq.    Sekretaris    Daerah    Kabupaten    Boyolali    dengan
tembusan  kepada  Kepala  Kantor  Kesbangpol  Kabupaten
Boyolali;

2)    Kepala       Desa/Kelurahan       selaku        Ketua       Satgas
Penanganan     Covid-19     di     tingkat     Desa/Kelurahan
melaporkan     kepada     Camat     selaku     Ketua     Satgas
Penanganan    Covid-19    di   tingkat   Kecamatan   dengan
tembusan    kepada    Kepala    Dispermasdes    Kabupaten
Boyolali.

c.  Kepala Desa/Ke]urahan agar:

1)   mengoptimalkan peran dan  fungsi  Satgas /ogo Tonggo di
tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang
sangat    menentukan     keberhasilan     upaya    memutus
penyebaran/penularan   Covid-19   dengan   meningkatkan
budaya  "ezi7ig  Zdn  rigezzr[gke"  (saJing  meDgingatlEaD)
antar   masyarakat   untuk   menjaga   keselamatan   dan
kesehatan masyarakat;

2)   agar melakukan pengendalian  kegiatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi
media   penyebaran/penularan   Covid-19   balk   kegiatan
sosial  kemasyarakatan  maupun  sosial  keagamaan  dan
aktifitas pelaku usaha.

KEDUA           :    Pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali
dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan
dilakukan:
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1)  melalui pembelajaran jarak jauh; dan

2)  maksimal    25°/o    (dua    puluh    lima    persen)     pendidik
dan/atau    tenaga    kependidikan    pada    masing-masing
satuan  pendidikan  dapat  melakukan  kegiatan  persiapan
teknis   (simulasi)   Asesmen   Nasional   pada   tanggal   24
Agustus 2021  sampai dengan 2 September 2021.

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan
100% (seratus persen)  Work From Home (WF`H);

c.  Pelaksanaan kegiatan pada:
1)    Sektor Esensial seperti:

a) keuangan   dan   perbankan   hanya  meliputi   asuransi,
bank,  pegadaian,  bursa berjangka,  dana pensiun,  dan
lembaga      pembiayaan      oyang      berorientasi      pada
pelayanan   fisik   dengan   pelanggan   (oustomen)   dapat
beroperasi   dengan    kapasitas   maksimal   500/o   (lima
puluh persen)  star untuk lokasi yang berkaltan dengan
pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  25%  (dua puluh
lima       persen)       untuk       pelayanan       administrasi
perkantoran guna mendukung operasional;

b) pasar modal lyang berorientasi pada pelayanan dengan
pelanggan    (customer)    dan    bcrialannya    operasional
pasar   modal   secara   balk)   dapat   beroperasi   dengan
kapasitas maksimal 50°/o (lima puluh persen) star;

c)  teknologj  informasi  dan  komunikasi  meliputi  operator
seluler, cZcztcz certfer, internet,  pos, media terkait dengan
penyebaran    informasi    kepada    masyarakat    dapat
bcropcrasi   dcngan   kapasitas   maksimal    50%    (lima
puluh persen)  star;

d)perhotelan      non      penanganan      karantina      dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   500/o    (lima
puluh persen)  star; dan

e)  industri  orientasi  ekspor  dan   penunjangnya  dimana
pihak  perusahaan  harus  menunjukkan  bukti  contoh
dokumen  Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEB)  selama
12  (dua belas)  bulan  terakhir atau  dokumen lain yang
menunjukkan  rencana  ekspor dan  wajib  memiliki  lzin
Operasional   dan   Mobilitas  Kegiatan   lndustri   (IOMKI)
dengan     memperhatikan     pengaturan     teknis     dari
Kementerian  Perindustrian  hanya  dapat  beroperasi  1
(satu)   shift   dengan   kapasitas   maksimal   50%   (lima
puluh  persen)  star hanya  di  fasilitas  produksi/pabrik,
s€rta      10%     (sepuluh     persen)      untuk     pelayanan
admin istrasi        perkan toran        gu na        menduku ng
operasional.

2)   esensial   pada   sektor   pemerintahan   yang   memberikan
pelayanan       pu blik       yang       tidak       bisa       ditunda
pelaksanaannya   diberlakukan   25%    (dua   puluh   lima
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persen)   maksimal  star  Worfe  From  O/pece  (WFO)  dengan
protokol kesehatan secara ketat;

3)    Sektor kritikal seperti:

a)  kesehatan,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
dapat  beroperasi   100%   (seratu§)   I)er§en   star  tanpa
ada pengecualian; dan

b)  penanganan   bencana,   energi,   logistik,   transportasi
dan   distribusi   terutarna   untuk   kebutuhan   pokok
masyarakat,      makanan      dan      minuman      serta
penunjangnya,     termasuk     untuk     ternak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia,  semen dan bahan
bangunan,   obyek   vital   nasional,   proyek   strategis
nasional,   konstruksi   (infrastruktur  publik),   utilitas
dasar   (listrik,   air  dan   pengelolaan   sampah)   da.pa.t
beroperasi    100%   (seratus   persen)   maksimal   staf,
hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan
kepada      masyarakat      dan       untuk      pelayanan
administrasi       perkantoran       guna       mendukung
o|)erasional,  diberlakukan maksimal 25% (dua puluh
lima persen) star WFO.

c)   perusahaari   yang   termasuk   dalam   sektor   energi,
logistik,  transportasi  dan  distribusi  terutalna  untuk
kebutuhan     pokok     masyarakat,     makanari     dan
minuman    serta    penunjangnya,    termasuk    untuk
ternak/hewan   peliharaan,   pupuk   dan   petrokimia,
semen       dan       bahan       bangunan ,       konstruksi
(infrastruktur  publik),  dari  utilitas  dasar  (1lstrik,  air
dan pengelolaan  sampah)  wajib untuk menggunakan
aplikasi  Peduli  Lindungi  mulai  tanggal  6  September
2021   guna   melakukan   skrining   terhadap   semua
pegawal    dan    pengunjung    yang    masuk    kepada
fasilitas    I)roduksi/     konstruksi/     pelayanan    dan
wilayah administrasi perkantoran ; dan

d)  perusahaan   yang  termasuk  dalam   kategori   sektor
pe n an gan an        ben can a        waj ib        mend apatkan
rekomendasi    dari     kementerian     teknis     pembina
sektornya  sebelum  dapat  memperoleh  akses  untuk
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

4)    mengizinkan  stJper  market/mt.n].  mclrket,  toko  kelontong,
pasar   tradisional   dan   pasar   swalayan   yarig   menjual
kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampal dengan
pukul   20.00   WIB   dengan   jumlah   pengunjung   paling
banyak  50%  (lima  puluh  persen)  dari  kapasitas  normal
serta  penerapan    protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat;
dan

5)   untuk apotek dan  toko  obat  dapat buka  selama 24  (dua
puluh empat) jam.
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d. Pasar   tradisional   yang   menjual   barang   non   kebutuhan
sehari-hari   dapat   beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal
500/a  (lima  puluh  persen)  dan  jam  operasi  sampai  dengan
pukul   15.00  WIB  dengan  protokol  kesehatan  secara  lebih
ketat;

e. pedagang    kaki    lima,     agen/ozt£Zef    I;oucher,     Z]cirbershop/
pangkas  rambut,  Zaurrdrty,  pedagang asongan,  bengkel kecil,
cucian  kendaraan,  dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka
dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00
WIB;

f.  dii7,inkan   pelaksanaan   kegiatan   makan/minum  di   tempat
umum dengan ketentuan:

1)   warung    makan/warteg,    pedagang    kaki    lima,    lapak
jajanan/angkringan   dan   sejenisnya   baik  yang   berada
pada lokasi milik sendiri atau  pada fasilitas umum (area
publik,  taman  umum,  tempat  wisata  umum  dan  area
publik  lalnnya)  dan  di  pusat  perbelanjaan  antara  lain
super    market/m].".     market,     pasar    tradisional     dan
swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang
ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal
pengunjung   makan    ditempat    25%    (dua   puluh    lima
persen)   dari  kapasitas  tempat  atau   maksimal  3   (tiga)
orarig dalam  1  (satu)  meja atau  tikar serta waktu makan
maksimal 30 (tiga puluh) menit;

2)   restoran/rumah  makan,  kafe  dengan  lokasi yang berada
dalam ruang tertutup balk yang berada pada lokasi milik
sendiri       maupun       yang       berlokasi       pada      pusat
perbelanjaan/ mczJJ  hanya  dapat  menerima  czeJt.L;eny/tcIJce
ou/ag dan dilarang menerima makan ditempat (c!i'ne-7.n) ;

3)   restoran/rumah   makan,   kafe   yang   bukan   berada   di
fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata
umum dan area publik lalnnya) dengan area pelayanan di
ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan
protokol   kesehatan   yang   ketat   sampai   dengan   pukul
20.00  WIB  dengan  kapasitas  maksimal  25°/o  (dua  puluh
lima persen),  satu  meja maksimal dua orang,  dan waktu
makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

9. kegiatan    pada    pusat    perbelanjaan/pusat    perdagangan
ditutup    sementara    kecuali    untuk    supermarket,    pasar
tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan   sehari-hari   operasional   sampal   dengan   pukul
20.00  WIB  dengan jumlah  pengunjung  paling  banyak  50%
(lima puluh persen)  dari kapasitas normal serta akses untuk
pegawal    toko    yang    melayani    penjualan    online    dengan
maksimal 3  (tiga)  orang setiap toko dan  setiap restoran yang
hanya   dapat   menerima   dell.ueny/fake   atuag  dan   dilarang
menerima makan ditempat (czfne-i'rL) ;
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h. akan  dilakukan  uji  coba  implementasi  protokol  kesehatan
pada     pusat     perbelanjaan/pusat     perdagangan     dengan
ketentuan:

1)  kegiatan   pada   pusat   perbelanjaan/pusat   perdagangan
diizinkan  beroperasi  50%  (lima puluh  persen)  dari  Pukul
10.00  sampai  dengan  Pukul  20.00  WIB  dengan  protokol
kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;

2)  wajib    untuk    menggunakari    aplikasi    Peduli    Lindungi
untuk  melakukan  skrining  terhadap  semua  pengunjung
dan    pegawal    pusat    perbelanjaan/pusat   perdagangan
terkait;

3)  restoran/rumah  makan,  kafe  dengan  lokasi yang  berada
dalam  yang  berlokasi  pada  pusat  perbelanjaan  hanya
menerima c!eJt.LJerty/take awczu dan tidak menerima makan
di  tempat  (c!i.rLe-I.n) ;

4)  penduduk  dengan  usia  di  bawah   12  (dua  belas)  tahun
dan  diatas  70  (tujuh  puluh)  tahun  dilarang  memasuki
pusat perbelanjaan/ pusat perdagangan; dan

5)  tempat  bermain  anak-anak,  dan  tempat  hiburan  dalam
pusat perbelanjaan/ pusat perdagangan ditutup;

6)  daftar pusat perbelanjaan/pusat perdagangan yang akan
melaksanakan  uji  coba  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas
Perda.gangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.

i.  pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik
(tempat   konstruksi   dan   lokasi   proyek)   beroperasi    100%
(seratus    persen)    dan    konstruksi    skala    kecil    diizinkan
maksimal  10  (sepuluh)  orang  dengan  mcnerapkan  protokol
kesehatan secara lebih ketat;

j.  tempat  ibadah  (Masjid,  Mushola,  Gereja,  Pura,  Vihara,  dan
Klenteng   serta   tempat   umurn   lainnya   yang   difungsikan
sebagai    tempat    ibadah),    dapat    mengadakan    kegiatan
peribadatan/ kcagamaan bcljamaah  sclama nasa penerapan
Perpanjangan   PPKM   Level  4   dengan   maksimal   50%  (lima
puluh  persen)   dari  kapasitas  normal  dengan  menerapkan
protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat  dan  memperhatikan
pengaturan teknjs dart Kementerian Agama;

k. fasilitas  umum  (area  publik,  taman  umum,  tempat  wisata
umum   dan   area   put)lik   lainnya   seperti   tempat   hiburan,
karaoke,  warnet,  gczme  orLJI.ne,  tempat  olahraga dan  kegiatan
usaha sejenis lalnnya) ditutup sementara;

I.  kegiatan  semi,  t]udaya,  olahraga dan  sosial  kemasyarakatan
serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian
dan kerumunan ditutup sementara;

in.transportasi   umum   (kendaraan   umum,   angkutan   masal,
taksi  (konvensional  dan  orLJz.ue)  dan  kendaraan  sewa/rental)
diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  maksimal  50°/a
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(lima puluh)  persen dengan  menerapkan  protokol kesehatan
secara lebih ketat;

n. kepada  seluruh  elemen  masyarakat  di  Kabupaten  Boyolali
dilarang    menyelenggaralran    resepsi    haJatan    ma7rfu4/
rtgtmdrfut7.    mantz4    dan     lEhitanan,     dikecualikan     dari
larangan  penyelenggaraan  hajatan  sebagaimana  dimaksud
antara lain:

1)   Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
atau  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  atau
dengan melibatkan paling banyak  10  (sepuluh) orang dari
unsur keluarga inti  dan  tetangga  sekitar dengan  alokasi
waktu   paling  lama  60   (enam  puluh)   menit  dan  wajib
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Pelaksanaan    khitan    di    tempat    fa.silitas    pelayanan
kesehatan   dengan   melibatkan   paling   banyak   5   (lima)
orang dari keluarga inti;

3)   Kepada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten
Boyolali  agar  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk
mencegah  timbulnya  kerumunan  baru  di  KUA  sebagai
akibat pelaksanaan akad nikah;

4)    Kepada   Kepala   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan
Sipil   Kabupatcn   Boyolali   aTgar   melakukan   pengaturan
lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru
di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
Boyolali sebagal akibat pelaksanaan akad nikah.

o. pelaku    peljalanan    domestik    yang    masuk    ke    wilayah
Kabupaten   Boyolali   menggunakan   mobil   pribadi,   sepeda
motor  dan  transportasi  umum  jarak jauh  (pesawat  udara,
bus, kapal laut dan kereta api) harus:

1)    menunjukkan   kartu   vaksin    (minimal   vaksinasi   dosis
pertama);

2)   menunjukkan   PCR   (H-2)   untuk   pesawat   udara   serta
Antigen   (H-1)   untuk   moda   transportasi   mobil   priba.di,
sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3)   ketentuan   scbagalmana  dimaksud  pada  angka   1)   dan
angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa
dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar
Jawa  dan  Bali,  serta  tidak  berlaku  untuk  transportasi
dalam wilayah Solo Raya;

4)   untuk  perjalanan  dengan  pesawat  udara  dari  dan  ke
Kabupaten   Boyolali   harus   dapat   menunjukkan   hasil
negatif  Antigen  (H-1)  dengan  syarat  sudan  memperoleh
vaksinasi  dosis  kedua,  dan  basil  negatif  PCR  (H-2)  jika
baru memperoleh vaksin dosis  1; dan
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5)   untuk  sopir  kendaraan  logistik  dan  transportasi  barang
lalnnya   dikecualikan   dari   ketentuan   memiliki   kartu
vaksin.

p. wajib  memakai  masker  dengan  benar  dan  konsisten  saat
melaksanakan  kegiatan  di  luar  rumah  serta tidak  diizinkan
penggunaan /ace sJtt-eJc! tanpa menggunakan masker; dan

q. pelaksanaan  PPKM  di  tingkat  RT/RW,  Desa/Kelurahan  dari
Keca.matan  tetap  diberlakukan  dengan  mengaktifkan  Posko-
Posko di setiap tingkatan sesuai kriteria zonasi pengendalian
wilayah setempat.

KETIGA          :   Akan dilakukan uji coba implementasi protokol kesehatan pada
perusahaan-perusahaan  yang  memiliki  orientasi  ekspor  dan
domestik  untuk  beroperasi  dengan  kapasitas   100°/o  (seratus
persen)  star yang  dibagi  minimal  dalam  2  (dua)  shift  dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.Daftar   perusahaan   yang   akan    mengikuti   uji    coba   ini
dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian;

b.Perusahaan    dalam    daftar    pada    huruf    a    dan    para
karyawannya  wajib  menggunakan  aplikasi  peduli  lindungi
untuk   melakukan   skrining   terhadap   orang   yang   kcluar
masuk pada fasilitas produksi pcrusahaan; dan

c.  Seluruh   perusahaan   yang   mengikuti   uji   coba   ini   wajib
mengikuti  acuan  protokol  kesehatan  yang  di  tentukan  oleh
Kementerian Perindu strian dan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Kepada Kepala Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten
Boyolali agar melakukan pengaturan kegiatan persiapan teknis
(simulasi)   Asesmen   Nasional   sebagalmana   dimaksud   pada
Diktum KEDUA huruf a poin 2) sesuai ketentuan terkalt.

Kepada     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  koordinasi,  pengawasan,
dan  mclaporkan ha.sil ata.s pelaksanaan uji coba implementasi
protokol       kesehatan       pada       pusat       perbelanjaan/pusat
perdagangan.

Kepada     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian
Kabupaten   Boyolali  dan   Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga
Kerja  Kabupaten   Boyolali  agar  melakukan  pengawasan   dan
melaporkan   hasil   atas   pelaksanaan   uji   coba   implementasi
protokol  kesehatan  pada  perusahaan  sebagaimana  dimaksud
Diktum KETIGA.

KETUJUH      :    Kepada   Camat   dan   anggota   Forum   Komunikasi   Pimpinan
Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat
Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten  Boyolali
dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara
Pemb in a         Keamanan         dan         Kete rtiban         M asyarakat
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(Bhabinkamtibmas)  di  wilayah  masing-masing  agar  melarang
setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDELAPAN    :    Kepada   Kepolisian   Resort   Boyolali,   Komando   Distrik   Militer
0724/Boyolali,     dan     Kejaksaan     Negeri     Boyolali     beserta
jajarannya  untuk  mendukung  dan   mengawasi   pelaksanaan
Perpanjangan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali.

KESEMBILAN  :    Kepada   scluruh   pemangku   kepentingan   dalam   penanganan
Covid-19    dan    seluruh    elemen    masyarakat    di    Kabupaten
Boyolali  agar  melaksanakan  pengetatan  aktifitas  dan  edukasi
dengan prinsip sebagai berikut:

a. Covid-19  paling  menular  pada  kondisi  tertutup,  pertemuan
pertemuan   panjang   (lebih   dari   15   menit),   interaksi  jaral{
dekat,  keramalan,  aktifitas  dengan  bemapas  kuat  misalnya
bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakal masker
scperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan   masker  dengan   benar  dan   konsisten   adalah
protokol  kesehatan  paling  minimal  yang  harus  diterapkan
setiap orang;

c. mencuci  tangan  dengan  sabun  atau  hancz  scmi.tiger  secara
berulang terutama setelah  menyentuh  benda yang disentuh
orang   lain   (seperti   gagang   pintu   atau   pegangan   tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih balk, akan lebih melindungi (sebagal
contoh  masker  bedah  sekali  pakal  lebih  balk  dari  masker
kain,  dan  masker  N95  lebih  baik  dari  masker  bedah).  Saat
ini,  penggunaan  masker  sebanyak  2  (dua)  1apis  merupakan
pilihan  yang  baik.  Masker  sebalknya  perlu  diganti  setelah
digunakan  (>4  (1ebih dari empat) jam);

e.penerapan       protokol       kesehatan       dilakukan       dengan
mempertimbangkan fcktor ventilasi udara,  durasi,  dan jarak
intcraksi,    untuk    mcminimalisir   risikci    penularan    dalam
beraktifitas;

f.  pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1)    beraktifitas   dari   rumah   saja,   dan   berinteraksi   hanya
dengan orang-orang yang tinggal serumah;

2)   jika   harus   meninggalkan   rumah,   maka   harus   selalu
mengupayakan   jarak   minimal   2    (dua)    meter   dalam
berinteraksi       dengan       orang       lain.        Mengurangi/
menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal
scrumah; dan

3)   mensosialisasikan   berbagai   petunjuk  visual   di   tempat
umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
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9. pertimbangan durasi dapat diterapkari sebagai berikut:
1)   jika     harus     berinteraksi    dengan     orang     lain     atau

menghadiri   suatu   kegiatan,   dilakukan   dengan   durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2)   dalam   perkantoran   dan   §ituasi   berkegiatan   lalnnya,
penjadwalan     dan     rotasi     dapat     membantu     untuk
mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventila.si dapat ditcrapkan sebagai berikut:

1)   berkegiatan  di  luar  ruangan  memiliki  risiko  penularan
yang jauh  lebih  rendah  dibandingkan di dalam ruangan;
dan

2)   ruangan    harus    selalu    diupayakan    untuk    mcmiliki
ventilasi udara yang balk.  Membuka pintu, jendela dapat
dilakukan  untuk  mengurangi  risiko  penularan.   Dalam
kondisi pintu  atau jendela tidak dapat  dibuka,  maka air
purifier dengan High Ejysa.encg Ptzrdouzczte A].r (HEPA)  filter
dapat digunakan di dalam ruangan.

i.  dalarn kondisi  pcnularan  sudah meluas di komunitas,  maka
intervensi   yang   lebih   ketat   dengan   membatasi   mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan ;

j.  Kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan   Kabupaten  Boyolali  agar
melakukan:

1)    penguatan     3T     (festr'ng,     froa.ng,     treafmenf)     dengan
ketentuan:

a)  Testz.ng   terus   ditingkatkan   mencapai   minimal   2.116
(dua  ribu  seratus  enam  belas)  penduduk  per  minggu
sampal post`tz.zntg  rate  kurang  lebih  10%.  restl.rig perlu
terus  ditingkatkan  untuk  suspek,  yaitu  mereka  yang
bcrgcjala, dan juga pada kontak crat;

b) Trtza.rig perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari  15
kontak   erat   per   kasus   konfirmasi.   Karantina   pcrlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah     diidentifikasi     kontak     erat     harus     segera
dipcriksa  (erLfr3/-test)  dan  karantina  perlu  dijalankan.
Jika  hasil  pemeriksaan  positif  maka  perlu  dilakukan
isolasi.   LJika   hasil   pemeriksaan   negatif  maka   perlu
dilanjutkan  karantina.  Pada hari ke-5  karantina,  perlu
dilakukan     pemeriksaan    kembali     (exlt-test)     untuk
melihat  apakah  virus  terdeteksi  setelah/selama  masa
inkubasi.  LJika  negatif,  maka  pasien  dianggap  selesal
karantina; dan

c)  7tec{tme7tt    perlu     dilakukan     dengan     komprehensif
sesuai  dengan   berat  gejala.   Hanya  pasien  bergejala
sedang,  berat,  dan  kritis yang perlu  dirawat  di  rumah
sakit.   Isolasi   perlu   dilakukan   dengan   ketat   untuk
mencegah penularan.
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2)   melakukan    percepatan    vaksinasi    untuk    melindungi
sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk
menurunkan     laju     penularan     serta    mengutamakan
keselamatan    mereka   yang   rentan    untuk   meninggal
(seperti    lansia,    orang    dengan    komorbid)    mengingat
kapasitas fasilitas kesehatan di  Kabupatcn Boyolali yang
terbatas    dan    dampak   jangka   panjang    dari    infeksi
Covid-19.

KESEPULUH    :    a.  Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

1)   mengoordinasikan      dan      melaksanakan      penyaluran
bantuan    sosial    serta   jaring    pengaman    sosial   yang
bersumber  dari  APBN,  APBD  Provinsi  Jawa Tengah  dan
APBD   Kabupaten   Boyolali,   maupun   dari   sumber   lain
yang  sah  kepada  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  yang
berhak menerima; dan

2)   melakukan  sinkronisasi bantuan  sosial yang berasal dari
pusat dengan bantuan  sosial yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada    Kepala    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  percepatan  penyaluran
dan pelaksanaari BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

1)    Mendorong      Pemerintah      Desa      untuk      menetapkan
Peraturan   Desa   mengenal   APBDesa,   pengesahan   data
KPM    olch    pemerintah    Desa,    perekaman    Data    KPM
penerima   BLT-DD    pada   Om-SPAN    sesual    ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2)   Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM,  dan  menindaklanjuti  dengan  pelaksanaan  BLT-DD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.  Kcpadzi    Ke|]ala    Sa.tpol    PP    Kabupaten    Boyolali    untuk
mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

1)   Peningkatan  upaya  untuk  mencegah  dan  menghindari
kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara
tegas yang dilaksanakan  oleh  aparat  keamanan  (Satuan
Polisi     Pamong     Praja,     Kepolisian     Negara     Ftepublik
Indonesia  dan   melibatkan  Tentara  Nasional  Indonesia)
melalui operasi yustisi;

2)    Di    dalam    pelaksanaan    penegakan    hukum    protokol
kesehatan melalui operasi yustisi sebagalmana dimaksud
pada  poin  1)  agar  melibatkan  tim  dari  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di  tempat
pelaksanaan operasi untuk melakukan  rczpl.d test onfi.gen
terhadap    pelaku    pelanggaran    yang    terjaring    dalam
operasi yustisi  disamping dapat dikenckan  sanksi denda
a.dministratif    dan    sanksi    lainnya    sesuai    peraturan
perundang-undangan.
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d. Kepada   Kepala   Dinas   Pemuda   Olahraga   dan   Pariwisata
Kabupaten  Boyolali  dan  instansi  terkait  sesuai  kewenangan
agar   memastikan   pelaku   usaha   warung   makan/warteg,
pedagang     kaki     lima,     lapak    jajanan/angkringan     dan
sejenisnya  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam
Instruksi   Bupati   ini   serta   melakukan   pengawasan   dan
pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

Kepada      Sekretaris      Daerah      Kabupaten      Boyolali      agar
me ngoo rdinasikan         mekani sine        pe nganggaran         u ntu k
pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   4   akibat   Pandemi
Covid-19   yang   bersumber   dari   APBN,   APBD   Provinsi   Jawa
Tengah  dan  APBD  Kabupaten  Boyolali  maupun  sumber  lain
yang sah.

KEDUABELAS:   a. Dalam  hal  Camat  dan  Kepala  Desa/Kelurahan  yang  tidak
melaksanakan   ketentuan    sebagaimana   dimaksud   dalam
Instruksi Bupati ini, maka:

1)   Bagi  Camat,  Kepala  Kelurahan  dikenakan  sanksi  sesuai
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor  53   Tahun   2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2)   Bagi    Kepala   Desa   dikenakan    sanksi    sesual   dengan
Peraturan    Boyolali    Nomor    22    Tahun    2016    tentang
Pengangkatan      dan      Pemberhentian      Kepala      Desa
sebagalmana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Boyolali
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Boyolali   Nomor  22  Tahun   2016  tentang  Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku  usaha sebagalmana dimaksud dalam Diktum
KEDUA  huruf  c  poin  4),  huruf  e  dan  huruf  I  yang  tidak
melaksanakan     ketentuan     sebagalmana     diatur     dalarn
lnstruksi  ini  dikenakan  sanksi  administratif sampai  dengan
penutupan  usaha  sesual  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

c. Setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi yang  melakukan
pelanggaran   dalam   rangka  pengendalian   wabah   penyakit
menular berdasarkan :

1)    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  212  sampai
dengan Pasal 218;

2)   Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1984   tentang  Wabah
Penyakit Menular;

3)   Undang-Undang      Nomor     6      Tahun      2018      tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

4)   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Boyolali  Nomor  4  Tahun
2013  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana
Di Kabupaten Boyolali; dan
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5)   Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegahan   Hukum   Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
aororza    trims   Disease   20Jg   di    Kabupaten    Boyolali
sebagaimana   telah   djubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali Nomor 08 Tchun 2021  tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Pencrapan   Disiplin   dan   Pencgakan   Hukum   Protokol
Kesehatan Sebagal Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona VInts Disease 20J 9 di Kabupaten Boyolali; serta

6)   ketentuan peraturan  perundang-undangan lainnya yang
lerkait.

KETIGABEIAS     :   Hal-hal   yang   belum   diatur   dalan    lnstruksi   Bupati   ini,
sepanjang    terlcait     kebijakan     daerah    yang    mendukung
pencapaian  tujuan  penerapan  Perpanjangan  PPKM  Level  4  di
Kabu|]aten Eoyolali tetap dapat dilal±sanakan dan berpedoman
pada Peraturan Pcrundang-undangrn terkait.

KEEMPATBEIAS :  Instruksi  Bupati  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  24  Agustus
2021 sampal dengan tanggal 30 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Boyolali

T®mbuean, disampalkan kepada Yth. :
1.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Qubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Flmpinan DPRD Kabupaten Bpyolali;
4.  Pertinggal.

Komz]Ieks Perkarfrora n TerDadu  KabuDaten Bovolall
Jl.  Merdeka Barat Telepon (0276) 321021. Fax (0276) 321172, websife www.boyolali.go.id

Kemiri   Bovolali 57321.  Provinsi Ja`ma Thnaah



BUPATI    B0YOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR    \0    TAHUN2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARARAT LEVEI, 3  DALAM
PENALINGAINAL"  CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI KABUPATEN BOYOLALI,

Dasar              :    1.Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   38   Tahun   2021
tentang   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Cororia  VI."s Dl.sease  20J9  Di
Wilayah Jawa Dan Bali;

2. Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penerapan     Disiplin     dan     Penegakan     Hukum     Protokol
Kesehatari   Sebagai   Upaya   Pencegahan   dan   Pengendalian
Coro7ta     Vt.rus     Disease     20J9     di     Kabupaten     Boyolali
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Cororra  Vt.rLts  Disease
20] 9 di Kabupaten Boyolali. '

Menindaklanjuti   arahan   Presiden   Republik   Indonesia   dan   lnstruksi
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    38    Tahun    2021    tentang    Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Cororm  Vt'rzts
Disecrse 20J 9 Di Wilayah Jawa Dan Bali,  maka seiring dengan perkembangan
situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria
I.evel  3  perlu  menerapkan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat
Level  3  dalam  penanganan  Coro7.ia  Vjnts D±.seczse 20] 9 di  Kabupaten  Boyolali
yang  selanjutnya  disebut  PPKM  Level  3  dalam  rangka  meningkatkan  hasil
pengendalian  penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Boyolali  untuk  menekan
post.tz'zqlgr raf€ agar semakin menuTriin melalui upaya mengurangi mobilitas dan
meningkatkan upaya 3T (festt.ng, troc{.ng, treatment) sehingga pengendalian dan
penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirmasi positif baru dapat semakin
sistematis dengan  harapan  semakin  terkendalikannya penyebaran/penularan
Covid-19  di  tengah  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  aLgar kasus  terkonfirmasi
positif balk dari klaster keluarga, klaster tempat kelja, klaster hajatan, klaster
kegiatan  sosial keagamaan  dan  klaster lainnya semakin  menurun  disamping
perlu  meningkatkan  capaian  vaksinasi  Covid-19   dan  kewaspadaan  semua
elemen  masyarakat  dalam  menerapkan  disiplin  protokol  kesehatan,  untuk
menghindari  teljadinya  lonjakan  kasus  terkonfirlnasi  positif  Covid-19  yang
dapat  meningkatkan jumlah  kasus  kematian.  Selanjutnya  mengingat  masih
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adanya bahaya. varian Dezfa sebagal varian baru yang lebih cepat menular dan
lebih  berbahaya yang  tercermin  dari  tingkat  kematian  akibat  Covid-19  yang
masih  cukup  tinggi,  maka  kepada  semua  elemen  masyarakat  di  Kabupaten
Boyolali   agar   lebih   berhati-hati   dan   selalu   disiplin   menerapkan   protokol
kesehatan secara lebih ketat dimanapun berada.

Terkait    hal    tersebut    di    atas,     maka    dalam    rangka    memutus
penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonrirmasi
positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan
Penanganan  Covid-19  terutama  Posko  Penanganan  Covid-19  di  tingkat  Desa
dan    Kelurahan    maupun    kedisiplinan    masyarakat    dalam    melaksanakan
protokol kesehatan , diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU         :    Kepa.da    Camat    dan    Kepala    Desa/Kepala    Kelurahan    se-
Kabupaten Boyolali agar:

a. memastikan   pelaksanaan    PPKM    Level   3    di   wilayahnya
berjalan sesual ketentuan dalam lnstruksi Bupati ini;

b. melaporkan  pelaksanaan  PPKM  Level  3  di  wilayahnya  pada
tanggal  7  September  2021  atau  sewaktu-waktu  dalam  hal
terdapat    hal-hal   yang   menonjol    dengan    disertai    bukti
dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

1)    Camat   selaku   Ketua   Satgas   Penanganan   Covid-19   di
tingkat  Kecamatan  melaporkan  kepada  Bupati  Boyolali
Cq.    Sekretaris    Daerah    Kabupaten    Boyolali    dengan
tembusan  kepada  Kepala  Kantor  Kesbangpol  Kabupaten
Boyolali;

2)    Kepala       Desa/Kelurahan        selaku       Ketua       Satgas
Penanganan     Covid-19     di     tingkat     Desa/Kelurahan
melaporkan     kepada     Carnat     selaku     Ketua     Satgas
Penanganan   Covid-19   di   tingkat   Kecamatan   dengan
tembusan    kepada    Kepala    Dispermasdes    Kabupaten
Boyolali;

c.  Kepala Desa/Kelurahan agar:

1)    mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas /ogo Tonggo di
tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang
sangat     menentukari     keberhasilan     upaya    memutus
penyebaran/penularan   Covid~19   dengan   meningkatkan
budaya  "ez€rtg  Zap  rtgez€rtgke"  (saling  mengingatkan|
antar  masyarakat  dalam  rangka  mcnjaga  keselamatan
dan kesehatan masyarakat;

2)   melakukan    pengendalian    kegiatan    masyarakat   yang
berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi
media   penyebaran/penularan   Covid-19   baik   kegiatan
sosial  kemasyarakatan  maupun  sosial  keagamaan  dan
aktivitas pelaku usaha; dan
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3)   mensosialisasikan    kepada   masyarakat   di   wilayahnya
tentang  pentingnya  selalu  membawa  KTP  (Kartu  Tanda
Penduduk)/KIA     (Kartu     ldentitas     Anak)     dalam     hal
melakukan   perj.alanan   dan/atau   melakukan   aktivitas
pada    fasilitas    umum    yang    dimungkinkan    adanya
pelaksanaan skrining scsuai protokol keschatan.

Pelaksanaan  PPKM  Level  3  di  Kabupaten  Boyolali  dilakukan
dengan menerapkan kegjatan sebagai berikut :

a. pelaksanaan   pembelajaran   di    satuari    pendidikari   dapat
dilakukan    mclalui    pcllibclajaran    tatap    muka    terbatas
dan/atau  pembelajaran jarak jauh  berdasarkan  Keputusan
Bersama   Menteri    Pendidikan   dan    Kebudayaan,    Menteri
Agama,  Menteri Kesehatan dan  Menteri  Dalam Negeri Nomor
03/KB/2021,        Nomor        384        Tahun        2021,        Nomor
HK.01.08/MENKBS/4242/2021,   Nomor   440   -   717   Tahun
2021   tentang   Panduan   Penyelenggaraan   Pembelajaran   di
Masa  Pandemi  Co7iom  Vz.7us  Dt.sease  20Z9  (COVID  -19)  dan
bagi  satuan  pendidikan  yang  melaksanakan  pembelajaran
tatap    muka    terbatas    dilaksanakan     dengan    kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

1)    SDLB,  MILE,  SMPLB,  SMLB,  dan  MALE  maksimal  62C/'o

(enam  puluh  dua perscn)  sampai  dengan  100%  (seratus
persen)  dengan  menjaga jarak minimal  1,5m  (satu  koma
lima   meter)   dan   maksimal   5   (lima)   pcserta  didik   per
kelas; dan

2)    PAUD   maksimal   33%   (tiga  puluh   tiga  persen)   dengan
menjaga jarak minimal  1,5m (satu koma lima meter)  dan
maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan
100% (seratus perscn)  Wowh From Home (WFH);

c.  Pelaksanaan kegiatan pada:
1)    Sektor Esensial sepel`ti:

a) keuangan   dan   perbankan   hanya  meliputi   asuransi,
bank,  pegadaian,  bursa berjangka,  dana pensiun,  dan
lembaga      pembiaya.an      (yang      berorientasi      pada
pelayanan   fisik   dengan   pelanggan   (c'lJstome"   dapat
beropc.rasi   dengan    kapasitas   maksimal   50%    (lima
puluh persen)  star untuk lokasi yang berkaitan dengan
pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  25%  (dua  puluh
lima       persen)       untuk       pelayanan       administrasi
perkantoran guna mendukung operasional;

b) pasar modal (yang berorientasi pada pela`yanan dengan
pelanggan    (ousfomeJ)    dan    berjalannya    operasional
pasar   modal   secara   balk)   dapat   beroperasi   dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)  star;
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c)  teknologi  informasi  dan  komunikasi  meliputi  operator
seluler,  c!citci center, internet, pos, media terkait dengan
penyebaran    informasi    kepada    masyarakat    dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50%   (lima
puluh persen)  staf;

d)perhotelan      non      penanganan      karantina      dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal    50%    (lima
puluh persen)  star; dan

e) induslri  orientasi   ekspor  dan   penunjangnya  dimana
pihak  perusahaan  harus  menunjukkan  bukti  contoh
dokumen  Pemberitahuan  Ekspor Barang  (PBB)  selama
12  (dua belas)  bulan  terakhir atau  dokumen  lain yang
menunjukkan  rencana ekspor dan  wajib  memiliki  lzin
Operasional  dan   Mobilitas  Kegiatan   lndustri   (IOMKI)
dengan     memperhatikan     pengaturan     teknis     dari
Kementerian   Perindustrian   hanya   dapat   beroperasi
dengan  pengaturan  shift  dengan  kapasitas  maksimal
50%  (lima puluh persen)  star untuk setiap  shift hanya
di    fasilitas    produksi/pabrik,    serta     10%    (sepuluh
persen)   untuk   pelayanan   adminsitrasi   perkantoran
guna   mendukung   operasional,   dengan   menerapkan
protokol    kesehatan,    menggunakan    aplikasi    Pcduli
Lindungi mulai tanggal 7  September 2021, pengaturan
masuk   dan   pulang,   serta   makan   karyawan   tidak
bersamaan.

2)   esensial   pada   sektor   pemerintahan   yang   memberikan
pelayanan       publik       yang       tidak       bisa       ditunda
pelaksanaannya   diberlakukan    25°/o    (dua    puluh   lima
persen)   maksimal  star   Worfe  From  Qfi/ice  (WFO)   dengan
protokol kesehatan secara ketat;

3)    Sektor kritikal  seperti:

a)  kesehatan,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
dapat  beroperasl   100%  (seratus)  persen  staf  tanpa
ada pengecualian; dan

b)  penanganan   bencana,   energi,   logistik,   transportasi
dan   distribusi   terutama   untuk   kebutuhan   pokok
masyarakat,      makanan      dan      minuman      serta
penunjangnya,     termasuk     untuk     temak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan
bangunan,   obyek   vital   nasional,   proyek   strategis
nasional,   konstruksi   (infrastruktur  publik),   utilitas
dasar   (listrik,   air  dan   pengelolaan   sampan)   dapat
beroperasi    100°/o   (seratus   persen)   maksimal   star,
hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan
kepada      masyarakat      dan       untuk      pelayanan
administrasi       perkantoran       guna       mendukung
operasional,  diberlakukan maksimal 25% (dua puluh
lima persen)  star WFO.
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c)   perusahaan   yang   termasuk   dalam   sektor   energi,
logistik,  transportasi  dan  distribusi  terutama  untuk
kcbutuhan     pokok     masyarakat,     makanan     dan
minuman    serta    penunjangnya,    termasuk    untuk
ternak/hewan   peliharaan,   pupuk   dan   petrokimia,
se men       d an       bahan       bangu n an ,       kon stru ksi
(infrastruktur  publik),  utilitas  dasar  (listrik,  air  dan
pengelolaan    sampah)   wajib   untuk   menggunakan
aplikasi  Peduli  Lindungi  mulai  tanggal  7  September
2021   guna   melakukan   skrining   terhadap   semua
pegawal    dan    pengunjung    yang    masuk    kepada
fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah
administrasi perkantoran ; dan

d)  perusahaan  yang  termasuk  dalam  kategori   sektor
penanganan        be ncana        waj ib        men dapatkan
rekomendasi    dari    kementerian    teknis    pembina
sektornya  sebelum  dapat  memperoleh  akses  untuk
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

4)   mengizinkan  super  market/".".  mar*ef,  toko  kelontong,
pasar   tradisional   dan   pasar   swalayan   yang   menjual
kebutuhan  pokok sehari-hari operasional  sampai dengan
pukul   21.00   WIB   dengan   jumlah   pengunjung   paling
banyak  50°/o  (lima  puluh  persen)  dari  kapasitas  normal
serta  penerapan    protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat;
dan

5)   untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

d. Pasar   tradisional   yang   menjual   barang   non   kebutuhan
sehari-hari   dapat   beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal
50°/a (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan
pukul   17.00  WIB  dengan  protokol  kesehatan  secara  lebih
ketat;

e. pedag;ang    kaki    \irna.,    agen|outle+    Voucher,    barbershop/
pangkas rambut,  Zcmndr#,  pedagang asongan,  bengkel  kecil,
cucian kendaraan,  dan lain-lain yang sejenis diizinkan  buka
dengan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan
pukul 21.00 WIB;

f.  diizinkan   pelaksanaan   kegiatan   makan/minum   di   tempat
umum dengan ketentuan:

1)   warung    makan/warteg,    pedagang    kaki    lima,    1apak
jajanan/angkringan   dan   sejenisnya  baik  yang   berada
pada lokasi milik sendiri atau  pada fasilitas umum (area
publik,  taman  umum,  tempat  wisata  umum  dan  area
publik  lainnya)  dan  di  pusat  perbelanjaan  antara  lam
super    mczrhef/mI.".    mcirkef,         pasar    tradisional    dan
swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang
ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal
pengunjung  makan  ditempat  50%   (lima  puluh  persen)
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dari  kapasitas  tempat  dan  waktu  makan  maksimal  30
(tiga puluh)  menit;

2)   restoran/rumah  makan,  kafe  dengan  lokasi yang berada
dalam   ruang   tertutup  yang   berada   pada  lokasi   milik
scndiri  hanya  dapat  menerima  c!ezi`LJe"/fa7ce  czuja#  dan
dilarang menerima makan ditempat (dr.ne-1.7t) ;

3)   restoran/rumah   makan,   kafe   yang   bukan   berada   di
fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata
umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di
ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan
protokol   kesehatari   yang   ketat   sanpai   dengan   pukul
21.00  WIB  dengan  kapasitas  maksimal  50%  (lima  puluh
persen),   satu   meja   maksimal   dua   orang,   dan   waktu
makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

9. kegiatan    pada    pusat    perbelanjaan/pusat    perdagangan,
supermarket,   pasar  tradisional,   toko  kelontong  dan  pasar
swalayan    yang    menjual    kebutuhan    sehari-hari    dibuka
dengan ketentuan:

1)   kapasitas  maksimal  50%  (lima  puluh  perscn)   dan  jam
operasional    buka    sampai    dengan    Puku]    21.00    WIB
dengan   mcncrapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih
ketat;

2)  waj.ib    untuk    menggunakan    aplikasi    Peduli    Lindungi
untuk  melakukan  skrining  terhadap  semua  pengunjung
dan    pegawal    pusat    perbelanjaan/pusat    perdagangan
terkait;

3)  rcstoran/rumah      makan,      kate      di      dalam      pusat
perbelanjaan/ pusat perdagangan dapat menerima makan
di tempat  (dr.rte-I.ri)  dengan  kapasitas maksimal  50%  (lima
puluh perscn), satu meja maksimal dua orang, dan waktu
makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;

4)  penduduk  dengan  usia  di  bawah   12  (dua  belas)  tahun
dilarang        memasuki        pusat        perbelanjaan / pusat
perdagangan; dan

5)  tempat  bermain  anak-anak,  dan  tempat  hiburan  dalam
pu sat perbelanjaan / pusat perdagangan ditutup

h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik
(tempat   konstruksi   dan   lokasi   proyek)    beroperasi    100%
(seratus   persen)   dan   konstruksi   non   infrastruktur  publik
diizinkan     maksimal     30     (tiga     puluh)     orang     dengan
menerapkan protokol kesehatan secara lcbih ketat;

i.  tempat  ibadah  (Masjid,  Mushola,  Gereja,  Pura,  Vihara,  dan
Klenteng   serta   tcmpat   umum   lalnnya   yang   difungsikan
sebagai    tempat    ibadah),    dapat    mengadakan    kegiatan
peribadatan/kea.gamaan  berjamaah  selama masa penerapan
PPKM Level 3 dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari
kapasitas  normal  dengan  menerapkan   protokol  kesehatan
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secara  lebih  ketat  dan  memperhatikan   pcngaturan  teknis
dari Kementerian Agama;

j.  fasilitas  umum  (area  publik,  taman  umum,  tempat  wisata
umum   dan   area  publik   lalnnya   seperti   tempat   hiburan,
karaoke,  warnet,  gczme  ouli.ne,  dan  kegiatan  usaha  sejenis
lainnya) ditutup sementara;

k. kegiatan  semi,  budaya,  olahraga  dan  sosial  kemasyarakatan
serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian
dan kerumunan ditutup sementara, kecuali untuk:

1)   kegiatan    olahraga    dilakukan    pada    ruang    terbuka
(ozttdeon    baik    secara    individu    atau    kelompok    kecil
maksimal 4  (empat)  orang,  tidak melibatkan kontak fisik
dengan  orang  lain  dan  tidak  secara  rutin  memerlukan
interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan
dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

2)   kegiatan    olahraga   pada   ruangan    tertutup,    kegiatan
olahraga    yang    dilakukan    secara    berkelompok,    dan
pertandingan olahraga ditutup sementara;

3)   fasilitas   olahraga   di   ruang   terbuka   diizinkan   dibuka
denga_n   jumlah    orang   50%   (lima   puluh    persen)    dari
kapasitas maksimal;

4)   masker   harus   digunakan   selama  melakukan   aktivitas
olahraga,  kecuali  untuk  aktivitas  olahraga  yang  harus
melepas masker,  seperti renang. Untuk aktivitas olahraga
yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika
pelaksanaan aktivitas olahraga;

5)   pengecekan  suhu  dilakukan  kepada  setiap  orang  yang
masuk ke dalam fasilitas olahraga;

6)   restoran/rumah   makan   dan   kafe   di   dalam   fasilitas
olahraga  diizinkan  menerima  makan  di  tempat  (ch.neiri)
dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen)
dan   waktu   makan   maksimal   30   (tiga   puluh)   menit
dengan   menerapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih
ketat;

7)    fasilitas  penunjang  seperti  loker,   VIP  room,  dan  tempat
mandi  tidak  diizinkan  digunakan  kecuali  untuk  akses
toilet;

8)   pengguna  fasilitas  olahraga  tidak  diizinkan  berkumpul
sebelum maupun  sesudah  melakukan  aktivitas  olahraga
dan harus tetap menjaga jarak;

9)    skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan

10) fasilitas  olahraga  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap
protokol    kesehatan    akan    dikenakan    sanksi    berupa
penutupan sementara.
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1.  transportasi   umum   (kendaraan   umum,   angkutan   masal,
taksi  (konvensional  dan  orLzt.ne)  dan  kendaraan  sewa/rental)
diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  maksimal  70%
(tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih kctat;

in.kepada  seluruh  elemen  masyarakat  di  Kabupaten  Boyolali
dilarang    menyelenggarahan    resepsi    hajatan    mant]4/
rigt.ndJtz.Ji    mantzt    dan    khltanan,     dikecualikan     dari
larangan  penyelenggaraan  hajatan  sebagaimana  dimaksud
antara lain :

1)   Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
atau  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  atau
dengan melibatkan paling banyak  10 (sc`puluh) orang dari
unsur  keluarga inti  dan  tetangga  sekitar dengan  alokasi
waktu   paling  lama  60   (enam  puluh)   menit   dan  wajib
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Pelaksanaan    khitan    di    tempat    fasilitas    pelayanan
kesehatan   dengan   melibatkan   paling   banyak   5   (lima)
orang dari keluarga inti;

3)   Kepada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agalna  Kabupaten
Boyolali  agar  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk
mencegah  timbulnya  kerumunan  baru  di  KUA  sebagaj
akibat pelaksanaan akad nikah;

4)    Kepada   Kepala.   Dina.s   Kependudukan   dan   Pencatatan
Sipil   Kabupaten   Boyolali   agar   melakukan   pengaturan
lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru
di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten
Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

n.pelaku    perjalanan    domestik    yang    masuk    ke    wilayah
Kabupaten   Boyolali   menggunakan   mobil   pribadi,   sepeda
motor  dan  trarisportasi  umum  jarak jauh  (pesawat  udara,
bus, kapal laut dan kereta api) harus:

1)   menunjulckan   kartu   vaksin   (minimal   vaksinasi   dosis
pertana);

2)   menunjulckan    PCR   H-2   untuk   pesawat   udara   serta
Antigen   (H-l)   untuk   moda  transportasi   mobil   pribadi,
sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3)   ketentuan  sebagalmana  dimaksud  pada  angka   1)   dan
angka 2) hanya berlaku untuk kcdatangan dari luar Jawa
dan Bali atau  keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar
Jawa  dan  Bali,  serta  tidak  berlaku  untuk  transportasi
dalam wilayah Solo Raya;

4)   untuk perj.alanan dengan pesawat udara antar kota atau
kabupaten di dalarn Jawa Bali dapat menun.I.ukkan hasil
negatif  Antigen  (H-I)  dengan  syarat  sudah  memperoleh
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vaksinasi  dosis  kedua,  dan  hasil  ncgatif  PCR  H-2  jika
baru memperoleh vaksin dosis  I; dan

5)   untuk  sopir  kendaraan  logistik  dan  transportasi  barang
lalnnya   dikecualikan    dari   ketentuan   memiliki   kartu
vaksin.

o. wajib  memakai   masker  dengan  b€nar  dan  konsisten  saat
mclaksanakan  kegiatan  di  luar rumah  serta  tidak  diizinkan
penggunaan /ace shiezcz tanpa menggunakan masker; dan

p.I)elaksanaan   PPKM   Mikro   di   RT/RW   Zona   Merah   tetap
diberlakukan   dengan   mengaktifl{an   Posko-Posko   di   setiap
tingkatan    dengan    melihat    kriteria   zonasi    pengendalian
wilayah.

Industri   yang   memiliki   orientasi   ekspor   dan   domestik   di
Kabupaten   Boyolali   diizinkan   beroperasi   dengan   kapasitas
loo°/o  (seratus  persen)  star yang dibagi  minimal  dalam  2  (dua)
shift dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki  Izin   Operasional  dan   Mobilitas  Kegiatan   lndustri
(IOMKI)     dan     mendapatkan     rekomcndasi     Kementerian
Perindustrian;

b. perusahaan   dan   para   karyawannya   wajib   menggunakan
aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap
orang     yang     keluar     masuk     pada     fasilitas     produksi
perusahaan;

c.minimal     50%     (lima     puluh     pcrsen)     karyawari     sudah
divaksinasi dosis  1; dan

d.seluruh     perusahaan     wajib     mengikuti     acuan     protokol
kesehatan  yang  ditentukan  oleh  Kementerian  Perindustrian
dan Kementerian Kesehatan.

Kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten
Boyolali   dan   Kepala   Kantor   Kementrian   Agama   Kabupaten
Boyolali agar melakukan pengaturan  kegiatan  pembelaj.aran di
satuan   pendidikan   sebagaimana   dimaksud    dalam   Diktum
KEDUA huruf a.

KELIMA          :    Kepada.     Kepala.     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  koordina.si,  pengawasan,
dan melaporkan hasil atas pelaksanaan  implementasi protokol
kesehatan     pada    pusat     perbelanjaan/pusat     perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g.

KEENAM        :    Kepada     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian
Kabupaten   Boyolali  dan   Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga
Kcrja  Kabupatcn   Boyolali  agar  mclakukan   pcngawasan   dan
melaporkan   hasil   atas   pelaksanaan   ketentuan   sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KETUJUH      :   Kepada   Camat   dan   anggota   Forum   Komunikasi   Pimpinan
Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat
Kecamatan dan  Kepala Desa/Kelurahan  se  Kabupaten Boyolali
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dengan dibantu  Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara
Pemb ina        Keamanan        dan         Kete rtib an         M asyarakat
(Bhabinkamtibmas)  di  wilayah  masing-masing  agar  melal.ang
setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDELAPAN    :   Kepada   Kepolisian   Resort   Boyolali,   Komando   Distrik   Militer
0724/Boyolali,     dan     Kejaksaan     Negeri     Boyolali     beserta
jajarannya   untuk   mendukung  dan   mengawasi   pclaksanaan
PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.

KESEMBILAN  :  Kepada   seluruh   pemangku   kepentingan   dalam   penanganan
Covid-19    dan    seluruh    elemen    masyarakat    di    Kabupaten
Boyolali  agar  melaksanakan  pengetatan  aktivitas  dan  edukasi
dengan prinsip sebagal berikut:

a. Covid-19  paling  mcnular  pada  kondisi  tertutup,  pcrtemuan
pertemuan   panj.ang   (1ebih   dari   15   menit),   interaksi  jarak
dckat,  keramaian,  aktivitas  dengan  bernapa.s  kuat  misalnya
bernyanyi, bc.rbicara dan tertawa dan tidak memakal masker
seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan   masker  dengan   benar  dan   konsisten   adalah
protokol  kesehatan  paling  minimal  yang  harus  diterapkan
setiap orang;

c.  mencuci  tangan  dengan  sabun  atau   hcznc!  sc{".tizer  secara
berulang  terutama  setelah  menyentuh  benda yang disentuh
orang  lain   (seperti   gagang   pintu   atau   pegangan   tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d.jenis masker yang lebih balk,  akan lebih  melindungi (sebagai
contoh  masker  bedah  sekali  pakai  lebih  balk  dari  masker
kain,  dan  masker  N95  lebih  baik  dari  masker  bedah).  Saat
ini,  penggunaan  masker  sebanyak  2  (dua)  lapis  merupakan
pilihan  yang  balk.   Masker  sebaiknya  perlu  diganti  sctelah
digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan       protokol       kesehatan       dilakukan       dengan
mempertimbangkan fal{tor ventilasi udara,  durasi,  dan jarak
interaksi,    untuk    meminimalisir   risiko    penularan    dalam
beraktivitas;

f.  pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   beraktivitas   dari   rumah   saja,   dan   berinteraksi   hanya
dcngan orang-orang yang tinggal scrumah;

2)   jika   harus   meninggalkan   rumah,   maka   harus   selalu
mengupayakan   jarak   minimal   2    (dua)    meter   dalam
be rinterak si       d engan       o rang       lain.        M e ngu rangi /
menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal
serumah; dan

3)    mensosialisa.sikan   berbagal   petunjuk   visual   di   tempat
umum terkalt pencegahan dan penanganan Covid-19.
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9. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagal berikut:
I)   jika    harus     berinteraksi    dengan     orang    lain     atau

menghadiri   suatu   kegiatan,   dilakukan   dengan   durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2)   dalam   perkantoran   dan   situasi   berkegiatan   lainnya,
penj.adwalan     dan     rotasi     dapat     membantu     untuk
mcngurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   berkegiatan  di  luar  ruangan  memiliki  risiko  penularan
yang jauh  lebih  rendah  dibandingkan  di dalam ruangan;
dan

2)   ruangan    harus    selalu    diupayakan    untuk    memiliki
ventilasi udara yang balk.  Membuka pintu, jendela dapat
dilakukan   untuk  mengurangi  risiko  penularan.   Dalam
kondisi  pintu  atau jendela tidak dapat  dibuka,  maka air
purifier dengan High E#c!.€ncg Particz/Zafe At.r (HEPA) filter
dapat digunakan di dalam ruangan.

i.  dalam  kondisi  penularan  sudah  meluas di komunitas,  maka
intervensi   yang   lcbih   kctat   dcngan   mcmbatasi   mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j.  Kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan   Kabupaten  Boyolali  agar
melal{ukan:

1)    penguatan     3T     (tesfz.ng,     tract.ng;     freczfmenf)     dengan
ketentuan:

a)  resfz.ng  terus   ditingkatkan   mencapal   minimal   2.116
(dua  ribu  seratus  enam  belas)  penduduk  per  minggu
sampai post.fi.I".fgr  rate kurang  lebih  loo/o.  Testt.ng perlu
terus  ditingka.tkan  untuk  suspek,  yaitu  mereka  yang
bergejala, dan juga pada kontak erat;

b) Trac*.ng perlu  dilakukan sampai mencapai lebih dari  15
kontak   erat   per   kasus   konfirmasi.   Karantina   perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah     diidentifikasi     kontak    erat    harus     segera
diperiksa  (ent7t/-test)  dan  karantina  perlu  dijalankan.
Jika  hasil  pemeriksaan  positif  maka  perlu  dilakukan
isolasi.   Jika   hasil   pemeriksaan   negatif  maka   perlu
dilanjutkan  kziraritind.  Pada hari ke-5 karanlina,  perlu
dilakukan     pemeriksaan     kembali     (erz.I-test)     untuk
melihat  apakah  virus  terdeteksi  setelali/selama  masa
inkut]asi.  ,Jika  negatif,  maka  pasien  dianggap  selesal
karantina; dan

c)  rrecitme7it    perlu     dilakukan     dengan     komprehensif
sesuai  dengan   berat  gejala.   Hanya  pasien  bergejala
sedans,  berat,  dan  kritis yang perlu  dirawat  di  rumah
sakit.   Isolasi   perlu   dilakukan   dengan   ketat   untuk
mencegah penularan.
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2)   melakukan  percepatan  vaksinasi  sesual  kewenangannya
untuk  melindungi  sebanyak  mungkin  orang  dan  upaya
ini  dilakukan  untuk  menurunkan  laju  penularan  serta
mengutamakan  keselamatan  mereka yang  rentan  untuk
meninggal    (seperti    lansia,    orang    dengan    komorbid)
mengingat   kapasitas   fasilitas  kesehatari   di   Kabupaten
Boyolali yang terbatas  dan  dampak jangka panjang dari
infeksi Covid-19.

KESEPULUH  :    a.  Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

1)   mengoordinasikan      dan      melaksanakan      penyaluran
bantuan    sosial    serta   jaring    pengaman    sosial    yang
bersumt)er  dari  APBN,  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah  dan
APBD   Kabupaten   Boyolali,   maupun   darn   sumber   lain
yang  sah  kepada  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  yang
berhak menerima; dan

2)   melakukan  sinkronisasi bantuan  sosial yang berasal dari
pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada    Kepala    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa
Kabupaten  Boyolali  agar melakukan  percepatan  penyaluran
dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

1)    Mendorong      Pemerintah      Desa      untuk      menetapkan
Peraturan   Desa  mengenal   APBDesa,   pengesahan   data
KPM    oleh    pemerintah    Desa,    perekaman    Data    KPM
penerima    BLT-DD    pada    Om-SPAN    sesuai    ketentuan
peraturan perundang-undangan ; dan

2)   Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM,  dan  menindaklanjuti dengan  pelaksanaan  BLT-DD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.  Kepada    Kepala    Satpol     PP    Kabupaten     Boyolali    untuk
mengoordinasikan hal-hal sebagal berikut:

1)   Peningkatan  upaya  untuk  mencegah  dan  menghindari
kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara
tegas yang dilaksanakan  oleh  aparat  keamanan  (Satuan
Polisi     Pamong     Praja,     Kepolisian     Negara     Republik
Indonesia  dan   melibatkan  Tentara   Nasional  Indonesia)
melalui operasi yustisi;

2)   Di    dalam    pelaksanaan    penegakan    hukum    protokol
kcschatan mclalui opcrasi yustisi scbagaimana dimaksud
pada  poin  1)  agar  melibatkan  tim  dari  Dinas  Kesehatari
Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di  tempat
pelaksanaan  operasi  untuk melakukan  rczp].c! f€st czritr.geri
terhadap    pelaku    pelanggaran    yang    terjaring    dalam
operasi yustisi disamping dapat dikenakan  sanksi denda
administratif    dan    sanksi    lainnya    sesuai    peraturan
perundang-undangan.



KESEBELAS     :

13

d. Kepada   Kepala   Dinas   Pemuda   Olahraga   dan   Pariwisata
Kabupaten  Boyolali  dan  instansi  terkait  sesuai  kewenangan
agar   memastikan   pelaku   usaha   warung   makan/warteg,
pedagang     kaki     lima,     lapak    jajanan/angkringan     dan
sejenisnya  untuk  mematuhi  ketcntuan  yang  diatur  dalam
Instruksi   Bupati   ini   serta   mclakukan   pengawasan   dan
pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

Kepada      Sekretaris      Daerah      Kabupaten      Boyolali      agar
mengoord in asikan        mekani sine        pengan ggaran         u n tu k
pelaksanaan   PPKM   Level   3   akibat   Pandemi   Covid-19   yang
bersumber  dari  APBN,  APBD  Provinsi  Jawa Tengah  dan  APBD
Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.

KEDUABELAS:   a. Dalam  hal  Camat  dan  Kepala  Desa/Kelurahan  yang  tidak
melaksanakan   ketentuan    sebagalmana   dimal{sud   dalam
lnstruksi Bupati ini, maka:

1)   Bagi  Camat,  Kepala  Kelurahan  dikenakan  sanksi  sesuai
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   53   Tahun   2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2)    Bagi    Kepala   Desa   dikenakan    sanksi   sesuai   dcngan
Peraturan    Boyolali    Nomor    22    Tahun    2016    tentang
Pengangkatan      dan      Pemberhentian      Kepala      Desa
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Boyolali
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Boyolali  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA  huruf  c  poin  4),  huruf  e  dan  huruf  f  yang  tidak
melaksanakan     ketentuan     sebagaimana     diatur     dalam
lnstruksi  ini  dikenakan  sanksi  administratif sampai  dengan
penutupan  usaha  sesual  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

c. Setiap  orang  da.pa.t  dikenakan  sanksi  bagi  yang  melakukan
pelanggaran   dalaln   rangka   pengendalian   wabah   penyakit
menular berdasarkan :

1)    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  212  sampai
dengan Pasal 218;

2)    Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1984   tentang  Wabah
Penyakit Menular;

3)   Undang-Undang      Nomor      6      Tahun      2018      tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

4)   Peraturan   Daerah  Kabupaten  Boyolali   Nomor  4  Tahun
2013  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana
Di Kabupatcn Boyolali; dan
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5)   Peraturan Bupati Boyola]i Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
aoro7'ia    Vi"s   Disease   20J9   di    Kabupaten    Boyolali
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali  Nomor 08 Tahuli 2021  lentang  Pcrubahan Atas
Peratu].an Bupati Bnyolali Nomor 49 Taliun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol
Kesehatan Sebagal Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virz4s Disease 20Z 9 di Kabupaten Boyolali; serta

6}   ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
terkalt-

RETIGABELAS    : Hal-hal   yang   belum   diatur   dalam   lnstruksi   Bupati   ini,
sepanjang    terkait    kebijakan    daerah    yang    mendukung
pencapalan  tujuan  penerapan  PPKM  Level  3  di  Kabupa.ten
Boyolali  tetap  dapat  dilaksanakan  dan   berpedomali   pada
Peraturan Pemndang-undangan terkait.

IEEMPATBELAS: Instruksi Bupati ini mulal  berlaku  pada tanggal 31  Agustus
2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.

Dikeluarkan di Boyolali

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten Beyolali;
4.  Pertin88al.

Komt]leks Perlcantoran TerDadu KabuDaten Bb`nalali
I,  Mardeka Barat  TeleDon (0278` 321021.  Far (0276` 321172. \mebeite `^M^^i.bovolali.co.i

Kemiri. Bovolali 57321. Prowinsi Ja`ma Tchqah
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BUPATI    BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI B0Y0IALI

NOMOR    \\    TAHUN2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBBRIAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3 DALAM PENANGANAN CORojvA lfflus DJSEASE 20] 9

DI RABUPATEN BOYOIALI,

Dasar              :    1.Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   39   Tahun   2021
tentang   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Corona  VI."s Disease 20J9 Di
Wilayah LJawa Dan Bali;

2. Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penerapan    Disiplin    dan     Penegahan    Hukum    Protokol
Kesehatan   Sebagai   Upaya   Pencegahan   dan   Pengendalian
Co7iona     VI.rws     Disease     20J9     di     Kabupaten     Boyolali
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  Sebagai
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Cororia  VIrtts "sease
20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti   archan   Presiden   Republik   Indonesia   dan   Instruksi
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    39    Tahun    2021    tentang   Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Cororia  Vt."s
Diseczse 20J 9 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan
situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria
Level 3  perlu menerapkan  Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat   Ievel   3   dalam   penanganan   Corona   Vz.n/s   Disease   20J9   di
Kabupaten  Boyolali  yang  selanjutnya  disebut  Perpanjangan  PPKM   Level  3
dalam   rangka  meningkatkan   hasil  pengendalian   penanganan   Covid-19   di
Kabupaten  Boyolali  untuk  menekan  pos{fi.u{€g  rate  agar  semakin  menurun
melalui  upaya  mengurangi  mobilitas  dan  meningkatkan  upaya  3T  (testi.ng,
trclc€ng,  treatment)  sehingga  pengendalian  dan  penanganan  akibat  timbulnya
kasus  terkonfirmasi  positif ban  dapat  semakin  sistematis  dengan  harapan
semakin     terkendalikannya    penyebaran/penularan     Covid-19     di     tengah
masyaraka.t  Kabupaten  Boyolali  agar  kasus  terkonfirmasi  positif  baik  dari
klaster keluarga,  klaster tempat keija, klaster hajatan,  klaster kegiatan sosial
keagalnaan    dan    klaster    lainnya    semakin    menurun    disamping    perlu
meningkatkan  capalan  vaksinasi  Covid-19  dan  kewaspadaan  semua  elemen
masyarakat    dalam     menerapkan     disiplin     protokol    kesehatan,     untuk
menghindari  teljadinya  lonjakan  kasus  terkonfirmasi  positif  Covid-19  yang

1
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da.pat  meningkatkan  jumlah  kasus  kematian.  Selanjutnya  mengingat  masih
adanya bahaya varian De!fa sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan
lebih  berbahaya  yang  tercermin  dari  tingkat  kematian  a.kibat  Covid-19  yang
masih  cukup  tinggi,  maka  kepada  semua  elemen  masyarakat  di  Kabupaten
Boyolali   agar   lebih   berhati-hati   dan   selalu   disiplin   menerapkan   protokol
kesehatan secara lebih ketat dimanapun berada.

Terkait    hal    tersebut    di    atas,     maka    dalam    rangka    memutus
penyebaran/ penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi
positif Covid-19,  serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan
Penanganan  Covid-19  terutama  Posko  Penanganan  Covid-19  di  tingkat  Desa
dan    Kelurahan   maupun    kedisiplinan    masyarakat   dalam   melaksanakan
protokol kcsehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU Kepada    Camat    dan    Kepala    Desa/Kepala    Kelurahan    se-
Kabupaten Boyolali agar:

a. memastikan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   di
wilayahnya    beljalan    sesuai    ketentuan    dalam    Instruksi
Bupati ini;

b. melaporkan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   di
wilayahnya  pada  tanggal  14  September  2021  atau  sewaktu-
waktu  dalam  hal  terdapat  hal-hal  yang  menonjol  dengan
disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

1)    Camat   selaku   Ketua   Satgas   Penanganan   Covid-19   di
tingkat  Kecamatan  melaporkan  kepada  Bupati  Boyolali
Cq.    Sekretaris    Daerah    Kabupaten    Boyolali    dengan
tembusan  kepada  Kepala Badan  Kesbangpol  Kabupaten
Boyolali;

2)   Kepala       Desa/ Kelurahan       selaku       Ketua       Satgas
Penanganan     Covid-19     di     tingkat     Desa/Kelurahan
melaporkan     kepada     Camat     selaku     Ketua     Satgas
Penanganan    Covid-19    di   tingkat   Kecamatan   dengan
tembusan    kepada    Kepala    Dispermasdes    Kabupaten
Boyolali;

c.  Kepala Desa/Kelurahan agar:

I)   mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas /ogo ronggo di
tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang
sangat    menentukan     keberhasilan     upaya    memutus
penyebaran/penularan   Covid-19   dengan   meningkatkan
budaya  "ezzng  Zen  ngezzngk:e"  (Baling  mengingatkan)
antar  masyarakat  dalam  rangka  menjaga  keselamatan
dan kesehatan masyarakat;

2)   melakukan    pengendalian    kegiatan    masyarakat   yang
berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi
media   penyebaran/penularan   Covid-19   balk   kegiatan
sosial  kemasyarakatan  maupun  sosial  keagamaan  dan
aktifitas pelaku usaha; dan
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3)   mensosialisasikan   kepada   masyarakat   di   wilayahnya
tentang  pentingnya  selalu  membawa  KTP  (Kartu  Tanda
Penduduk)/KIA     (Kartu     Identitas    Anak)     dalam     hal
melakukan   peljalanan   dan/atau   melakukan   aktivitas
pada    fasilitas    umum    yang    dimungkinkan    adanya
pelaksanaan skrining sesuai protokol kesehatan.

Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali
dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

a. pelaksanaan   pembelajaran   di   satuan   pendidikan   dapat
dilakukan    melalui    pembelajaran    tatap    muka    terbatas
dan/atau  pembelajaran jarak jauh  berdasarkan  Keputusan
Bersama   Menteri    Pendidikan    dan    Kebudayaan,    Menteri
Agama,  Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03/KB/2021,        Nomor       384       Tahun        2021,        Nomor
HK.01.08/MENKES/4242/2021,   Nomor   440   -   717   Tahun
2021   tentang   Panduan   Penyelenggaraan   Pembelajaran   di
Masa  Pandemi  Corona  Vlnts  Disecise  20J9  (COVID  -19)  dan
bagi  satuan  pendidikan  yang  melaksanakan  pembelajaran
tatap    muka    terbatas    dilaksanakan    dengan    kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

1)    SDLB,  MILE,  SMPLB,  SMLB,  dan  MALE  maksimal  62%
(enam  puluh  dua persen)  sampai  dengan  100%  (seratus
persen)  dengan  menjaga jarak minimal  I,5m  (satu  koma
lima   meter)   dan   maksimal   5   (lima)   peserta   didik   per
kelas; dan

2)   PAUD   maksimal  33%   (tiga  puluh   tiga  persen)   dengan
menjaga jarak minimal  1,5m (satu koma lima meter)  dan
maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan
100% (seratus persen)  Worfe From Home (WFH);

c. Pelaksanaan kegiatan pada:
1)    Sektor Bsensial seperti:

a) keuangan   dan   perbankan   hanya  meliputi  asuransi,
bank,  pegadaian,  bursa berjangka,  dana pensiun,  dan
lembaga      pembiayaan      (yang      berorientasi      pada
pelayanan   fisik   dengan   pelanggan   (ousfomer))   dapat
beroperasi   dengan    kapasitas   maksimal   50°/o    (lima
puluh persen) star untuk lokasi yang berkaitan dengan
pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  25%  (dua  puluh
lima       persen)       untuk       pelayanan       administrasi
perkantoran guna mendukung operasional;

b) pasar modal lyang berorientasi pada pelayanan dengan
pelanggan    (oustomen    dan    berjalannya    operasional
pasar  modal   secara   baik)   dapat   beroperasi   dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) star;
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c) teknologi  informasi  dan  komunikasi  meliputi  operator
seluler,  c!atci cerLter, internet, pos, media terkait dengan
penyebaran    informasi    kepada    masyarakat    dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal    50%    (lima
puluh persen) star;

d)perhotelan      non      penanganan      karantina      dapat
beroperasi   dengan    kapasitas   maksimal   50%    (lima
puluh persen) staf; dan

e) industri  orientasi  ekspor  dan  penunjangnya  dimana
pihak  perusahaan  harus  menunjukkan  bukti  contoh
dokumen Pemberitahuan  Bkspor Barang (PEE)  selama
12  (dua belas)  bulan terakhir atau dokumen lain yang
menunjukkan  renc.ana ekspor dan wajib  memiliki  Izin
Operasional  dan   Mobilitas   Kegiatan   Industri   (IOMKI)
dengan     memperhatikan     pengaturan     teknis     dari
Kementerian   Perindustrian   hanya   dapat   beroperasi
dengan  pengaturan  shift  dengan  ka.pasitas  maksimal
50%  (lima puluh persen)  star untuk setiap  shift hanya
di    fasilitas    produksi/pabrik,    serta    10%    (sepuluh
persen)   untuk   pelayanan   adminsitrasi   perkantoran
guna   mendukung   operasional,   dengan   menerapkan
protokol    kesehatan,    menggunakan    aplikasi    Peduli
Lindungi  untuk  pengaturan  masuk  dan  pulang,  serta
makan karyawan tidak bersamaan.

2)   esensial  pada  sektor  pemerintahan  mengikuti  ketentuan
te kni s        yang        d ike luarkan         o leh         Keme nte rian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforlnasi Birokrasi
dengan   menerapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih
ketat   dan   diatur   lebih   lanj.ut   dengan   Surat   Edaran
Sekretflris Daerah Kabupaten Boyolali;

3)    Sektor kritikal seperti:

a)  kesehatan,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
dapat  beroperasi   100%  (seratus)  persen  staf  tanpa
ada pengecualian;

b)  penanganan   bencana,   energi,   lcigistik,   transportasi
dan   distribusi   terutama   untuk   kebutuhan   pokok
masyarakat,      makanan      dan      minuman      serta
penunjangnya,     termasuk     untuk     ternak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan
bangunan,   obyek   vital   nasional,   proyek   strategis
nasional,   konstruksi   (infrastruktur  publik),  utilitas
dasar   (listrik,   air  dan   pengelolaan   sampah)   dapat
beroperasi   100%   (seratus   persen)   maksimal   star,
hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi / pelayanan
kepada      masyarakat      dan      untuk      pelayanan
administrasi       perkantoran       guna       mendukung
operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh
lima persen) staf WFO;
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c)   perusahaan   yang   termasuk   dalam   sektor   energi,
logistik,  transportasi  dan  distribusi  terutama  untuk
kebutuhan     pokok    masyarakat,     makanan     dan
minuman    serta    penunjangnya,    termasuk   untuk
temak/hewan   peliharaan,   pupuk   dan   petrokimia,
semen       dan       bahan       bangunan ,       kon struksi
(infrastruktur  publik),  utilitas  dasar  (listrik,  air  dan
pengelolaan   sampah)   wajib   untuk   menggunakan
aplikasi  Peduli  Lindungi  guna  melakukan  skrining
terhadap    semua   pegawai    dan    pengunjung   yang
masuk       pada       fasilitas       produksi/konstruksi/
pelayanan   dan   wilayah   administrasi   perkantoran;
dan

d)  perusahaan  yang  termasuk  dalam  kategori   sektor
penanganan        be ncana        waj ib        mendapatkan
rekomendasi    dari    kementerian    teknis    pembina
sektomya  sebelum  dapat  memperoleh  akses  untuk
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

4)   mengizinkan     mfm.     market,     toko     kelontong,     pasar
tradisional    dan    toko/pasar    swalayan    yang    menjual
kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan
pukul   21.00   WIB   dengan   jumlah   pengunjung   paling
banyak  50°/o  (lima  puluh  persen)  dari  kapasitas  normal
serta  penerapan    protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat;
dan

5)   untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

d. Pasar   tradisional   yang   menjual   barang   non   kebutuhan
sehari-hari   dapat   beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal
50%  (lima  puluh  persen)  dan  jam  operasi  sampal  dengari
pukul   17.00  WIB  dengan  protokol  kesehatan  secara  lebih
ketat;

e.  pedagang    kaki    lima,    agen/outlet    LJoucher,     barbershap/
pangkas  rambut,  !ciwndrty,  pedagang asongan,  bengkel kecil,
cucian kendaraan,  dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka
dengan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan
pukul 21.00 WIB;

f.  diizinkan  pelaksanaan  kegiatan  makan/minum  di  tempat
umum dengan ketentuan:

1)   warung    makan/warteg,    pedagang    kaki    lima,    1apak
jajanan/angkringan   dan   sejenisnya   baik  yang   berada
pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum  (area
publik,  taman  umum,  tempat  wisata  umum  dan  area
publik  lainnya)  dan  di  pusat  perbelanjaan  antara  lain
super     mczrJce£/mt.nt.     mczrkef,     pasar     tradisional     dan
swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang
ketat sampal dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal
pengunjung  makan  ditempat  50%  (lima  puluh  persen)
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dari  kapasitas  tempat  dan  waktu  makan  maksimal  60
(enam puluh) menit;

2)   restoran/rumah makan,  kafe dengan lokasi yang berada
dalam  ruang  tertutup  yang  berada  pada  lokasi  milik
sendiri  hanya  dapat  menerima  c!e!1.I;erty/fclke  cltJ/clg  dan
dilarang menerima makan ditempat (czjne-fn); dan

3)   restoran/rumah   makan,   kafe   yang   bukan   berada   di
fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata
umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di
ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan
protokol   kesehatan   yang   ketat   sampdi   dengan   pukul
21.00 WIB  dengan  kapasitas  maksimal  50%  (lima puluh
persen),   satu   meja   maksimal   dua   orang,   dan   waktu
makan   maksimal   60   (enam   puluh)   menit   serta  wajib
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan
skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

9. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan, pasar
tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan sehari-hari dibuka dengan ketentuan:

1)   kapasitas  maksimal  50%  (lima  puluh  persen)  dan  jam
operasional   buka   sampai   dengan   Pukul   21.00   WIB
dengan   menerapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih
ketat;

2)  wajib    untuk    menggunakan    aplikasi    Peduli    Lindungi
untuk  melakukan  skrining  terhadap  semua  pengunjung
dan    pegawai    pusat   perbelanjaan/pusat   perdagangan
terkait;

3)  restoran/rumah      makan,      kafe      di      dalam      pusat
perbelanjaan/ pusat perdagangan dapat menerima makan
di  tempat  (c!i.ne-]ri)  dengan kapasitas maksimal  50%  (lima
puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu
makari malcsimal 60 (enam puluh) menit;

4)  penduduk  dengan  usia  di  bawah  12  (dua  belas)  tahun
dilarang        memasuki        pu sat        perbe lanj aan / pu sat
perdagangan; dan

5)  tempat  bermain  anak-anak,  dan  tempat  hiburan  dalam
pusat perbelanjaan / pusat perdagangan ditutup.

h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik
(tempat   konstruksi   dan   lokasi   proyek)   beroperasi    100%
(seratus  persen)   dan   konstruksi  non  infrastruktur  publik
diizinkan     maksimal     30     (tiga     puluh)     orang     dengan
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i.  tempat  ibadah  (Masjid,  Mushola,  Gereja,  Pura,  Vihara,  dan
Klenteng   serta   tempat   umum   lainnya   yang   difungsikan
sebagai    tempat    ibadah),    dapat    mengadakan    kegiatan
peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan
Perpanjangan   PPKM   Level  3   dengan  maksimal  50%   (lima
puluh  persen)  dari  kapasitas  normal  dengan  menerapkan
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protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat  dan  memperhatikan
pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

j.  fasilitas  umum  (area  publik,  taman  umum,  tempat  wisata
umum   dan   area   publik   lainnya   seperti   tempat  hiburan,
karaoke,  wamet,  gflme  on!i.ne,  dan  kegiatan  usaha  sejenis
lainnya) ditutup sementara;

k. akan  dilakukan  uji  coba  protokol  kesehatan  untuk  tempat
wisata tertentu dengan ketentuan sebagal berikut:

I)   mengikuti     protokol     kesehatan     yang     diatur     oleh
Kementerian    Pariwisata    dan    Ekonomi    Kreatif,    dan
Kementerian Kesehatan;

2)   wajib    menggunakan    aplikasi    Peduli    Lindungi   untuk
melakukan   skrining  terhadap   semua  pengunjung  dan
pe8awai;

3)   anak  kurang  dari  12  tahun  dilarang  untuk  memasuki
tempat wisata yang dilakukan uji coba ini; dan

4)   daftar  tempat  wisata  yang  akan  mengikuti  uji  coba  ini
ditentukan   oleh   Kementerian   Pariwisata  dan   Ekonomi
Kreatif.

I.  kegiatan  seni,  budaya,  olahraga dan  sosial  kemasyarckatan
serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian
dan kerumunan ditutup sementara, kecuali untuk:

1)  kegiatan    olahraga    dilakukan    pada    ruang    terbuka
(outc!oor)    baik    secara    individu    atau    kelompok    kecil
maksimal 4  (empat)  orang,  tidak melibatkan  kontak fisik
dengan  orang  lain  dan  tidak  secara  rutin  memerlukan
interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan
dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

2)  kegiatan  olahraga  di  ruang  tertutup,  kegiatan  olahraga
yang  dilakukan  secara  berkelompok,  dan  pertandingan
olahraga ditutup sementara;

3)  masker  harus   digunakan   selama  melakukan   aktivitas
olahraga,  kecuali  untuk  aktivitas  olahraga  yang  harus
melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga
yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika
pelaksanaan aktivitas olahraga;

4)  pengeceka.n  suhu  dilakukan  kepada  setiap  orang  yang
masuk ke dalam fasilitas olahraga;

5)  restoran/rumah   makan   dan   kafe   di   dalam   fasilitas
olahraga  diizinkan  menerima  makan  di  tempat  (c!ine-1.n)
dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen)
dan  waktu  makan   maksimal   60   (enam  puluh)   menit
dengan   menerapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih
ketat;
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6)  fasilitas  penunjang  seperti  loker,   VIP  roo7ri,  dan  tempat
mandi  tidak  diizinkan  digunakan  kecuali  untuk  akses
toilet;

7)  pengguna  fasilitas  olahraga  tidak  diizinkan  berkumpul
sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga
dan harus tetap menjaga jarak;

8)  skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan

9)  fasilitas  olahraga yang melakukan pela.nggaran  terhadap
protokol    kesehatan    akan    dikenakan    sanksi    berupa
penutupan sementara.

in.transportasi  umum   (kendaraan   umum,   angkutan   masal,
taksi  (konvensional  dan  orLZI.ne)  dan  kendaraan  sewa/rental)
diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  maksimal  70%
(tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

n.diizinkan     menyelenggarakan     resepsi     hajatan      marrfu/
7tgrndhtth  mcznfu  dan  khitanan  dengan  makelmal  20  (dua
puluh)   undangan   memalrai   tata   c&ra   driue   thn(/air
mengalir     (bang/I.     mzzz)     dan     dilarang     menyediahan
meja/lEur8i tamu scrta dilarang makan di tempat dengan
meneraplEan   protokol    ke8ehatan   8ecara   lebih    ketat.
Selanjutnya  pelaksanaan  akad  nikah/khitan  diatur  sebagai
bcrikut :

1)   dilaksanakan  di  Kantor  Ulusan  Agama  atau  di  Dinas
Kependudukan    dan    Pencatatan    Sipil    atau    dengan
melibatkan paling banyak  10  (sepuluh)  orang dari unsur
keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu
paling    lama    60     (enam    puluh)     menit    dan    wajib
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Pelaksanaan    khitan    di    tempat    fasilitas    pelayanan
kesehatan   dengan   melibatkan   paling   banyak   5   (lima)
orang dari keluarga inti;

3)   Kepada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten
Boyolali  agar  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk
mencegah  timbulnya  kerumunan  baru  di  KUA  sebagal
akibat pelaksanaan akad nikah;

4)   Kepada   Kepala   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan
Sipil   Kabupaten   Boyolali   agar   melakukan   pengaturan
lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan ban
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.
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o. pelaku    per].alanan    domestik    yang    masuk    ke    wilayah
Kabupaten   Boyolali   menggunakan   mobil   pribadi,   sepeda
motor  dan  transportasi  umum  jarak jauh  (pesawat  udara,
bus, kapal laut dan kereta api) haru§:

1)   menunjukkan   kartu   vaksin   (minimal   vaksinasi   dosis
pertama);

2)   menunjukkan   PCR   H-2   untuk   pesawat   udara   serta
Antigen   (H-1)   untuk   moda  transportasi   mobil   pribadi,
sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3)   ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  angka   1)   dan
angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa
dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar
Jawa  dan  Bali,  serta  tidak  berlaku  untuk  transportasi
dalam wilayah Solo Raya;

4)   untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atou
kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil
negatif Antigen  (H-1)  dengan  syarat  sudah  memperoleh
vaksinasi  dosis  kedua,  dan  hasil  negatif  PCR  H-2  jika
baru memperoleh vaksin dosis  1 ; dan

5)   untuk  sopir  kendaraan  logistik  dan  transportasi  barang
lainnya   dikeoualikan   dari   kc.tentuan   memiliki   kartu
vaksin.

p. wajib  memakai  masker  dengan  benar  dan  konsisten  saat
melaksanakan  kegiatan  di luar rumah  serta tidak diizinkan
penggunaan /ace sh£€Jd tanpa menggunakan masker; dan

q. pelaksanaan   PPKM   Mikro   di   RT/RW   Zona   Merah   tetap
diberlakukan   dengan  mengaktifkan   Posko-Posko  di   setiap
tingkatan    dengan    melihat    kriteria    zonasi    pengendalian
wilayah,

Industri   yang   memiliki   orientasi   ekspor   dan   domestik   di
Kabupaten   Boyolali   diizinkan   beroperasi   dengan   kapasitas
100%  (seratus  persen)  staf yang dibagi  minimal dalam 2  (dua)
shift dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki  Izin  Operasional  dan  Mobilitas  Kegiatan  Industri
(IOMKI)    dan    mendapatkan    rekomendasi    Kementerian
Perindustrian;

b. perusahaan  dan  para  karyawannya  wajib  menggunakan
aplikasi    Peduli    Lindungi    untuk    melakukan    skrining
terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi
perusahaan;

c.minimal    50%    (lima    puluh    persen)    karyawan    sudah
divaksinasi dosis  1 ; dan

d. seluruh    perusahaan    wajib    mengikuti    acuan    protokol
kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustriari
dan Kementerian Kesehatan.
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Kepada  Kepala.  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten
Boyolali   dan   Kepala   Kantor   Kementrian   Agama   Kabupaten
Boyolali agar melakukan pengaturan kegiatan pembelajaran  di
satuan   pendidikan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Diktum
KEDUA huruf a.

Kepada     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  koordinasi,  pengawasan,
dan  melaporkan hasil atas pelaksanaan implernentasi protokol
kesehatan     pada    pusat    perbelanjaan/pusat    perdagangan
sebagaimana. dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g.

KEENAM        :   Kepada     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian
Kabupaten  Boyolali  dan  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga
Kerja  Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  pengawasan  dan
melaporkan  hasil  atas  pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KE'I`IGA.

KETUJUH      :   Kepada   Camat   dan   anggota   Forum   Komunikasi   Pimpinan
Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat
Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali
dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara
Pe mbi na         Keamanan         dan         Ke terti ban         M asyarakat
(Bhabinkamtibmas)  di  wilayah  masing-masing  agar  melarang
setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDELAPAN :    Kepada   Kepolisian   Resort   Boyolali,   Komando   Distrik   Militer
0724/Boyolali,     dan     Kejaksaan     Negeri     Boyolali     beserta
jajarannya   untuk   mendukung  dan   mengawasi   pelaksanaan
Perpanjangan PPKM I,evel 3 di Kabupaten Boyolali.

KESEMBILAN :  Kepada   seluruh   pemangku   kepentinga.n   dalam   penanganan
Covid-19    dan    seluruh    elemen    masyarakat    di    Kabupaten
Boyolali  agar  melaksanakan  pengetatan  aktivitas  dan  edukasi
dengan prinsip sebagai berikut:

a. Covid-19  paling  menular  pada  kondisi  tertutup,  pertemuan
pertemuan  panjang  (lebih   dari   15   menit),   interaksi  jarak
dekat,  keramaian,  aktifitas  dengan  bernapas  kuat misalnya
bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker
seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan  masker  dengan  benar  dan  konsisten  adalah
protokol  kesehatan  paling  minimal  yang  harus  diterapkan
setiap orang;

c. mencuci  tangan  dengan  sabun  atau  hand  scznitizer  secara
berulang terutama  setelah menyentuh benda yang disentuh
orang   lain   (seperti   gagang   pintu   atau   pegangan   tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;



11

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai
contoh  masker  bedah  sekali  pakai  lebih  baik  dari  masker
kain,  dan  masker  N95  1ebih  baik  dari  masker  bedah).  Saat
ini,  penggunaan  masker  sebanyak  2  (dua)  lapis  merupakan
pilihan  yang  baik.  Masker  sebaiknya  perlu  diganti  setelah
digunal±an (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan       protokol       kesehatan       dilakukan       dengan
mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak
interaksi,    untuk    meminimalisir   risiko    penularan    dalam
beraktifitas;

f.  pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   beraktifitas   dari   rumah   saja,   dan   berinteraksi   hanya
dengan orang-orang yang tinggal serumah;

2)   jika   harus   meninggalkan   rumah,   maka   harus   selalu
mengupayakan   jarak   minimal   2    (dua)    meter   dalam
berinteraksi       dengan       orang       lain.       Mengurangi/
menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal
serumah; dan

3)   mensosialisasikan   berbagai   petunjuk  visual   di   tempat
umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

9. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1)   j.ika     harus     berinteraksi     dengan     orang     lain     atau

menghadiri   suatu   kegiatan,   dilakukan   dengan   durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2)   dalam   perkantoran   dan   situasi   berkegiatan   lainnya,
penjadwalan     dan     rotasi     dapat    membantu    untuk
mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   berkegiatan  di  luar  ruangan  memiliki  risiko  penularan
yang jauh  lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan;
dan

2)   ruangan    harus    selalu    diupayakan    untuk    memiliki
ventilasi udara yang balk. Membuka pintu, jendela dapat
dilakukan  untuk  mengurangi   risiko  penularan.   Dalam
kondisi pintu  atau jendela tidak dapat dibuka,  maka air
purifi\er dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA\) tii\ter
dapat digunakan di dalam ruangan.

i.  dalam kondisi penularan  sudah meluas di komunitas,  maka
intervensi   yang   lebih   ketat   dengan   membatasi   mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j.  Kepada  Kepala  Dinas   Kesehatan   Kabupaten  Boyolali  agar
melakukan:

1)    penguatan     3T     (testing,     tmac[ng,     frecztmenf)     dengan
ketentuan:
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a)  resting  terus  ditingkatkan  mencapai   minimal   1.411
(seribu  empat  ratus   sebelas)   penduduk  per  minggu
sampai  posjtt.L/{tg  rate  kurang  lebih  5%.   Testr.ng  perlu
terus  ditingkatkan  untuk  suspek,  yaitu  mereka yang
bergejala, dan juga pada kontak erat;

b) 7+cictng perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari  15
kontak   erat   per   kasus   konfirmasi.   Karantina   perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah     diidentifikasi    kontak    erat    harus     segera
diperiksa  (entrty-test)  dan  karantina  perlu  dijalankan.
LJika  hasil  pemeriksaan  positif maka  perlu  dilakukan
isolasi.   Jika   hasil   pemeriksaan   negatif  maka   perlu
dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu
dilakukan     pemeriksaan    kembali     (€ri£-fes£)     untuk
melihat  apakah  virus  terdeteksi  setelah/ selama  masa
inkubasi.  Jika  negatif,  maka  pasien  dianggap  selesai
karantina; dan

c)  7+eatment    perlu    dilakukan    dengan    komprehensif
sesuai  dengan   berat  gejala.   Hanya  pasien   bergejala
sedang,  berat,  dan  kritis yang perlu dirawat di  rumah
sakit.   Isolasi   perlu   dilakukan   dengan   ketat   untuk
mencegah penularan.

2)   melakukan  percepatan  vaksinasi  sesual  kewenangannya
untuk  melindungi  sebanyak  mungkin  orang  dan  upaya
ini  dilakukan  untuk  menurunkan  laju  penularan  serta
mengutamakan  keselamatan  mereka yang rentan  untuk
meninggal    (seperti    lansia,    orang    dengan    komorbid)
mengingat   kapasitas   fasilitas   kesehatan   di   Kabupaten
Boyolali yang  terbatas  dan  dampak jangka panjang  dari
infeksi Covid-19.

KESEPULUH  :    a.  Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

1)   mengoordinasikan      dan      melaksanakan      penyaluran
bantuan    sosial    serta   jaring    pengaman    sosial   yang
bersumber  dari  APBN,  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah  dan
APBD   Kabupaten   Boyolali,   maupun   dari   sumber   lain
yang  sah  kepada  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  yang
berhak menerima; dan

2)   melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari
pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada    Kepala    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  percepatan  penyaluran
dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

1)   Mendorong     Pemerintah      Desa     untuk     menetapkan
Peraturan   Desa   mengenai  APBDesa,   pengesahan   data
KPM    oleh    pemerintah    Desa,    perekaman    Data    KPM
penerima   BLT-DD    pada   Om-SPAN    sesuai   ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan



KESEBELAS

KEDUABELAS :

13

2)   Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM,  dan  menindaklanjuti dengan  pelaksanaan  BLT-DD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepada    Kepala    Satpol    PP    Kabupaten    Boyolali    untuk
mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut!

1)   Peningkatan  upaya  untuk  mencegah  dan  menghindari
kerulnunan dan lnelaksanakan penegakan hukum secara
tegas yang dilaksanakan oleh  aparat keamanan  (Satuan
Polisi     Pamong     Praja,     Kepolisian     Negara     Republik
Indonesia  dan  melibatkan  Tentara  Nasional  Indonesia)
melalui operasi yustisi;

2)   Di    dalam    pelaksanaan    penegakan    hukum    protokol
kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud
pada  poin  1)  agar  melibatkan  tim  dari  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di  tempat
pelaksanaan operasi untuk melakukan  rapid test clntfaen
terhadap    pelaku    pelanggaran    yang   teljaring    dalam
operasi yustisi disamping dapat dikenakan  sanksi denda
administratif    dan    sanksi    lainnya    sesuai    peraturan
perundang-undangan.

d. Kepada   Kepala   Dinas   Pemuda   Olahraga   dan   Pariwisata
Kabupaten  Boyolali  dan  instansi  terkait  sesuai  kewenangan
a8ar:

1)  memastikan    pelaku    usaha    warung    makan/warteg,
pedagang   kaki   lima,    lapak   jajanan/angkringan   dan
sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam
lnstruksi  Bupati  ini  serta  melakukan  pengawasan  dan
pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran; dan

2)  melakukan    pengawasan   dan    melaporkan    hasil   atas
pelaksanaan   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   dalam
Diktum KEDUA huruf k.

Kepada      Sekretaris      Daerah      Kabupaten      Boyolali      agar
mengoordinasikan        mekani sine        penganggaran        untuk
pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   akibat   Pandemi
Covid-19   yang   bersumber   dari   APBN,   APBD   Provinsi   Jawa
Tengah  dan  APBD  Kabupaten  Boyolali  maupun  sumber  lain
yang sah.
a. Dalam  hal  Camat  dan  Kepala  Desa/Kelurahan  yang  tidak

melaksanakan   ketentuan    sebagaimana   dimaksud   dalam
Instruksi Bupati ini, maka:

1)   Bagi  Camat,  Kepala  Kelurahan  dikenakan  sanksi  sesuai
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor  53  Tahun   2010
tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil;
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2)   Bagi   Kepala   Desa   dikenakan    sanksi    sesuai   dengan
Peraturan    Boyolali    Nomor    22    Tahun    2016    tentang
Pengangkatan      dan      Pemberhentian      Kepala      Desa
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Boyolali
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Boyolali  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA  huruf  c  poin  4),  huruf  e  dan  huruf  f  yang  tidak
melaksanakan     ketentuan     sebagaimana     diatur     dalam
Instruksi ini dikenakan  sanksi administratif sampai dengan
penutupan  usaha  sesual  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

c. Setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi yang  melakukan
pelanggaran   dalam   rangka  pengendalian  wabah   penyakit
menular berdasarkan:

I)   Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Pasal  212  sampai
dengan Pasal 218;

2)   Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1984   tentang  Wabah
Penyakit Menular;

3)    Undang-Undang      Nomor     6     Tahun      2018      tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

4)   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Boyolali  Nomor  4  Tahun
2013  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana
Di Kabupaten Boyolali; dan

5)   Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin    dan   Penegakan   Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian
Cororia    Vi'mus    "seQse    20]9    di    Kabupaten    Boyolali
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali  Nomor 08 Tahun  2021  tentang  Perubahan Atas
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagai Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian
Coro7tci V!.rus Diseczse 20J 9 di Kabupa.ten Boyolali;  serta

6)   ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lalnnya yang
terkait.

KETIGABELAS     : Hal-hal   yang   belum   diatur   dalam   lnstruksi   Bupati   ini,
sepanjang    terkait    kebijakan    daerah    yang    mendukung
pencapaian  tujuan  penerapan  Perpanj.angan  PPKM  I,evel 3  di
Kabupaten      Boyolali      tetap      dapat      dilaksanakan      dan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.
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rcEEMPATBEIAS : In§truksi Bupati ini mulai berlalfli pada tanggal 7 September
2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021.

Dikeluarkan di Boyolali

'ali.ae.id

Tembusan. disampaihan kepada Yth. :
1.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik

indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten Bqyolali;
4.  Pertin8gal.

I-EnTiHmEEriTT=REFT-¥
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BUPATI    B0YOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR   \1   TAHUN2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3 DALAM PENANGANAN COROJVA  VZRUS DJSEASE 20J 9

DI KABUPATEN BOYOLALI,

Dasar              :    1.Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   42   Tahun   2021
tentang   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Conorm  VI.ms  Disecise  20J9  Di
Wilayah Jawa Dan Bali;

2. Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penera.pan     Disiplin     dan     Penegakan     Hukum     Protokol
Kesehatan   Sebagai   Upaya   Pencegahan   dan   Pengendaliari
CororLa     VI.nts     Disease     20Z9     di     Kabupaten     Boyolali
sebagaimana telah diubali dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubchan  Atas  Peraturan
Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin dan  Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan  Sebagai
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corome  Vt.rws  Dt.sease
20J 9 di Kabupaten Boyola]i.

Menlndaklanjuti   al.ahan   Presiden   Republik   Indonesia   dan   lnstruksi
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    42    Tahun    2021    tentang    Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Lcvcl  4,  Lcvcl  3  Dan  Level  2  Corontz  Vt.rtts
Disease 20] 9 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan
situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria
Level 3  perlu  menerapkan  Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat   Level   3    dalam   penanganan    Co7ioun    Vt.rLts   Dt.secise   20J9   di
Kabupaten  Boyolali  yang  selanjutnya  disebut  Perpanjangan   PPKM   Level  3
dalam   rangka  meningkatkan   hasil  pengendalian   penanganan   Covid-19   di
Kabupaten  Boyolali  untuk  menekan  post.tit".tg  rate  agar  semakin  menurun
melalui  upaya  mengurangi  mobilitas  dan  meningkatkan  upaya  3T  (testi.ng,
trczc!.rig,  frecifmerit)  sehingga  pengendalian  dan  penanganan  akibat  timbulnya
kasus  terkonfirmasi  positif  baru  dapat  semakin  sistematis  dengan  harapan
semakin     terkendalikannya.    penyebaran/penularan     Covid-19     di     tengah
masyarakat  Kabupaten  Boyolali  agar  kasus  terkonfirmasi  positif  baik  dari
klaster keluarga,  klaster tempat kelja, klaster hajatan, klaster kegiatan  sosial
keagamaan    dan    klaster    lainnya    semakin    menurun    disamping    perlu
meningkatkan  capalan  vaksinasi  Covid-19  dan  kcwaspadaan  semua  clemen
masyarakat     dalaln     menerapkan     disiplin     protokol     kesehatan,     untuk
menghindari  terjadinya  lonjakan  kasus  terkonfirmasi  positif  Covid-19  yang

1
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dapat  meningkatkan  jumlah  kasus  kematian.  Selanjutnya  mengingat  masih
adanya bahaya varian DeJfci sebagal varian baru yang lebih cepat menular dan
lebih  berbahaya  yang  tercermin  dari  tingkat  kcmatian  akibat  Covid-19  yang
masih  cukup  tinggi,  maka  kepada  semua  elemen  masyarakat  di  Kabupaten
Boyolali   agar   lebih   berhati-hati   dan   selalu   disiplin   menerapkan   protokol
kesehatan sccard lcbih kelat dimanapun berada.

Terkalt    hal    tersebut    di    atas,     maka    dalam    rangka    memutus
penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi
positif Covid-19,  serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan
Penanganan  Covid-19  terutama  Posko  Pcnanganan  Covid-19  di  tingkat  Dcsa
dan    Kelurahan    maupun    kedisiplinan    masyarakat    dalaln    melaksanakan
protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU         :   Kepada    Camat    dan    Kepala    Desa/Kepala    Kelurahan    se-
Kabupaten Boyolali agar:

a. memastikan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   di
wilayahnya    berjalan    sesuai    ketentuan    dalam    Instruksi
Bupati ini;

b. melaporkan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   di
wilayahnya pada tanggal  21  September 2021  atau  sewaktu-
waktu   dalam  hal  terdapat  hal-hal  yang  menonjol  dengan
disertal bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

1)    Camat   selaku   Ketua   Satgas   Penanganan   Covid-19   di
tingkat  Kccarlia_tan  melaporkan  kepada  Bupa.ti  Boyolali
Cq.    Sekretaris    Daerah    Kabupaten    Boyolali    derigan
tembusan  kepada  Kepala  Badan  Kesbangpol  Kabupaten
Boyolali;

2)    Kepala       Desa/Kelurahan       selaku        Ketua       Satgas
Penanganan     Covid-19     di     tingkat     Desa/Kelurahan
melaporkan     kepada     Camat     selaku     Ketua     Satgas
Penanganan    Covid-19    di   tingkat    Kecamatan   dengan
tembusan    kepada    Kepala    Dispermasdes    Kabupaten
Boyolali;

c.  Kepala Desa/Kelurahan agar:

1)   mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas Jogo Tonggo di
tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan `5M yang
sangat     mcncntukan     keberhasilan     upaya    memutus
pcnyebaran/penularan   Covid-19   dcngan   mcningkatkali
budaya  "eztrig  Zari  rzgez€rigke"  (saling  mengingathan)
antar  masyarakat  dalam  rangka  mcnjaga  keselamatan
dan keschatan mas`yarakat;

2)   melakukan    pengendalian    kegiatan    masyarakat    yang
berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi
media   penyebaran/penularan   Covid-19   balk   kegiatan
sosial  kemasyarakatan  maupun  sosial  keagamaan  dan
aktifitas pelaku usaha; dan
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3)   mensosialisasikan    kepada   masyarakat   di   wilayahnya
tentang  pentingnya.  selalu  membawa  KTP  (Kartu  Tanda
Penduduk)/KIA     (Kartu     ldentitas    Anak)     dalam     hal
melckukan   perjalarian   dan/a.tau   melakukan   aktivitas
pada    fasilitas    umum    yang    dimungkinkan    adanya
pelaksanaan skrining sesuai protokol kesehatan.

Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupatcn Boyolali
dilakukan dengan menerapkan kegiatan scbagai berikut :

a. pelaksanaan    pembelajaran   di    satuan    pendidikan   da.pat
dilakukan    melalui    pembelajaran    tatap    muka    tcrbatas
dan/atau  pembelajaran jarak jauh  berdasarkan  Keputusan
Bersama    Menteri   Pendidikan    dan    Kebudayaan,    Menteri
Agama,  Menteri Kesehatan dan  Menteri  Dalam Negeri Nomor
03/KB/2021,        Nomor        384        Tahun        2021,        Nomor
HK.01.08/MENKBS/4242/2021,   Nomor   440   -   717   Tahun
2021   tentang   Panduan   Penyelenggaraan   Pembelajaran   di
Masa  Pandemi  Cororm  VI.rus  DI.sease  20]9  (COVID  -19)  dan
bagi  satuan  pendidikan  yang  melaksanakan  pembelajaran
tatap    muka    terbatas    dilaksanal{an    dengan    kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

1)    SDLB,  MILE,   SMPLB,  SMLB,  dan  MALE  maksimal  62%
(enam  puluh  dua  persen)  sampal  dengan  100%  (seratus
persen)  dengan  menjaga jarak minimal  1,5m  (satu  korna
lima   meter)   dan   maksimal   5   (lima)   peserta  didik   per
kelas; dan

2)    PAUD   maksimal  33%   (tiga  puluh   tiga  persen)   dengan
menjaga jarak minimal  1,5m  (satu  koma lima meter)  dan
maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan
100% (seratus persen)  Work From Home (WFH);

c.  Pelaksanaan kegiatan pada:
1)    Sektor Esensial seperti:

a) keuangan   dan   perbankan   hanya  meliputi   asuransi,
bank,  pegadalan,  bursa berjangka,  dana pensiun,  dan
lembaga      pembiayaan      (yang      berorientasi      pada
pela.yanan   fisik   dengan   pelanggan   (oustomen)   dapat
bcroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50°/o   (lima
puluh perscn)  star untuk lokasi yang berkajtan dengan
pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  25°/o  (dua  puluh
lima       pcrscn)       untuk       pelayanan       administrasi
perkantoran guna mendukung operasional;

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan
pelanggan    (cus`!ome7t    dan    berjalannya    operasional
pasar   modal   secara   balk)   dapat   beroperasi   dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)  staf;
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c)  teknologi  informasi  dan  komunikasi  meliputi  operator
seluler, dcifa center, internet, pos, media terkalt dengan
penyebaran     informasi    kepada    masyarakat    dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50%    (lima
puluh persen)  star;

d)perhotelan      non      penanganan      karantina      dapat
bcroperasi   dengan   kapasitas   maksimal   50%    (lima
puluh persen)  staf; dan

c) industri  orientasi   ekspor  dan  penunjangnya  dimana
pihak  perusahaan  harus  menunjukkan  bukti  contoh
dokumen  Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEE)  selama
12  (dua belas)  bulan terakhir atau  dokumen  lain yang
menunjukkan  rencana ekspor dan  wajib  memiliki  Izin
Operasional  dan   Mobilitas   Kegiatan   lndustri   (IOMKI)
dengan     memperhatikan     pengaturan     teknis     dari
Kementerian   Perindustrian   hanya   dapat   beroperasi
dengan  pengaturan  shift  dengan  kapasitas  maksimal
50°/o  (lima puluh  persen)  star untuk setiap  shift hanya
di    fasilitas    produksi/pabrik,    serta    10%    (sepuluh
persen)    untuk   pelayanan   adminsitrasi   perkantoran
guna   mcndukung   operasional,   dengan   menerapkan
protokol    kesehatan,    mcnggunakan    aplikasi    Pcduli
Lindungi  untuk  pengaturan  masuk  dan  pulang,  serta
makan karyawan tidak bersamaan.

2)   esensial  pada  sektor  pcmerintahan  mengikuti  ketentuan
tekni s        yan g        d ikelu arkan         oleh        Keme n terian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dengan   menerapkan   protokol   kcschatan   secara   lebih
ketat   dan   diatur   lebih   lanjut   dengan   Surat   Edaran
Sekretaris Dacrah Kabupaten Boyolali;

3)    Sektor kritikal seperti:

a)  kesehatan,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
dapat  beroperasi   100°/o  (seratus)   persen  star  tanpa
ada pengecualian ;

b)  penanganan  bencana,   energi,   logistik,   transportasi
dan   distribusi   terutama   untuk   kebutuhan   pokok
masyarakat,      makanan      dan      minuman      serta
penunjangnya,      termasuk     untuk     ternak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia,  semen dan bahan
bangunan,   obyek   vital   nasional,   proyek   strategis
nasional,   konstruksi   (infrastruktur  publik),   utilitas
dasar   (listrik,   air  dan   pengelolaan   sampah)   dapat
beroperasi    100%   (seratus   persen)   maksimal   star,
hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan
kepada       masyarakat       dan       untuk       pelayanan
administrasi       perkantoran       guna       mendukung
operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh
lima persen)  star WFO;
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c)   perusahaan   yang   termasuk   dalam   sektor   energi,
logistik,  transportasi  dan  distribusi  terutama  untuk
kebutuhan     pokok     masyarakat,     makanan     dan
minuman    serta    penunjangnya,    termasuk    untuk
ternak/hewan   peliharaan,   pupuk   dan   petrokimia,
se men       d an       bdh arl       bangu mall ,       kon stru ks i
(infrastruktur  publik),  utilitas  dasar  (listrik,  air  dan
pengelolaan    sampah)    wajib    untuk   menggunakan
aplikasi  Peduli  Lindungi  guna  melakukan   skrining
terhadap    semua   pegawai   dan    pcngunjung   yang
masuk       pada       fasilitas       produksi/ konstruksi/
pelayanan   dan   wilayah   administrasi   perkantoran;
dan

d)  perusahaan  yang  termasuk  dalam   kategori   sektor
pe nangan an        bencana        waj ib        men d apatkan
rekomendasi     dari     kementerian     teknis     pembina
sektornya  sebelum  dapat  mempcroleh  akses  untuk
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

4)    mengizinkan      m].".     r7iflrriel,      toko     kelontong,      pasar
tradisional    dan    toko/pasar    swalayan    yang    mcnjual
kcbutuhan pokok sehari-hart operasional  sampai dengan
pukul   21.00   WIB   dengan   jumlah   pengunjung   paling
banyak  50%  (lima  puluh  persen)  dari  kapasitas  normal
serta  penerapan    protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat;
dan

5)    untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jaln.

d. Pasar   tradisional   yang   menjual   barang   non   kebutuhan
schari-hari   dapat   beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal
50%  (lima  puluh  persen)   dan  jam  operasi  sampai  dengan
pukul   17.00  WIB  d€ngan  prolokol  kesehatan  secara  lebih
ketat;

e.  pcdagang    kaki    lima,    agen/oztflet    Ltowcher,     bcirbershop/
pangkasi  rambut,  ZazJnczrE/,  pedagang  asongan,  bengkel  kecil.
cucian kendaraan,  dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka
dengan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan
pukul 21.00 WIB;

f.  diizinkan   pelaksanaan   kegiatan   makan/minum  di   tempat
umum dengan ketentuan:

1)   warung    makan/warteg,    pedagang    kaki    lima,    1apak
jaj.anan/angkringan   dan   sejenisnya   balk  yang   berada
pada lokasi milik sendiri  atau  pada fasilitas umum (area
publik,   taman  umum,  tempat  wisata  umum  dan  area
publik  lainnya)  dan  di  pusat  perbelanjaan  antara  lain
super     mczwl-ef/m!m.     market,     pasar     tradisional     dan
swalayan diizinkan buka. dengan protokol kesehatan yang
ketat  sampal dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal
pengunjung  makan  ditempat  50%   (lima  puluh   persen)
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dari  kapasitas  tempat  dan  waktu  makan  maksimal  60
(enan puluh) menit;

2)   restoran/rumah  makan,  kale  dengan  lokasi yang berada
dalam   ruang   tertutup  yang  berada  pada  lokasi   milik
sendiri  hanya  dapat  mcncrima  cZ€JI.LJgr3//take  a"ag  dan
dilarang mencrima makan ditempat (c#nein); dan

3)   restoran/rumah   makan,   kafe   yang   bukan   berada   di
fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata
umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di
ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan
protokol   kesehatan   yang   ket.at   sampai   dengan   pukul
21.00  WIB  dengan  kapasitas  maksimal  50%  (lima puluh
persen),  satu  meja  maksimal  2  (dua)  orang,  dan  waktu
makan   maksimal  60   (enam   puluh)   menit   serta  wajib
menggunakan aplikasi  Peduli Lindungi untuk melakukan
skrining terhadap semua pengunjung dan pegawal.

9. kegiatan pada pusat perbelanjaari/pusa.t perdagangan, pasar
tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan sehari-hari dibuka dengari ketentuan:

1)    kapasitas  mcksimal  50%  (lima  puluh  persen)  dan  jam
operasional   buka   sanpai    dengan    Pukul    21.00   WIB
dengan   menerapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih
ketat;

2)  wajib    untuk    menggunakan    aplikasi    Peduli    Lindungi
untuk  melakukan  skrining  terhadap  semua  pengunjung
dan    pegawai    pusat    perbelanjaan/pusat    perdagangan
terkait;

3)  restoran/rumah      makan,      kale      di      dalarn      pusat
perbelanjaan/pusat perdagangan dapat menerima makan
di tempat  (dt.ne-1.ri)  dengan  kapasitas  maksimal  50%  (lima
puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu
makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

4)  penduduk  dengan  usia  di  bawah   12  (dua  belas)  tahun
dilarang         memasuki         pusat         perbelanjaan / pu sat
perdagangan; dan

5)  tempat  bermain  anak-anak,  dan  tempat  hiburan  dalam
pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup.

h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik
(tcmpat   konstruksi   dan   lokasi   proyek)   beroperasi    100%
(seratus  perscn)   dan   konstruksi   non  infrastruktur  publik
diizinkan     maksimal     30     (tiga     puluh)     orang     dengan
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i.  tempat  ibadah  (Masjid,  Mushola,  Gereja,  Pura,  Vihara,  dan
Klenteng   serta   tcmpat   umum   lainnya   yang   difungsikan
sebagal    tempat    ibadah),    dapat    mengadakan    kegiatan
peribadatan/keaganaan  berjamaah  selama masa penerapan
Perpanjangan   PPKM   Level  3   dengan  maksimal  50%   (lima
puluh  persen)   dart  kapasitas  normal  dengan  menerapkan
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protokol  kesehatan  secara  lebih  kctat  dan  memperhatikan
pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

j.  fasilitas  umum  (area  publik,  t.anan  umum,  tempat  wisata
umum   dan   area   publik   lainnya   seperti   tempat   hiburan,
karaoke,  warnet,  gcime  oriJt.rie,  dan  kegiatan  usaha  sejenis
lainnya) ditutup sementara;

k. akan  dilakukan  uji  coba  protokol  kesehatan  untuk  tempat
wisata tertentu dengan ketentuan set)agai berikut:

1)   mengikuti     protokol     kesehatan     yang     diatur     oleh
Kementerian    Pariwisata    dan    Ekonomi    Kreatif,    dan
Kementerian  Kesehatan;

2)   wajib    menggunakan    aplikasi    Peduli    Lindungi    untuk
melakukan   skrining   terhadap   semua   pengunjung  dan
pe8awai;

3)   anak  kurang  dari   12  tahun  dilarang  untuk  memasuki
tempat wisata yang dilakukan u.1.i coba ini; dan

4)   daftar  tempat  wisata  yang  akan  mengikuti  uji  coba  ini
ditentukarl   oleh   Kementerian   Pariwisata   dan   Ekonomi
Kreatif.

i.  kegiatan  scni,  budaya,  olahraga dan  sosial  kemasyarakatan
serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian
dan kerumunan ditutup sementara, kecuali unLuk:

1)  kegiatan    olahraga    dilakukan     pada    ruang    terbuka
(ortidoo7t    balk    secara.    individu    ata.u    kelompok    kecil
maksimal 4  (empEit)  orang,  tidak  melibatkan  kontak fisik
dengan  orang  lain  dan  tidak  secara  rutin  memerlukan
interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan
dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

2)  kegiatan  olahraga  di  ruang  tertutup,  kegiatan  olaliraga
yang  dilakukan  sccara  berkelompok,  dan  pertaridingan
olahraga ditutup sementara;

3)  masker   harus   digunakan   selarna  melakukan   aktivitas
olahraga,  kecuali  untuk  aktivitas  olahraga  yang  harus
melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga
yang harus melepas masker, masker hanya. dilepas ketika
pelaksanaan aktivitas olahraga;

4)  pengecekan   suhu  dilakukan  kepada  setiap  orang  yang
masuk ke dalam fasilitas olahraga;

5)  restoran/rumah   makan   dan   kale   di   dalam   I'asilitas
olahraga  diizinkan  menerima  makan  di  tempat  (ch.ne-t.n)
dcngan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen)
dan   waktu   makan   maksimal   60   (enam   puluh)   menit
dengan   m€nerapkan   protokol   kesehatar   secara   lebih
ketat;
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6)  fasilitas  penunjang  seperti  loker,   VIP  room,  dan  tempat
mandi  tidak  diizinkan  digunakan  kecuali  untuk  akses
toilet;

7)  pengguna  fasilitas  olahraga  tidak  diizinkan   berkumpul
sebelum  maupun  sesudah  melakukan  aktivilas olahraga
dan harus tetap menjagajarak;

8)  skrining untuk pengunjung pada fasilitas  olahraga wajib
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan

9)  fasilitas  olahraga yang melakukan  pelanggaran  terhadap
protokol    kesehatan    akan    dikenakan    sanksi    berupa
penutupan sementara..

in.transportasi   umum   (kendaraan   umum,   angkutan   masal,
taksi  (konvensional  dan  ordt.ne)  dan  kendaraan  sewa/rental)
diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  maksimal  70%
(tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

n.diizinkan      mcnyelenggarakan     resepsi     hajatan      marrfu/
7igLindhith  ma777Tt  dan  khilanan  dengan  maksimal  20  (dun

puluh)   undangan   meznakai   tata   care   drive   t7in4/air
mengahi     |hang/u     mzzz)     dfiD     dllarang     menyediaken
lneja/]piTsi tamu =erta dlluang makan dl teDpat dcngaD
menerapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih   ketat.
Selanjutnya  pelaksanaan  akad  nikah/khitan  diatur  sebagai
berikut  :

I)   dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama  atau  di  Dinas
Kependudukan    dan    Pencatatan    Sipil    atau    dengan
melibatkan  paling banyak  10  (sepuluh)  orang dari  unsur
keluarga inti  dan  tetangga sekitar dengan  alokasi  waktu
paling    lama    60     (enam    puluh)     menit    dan    wajib
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)    Pelaksanaan    khitan    di    tempat    fasilitas    pelayanari
kesehatan   dengan   melibatkan   paling   banyak   5   (lima)
orang dari keluarga inti;

3)    Kepada  Kepala  Kantor  Kementerian   Agama  Kabupaten
Boyolali  agar  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk
menc'egah  timbulnya  kerumunan  baru   di  KUA  sebagai
akibat pelaksanaan akad nikah;

4)    Kepada   Kepalzi   Dinas   Kcpendudukan   dan   Pencatatan
Sipil   Kabupaten   Boyolali   agar   melakukan   pengaturan
lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru
di Dinas Kep€ndudukan dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten
Boyolali sebagal akibat pelaksanaan akad nikah.



KETIGA

9

o. pelaku    perjalanan    domestik    yang    masuk    ke    wilayah
Kabupaten   Boyolali   menggunakan   mobil   pribadi,   sepeda
motor  dan  transportasi  umum  jarak jauh  (pesawat  udara,
bus, kapal laut dan kereta api) harus:

I)   menunjukkan   kartu   vaksin   (minimal   vaksinasi   dosis
pertama);

2)   menunjukkan   PCR   H-2   untuk   pesawat   udara   serta
Antigen   (H-1)   untuk   moda   transportasi   mobil   pribadi,
sepeda motor, bis, kereta apt dan kapal laut;

3)   ketentuan   sebagaimana  dimaksud  pada  angka   1)   dan
angka 2) hanya berlaku untuk kedatarigan dari luar Jawa
dan Bali  atau  keberangkatan dari Jawa dan  Bali ke luar
Jawa  dan  Bali,  scrta  tidak  berlaku  untuk  transportasi
dalaln wilayah Solo Raya;

4)   untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau
kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil
negatif  Antigen  (H-1)  dengan  syarat  sudah  memperoleh
vaksina.si  dosis  kedua,  dan  hasil  negatif  PCR  H-2  jika
baru memperoleh vaksin dosis  1; dari

5)   unt,uk  sopir  kendaraan  logistik  dan  transportasi  barang
lainnya   dikecualikan   dari   kctentuan   memiliki    kartu
vaksin.

p. wajib  memakal  masker  dengan  benar  dan  konsisten  saat
melaksanakan  kegiatan  di  luar  rumah  serta.  tidak diizinkan
penggunaan /ace shz.€ld tanpa menggunakan masker; dan

q. pelcksanaan   PPKM   Mikro   di   RT/RW   Zom   Merah   tetap
diberlakukan   dengan   mengaktifl{an   Posko-Posko   di   setiap
tingkatan    dengan    m€lihat    kriteria   zonasi    pengendalian
wilayah.

Industri   yang   memiliki   orientasi   ekspor   dan    domestik   di
Kabupaten   Boyolali   diizinkan   beroperasi   dengan   kapasitas
100%  (seratus  persen)  staf yang dibagi  minimal  dalam  2  (dua)
shift dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki  lzin  Operasional  dan  Mobilitas  Kegiatan  Industri
(IOMKI)     dan    mendapatkan    rekomendasi    Kcmenterian
Perindustrian;

b. perusahaan  dan  para  karyawarinya.  wdjib   menggunakan
aplikasi    Peduli    Lindungi    untuk    melakukan     skrining
terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi
perusahaan;

c.minimal    50%    (lima    puluh    persen)    karyawan    sudah
divaksinasi dosis  1 ; dan

d.seluruh    perusahaan    wajib    mengikuti    acuan    protokol
kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian
dan Kementerian Kesehatan.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

10

Kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten
Boyolali   dan   Kepala   Kantor   Kementrian   Agama   Kabupaten
Boyolali agar melakukan  pengaturan  kegiatan  pembelajaran di
satuan   pendidikan    sebagalmana   dimaksud    dalam    Diktum
KEDUA huruf a.

Kepada     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan     Pcrindustrian
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  koordinasi,  pengawasan,
dan  melaporkan  hasil atas pelaksanaan  implementasi protokol
kesehatan     pada    pusat     perbelanjaan/pusat     perdagangan
sc`bagaimana dimaksud dalam Diktum KHDUA huruf g.

Kepada     Kepalzi     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian
Kabupaten   Boyolali  dan   Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga
Kerja  Kabupaten   Boyolali  agar  melakukan   pengawasan  dan
melaporkan   hasil  atas   pelaksanaan   ketentuan   sebagalmana
dimal{sud dalam Diktum KETIGA.

KETULJUH      :    Kepada   Camat   dan    anggota   Forum   Komunikasi    Pimpinan
Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat
Kecamatan dan  Kepala Desa/Kelurahan  se-Kabupaten Boyolali
dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara
Pc mbina         Keaman an         d an         Ke te rti ban         M asyarakat
(Bhabinkamtibmas)  di  wilayah  masing-masing  agar  melarang
setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDF,I,APAN :    Kepada   Kepolisian   Resort   Boyolali,   Komando   Distrik   Militer
0724/Boyolali,     dan     Kejaksaan     Negeri     Boyolali     beserta
jajarannya   untuk   mendukung   dan   mengawasi   pelaksanaan
Pcrpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.

KESEMBILAN  :  Kepada   seluruh   pemangku   kepentingan   dalam   penanganan
Covid-19    dan    seluruh    elemen    masyarakat    di    Kabupaten
Boyolali  agar  melaksanakan  pengetatan  aktivitas  dan  edukasi
dengan prinsip sebagai berikut:

a. Covid-19  paling  menular  pada  kondisi  tertutup,  pertemuan
pcrtemuan   panjang  (lebih  dari   15   menit),   interaksi  jarak
dekat,  keramaian,  aktifitas  dengan  bernapas  kuat  misalnya
bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker
seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan   masker  dengan   benar  dan   konsisten   adalah
protokol  kesehatan  paling  minimal  yang  harus  diterapkan
setiap orang;

c. mencuci  tangan  dcngan  sabun  atau  hared  sci".tizer  secara.
berulang terutama  setelah  menyentuh  benda yang disentuh
orang   lain   (seperti   gagang   pintu   atau   pegangan   tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
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d. jenis masker yang lebih baik,  akan lebih melindungi (seba.gai
contoh  masker  bedah  sekali  pakai  lebih  baik  dari  masker
kaln,  dan  masker  N95  lebih  balk  dari  masker  bedah).  Saa.t
ini,  penggunaan  masker  sebanyak  2  (dua)  lapis  merupakan
pilihan  yang  baik,  Masker  sebaiknya  pcrlu  diganti  setclah
digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

c.penerapan       protokol       kesehatan       dilakukan       dengan
mempertimbangkan faktor ventilasi  udara, durasi,  dan jarak
interaksi,    untuk   meminimalisir   risiko   penularan   dalam
beraktifitas;

r.  pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1)    beraktifitas   dari   rumah   saja,   dan   berinteraksi   hanya
dengan orang-orang yang tinggal serumah ;

2)   jika   harus   meninggalkan   rumah,   maka   harus   selalu
mengupayakan   jarak   minimal   2    (dua)    meter   dalam
berinteraksi       dengan       orang       lain.        Mengurangi/
menghindari kontak dcngan orang lain yang tidak tinggal
scrunch; dan

3)   mensosialisasikan   berbagai   petunjuk   visual   di   tempat
umum tcrkait pencegahan dan pcnanganan Covid-19.

9. pertimbangan durasi da.pat diterapkan sebagai berikut:
I)   jika     harus     berinteraksi     dengan     orang     lain     atau

menghadiri   suatu   kegiatan,   dilakukan   dengan   durasi
yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2)   dalam   perkantoran   dan    situasi   berkegiatan    lalnnya,
penjadwalan     dan     rotasj     dapat     membantu     untuk
mengurangi durasi interaksi.

h. pcrtimt)angan ventilasi dapat diterapkan  sebagfli bt:rikul:

1)    berkegiatan   di   luar  ruangan   memiliki  risiko  penularan
yang jauh  lebih  rendah dibandingkan di  dalarn ruangan;
dan

2)   ruangan    harus    selalu    diupayakan    untuk    memiliki
ventilasi udara yang balk.  Membuka pintu, jendela dapat
dilakukan   untuk  ririengurangi   risiko   penularan.   Dalam
kondisi  pintu  a.tdu jcndcla.  Iidak  dapat  dibuka,  maka  air
purifier dengan  Hz.gh E#ciericg/ Ptzrtr.cLi!afe At.r (HEPA)  filter
dapat digunakan di dalam ruangan.

i.  dalam kondisi penularan  sudan meluas di  komunitas,  maka
intervensi   yang   lebih   kctat   dengan   membatasi   mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan ;

j,  Kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan   Kabupaten  Boyolali  agar
melakukan:

1)    penguatan     3T     (testing,     trcrdng,     trecitmerit)     dengan
ketentuan:
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a)  resting  terus   ditingkatkan   mencapai   minimal   1.411
(seribu   empat   ratus   sebelas)   penduduk  per  minggu
sampai  posrfu.zH.tg  rate  kurang  lebih  50/o.  Testing  perlu
terus  ditingkatkan  untuk  suspek,  yaltu  mereka  yang
bergejala, dan juga pada kontak erat;

b)  7.rocfng perlu dilakukan sampal mencapai 1€bih dari  15
kontak   erat   per   kasus   konfirmasi.   Karantina   perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi seba`gal kontak erat.
Setelah     diidenlirikasi     kontak    erat    harus     scgcra
diperiksa.  (eutru-test)  dan  karantina  pcrlu  dijalankan.
Jika  hasil  pemeriksaan  positif  maka  perlu  dilakukan
isolasi.   Jika   hasil   pemeriksaan   negatif  maka   perlu
dilanjutkan  karantina.  Pada hari ke-5 karantina,  perlu
dilakukan     pemeriksaan     kembali     (eel.I-rest)     untuk
melihat  apakah  virus  terdeteksi  setelah/selama  masa
inkubasi.  Jika  negatif,  maka  pasien  dianggap  selesai
karantina; dan

c)  7+eatme7if    perlu     dilakukan     dengan     komprehensif
sesual  dengan   berat  gejala.   Hanya  pasien  bergejala
sedang,  berat,  dan  kritis yang perlu  dirawat di  rumah
sakit.   Isolasi   perlu   dilakukan   dengan   ketat   untuk
mencegah penularan.

2)   melakukan  percepatan  vaksinasi  sesuai  kewenangannya
untuk  mclindungi  sebanyak  mungkin  orang  dan  upaya
ini  dilakukan  untuk  menurunkan  laju  penularan  scrta
mengutamakan  keselamatan  mereka yang  rentan  untuk
meninggal    (seperti    lansia,    orang    dengan    komorbid)
mengingat   kapasitas   fasilitas  kesehatan   di   Kabupaten
Boyolali  yang  tcrbatas  dan  dampak jangka  panjang  dari
infeksi Covid-19.

KESEPULUH  :    a.  Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

1)    mengoordinasikan      dan      melaksanakan      penygiluran
bantuan    sosial    serta   jaring    pengaman    so§ial    yang
bersumber  dari  APBN,  APBD  Provinsi  LJawa  Tengah  dan
AP13D   Kabupaten   Boyolali,   maupun   dari   sumber   lain
yang  sah  kepada  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  yang
berhak menerima; dari

2)   mclakukan sinkronisasi bantuan  sosial yang berasal dari
pusat dengan bantuan  sosial yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada    Kepala    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa
Kabupalen  Boyolali  agar  melakukan  percepatan  pcnyaluran
dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

1)   Mendorong      Pemerintah      Desa      untuk     mcnctapkan
Peraturan   Desa  mengenai   APBDesa,   pengesahan   data
KPM    oleh    pcLmerintah    Desa,    perekaman    Data    KPM
penerima    BLT-DD    pada    Om-SPAN    sesuai    ketentuan
peraturan perundang-undangan ; dan
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2)   Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM,  dan  menindaklanjuti dengan  pelaksanaan  BLT-DD
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.  Kepada    Kepala    Satpol    PP    Kabupaten    Boyolali    untuk
m€ngoordiliasikari hal-hal sebagal berikut:

1)   Peningkatan   upaya  untuk  mencegah  dan  menghindari
kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara
tegas yang  dilaksanakan  oleh  aparat  keamanan  (Satuan
Polisi     Pamong     Praja,     Kepolisian     Negara     Republik
Indonesia  dan   melibatkan  Tentara  Nasional  Indonesia)
mclalui operasi yustisi;

2)    Di    dalarn    pelaksanaan    penegakan    hukum    protokol
kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud
pada  poin  1)  agar  melibatkan  tim  dari  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di  tempat
pelaksanaan operasi untuk melakukan  rapt.cZ test antryen
terhadap    pelaku    pelanggaran    yang    teriaring    dalam
operasi yustisi disamping dapat dikenakan  sanksi denda
administratif    dan    sanksi    lainnya    sesuai    peraturan
perundang-undangan.

d. Kepada   Kepala   Dinas   Pemuda   Olahraga   dan   Pariwisata
Kabupaten  Boyolali  dan  instansi  tcrkait  sesuai  kewcnangan
a8ar:

1)  memastikan     pelaku     usaha    warung    makan/wartcg,
pedagang   kaki   lima,    lapak   jajanan/angkringan   dan
sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam
lnstruksi  Bupati  inl  serta  melakukan  pengawasan  dan
pembinaan dalam hal terjadi pclanggaran; dan

2)  melakukan    pengawasan    dan    melaporkan    hasil   atas
pelaksanaan   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   dalam
Diktum KEDUA huruf k.

Kepada      Sekretaris      Dacrah      Kabupaten      Boyolali      agar
mengo ord in asikan         mekan i sine         pen gan ggaran         u n tu k
pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   I.€vel   3   akibat   Pandemi
Covid-19   yang   bersumber   dari   APBN,   AP13D   Provinsi   Jawa
Tengah  dan  APBD  Kabupaten  Boyolali  maupun  sumber  lain
yang sah.

KEDUABELAS:    a. Dalam  hal  Camat  dan  Kepala  Desa/Kelurahan  yang  tidak
m€laksanakan   ketentuan   sebagajmana   dimaksud   dalam
Instruksi Bupati ini, maka:

1)   Bagi  Camat,  Kepala  Kelurahan  dikenakan  sanksi  sesuai
dengan   Peraturari   Pemerintah   Nomor   53   Tahun   2010
tentang Disiplin Pegawai Ncgrri Sipil;
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2)   Bagi    Kepala   Desa   dikenakan    sanksi    sesuai   dengan
Peraturan    Boyolali    Nomor    22    Tahun    2016    tentang
Pengangkatan      dan      Pemberhentian      Kepala      Desa
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Boyolali
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Boyolali   Nomor  22   Tahun   2016   tcnta.ng  Pcngangkalan
dan Pemt)erhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku  usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KF,lDUA   huT.uf  c   poin   4),   huruf  e   dan   huruf  f  yang  tidak
melaksanakan     ketentuan     sebagaimana     diatur     dalam
lnstruksi  ini  dikenakan  sanksi  administratif sampai  dengan
penutupan   usaha  sesuai  ketentuan   peraturan  perundang-
undangan; dan

c.  Setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi  yang  melakukan
pelanggaran   dalam   rangka   pengendalian   wabah   penyakit
menular berdasarkan:

1)    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  212  sampai
dengan Pasal 218;

2)    Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1984   tentang  Wabah
Penyakit Menular;

3)   Undang-Undang     Nomor     6      Tahun      2018      tentang
Kekarantinaan Kesehatan ;

4)    Peraturan  Da.erah  Kabupaten  Boyolali   Nomor  4  Tahun
2013  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana
Di Kabupaten Royolali;  dan

5)    Pcraturari 13upati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020  tentang
Penerapan    Disiplin   dan   Pcnegakan    Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian
CororL"    VI.7us`    Dt.set.se    20j9    di    Kabupaten    13oyolali
sebagalmana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali  Nomor 08  Tahun  2021  tentang  Perubahan Atas
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan    Disiplin   dan    Penegakan    Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian
Coroncz Vt'"s Dt.secise 20J 9 di Kabupaten Boyolali;  serta

6)   ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lalnnya yang
terkalt.

KETIGABELAS     : Hal-hal   yang    belum    diatur   dalam    lnstruksi    Bupati    ini,
sepanjang    terkalt    kebijakan     daerah    yang    mendukung
pencapaian  tujuan  penerapari  Pcrpanjangan  PPKM  Level  3  di
Kabupaten      Boyolali      tetap      dapat      dilaksanakan      dan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.
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KEEMPATBELAS :  Instruksi Bupati ini mulal berlaku pada tanggal  14 September
2021 sampal dengan tanggal 20 September 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 14  September 2021

TTembusan,disampalkankepadaYth.:
1.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten Bnyolali;
4.  Pertin8gal.

t{omDlek5 Perkantoran  TerDadu  KabuDaten  Bovolali
Jl.  Merdeka  Banat.  TeleDon /0276` 321021.  Fax f0276` 321172.  website www.bavolali.co.id

Kemiri.  Bovolali  57321.  Provinsi Javlra  Tenaah
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BUPATI    BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI B0YOLALI

NOMOR   \3    TAHUN2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3  DAIAM PENANGANAN COJ30JVA  1/ZRUS DJSEASE 20J 9

DI RABUPATEN BOYOIALI,

Dasar              :    1.Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   43   Tahun   2021
tentang   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Cororra  Vt.nJs  Dt.sease  20J9  Di
Wilayah Jawa. Dan Bali;

2. Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penerapan     Disiplin     dan     Penegakan     Hukum     Protokol
Kesehatan   Sebagai   Upaya   Pencegahan   dan   Pengendalian
Cororra     Vlr"s     Disease     20J9     di     Kabupaten     Boyolali
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Cororra  VI.ms  Dt.sease
20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti   arahan   Presiden   Republik   Indonesia   dan   Instruk§i
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    43    Tahun    2021    tentang    Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4,  Level  3  Dan  Level  2  Corona  Vz.n/s
Disease 20J 9 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan
situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria
Level 3  perlu  menerapkan  Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat   L€vel   3   dalam   penanganan    Cororm    Vz."s   D1.seus€   2079   di
Kabupaten  Boyolali  yang  selanjutnya  disebut  Pelpanjangan   PPKM   Level  3
dalam   rangka  meningkatkan   basil   pengendalian   penanganan   Covid-19   di
Kabupaten  Boyolali  untuk  menekan  post.tt-untg  rate  agar  semakin  menurun
melalui  upaya  mengurangi  mobilitas  dan  meningkatkan  upaya  3T  ({esfl.ng,
troa.ng,  {rectmerLf)  sehingga  pengendalian  dan  penanganan  akibat  timbulnya
kasus  terkonfirmasi  positif  baru  dapat  semakin  sistematis  dengan  harapan
semakin    terkendalikannya    penyebaran/penularan     Covid-19     di    tengah
masyarakat  Kabupaten  Boyolali  agar  kasus  terkonrirmasi  positif  balk  dari
klaster keluarga,  klaster tempat kelja,  klaster hajatan,  klaster kegiatan sosial
keagamaan    dan    klaster    lalnnya    semakin    menurun    disamping    perlu
meningkatkan  capaian  vaksinasi  Covid-19  dan  kewaspadaan  semua  elemen
masyarakat     dalam     menerapkan     disiplin     protokol     kesehatan,     untuk
menghindari  terjadinya  lonjakan  kasus  terkonfirmasi  positif  Covid-19  yang
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dapat  meningkatkan  jumlah  kasus  kematian.  Selanjutnya  mengingat  masih
adanya bahaya varian DeJfa sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan
lebih  berbahaya  yang  tercermin  dari  tingkat  kematian  akibat  Covid-19  yang
masih  cukup  tinggi,  maka  kepada  semua  elemen  masyarakat  di  Kabupaten
Boyolali   agar   lebih   berhati-hati   dan   selalu   disiplin   menerapkan   protokol
kesehatari secara lcbih ketat dimanapun berada.

Terkait     hal     tersebut     di     atas,     maka    dalam     rangka    memutus
penyebaran/penularan Covid-19 dan  menurunkan j.umlah kasus terkonfirmasi
positif Covid-19,  serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan
Penanganan  Covid-19  terutama  Posko  Penanganan  Covid-19  di  tingkat  Desa
dan    Kclurahari    maupun    kcdisiplinali    masyarakat    dalam    melal{sanakan
protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU Kepada    Camat    dan    Kepala    Desa/Kepala    Kelurahan    se-
Kabupaten Boyolali agar:

a. memastikan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   di
wilayahnya    berjalan    sesual    ketentuan    dalam    lnstruksi
Bupati ini;

b. mclaporkan   pelaksanaan   Perpanjangan   PPKM   Level   3   di
wilayahnya  pada  tanggal   5   0ktober  2021   atau   sewaktu-
waktu   dalam  hal  terdapat  hal-hal  yang  menonjol  dengan
disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

1)    Carnat   selaku   Ketua   Satgas   Penanganan   Covid-19   di
tingkat  Kecamatan  melaporkan  kepada  Bupati  Boyolali
Cq.     Sekretaris    Daerah     Kabupaten    Boyolali    dengan
tembusan  kepada  Kepala  Badan  Kesbangpol  Kabupaten
Boyolali;

2)    Kepala       Desa/Kelurahan        selaku       Ketua       Satgas
Penanganan     Covid-19     di     tingkat     Desa/Kelurahan
melaporkan     kepada     Camat     selaku     Ketua     Satgas
Penangariari   Covid-19   di   tingkat   Kecamatan    dengan
tembusan    kepada    Kepala    Dispermasdes    Kabupaten
Boyolali;

c.  Kepala Desa/Kelurahan agar:

1)   mengoptimalkan peran dan fungsi  Satgas /ogo ronggo di
tingkat RT/RW dalarn mclembagakan pcncra.pan 5M yang
sangat     menentukan     keberhasilan     upaya     memutus
pcnyebaran/pcnularan   Cc)vid-19   dengan   meningkatkan
budaya  "ezfpg  Zarl  r|gez€ngke"  (saling  mengingatkan)
antar  masyarakat  dalam  rangka  menjaga  keselamatan
dan kesehatan masyarakat;

2)   melakukan    pengendalian    kegiatan    masyarakat    yang
berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi
media   penyebaran/penularan   Covid-19   balk   kegiatan
sosial  kemasyarakatan  maupun  sosial  keagamaan  dan
aktivitas pelaku usaha; dan
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3)   mensosialisasikan   kepada   masyarakat   di   wilayahnya
tentang  pentingnya  selalu  membawa  KTP  (Kartu  Tanda
Penduduk)/KIA     (Kartu     ldentitas     Anak)     dalam     hal
melakukan   perjalanan   dan/atau   melakukan   aktivitas
pada    fasilitas    umum    yang    dimungkinkan    adanya
pelaksanaan skrining sesual protokol kesehatan.

Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali
dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagal berikut :

a. pelaksanaan    pembclaj.aran    di    satuan    pendidikan    dapat
dilakukari    melalui    pembelajaran    tatap    muka    tcrbatas
dan/atau  pembelajaran jarak jauh  berdasarkan  Keputusan
Bersama   Menteri    Pendidikan    dan    Kebudayaan,    Menteri
Agama,  Mcnteri Kcsehatan dan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor
03/KB/202l,        Nomor        384        Tahun        2021,        Nomor
HK.01.08/MENKES/4242/2021,   Nomor   440   -   717   Tahun
2021   tentang   Panduan   Penyelenggaraari   Pembelajaran   di
Masa  Pandemi  Cororra  Vt.7Tis  Dz.secise  20J 9  (COVID  -19)  dan
bagi  satuan  pcndidikan  yang  melaksanakan  pembelajaran
tatap    muka    terbatas    dilaksanakan     dengan    kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

1)    SDLB,   MILE,   SMPLB,  SMLB,  dan  MALB  maksimal  62C/'o

(enam  puluh  dua  persen)  sampai  dengan  100%  (seratus
persen)  dengan  menjaga jarak minimal  1,5m  (satu  koma
lima   meter)   dan   maksimal   5   (lima)   peserta   didik   per
kelas; dan

2)    PAUD   maksimal   33°/o   (tiga  puluh   tiga  persen)   dengan
menjaga jarak minimal  1,5m  (satu koma lima meter)  dan
maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

b. Pelaksanaan kegiatan pada scktor non esensial diberlakukan
25%  (dua puluh  lima persen)  WFO  bagi pegawal yang sudah
divaksin  dan  wajib  menggunakan  aplikasi  Peduli  Lindungi
pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

c. Pelaksanaan kegiatan pada:
1)    Sektor Esensial seperti:

a) keuangan   dan   perbankan   hanya  meliputi  asuransi,
bank,  pegadalan,  bursa berjangka,  dana pensiun,  dan
lembaga      pembiayaan      (yang      berorientasi      pada
pelayanan   fisik   dengan   pelanggan   (oustomeri)   dapat
beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal    50C/'/a   (lima
puluh persen)  star untuk lokasi yang berkaitan dengan
pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  250/o  (dua  puluh
lima       persen)       untuk       pelayanan       administrasi
perkantoran guna mendukung operasional;

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan
pelanggan    (cListomen    dan    berjalannya    operasional
pasar   modal   secara   baik)   dapat   beroperasi   dengan
kapasitas maksimal 50°/o (lima puluh persen) staf;
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c)  teknologi  informasi  dan  komunikasi  meliputi  operator
seluler,  czcita c`enter, internet, pos, media terkait dengan
penyebaran    informasi    kepada    masyarakat    dapat
beroperasi   dengan    kapasitas   maksimal    50°/o    (lima
puluh persen)  star;

d)perhotelan      non      penanganan      karantina      dapat
beroperasi dengan ketc`ntuan sebagai berikut:

(1) wajib    menggunakan    aplikasi    Peduli    Lindungi
guna    melakukan     skrining    terhadap     semua
pegawal dan pengunjung;

(2) kapasitas maksimal  50%  (lima puluh persen)  dan
hanya   pengunjung   dengan   kategori   Hijau   dan
Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh
masuk;

(3) fasilitas         pusat         kebugaran/gym,         ruang
pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang
pertemuan    dengan    kapasitas    bcsar/ballroom
diizinkan  buka  dengan  memakai  aplikasi  Peduli
Lindungi   dan   kapasitas   maksimal   50%   (lima
puluh   pcrsen),   serta  penyediaan   makanan   dan
minuman  pada  fasilitas  ruang  pertemuan/ruang
rapat/meeting    room,    dan    ruang    pertemuan
dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam
box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

(4) pengunjung  usia  dibawah   12  (dua  belas)  tahun
harus   menunjukkan   hasil   negatif  Antigen   (H-
1)/PCR  (H-2).

c)  industri   oricntasi   ckspor  dan   pcnunjangnya  dimana
pihak  perusaliaari  harus  menunjukkan  bukti  contoh
dokumen  Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEB)  selama
12  (dua belas)  bulan  terakhir atau  dokumen  lain yang
menunjukkan  rencana ekspor dan  wajib  memiliki  Izin
Operasional  dan   Mobilitas  Kegiatan   Industri   (IOMKI)
dengan     memperhatikan     pengaturan     teknis     dari
Kementerian   Perindustrian   hanya   dapat   beroperasi
dengan  pengaturan  shift  dengan  kapasitas  maksimal
500/a  (lima puluh  persen)  star untuk  setiap  shift  hanya
di    fasilitas    produksi/pabrik,    serta     10%    (sepuluh
persen)    untuk   pelayanan   adminsitrasi   perkantoran
guna   mendukung   operasional,   dengan   menerapkan
protokol    kesehatan,    menggunakan    aplikasi    Peduli
Lindungi  untuk  pengaturan  masuk  dan  pulang,  serta
makan karyawan tidak bersamaan.

2)   esensial  pada  sektor  pemerintahan  mengikuti  ketentuan
teknis         yang        dikeluarkan         oleh         Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dengan   menerapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih
ketat   dan   diatur   lebih   lanjut   dengan   Surat   Edaran
Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
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3)    Sektor kritikal seperti:

a)  kesehatan,   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat
dapat  beroperasi   100°/o  (seratus)  persen  star  tanpa
ada pengecualian ;

b)  penanganan   bencana,   energi,   logistik,   tran§portasi
dan   distribusi   terutama   untuk   kebutuhan   pokok
masyarakat,      makanan      dan      minuman      serta
penunjangnya,     termasuk     untuk     ternak/hewan
peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan
bangunan,   obyek   vital   nasional,   proyek   strategis
nasional,   konstruksi   (infrastruktur  publik),   utilitas
dasar   (listrik,   air  dan   pengelolaan   sampah)   dapat
beroperasi    100%   (seratus   persen)   maksimal   star,
hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan
kepada      masyarakat      dan      untuk      pelayanan
administrasi       perkantoran       guna       mendukung
operasional,  diberlakukan maksimal 25% (dua puluh
lima persen)  star WFO;

c)   perusahaan   yang   termasuk   dalam   sektor   energi,
logistik,  transportasi  dan  distribusi  terutama  untuk
kebutuhan     pokok     masyarakat,     makanan     dan
minumari    serta   penunjangnya,    termasuk    untuk
ternak/hewan   peliharaan,   pupuk   dan   petrokimia,
semen       dan       bahan       bangunan,       konstruksi
(infrastruktur  publik),  utilitas  dasar  (listrik,  air  dan
pengelolaan    sampah)    wajib    untuk   menggunakan
aplikasi  Peduli  Lindungi  guna  melakukan  skrining
terhadap    semua   pegawaj    dan    pengunjung   yang
masuk       pada       fasilitas       produksi/ konstruksi/
pelayanan   dan   wilayah   administrasi   perkantoran;
dan

d)  perusahaan  yang  termasuk   dalam   kategori   sektor
p€ n angariari         benc an a        waj ib         men dapatkari
rekomendasi    dari     kementerian     teknis    pembina
sektornya  sebelum  dapat  memperoleh  akses  untuk
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

4)    mengizinkan      7".in.     mczrfee£,      toko     kelontong,      pasar
tradisional    dan    toko/pasar    swalayan    yang    mcnjual
kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampal dengan
pukul   21.00   WIB   dengan   jumlah   pengunjung   paling
banyak  50%  (lima  puluh  persen)  dari  kapasitas  normal
serta  penerapan    protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat;
dan

5)   unt.uk apotek dan t.oko obat dapat buka selama 24 jam.
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d. Pasar   tradisional   yang   menjual   barang   non   kebutuhan
sehari-hari   dapat   beroperasi   dengan   kapasitas   maksimal
50%  (lima  puluh  persen)  dan  jam  operasi  sampai  dengan
pukul   17.00  WIB  dengan  protokol  kesehatan  secara  lebih
ketat;

e.  pedagang    kaki    lima,    agen/otttlet    uouche7.,    harz]ershop/
pangkas  rambut,  ZaLJnc!ny,  pedagang  asongan,  bengkel  kccil,
cucian kendaraan,  dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka
dengan protokol kesehatan  secara lebih ketat sampai dengan
pukul 21.00 WIB;

f.  diizinkan   pelaksanaan   kegiatan   makan/minum   di   tcmpat
umum dengan ketentuan:

1)   warung    makan/warteg,    pedagang    kaki    lima,    lapak
jajanan  dan   sej.enisnya  balk  yang  berada  pada  lokasi
milik   sendiri   atau   pada  fasilitas   umum   (area   publik,
taman   umum,   tempat  wisata  umum   dan   area  publik
lainnya)   dan  di  pusat  perbelanjaan  antara  lain   super
mclrkef/win.   market,   pasar   tradisional   dan   swalayan
diizinkan  buka  dengan  protokol  kesehatan  yang  ketat
sampai   dengan   pukul   21.00   WIB   dengan    maksimal
pcngunjung  makan   ditempat  50°/o   (lima  puluh  persen)
dari  ka|)asitas  tempat  dan  waktu  makan  maksimal  60
(enam puluh) menit;

2)   restoran/rumah  makan,  kale d€ngan  lokasi yang  berada
dalam gedung/toko atau  area tcrbuka balk yang berada
pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat
perbelanjaan/mall   diizinkan    buka   dengan    ketentuan
sebagal berikut:

a)  dengan    protokol    kesehatan    yang    ketat    sampal
dengan Pukul 21.00 WIB;

b)  dengan    kapasitas    maksimal    50%    (lima    puluh
persen);

c)   satu mej.a maksimal 2 (dua) orang;
d)  waktu makan maksimal 60 (cnarn puluh) mcnit;
e)   wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk

melakukan   skrining  terhadap   semua  pengunjung
dan pegawai.

3)   restoran/rumah   makan,   kafe   dengan  jam   operasional
dimulai    dari    malam    hari    dapat    beroperasi    dcngan
ketentuan sebagai berikut:
a)  dengan   protokol   kesehatarl   yang   ketat   dan  jam

operasional    Pukul     18.00    WIB    sampai    dengan
maksimal Pukul 00.00 WIB;

b)  dengan  kapasitas  maksimal  25%  (dua  puluh  lima
perscn);

c)  satu meja maksimal 2 (dua) orang;
d)  waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
e)  wajlb menggunakan aplikasi Peduli Lindungi  untuk

melakukan   skrining  terhadap   semua  pengunjung
dan pegawal.
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9. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan, pasar
tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan sehari-hari dibuka dengan ketentuan:

1)    kapasitas  maksimal  50%  (lima  puluh  persen)  dan  jam
operasional   buka   sanpai   dengan    Pukul   21.00   WIB
dengan   mencrapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih
ketat;

2)  wajib    untuk    menggunakan    aplikasi    Peduli    Lindungi
untuk  melakukan  skrining  terhadap  semua  pengunjung
dan    pegawal   pusat   perbelanjaan/pusat   perdagangan
terkait;

3)  restoran/rumah      makan,      kafe      di      dalam      pusat
perbelanjaan/ pusat perdagangan dapat menerima makan
di  tempat  (cZ{ne-I.rL)  dengan  kapasitas  maksimal  50°/o  (lima
puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu
makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

4)  penduduk  dengan  usia  di  bawah   12  (dua  belas)  tahun
dilarang        memasu ki        pu sat        perbe lanj aan / p u sat
perdagangan ; dan

5)  tempat  bcrmain  anak-anak,  dan  tempat  hiburan  dalam
pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup.

h. pelaksaliaan kegiatan konstruksi untuk infraLstruktur publik
(tempat   konstruksi   dan   lokasi   proyek)    beroperasi    100%
(seratus   persen)   dan   konstruksi   non   infrastruktur  publik
diizinkan     maksimal     30     (tiga     puluh)     orang     dengan
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i.  tempat  ibadah  (Masjid,  Mushola,  Gereja,  Pura,  Vihara,  dan
Klenteng   serta   tempat   umum   lainnya   yang   difungsikan
sebagal    tempat    ibadah),     dapat    mengadakan    kegiatan
peribadatan/keagamaan berjamaah  selama masa penerapan
Perpanjangan   PPKM   Level  3   dengan  maksimal  500/o   (lima
puluh   persen)   dari  kapasitas  normal  dengan   menerapkan
protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat  dan  memperhatikan
pengaturan teknis dari Kemcnterian Agama;

j.  fasilitas  umum  (area  publik,  taman  umum,  tempat  wisata
umum   dan   area   publik   lainnya   seperti   tempat   hiburan,
karaoke,  warnet,  gcime  oulz.ne,  dan  kegiatan  usaha  sejenis
lainnya) ditutup sementara;

k. akan  dilakukan  uji  coba  protokol  kesehatan  untuk  tempat
wisata tertentu dengan ketent.uan sebagal berikut:

1)    mengikuti      protokol      kesehatan     yang     diatur     oleh
Kementerian    Pariwisata    dan    Ekonomi    Kreatif,    dan
Kementerian Kesehatan;

2)   wajib    menggunakan    a.plikasi    Peduli    Lindungi    untuk
melakukan   skrining   terhadap   semua   pengunjung  dan
pe8awai;
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3)   anak  kurang  dari   12  tahun  dilarang  untuk  memasuki
tc`mpat wisata yang dilakukan uji coba ini; dan

4)   daftar  tempat  wisata  yang  akan  mengikuti  uji  coba  ini
ditentukan   oleh   Kementerian   Pariwisata  dan   Ekonomi
Kreatif.

1.  kegiatan  seni,  budaya,  olahraga dan  sosial  kemasyarakatan
serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian
dan kerumunan ditutup sementara, kecuali untuk:

1)  kegiatan    olahraga    dilakukan    pada    ruang    terbuka
(oufctoo7)    balk    sccara    individu    atau    kclompok    kecil
maksimal 4  (empat)  orang,  tidak melibatkan kontak fisik
dengan  orang  lain  dan  tidak  secara  rutin  memerlukan
interaksi  individu  dalam jarak dekat dapat dilaksanakan
dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

2)  kegiatan  olahraga  di  ruang  tertutup,  kegiatan  olahraga
yang  dilakukan  secara  berkelompok,  dan  pertandingan
olahraga ditutup sementara;

3)  maskcr  harus   digunakan   selama  melakukan   aktivitas
olahraga,   kecuali  untuk  aktivitas  olahraga  yang  harus
mclepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga
yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika
pelaksanaan aktivitas olahraga;

4)  pengecekan   suhu  dilakukan   kepada  setiap  orang  yang
masuk ke dalam fasilitas olahraga;

5)  restoran/rumah   makan   dan   kafe   di   dalam   fasilitas
olchraga  diizinkan  menerima  makan  di  tempa.t  (dz.„e-!`n)
dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan
waktu  makan  maksimal  60  (enam  puluh)  menit  dengan
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

6)  fasilitas  penunjang  seperti  loker,   VP  room,  dan  tempat
mandi  tidak  diizinkan  digunakan  kecuali  untuk  akses
toilet;

7)  pengguna  fasilitas  olahraga  tidak  diizinkan  berkumpul
sebelum  maupun  sesudah  melakukan  aktivitas olahraga
dan harus tetap menjaga jarak;

8)  skrining untuk pengunjung pada fa.silitas olahraga. wajib
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan

9)  fasilitas  olahraga yang mclakukan  pelanggaran  terhadap
protokol    kesehatan    akan    dikenakan    sanksi    berupa
penutupan sementara.

in.transportasi   umum   (kendaraan   umum,   angkutan   masal,
taksi  (konvensional  dan  ortJtrre)  dan  kendaraan  sewa/rental)
diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  maksimal  70%
(tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat;



9

n.diizinkan     menyelenggarakan     resepsi     hajatan      marrfu/
rigundh]th  marLfu  dan  khitanan  dengan  maksimal  20  `dua
puluh)   undangan   memakai   tata   cam   drit^e   thn./air
mengalir     (hang/u     mizi|     dan    dilarang    menyediahan
meja/lEursi tabu scrta dlhrang mahan di tempat deng&n
nenerapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih   ketat.
Selanjutnya pelaksanaan  akad  nikah/khitan  diatur  sebagai
berikut :

1)   dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama  atau  di   Dinas
Kependudukan    dan    Pencatatan    Sipil    atau    dengan
melibatkan paling banyak  10  (sepuluh)  orang dari unsur
keluarga inti  dan  tetangga  sekitar dengan  alokasi waktu
paling     lama    60     (enam     puluh)     menit     dan    wajib
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Pelaksanaan    khitan    di    tempat    fasilitas    pelayanan
kesehatan   dengan   melibatkan   paling   banyak   5   (lima)
orang dari keluarga inti;

3)   Kepada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten
Boyolali  agar  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk
mencegah  timbulnya  kerumunan  baru   di  KUA  sebagal
akibat pelaksanaan akad nikah;

4)    Kepada   Kepala   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan
Sipil   Kabupaten   Boyolali   agar   melakukan   pengaturan
lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Boyolali `sebagai akibat, pelaksanaan akad nikah.

o.pelaku    perjalanan    domestik    yang    masuk    ke    wilayah
Kabupaten   Boyolali   menggunakan   mobil   pribadi,   sepeda
motor  dan  transportasi  umum  jarak jauh  (pesawat  udara,
bus, kapal laut dan kereta api) harus:

1)    menunjukkan   kartu   vaksin   (minimal   vaksinasi   dosis
pertana);

2)   menunjukkan   PCR   (H-2)   untuk   pesawat   udara   serta
Antigen   (H-1)   untuk   moda   transportasi   mobil   pribadi,
sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3)   ketentuan   sebagaimana  dimaksud   pada  arigka   1)   dan
angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa
dan Bali atau  keberangkatan dari LJawa. dan Bali ke luar
Jawa  dan  Bali,  serta  tidak  berlaku  untuk  transportasi
dalam wilayah Solo Raya;

4)   untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau
kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil
negatil. Antigen  (H-1)  dengan  syarat  sudah  memperoleh
vaksinasi  dosis  kedua,  dan  ha.sil  negatif  PCR  H-2  jika
baru memperoleh vaksin dosis  1; dan
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5)   untuk  sopir  kendaraan  logistik  dan  transportasi  barang
lainnya   dikecualikan   dari   ketentuan   memiliki   kartu
vaksin.

p. wajib  memakal  masker  dengan  benar  dan  konsisten  saat
melaksanakan  kegiatan  di  luar rumah  serta tidak diizinkan
penggunaan /ace sfu.ezc! tanpa mcnggunakan masker; dan

q. pelaksanaan   PPKM   Mikro   di   RT/RW   Zona   Merah   tetap
diberlakukan   dengan   mengaktifkan   Posko-Posko   di   setiap
tingkatan    dengan    melihat    kriteria    zonasi    pengendalian
wilayah.

Industri   yang   memiliki   orientasi   ekspor   dan   domcstik   di
Kabupaten   Boyolali   diizinkan   beroperasi   dengan   kapasitas
100%  (seratus  persen)  star yang  dibagi  minimal  dalam  2  (dua)
shift dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki  lzin  Operasional  dan  Mobilitas  Kegiatan  Industri

(IOMKI)     dan    mendapatkan     rekomendasi    Kementerian
Perindustrian;

b. perusahaan  dan  para  karyawannya  wajib  menggunakan
aplikasi    Peduli    Lindungi    untuk    melakukan    skrining
terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi
perusaliaan;

c.minimal    500/o    (lima    puluh    persen)    karyawan    sudah
divaksinasi dosis  1; dan

d.seluruh    perusahaan    wajib    mengikuti    acuan    protokol
kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian
dan Kementerian Kesehatan.

Kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten
Boyolali   dan   Kepala   Kantor   Kementrian   Agama   Kabupaten
Boyolali agar melakukan pengaturan kegiatan  pembelajaran di
satuan   pendidikan    sebagalmana   dimaksud   dalam   Diktum
KEDUA huruf a.

Kcpada     Kc.pala     Dinas     Pc.rdagangan     dan     Pcrindustrian
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  koordinasi,  pengawasan,
dan melaporkan  hasil a.tas pelaksanaan  implementa.si protokol
kesehatan     pada    pusat     perbelanjaan/pusat     perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g.

Kepada     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian
Kabupaten  Boyolali  dan   Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga
Kelja  Kabupaten   Boyolali  agar  melakukan  pengawasan   dan
melaporkan   hasil   atas   pelaksanaan   ketcntuan   sebagaimana
dimaksud dalani Diktum KETIGA.

Kepada   Camat   dan   anggota   Forum   Komunikasi   Pimpinan
Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat
Kecamatan  dan  Kepala Desa/ Kelurahan  se-Kabupaten  13oyolali
dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa) , Bhayangkara
Pembin a        Ke aman an        dan         Ket€ rtiban        Masyarakat
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(Bhabinkamtibmas)  di  wilayah  masing-masing  agar  melarang
setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDELAPAN :    Kepada   Kepolisian   Resort   Boyolali,   Komando   Distrik   Militer
0724/Bo.yolali,      dan     Ke.i'aksaan      Negeri     Boyolali     beserta
jajarannya   untuk   mendukung  dan   mengawasi   pelaksanaan
Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.

KESEMBILAN  :  Kepada   seluruh   pemangku   kepentingan   dalarn   penanganan
Covid-19    dan    seluruh    clemen    masyarakat    di    Kabupaten
Boyolali  agar  melaksanakan  pengetatan  aktivitas  dan  edukasi
dengari prinsip sebagai berikut:

a. Covid-19  paling  menular  pada  kondisi  tertutup,  pertemuan
pertemuan   panjang   (1ebih   dari   15   menit),   interaksi  jarak
dekat,  keramaian,  aktivitas  dengan  bernapas  kuat  misalnya
bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakal masker
seperti pada saat makan bcrsama;

b. penggunaan   masker  dengan   benar   dan   konsisten   adalah
protokol  kesehatan  paling  minimal  yang  harus  diterapkan
setiap orang;

c. mencuci  tangan  dcngan  sabun  atau  hand  sarrirfu.zer  secara
berulang terutama  setelah  menyentuh  benda yang disentuh
orang   lain   (sepcrti   gagang  pintu   atau   pegangan   tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih balk, akan lebih melindungi (sebagai
contoh  masker  bedah  sekali  pakai  lebih  balk  dari  masker
kaln,  dan  masker  N95  lebih  baik  dari  masker  bedah).  Saat
ini,  penggunaan  masker  sebanyak  2  (dua)  lapis  merupakan
pilihan  yang  balk.   Masker  sebailmya  perlu  diganti  setelah
digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan       protokol       kesehatan       dilakukan       dengan
mempertimbangkan faktor ventilasi udara,  durasi,  dan jarak
interaksi,    untuk    meminimalisir    risiko    penularan    dalam
beraktivitas;

f.  pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   beraktivitas   dari   rumah   saja,   dan   berinteraksi   hanya
dengan orarig-orang yang tinggal serumah;

2)   jika   harus   meninggalkan   rumah,   maka   harus   selalu
mengupayakan   jarak   minimal   2    (dua)   meter   dalam
berinterak si       d e ngan       orang       lain.        M e ngu rangi /
menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal
serumali; dan

3)   mensosialisasikan   berbagal   petunjuk   visual   di   tempat
umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
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9. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1)   jika     harus     berinteraksi     dengan     orang     lain     atau

menghadiri   suatu   kegiatan,   dilakukan   dengan   durasi
yang singka.t untuk mengurangi risiko penularan; dan

2)   dalam   perkantoran   dan   situasi   berkegiatan   lalnnya,
penjadwalan     dan     rotasi     dapat     membantu     untuk
mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1)   berkegiatan  di  luar  ruangan  memiliki  risiko  penularan
yang jauh  lebih  rendah  dibandingkan di  dalam ruangan;
dan

2)   ruangan    harus    selalu    diupayakan    untuk    memiliki
ventilasi udara yang balk.  Membuka pintu, jendela dapat
dilakukan   untuk  mengurangi  risiko  penularan.   Dalam
kondisi  pintu  atau jendela tidak dapat  dibuka,  maka air
purifler dengan  HI.gh EJffict.erLcg Pcirh.ouzcife AI.r (HEPA)  filter
dapat digunakan di dalam ruangan.

i.  dalam kondisi penularan  sudah meluas di komunitas,  maka
intcrvcnsi   yang   lchih   kc:tat   dengan   mcmbatasi   mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j.   Kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan   Kabupaten   Boyolali  agar
melakukan:

1)    penguatan     3T     (festr.ng,     trczc{.ng,     freatmenf)     dengan
ketentuan:

a)  Test[.ng   terus   ditingkatkan    mencapal    minimal    141
(seratus   empat   puluh   satu)   penduduk   per   minggu
sampal  post`ti`L„.fg  rate  kurang  dari  5°/o.   Testi.ng  perlu
terus  ditingkatkan  untuk  suspek,  yaitu  mereka  yang
bergejala, dan juga pada kontak erat;

b) Tract.ng perlu dilakukan sampan mencapai lebih dari  15
kontak   erat   per   kasus   konfirmasi.   Karantina   perlu
dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.
Setelah     diidentifikasi    kontak    erat    harus     segera
diperiksa  (eutru-fesf)  dan  karantina  perlu  dijalankan.
Jika  hasil  pemeriksaan  positif  maka  perlu  dilakukan
isolasi.   Jika   hasil   pemeriksaan   negatif  maka   perlu
dilanj.utkan karantina.  Pada hari ke-5 karantina,  perlu
dilakukan     pemeriksaan     kembali     (edit-test)     untuk
melihat  apakah  virus  terdeteksi  setelah/selama  masa
inkubasi.  Jika  negatif,  maka  pasien  dianggap  selesai
karantina; dan

c)  7teafmerif    perlu     dilakukan     dengan     komprehensif
sesuai   dengan   berat   gejala.   Hanya  pasien   bergejala
sedans,  berat,  dan  kritis yang perlu  dirawat  di rumah
sakit.   Isolasi   perlu   dilakukan   dengan   ketat   untuk
mencegah penularan.
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2)   melakukan  percepatan  vaksinasi  sesuai  kewenangannya
untuk  melindungi  sebanyak  mungkin  orang  dan  upaya
ini  dilakukan  untuk  menurunkan  laju  penularan  serta
mengutamakan  keselamatan  mereka yang rentan  untuk
meninggal    (seperti    lansia,    orang    dengan    komorbid)
mc.ngingat   kapasita.a   fasilitds   kcsehalari   di   Kabupaten
Boyolali yang terbatas  dan  dampak jangka panjang dari
infeksi Covid-19.

KESEPULUH  :    a.  Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

1)   mengoordinasikan      dan      melaksanakan      penyaluran
bantuan    sosial    serta   jaring    pengaman    sosial   yang
bersumber  dari  APBN,  APBD  Provinsi  LJawa  Tengah  dan
APBD   Kabupaten   Boyolali,   maupun   dari   sumber   lain
yang  sah  kepada  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  yang
berhak menerima; dan

2)   melakukan  sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari
pusat dengan bantuan  sosial yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada    Kepala    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    Desa
Kabupaten  Boyolali  agar  melakukan  percepatan  penyaluran
dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BL'l`-DD) dengan:

1)    Mendorong      Pemerintah      Desa      untuk      menetapkan
Peraturan   Desa   mengenal   APBDesa,   pengesahan   data
KPM    oleh    pemerintah    Desa,    perekaman    Data    KPM
penerima   BLT-DD    pada   Om-SPAN    sesuai   ketentuan
peraturan perundang-undangan ; dan

2)   Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan
KPM,  dan  menindaklanjuti dengan  pelaksanaan  BLT-DD
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.  Kepada    Kepala    Satpol     PP    Kabupaten    Boyolali    untuk
mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

1)    Peningkatan   ups.ya   untuk  mencegah   dan   mcnghindari
kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara
tegas yang dilaksanakan oleh  aparat  keamanan  (Satuan
Polisi     Pamong     Praja,     Kepolisian     Negara     Republik
Indonesia  dan   melibatkan  Tentara  Nasional  Indonesia)
melalui operasi yustisi;

2)   Di    dalam    pelaksanaan    penegakan    hukum    protokol
kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud
pada  poin  1)  agar  melibatkan  tim  dari  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di  tempat
pelaksanaan operasi  untuk melakukan  ropi.cZ test arrfu.gen
t€rhadap    pelaku    pelanggaran    yang    terjaring    dalam
operasi yustisi  disamping dapat dikenakan  sanksi denda
administratif    dan    sanksi    lalnnya    sesual    peraturan
perundang-undangan.
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d. Kepada   Kepala   Dinas   Pemuda   Olahraga   dan   Pariwisata
Kabupaten  Boyolali  dan  instansi  terkalt  sesuai  kewenangan
a8ar:

1)  memastikan     pelaku     usaha    warung    makan/warteg,
pedagang   kaki   lima,    1apak   jajanan/angkringan   dan
sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam
Instruksi  Bupati  ini  serta  melakukan  pengawasan  dan
pembinaan dalam hal teljadi pelanggaran; dan

2)  melakukan    pengawasan    dan    melaporkan    hasil   atas
pelaksanaari   ketentuan   sebagaimana  dimaksud   dalam
Diktum KEDUA huruf k.

Kepada      Sekretaris      Daerah      Kabupaten      Boyolali      agar
mengoord in asikan        mekanisme        p e nganggaran        untu k
pelaksanaan    Perpanjangan   PPKM    Level   3   akibat   Pandemi
Covid-19   yang   bersumber   dari   APBN,   APBD   Provinsi   Ja.wa
Tengah  dan  APBD  Kabupaten  Boyolali  maupun  sumber  lain
yang sah.

KEDUABELAS:   a. Dalam  hal  Camat  dan  Kepala  Desa/Kelurahan  yang  tidak
melaksanakan   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   dalam
Instruksi Bupati ini, maka:

1)   Bagi  Carnat,  Kepala  Kelurahan  dikenakan  sanksi  sesual
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   53   Tahun   2010
tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil;

2)   Bagi    Kepala   Desa   dikenakan    sanksi   sesual   dengan
Peraturan    Boyolali    Nomor    22    Tahun    2016    tentang
Pengangkatan      dan      Pemberhentian      Kepala      Desa
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Boyolali
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Boyolali  Nomor  22  Tchun  2016  tentang  Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA  huruf  c  poin  4),   huruf  e  dan  huruf  f  yang  tidak
melaksanakan     ketentuan     sebagalmana     diatur     dalam
Instruksi  ini  dikenakan  sanksi  administratif sampai  dengan
penutupan  usaha  sesual  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

c. Setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi  yang  melakukan
pelanggaran   dalam   rangka  pengendalian   wabah   penyakit
menular berdasarkan:

1)    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  212  sampai
dengan Pasal 218;

2)   Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1984   tentang  Wabah
Penyaklt Menular;

3)   Undang-Undang      Nomor      6      Tahun      2018      tentang
Kekarantinaan Kesehatan;
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4)   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Boyolali  Nomor  4  Tahun
2013  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana
Di Kabupaten Boyolali; dan

5)   Pera.turan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagai Upaya Pencegahan  dan  Pengendalian
Cororia    VI.rus    D±.seczse    20J9    di    Kabupaten    Boyolali
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali  Nomor 08 Tahun  2021  tentang  Perubahan Atas
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagal  Upaya Pencegahan dan  Pengendalian
Coro7m Vt."s Di.sease 20J 9 di Kabupaten Boyolali; serta

6)   ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang
terkalt.

KETIGABELAS     :  Hal-hal   yang   belum    diatur   da]am    Instruksi   13upati    ini,
sepanjang    terkalt    kebijakan    daerah    yang    mendukung
penca.paian  tujuan penerapan  Perpanjangan  PPKM  Level 3  di
Kabupaten      Boyolali      tetap      dapat      dilaksanakan      dan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkalt.

KEEMPATBELAS :  Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21  September
2021 sampai dengan tanggal 4 0ktober 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 2`  September 2021

disarnpaikan kepada Yth. :
1.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4.  Pertin88al.

KomDleks  Perkantoran TerDadu  KabuDaten  Bovolali
Jl.  Merdeka  Barat  TeleDon /0276) 321021.  Fax (0276` 321172. website www.bovolali.co.id

Kemiri.  Bovolali  57321.  Provinsi Jawa Tenaah
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BUPATI    BOYOLALI

SURAT EDARADr

NOMOR..3tx?/.I.S.Z.9.!.EE.I.2g.2.I.

TENTANG

PBRPAN.ANGAN
PBMBERLAKUAN PBMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERIIASIS MIKRO

DAN MENcopTIMALKAN posKo PENANGANAN coJtoJ\zA tnt/s z}7sEASE 2oJ g
TINGKAT DESA DAN KBLURAIIAN UNTUK PENGENDALIAN PENYBBARAN

cORO^z4 tmus D7sEASE 20] 9 DI KABupATEN BoyoLALI

Dasar:

1. Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Republik   Indonesia  Nomor   12   Tahun   2021
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko  Penanganan  Corora  Vt.rus  D].sease  20J9  Di
Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk   Pengendalian  Penyebaran   Corona   Vt.n/s
lfisecrse 2019.,

2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan    Hukum    Protokol    Kesehatan    Sebagal    Upaya   Pencegahan    dan
Pengendalian  Cororm  Vi."s  D1.sease  20J 9  di  Kabupaten  Boyolali  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati Boyolali  Nomor  08 Tahun  2021  tentang
Perubahan  Atas   Peraturan   Bupati   Boyolali   Nomor  49   Tahun   2020   tentang
Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Cororm VI.ms Disease 20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan  dengan  adanya  peningkatan  jumlah  kasus  aktif  Covid-19,
peningkatan angka kematian karena Covid-19 dan penurunan angka kesembuhan
pasien   Covid-19,  dan peningkatan jumlah tingkat keterisian Tempat Tidur Isolasi
dan  Tempat Tidur  JCU di  Rumah  Sakit  rujukan  Covid-19  di  Kabupaten  Boyolali,
maka  perlu  langkah-langkah  antisipasi  dan  mempersiapkan  upaya  pengendalian
terhadap  dampak yang  ditimbulkan  sebagai  akibat  adanya  hari  libur/hari  libur
nasional tahun 2021  bersamaan  dengan pelembagaan  Perilaku  Hidup Bersih dan
Sehat   (PHBS)    dengan   menerapkan   adaptasi   kebiasaan    baru    dalam   hidup
berdampingan    dengan    Covid-19.     Guna    meningkatkan    hasil    pengcndalian
penanganan   Covid-19,   kedisiplinan   dan   pengetatan   dalam  penerapan   protokol
kesehatan  serta  untuk  memutus  mata  rantai  penyet)aran  Covid-19,  dipandang
perlu  mempelpanjang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat di tingkat
Kabupaten  bersamaan  dengan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat
Berbasis  Mikro  dengan  cakupan  wilayah  di  tingkat  Desa/Kelurahan  sampai  ke
tingkat  Rukun Tetangga (RT)  berdasarkan  kriteria zonasi yang akan  menentukan
skenario  pengendalian  penanganan  Covid-19  di  lingkungan  RT  setempat,  maka
berkenaan   dengan   hal   tersebut   kepada   seluruh   komponen   masyarakat   di
Kabupaten Boyolali disampalkan hal-hal sebagai berikut:



1.   Melakukan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro
yang  selanjutnya  disebut   PPKM   Mikro  terhadap  kegiatan  masyarakat  yang
berpotensi  menimbulkan  penularan  Covid-19  sampai  dengan  tingkat  Rukun
Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah ;

2.   Kriteria  zona.si  pengendalian  wilayah   sebagalmana  dimaksud  pada  angka.   I
berlaku sampal di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
a. Zona  Hijau  dengan  kriteria  tidak  ada  kasus  Covid-19  di  satu  RT,  maka

skenario pengendalian  dilakukan dengan  surveilans aktif,  seluruh  suspek di
tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. Zona  Kuning  dengan  kriteria jika  terdapat  1  (satu)  sampal  dengan  2  (dua)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu  RT selama 7  (tujuh)  hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan  kontak  erat,  lalu  melakukan  isolasi  mandiri  untuk  pasien  positif
dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona  Oranye  dengan  kriteria jika  terdapat  3  (tiga)  sampai  dengan  5  (lima)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7  (tujuh)  hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan  kontak  erat,  lalu  melakukan  isolasi  mandiri  untuk  pasien  positif
dan  kontak  erat  dengan  pengawasan  ketat,  serta  menutup  rumah  ibadah,
tempat bermaln anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d. Zona  Merah  dengan  kriteria jika terdapat  lebih  dari  5  (lima)  rumah  dengan
kasus konfirmasi positif dalaln satu  RT selama 7  (tujuh)  hari terakhir,  maka
skenario    pengendalian    adalah    pemberlakuan    PPKM    tingkat    RT    yang
mencakup:
1)   Menemukan ka.sus suspek dan pelacakan kontak erat;
2)   Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3)   Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya

kecuali sektor esensial;
4)    Melarang kerumunan lebih dari 3  (tiga) orang;
5)    Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;

dan
6)   Meniadakan    kegiatan    sosial    masyarakat    di    lingkungan    RT    yang

menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3.   Pelaksanaan  PPKM  Mikro  dilakukan  melalui  koordinasi  antara  seluruh  unsur

yang    terlibat,    mulai    dari    Ketua    RT/RW,    Kepala    Desa/Lurah,    Satuan
Perlindungan    Masyarakat    (Satlinmas),    Bintara    Pembina    Desa    (Babinsa),
Bh aya n gkara        Pembin a        Keaman an        dan        Ketertiban        M asyarakat
(Bhabinkamtibmas),   Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  Tim  Penggerak
Pemberdayaan     Kesejahteraan     Keluarga    (PKK),     Pos    Pela.yanan     Keluarga
Berencana   Kesehatan   Terpadu   (Posyandu),   Dasawisma,   Tokoh   Masyarakat,
Tokoh  Agama,  Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,  Penyuluh,   Pendamping,  Tenaga
Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

4.   Mekanisme  koordinasi,   pengawasan  dan  evaluasi  pelaksanaan  PPKM   Mikro
dilakukan  dengan  mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  Pos  Komando  (Posko)
tingkat  Desa dan  Kelurahan.  Posko  Kecamatan  agar  meningkatkan  peran  dan
fungsinya di dalam melaksanakan  supervisi dan  pelaporan  Posko tingkat  Desa
dan Kelurahan;



5.   Posko   tingkat   Desa  dan   Kelurahan   sebagaimana  dimaksud   pada  angka  4
adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat
Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaltu:
a. Pencegahan;
b. Penanganan;
c.  Pembinaan; dan
d. Pendukung    pelaksanaan    penanganan    Covid-19    di    tingkat    Desa    dan

Kelurahan.
6.   Dalam  melaksanakan   fungsi   sebagaimana  dimaksud   pada  angka  5,   Posko

tingkat   Desa  dan   Kelurahan  berkoordinasi  dengan   Satgas  Covid-19  tingkat
Kccamatan,    Kabupaten,    Provinsi,    Tentara    Nasional    Indonesia    (TNI)    dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas
Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalarn Negeri;

7.   Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan
dibebankan  pada  anggaran  masing-masing  unsur  Pemerintah  sesual  dengan
pokok  kebutuhan sebagai berikut:
a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung

dari  sumber  pendapatan  Desa  melalui  Anggaran    Pendapatan  dan  Belanja
Desa (APBDes);

b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten;

c. Kebutuhan terkait  Babinsa/13ha.binkamtibmas dibebankan kepada anggaran
TNI/POLRI;

d. Kebutuhan   terkait   penguatan   testr.rig,   froa.ng   dan   Crecitmerit   dibebankan
kepada      anggaran      Kementerian      Kesehatan      atau      Badan      Nasional
Penanggulangan Bencana Kabupaten ; dan

e. Kebutuhan   terkait   dengan   bantuan   kebutuhan   hidup   dasar   dibebankan
kepada   Anggaran    Badan    Urusan    I,ogistik    (Bulog)/Kementerian    BUMN,
Kementerian      Sosial,      Kementerian      Perindustrian,      dan      Kementerian
Keuanganserta APBD Provinsi/ Kabupaten.

8.   Posko    tingkat  Desa  diketuai  oleh  Kepala  Desa  yang  dalam  pelaksanaannya
dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lalnnya dan Posko tingkat Kelurahan
diketuai  oleh  Lurah  yang  dalam  pelaksanaannya  dibantu  Aparat  Kelurahan,
dan  kepada  masing-masing  Posko  baik  Posko  tingkat  Desa  maupun  Posko
tingkat  Kelurahan  juga  dibantu  oleh  Satlinmas,  Babinsa,  Bhabinkamtibmas,
Tokoh   Masyarakat,   Tokoh   Agama,   Tokoh   Adat,   Tokoh   Pemuda,   Penyuluh,
Pendamping.   Tenaga   Kesehatan   dan   Karang   Taruna   yang   ditetapkan   oleh
Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;

9.   Bagi  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Boyolali
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Memastikan  bahwa  di  setiap  Desa/Kelurahan  di  Kabupaten  Boyolali  telah

terbentuk   Satgas   Penanganan    Covid-19    sampal   ke   tingkat   RT   dalam
pelaksanaan PPKM Mikro;

b.Mitigasi    terkait    kesiapan    lokasi    untuk    karantina/isolasi    mandiri    di
Desa/Kelurahan  bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi  positif Covid-19
tanpa  gejala  dengan  usia  di  atas  45  (empat  puluh  lima)  tahun  agar  dapat
mencegah penyebaran/penularan Covid-19; dan

c. Memerintahkan   Kepala   Desa   se-Kabupaten   Boyolali   untuk   melaporkan
kegiatan   Posko   tingkat   Desa  maupun  dalam  mengoperasionalkan   Satgas
tingkat RT kepada Satgas  Penanganan  Covid-19  Kabupa.ten  Boyolali dengan



tembusan    kepada   Kepala   Dinas   Pemberda.yaan    Ma.syarckat   dan    Desa
Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulalnya Surat Edaran ini
sampai dengan tanggal  14 LJuni 2021.

10. Perpanjanganan  PPKM  Mikro  dilakukan  bersamaan  dengan  PPKM  Kabupaten
yang  pengaturannya mcliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Bagi   Kepala  Dinas  Pendidikan  dan   Kebudayaan   Kabupaten  Boyolali  agar

melakukan   pengaturan   pelaksanaan   kegiatan   belajar   mengajar   sesuai
petunjuk  teknis  dari  Kementerian  terkait  dengan  memperhatikan  kriteria
zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku untuk kegiatan
belajar  mengajar  pada  satuan  pendidikan  (Madrasah  lbtidaiyah,  Madrasah
Tsanawiyah,   dan   Madrasah   Aliyah)    di   lingkungan   Kementerian   Agama
Republik Indonesia di Kabupaten Boyolali;

c. Bagi   Kepala   Dinas   Koperasi   dan   Tenaga  Kerja   Kabupaten   Boyolali   agar
melaksanakan:
1)   Pemantauan     untuk     memastikan     kepatuhan     perusahaan     dalam

melaksanakan   penerapan   protokol   kesehatan   secara   lebih   ketat   dan
melakukan    pengaturan    lebih    lanjut    teknis    pelaksanaan    kegiatan
operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan
kegiatan  masyarakat  sesuai  lnstruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor  12 Tahun 2021; dan

2)   Koordinasi  dalam  rangka  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  masuknya
Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  wilayah  Kabupaten  Boyolali  dengan
Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.

d. Kepada  Perusahaan   sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  angka   1)  yang
meliputi   BUMN/BUMD,   Perusahaan   Swasta   Nasional/Perusahaan   Swasta
Asing/usaha   Perbankan   Swasta   termasuk   BPR   dan/atau    usaha   LJasa
Keuangan   lainnya  wajib   mematuhi  ketentuan  pemberlakuan   pembatasan
kegiatan    masyarakat   sesual   lnstruksi    Menteri   Dalam   Negeri   Republik
Indonesia Nomor  12 Tahun  2021 ;

e. Untuk    sektor    esensial    seperti,    kesehatan,    bahan    pangan,    makanan,
minuman,     energi,     komunikasi     dan     teknologi     informasi,     keuangan,
perbankan,     sistem     pembayaran,     pasar     modal,     logistik,     perhotelan,
konstruksi,  industri  strategis,  pelayanan  dasar,  utilitas  publik,  dan  industri
yang  ditetapkan  sebagal  objek vital  nasional  dan  objek  tertentu,  kebutuhan
sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat
beroperasi    100°/a   (seratus   persen)    dengan   pengaturan   jam   operasional,
kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

f.  Melakukan pengaturan pemberlal{uan pembatasan:
1)   Kegiatan restoran/rumah makan/care (makan/minum di tempat)  sebesar

50%  (lima  puluh  persen)  dan  untuk  layanan  makanan  melalui  pesan-
antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih  ketat;

2)   Jam  operasional  untuk  pusat  perbelanjaan/super  market/mini  market
sampai  dengan  pukul 22.00 WIB  dengan  penerapan   protokol  kesehatan
secara lebih ketat;

3)   Operasional   angkringan/pedagang   kaki   lima   (PKL)   wajib   menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;



4)   Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
a) Pembatasan  jumlah  pengunj.ung  maksimal  50%  (lima  puluh  persen)

dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul  16.00
WIB dengan penerapan protokol kesc.hatan secara lebih ketat;

b) Usaha  pariwisata  lainnya  seperti  tempat  hiburan,   karaoke,  warnet,
game  online,   tempat  olah  raga  dan  kegiatan  usaha  sejenis  lainnya
dibatasi   jam   operasional    sanipal   dengan   pukul   22.00   WIB   dan
pembatasan  jumlah  pengunjung  maksimal  50°/o  (lima  puluh  persen)
dari  kapasitas  normal  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara
lebih ketat.

5)   Kepala  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Boyolali  dan
Kepala Dinas Pemuda. 01ahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar:
a) Memerintahkan  pengelola/penanggungjawab usaha untuk membentuk

dan  mengoptimalkan  fungsi  Satuan Tugas  Penanganan  Covid-19  pada
unit  usahanya  dalam  penerapan  disiplin  protokol  kesehatan  secara
lebih ketat;

b) Melakukan  monitoring  dan  pengawasan  secara  lebih  intensif  untuk
memastikan      kepatuhan     pelaku/pengelola     usaha     sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf  f   poin    1)   sampai   dengan   poin   4)   dalam
menerapkan   kapasitas,   jam   operasional   dan    penerapan    protokol
kesehatan      yang      hasilnya      menjadi      dasar      pembinaan      bagi
pelaku / pengelola usaha.

9. Mengijinkan    tempat    ibadah    untuk    dilaksanakan    dengan    pengaturan
pembatasan  kapasitas  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dengan  penerapan
protokol kesehatan  secara lebih ketat,  kecuali tempat ibadah yang berada di
lingkungan  RT yang  masuk  Zona  Oranye  dan  Merah  harus  ditutup  sampai
dengan  berubahnya  kriteria  zonasi  lingkungan  RT  setempat  menjadi  Zona
Kuning atau Hijau;

h.Kegiatan    fasilitas    umum    yang    berpotensi    menimbulkan    kerumunan
dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Bupati Boyolali  Nomor 49 Tahun  2020
tentang   Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol   Kesehatan
Sebagai  Upa.ya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Cororia  VI.7Tts Dt.secise  20J 9 di
Kabupaten   Boyolali   sebagaimana  telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati
Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan
Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian
Coronfz VI.r!|s Di.sease 20J 9 di Kabupaten Boyolali berkenaan dengan kegiatan
tersebut;

i.  Kegiatan     penyelenggaraan     kesenian     yang     berpotensi     menimbulkan
kerumunan  ditangguhkan  sementara karena tingkat  penyebaran/penularan
Covid-19   yang   menunjukkan   kecenderungan   meningkat   sampai   dengan
ditetapkannya    petunjuk    pelaksanaan    kegiatan    dimaksud    berdasarkan
peraturan perundang-undangan ;

j,  Dikecualikan   penyelenggaraan   kegiatan   semi   sebagai   satu   kesatuan
ranghaian penyelenggaran hajatan dengan ketentuan sebagal berikut:
1)   Hanya diizinkan  kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya

di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona mjau dan Zona Kuning;
2)   Pada lingkungan  RT zona kuning,  maka warga yang terkonfirmasi positif

Covid-19  beserta  keluarga  dan  kontak  eratnya  tidak  dibenarkan  hadir
dan mengikuti kegiatan penyelenggaraan hajatan;



3)   Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (mantzt/rigunczhah mcirifu)  dan
hajatan   khitanan   yang   diselenggarakan   dengan   model   driue   tJint
dan/atau sistem air mengalir (bang/(. miz!) dan dilarang menyediakan
meja dan ]mrsi tabu serta tamu undangan dilarang makan ditempat
hajatan  guna  menghindari  kontak  fisik  sebagai  akibat  berkumpulnya
banyak orang atau kerumunan orang;

4)   Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan  kesenian dengan  ketentuan
pekerja semi menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan
melakukan  kontak  fisik  dengan  pengisi  acara  lalnnya  maupun  tamu
undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah balk
waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan
selesai);

5)   Tata   cara   penyelenggaraan   hajatan   berpedoman   pada   Surat   Edaran
S atu an        Tugas        Pe n angan an        Covid -19        Kabu p ate n        Boyolali
Nomor:   180/ 1434/5.5/Tahun  2021   Tentang  Panduan  Penyelenggaraan
Hal.atan   Dalam   Masa   Pandemi   Covid-19   Dengan   Penerapan   Protokol
Kesehatan  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Masyarakat  Yang  Produktif Dan
Aman  Covid-19  Sesual  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat Berbasis  Mikro
Di Kabupaten Boyolali;

6)   Seluruh     taliapan     penyelenggaraan     hal.atan     dilaksanakan     dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

7)   Kepada   Kepala   Satpol   PP   Kabupaten   Boyolali   agar   mengoordinasikan
peningkatan     penegakan     hukum     terhadap     pelaku     pelanggaraan
pelaksanaan  hajatan yang tidak  sesuaj dengan  ketentuan  dan  tata cara
sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Edaran  sebaLgaimana  dimaksud  pada
angka 5) dan diproses serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan     disamping     terhadap     pelaku     pelanggaran
diwajibkan melaksanakan  rapt.c! test cmtt.gerL

k. Mengijinkan  kegiatan  konstruksi  beroperasi   100°/a  (seratus  person)  dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan
instansi      terkait      agar      melakukan      pengaturan      dan      memerintahkan
pengelola/penanggungjawab    fasilitas    umum/tempat    wisata/taman    untuk
melaksanakan  pengetatan  protokol  kesehatan  dalam  kegiatan  masyarakat  di
fasilitas umum/ tempat wisata/ taman ;

12. Mengatur  kegiatan  koordinasi  terkalt  kedinasan  yang  sifatnya  mendesak  dan
tidak  dapat  dihindarkan  melibatkan  paling  banyak  50°/o  (lima  puluh  persen)
dari   kapasitas   tempat/ruang   yang   digunakan   untuk   kegiatan   koordinasi
kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

13. Mengatur kegiatan  penyaluran  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  melalui  Kantor
Pos  dilaksanakan  secara.  bertahap  dengan  ketentuan  setiap  tahap  melibatkan
paling  banyak  30  (tiga  puluh)   orang  dengan  penerapan  protokol  kesehatan
secara lebih ketat;

14. Untuk   mencegah   terjadinya   peningkatan    penularan    Covid-19    pada   harl
libur/hari libur nasional tahun 2021, maka dilakukan kegiatari pemantauan,
pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. Kepala    Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan    dan    Desa/Kelurahan,    Instansi

Vertikal  di  Daerah,  BUMN  dan  BUMD,  TNI,  POLRI,  di  Kabupaten  Boyolali
untuk   melakukan   sosialisasi   terkait   dengan   PPKM   Mikro   kepada  warga
masyarakat  dan  karyawan/karyawati  di  lingkungan  keijanya  dan  apabila



terdapat  pelanggaran,   maka  dilakukan  pcmberian   sanksi   sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.Dalam     hal     masyarakat     yang     akan     melakukan     perjalanan     lintas
Provinsi/Kabupaten/Kota    wajib    memiliki    dan    menunjukkan    dokumen
administrasi  perjalanan  tertentu  sebagaimana  telah  diatur  oleh  Pemerintah
yang meliputi:
1)   Dokumen  hasil  tes  Rr+]CR/rapt.c!  test  ciritigen/tes  CieIVose  CJ9  dengan

hasil negatif yang masih berlaku dalam 24 jam terakhir;
2)  Surat  izin  peljalanan yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Desa/Lurah  dengan

tanda  tangan  basah/tanda  tangan  elektronik  dan  identitas  diri  calon
pelaku perjalanan;

c. Dalam   hal   terdapat   masyarakat   yang   melakukan   perjalanan   tertentu
sebagaimana  dimaksud  pada  huruf b  yang  tidak  memiliki  dan  tidak  dapat
menunjukkan    dokumen    administrasi   perjalanan    tertentu    sebagaimana
dimaksud  pada poin  1)  dan  poin  2)  huruf b,  maka pelaku  perjalanan  wajib
melaksanakan  karantina mandiri  selana 5x24 jam dan  Kepala Desa/Lurah
melalui   Posko    Desa/Kelurahan   menyiapkan   tempat   karantina   mandiri
dengan   penerapan   protokol   kesehatan   yang   ketat   dan   biaya   karantina
dibebankan    kepada    masyarakat    yang    melakukan     perjalanan    lintas
Provinsi/ Kabupaten/ Kota tersebut;

d. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan Kepala Satpol PP
Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan
terhadap  perjalanan  orang  pada  Posko  check  pot.ut  di  wilayah  Kabupaten
Boyolali bersama dengan TNI dan POLRI sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Seluruh     Satuan     Perlindungan     Masyarakat     (Satlinmas),     dan     Badan
Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD),  serta Pemadam  Kebakaran untuk
meningkatkan    kesiapsiagaan    dan    terlibat   aktif   dalam    mencegah    dan
mengatasi   aktivitas   publik   yang   dapat   mengganggu   ketenteraman   dan
ketertiban  masyarakat,   berkumpul/kerumunan   massa  di  tempat  fasilitas
umum,  fasilitas  hiburan  (pusat  perbelanjaan  dan  restoran),  tempat  wisata,
dan fasilitas ibadah  serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang
berpotensi  menimbulkan  bencana  alam  (banjir,  gempa,  tanah  longsor,  dan
gunung meletus);

f.  Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 13oyolali, Kepala Dinas Ketahanan
Pangan     Kabupatcn     Boyolali,     dan     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan
Perindustrian  Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif
untuk   menjaga   stabilitas   harga   (terutama.   harga   bahan   pangan)    dan
ketersediaan  bahan  pangan  serta  memastikan  kelancaran  distribusi  bahan
pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

15. Kepada Kepala Satpol  PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan  hal-hal
sebagai berikut:
a. Peningkatan   upaya   untuk   mencegah   dan   menghindari   kerumunan   baik

dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan
hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi
Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara
Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;

b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi
yustisi sebagalmana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas
Kesehatan    Kabupaten    Boyolali    atau    tim    dari    Puskesmas    di    tempat
pelaksanaan operasi untuk melakukan nqpid test aritigen terhadap pelalni



pelanggaran   yang   tedaring   dalam   operasi   yustisi   disamping   dapat
dikenakan  sanksi  sosial  atau   sanksi  denda  sesual  peraturan  perundang-
undangan.

16. Kepada   Kepala   Dinas    Kesehatan    Kabupaten    Boyolali   agar   menyediakan
kebutuhan  sarana  prasarana  pelaksanaan  rtipzcz  test  dan  mengoordinasikan
RSUD   maupun   RS   Swasta  atau   Puskesmas   se   Kabupaten   Boyolali  dalam
mengirimkan Tim pelaksana festt.rig dengan rapt.c! test dalaln setiap pelaksanaan
operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala
Satpol PP Kabupaten Boyolali;

17. Kepada   seluruh   Kepala   Perangkat   Daerah   dan   Pimpinan   lnstansi  Vertikal,
BUMN/BUMD,    Kepala   Desa/Kelurahan   agar   melaporkan   langkah-1angkah
tindak  lanjut  pelaksanaan  perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat  di  tingkat  Kabupaten  dan  PPKM  Mikro  pada lembaga/instansinya
kepada Bupati Boyolali Cq.  Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu
pertama   atau   pada   tanggal   8   Juni   2021   dan   setelah   berakhirnya   masa
pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal  15 Juni 2021 ;

18. Pengaturan  perpanjangan  pemberlakuan  pembatasan  meliputi  seluruh  Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;

19.Selain    pengaturan    PPKM    Mikro    Satgas    Penanganan    Covid-19    di    semua
tingkatan baik tingkat Kabupaten,  tingkat Kecamatan dan  Satgas Penanganan
Covid-19    Desa/Kelurahan    agar    lebih    mengintensifkan    disiplin    protokol
kesehatan dengan melakukan upaya pelembagaan di dalam penerapan:
a.  5M yang terdiri dari:

1) Penggunaan masker yang baik dan benar;
2)Mencuci     tangan     menggunakan     sabun     pada     air     mengalir     atau

handsarritizer,
3) Menjaga jarak;
4) Menghindari kerumunan;
5) Membatasi mobilitas.

b. Upaya  penanganan  kesehatan  dengan   memperkuat  kemampuan   trocidng,
sistem dan manajemen frcza.rig,  perbalkan freflt7rient termasuk meningkatkan
fasilitas     kesehatan      (tempat     tidur,      ruang     ICU,      maupun      tempat
isolasi/ karantina) ; dan

c. Koordinasi  antar  daerah  yang  berdekatan  melalui  Sistem  Penanggulangan
Gawat   Darurat   Terpadu   (SPGDT)   untuk   redistribusi   pasien   dan   tenaga
kesehatan sesual dengan kewenangan masing-masing.

20. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar:
a. memerintahhan   Satgas   Penanganan   Covid-19   Kecamatan   di  wilayah

Basing-Basing    untuk    melakuken    operasi    serentak    dalam    rangka
meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;

b. apabila   diperlukan    Camat    selaku    Ketua   Satgas   Penanganan    Covid-19
Kecamatan  dapat  meminta  bantuan  Satgas  Penanganan  Covid-19  tingkat
Kabupaten untuk melaksanakan operasi yustisi di wilayahnya.

21. Kepada  Camat  se  Kabupaten  Boyolali  agar  mengoordinasikan  hal-hal  sebagal
berikut:
a.Mengantisipasi     potensi     kerumunan     yang     mungkin     terjadi     selama

pelaksanaan   PPKM   Mikro  yang  berhubungan  dengan     kegiatan  ekonomi,
pasar,    pusat   perbelanjaan,    serta   kegiatan   yang   berhubungan   dengan
keagamaan di wilayahnya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan ;



b. Mensosialisasikan    pelembagaan    Pola    Hidup    Bersih    dan    Sehat    (PHBS)
terutama  di  dalam  penerapan  5M  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  19
huruf a;

c. Pelaksana.an    operasi    serentak    bersama    Satgas    Penanganan    Covid-19
Kecamatan    masing-masing    dalaln    rangka    penegakan    hukum    untuk
meningkatkan     disiplin     dan     pengetatan     protokol     kesehatan     dengan
mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk
pelanggaran   protokol   kesehatan   dapat   mengenakan   sanksi   sosial   dan
menghindari pengenaan sanksi denda;

d. Melibatkan  Tim  pelaksana  testt.ng  dari   Puskesmas  di  Kecamatan  masing-
masing  untuk  mclakukan   ropi.cZ  test  arrfu.ge7t  terhadap  pelaku  pelanggaran
protokol   kesehatan   yang   terjaring   dalam   operasi   serentak   sebagaimana
dimaksud pada huruf c;

e. Memerintahkan  kepada  Kepala  Desa/Kelurahan  agar  melaksanakan  operasi
serentak  bersama  Satgas  Penanganan  Covid-19  Tingkat  Desa/ Kelurahan  di
wilayah  masing-masing  dan  melaporkan  hasil  pelaksanaan  kepada  Carat
setempat   serta   mengefektifkan   operasionalisasi   Satgas   /ogo   ronggo  dan
Satgas   tingkat   RT   dalarn   rangka   penegakan   disiplin   masyarakat   dalaln
mematuhi  kebijakan  Pemerintah  dalam  masa  pengetatan  disiplin  protokol
kesehatan  serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang
dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;

f.  Mclaporkan   hasil   perkembangan   penanganan   Covid-19   dan   pelaksanaan
operasi  serentak dalam masa perpanjangan  PPKM  Mikro  di wilayahnya balk
melalui  WhaLtsqup Grup  Kepala OPD  maupun  secara tertulis  kepada Bupati
Boyolali    Cq.    Sekretaris    Daerah    dan    dilengkapi    dengan    dokumentasi
pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.

22. Kepada  Kepala  Desa/Kelurahan  agar  lebih  berperan  aktif dalam  pelaksanaan
pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 dengan cara:
a. Mengoptimalkan  fungsi   Posko   Covid-19   Desa/Kelurahan   dan   Satga.s  LJogo

Tonggo serta Satgas tingkat RT;
b. Melakukan fungsi pencegahan melalui:

1)    Identifikasi titik potensi kerumunan;
2)   Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:

a) memakai masker;
b) mencuci  tangan  dengan  sabun  pada  air  mengalir  atau  menggunakan

harLdsa".tizer sesering mungkin ;
c)  menjaga jarak;
d) menghindari kerumunan; dan
e)  membatasi mobilitas
terutama di area pariwisata,  tempat  ibadah  (masjid  atau  mushala)  atau
tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;

3)   Mengijinkan   kegiatan   sosial   tingkat   rumah   tangga   yang   berpotensi
menimbulkan    kerumunan    untuk   dilaksanakan    dengan    pengaturan
pembatasan     sebesar     50°/o     (lima     puluh     persen)     dari     kapasitas
tempat/ruang  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat,
seperti   harxpttJcirL/pertemuan   rutin   lingkungan/arisen/pesta   keluarga,
dan kegiatan lain yang sejenis; dan



4)   Pembatasan     mobilitas     masuk     bagi     pendatang     dari     wilayah
Kabupaten/Kota/Ffrovinsi/Negara     lain     ke     lin9kungannya     dengan
melakulcan     sc7eem.rzg    dokumen    administrasi    pep.alanan     tertentu
sebagajmana dimaksud dalam angka 14 huruf b.

23. Terhadap  kegiatan  yang  melanggar  ketentuan  penerapali  protokol  kcsehatan
maka  kegiatan  yang diselenggarakan  dapat  dibubarhan  dan/atau  dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, malra Surat Edaran Bupati Boyolali
Nomor:   300/ 1808/5.5/2021   tentang   Perpanjangan   Pemberlakuan   Pembatasan
Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posho  Penanganan
Cororm  V3rtts  Zxsease  20J9  Tin9kat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk  Pengendalian
Penyebaran   Cororm   Vlms   JXseczse   20J9   Di   Kabupaten   Boyolali   dicabut   den
dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal  1 .hal 2021 sampal dengan  14 .uaLi
2021.

Demj]dan   Surat   Edaran   ini   dibuat   untuk   diketahui   dan   dilaksanakan
sebagaimana mcstinya.

Temt]usan, disampaikan kepada Yth. :
1.  Menteri     Dalam     Negeri     Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten BQyolali; dan
4.  Pertin88al.

KomDleks Perkantoran TerDadu KabuDaten Bovolali
Telezron /02761321021   Fax /0276` 321172  websit€

Kemiri. Bovolali 57321.  Provinsi Jawa Tenaah
Jl.  Me



•H

BUPATI    BOYOLALI

SURAT BDAEN
r`oMOR..39f?..I.rae.g.I.I:..€.I.2!.92:I...

TENTANG

PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN PENBATASAN XBGLATAN MASYARAIIAT BBRBASIS MIKR0

DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGAVAN CORO"4 VZRtJS J}7SEASE 20] 9
TINGKAT DESA DAN Eel,URAIIAN UNTUK PENGENDALIA)I PENYEBARAN

CORONA vTRus DlsRASB 2oig Di -iL\BupAnE" BcrToiAi;i

Dasar:

1. Instluksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembata§an  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro
Dan  Mengoptimalkan  Posko  Penanganan  Coroma  VI.rLts Disease 20J 9 Di Tingkat
Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona V!."s Dt'sease 20J 9;

2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.03 Tahun 2021 tentang Panduan lbadah
Ramadhan  dan  ldul  Fitri  Tahun   1442  H/2021  M  sebagaimana  telah  diubah
dengan   Surat   Edaran   Menteri   Agama   Nomor   SE.04   Tahun   2021   tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.03 Tahun 2021 Panduan
Ramadhan dan Idul Fitri Tahun  1442 H/2021 M;

3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan    Hukum    Protokol    Kesehatan    Sebagai    Upaya   Pencegahan    dan
Pengendalian Conorm Vc.nts Disease 20J 9 di Kabupaten Boyolali sebagalmana telah
diubah   dengan   Peraturan   Bupati   Boyolali   Nomor   08   Tahun   2021   tentang
Perubahan  Atas   Peraturan   Bupati  Boyolali   Nomor  49   Tahun   2020   tentang
Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagal  Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Coroun VI.rtJs Diseczse 20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang semakin
terkendali   karena  jumlah   kasus   terkonfirmasi  positif  Covid-19  yang   semakin
menurun/melandai,  maka  perlu  segera  dilakukan  pelembagaan  Perilaku  Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup
berdampingan   dengan   Covid-19,   namun   demikian   guna   meningkatkan   hasil
pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan
protokol   kesehatan   serta   untuk   memutus   mata  rantal   penyebaran   Covid-19,
dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
di  tingkat   Kabupaten  bersamaan   dengan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan
Masyarakat  Berbasis  Mikro  dengan  cakupan  wila.yah  di  tingkat  Desa/Kelurahan
sampai  ke  tingkat  Rukun  Tetangga  (RT)  berdasarkan  kriteria  zonasi  yang  akan
menentukan   skenario   pengendalian   penanganan   Covid-19   di   lingkungan   RT
setempat,   maka   berkenaan   dengan   hal   tersebut   kepada   seluruh   komponen
masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagaj berikut:



1.   Melakukan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat  Berbasis  Mikro
yang  selanjutnya  disebut  PPKM   Mikro   terhadap   kegiatan  masyarakat  yang
berpotensi  menimbulkan  penularan  Covid-19  sampal  dengan  tingkat  Rukun
Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;

2.   Kriteria  zonasi  pengendalian  wilayah  sebagaimana  dimaksud  pada  angka   1
berlaku sampai di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
a.   Zona  Hijau  dengan  kriteria  tidak  ada  kasus  Covid-19  di  satu  RT,  maka

skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di
tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b,   Zona  Kuning  dengan  kriteria jika  terdapat  1  (satu)  sampai  dengan  2  (dua)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7  (tujuh)  hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan kontak erat, 1alu  melakukan  isolasi mandiri untuk pasien positif
dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c.    Zona  Oranye  dengan  kriteria j.ika  terdapa.t  3  (tiga)  sampai  dengan  5  (lima)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh)  hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan kontak erat,  lalu  melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif
dan  kontak erat  dengan  pengawasan  ketat,  serta menutup  rumah  ibadah,
tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d.   Zona Merah  dengan  kriteria jika terdapat lebih  dari  5  (lima)  rumah dengan
kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka
skenario    pengendalian   adalah   pemberlakuan    PPKM    tingkat    RT   yang
mencakup:
1)   Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
2)    Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3)   Menutup rumah ibadah, tempat bermaln anak dan tempat umum lalnnya

kecuali sektor esensial;
4)    Melarang kerumuman lebih dari 3  (tiga) orang;
5)    Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;

dan
6)   Meniadakan    kegiatan    sosial    masyarakat    di    lingkungan    RT   yang

menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3.   Pelaksanaan  PPKM  Mikro  dilakukan  melalui  koordinasi  antara  seluruh  unsur

yang    terlibat,    mulai    dari    Ketua    RT/RW,    Kepala    Desa/Lurah,    Satuan
Perlindungan    Masyarakat    (Satlinmas),    Bintara    Pembina    Desa    (Babinsa),
Bhayangkara        Pembina        Ke amanan        dan        Ketertiban        M asyarakat
(Bhabinkamtibmas),   Satuan  Polisi  Pamong  Praj_ a  (Satpol  PP),  Tim   Penggerak
P€mt]erdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) , Pos Pelayanan Keluarga Berencana
Kesehatan Terpadu  (Posyandu),  Dasawi§ma,  Tokoh  Masyarakat, Tokoh Agama,
Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,  Penyuluh,   Pendamping,  Tenaga  Kesehatan  dan
Karang Taruna serta relawan lalnnya;

4.   Mekanisme   koordinasi,   pengawasan  dan  evaluasi  pelaksanaan   PPKM   Mikro
dilakukan  dengan  mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  Pos  Komando  (Posko)
tingkat  Desa dan  Kelurahan.  Posko  Kecamatan  agar meningkatkan  peran  dan
fungsinya di dalam melaksanakan  supervisi dan  pelaporan  Posko tingkat Desa
dan Kelurahan;

5.   Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah
lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan
Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
a.   Pencegahan;
b.   Penanganan;



c.    Pembinaan; dan
d.   Pendukung   pelaksanaan    penanganan    Covid-19    di   tingkat    Desa   dan

Kelurahan.
6.   Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat

Desa dan Kelurahan bcrkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan,
Kabupaten,  Provinsi,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional,
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;

7.   Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan
dibebankan  pada  anggaran  masing-masing  unsur  Pemerintah  sesual  dengan
pokok  kebutuhan sebagai berikut:
a.   Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung

dari  sumber  pendapatan  Desa melalui Anggaran   Pendapatan  dan  Belanja
Desa (APBDes);

b.   Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten;

c.    Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran
TNI/POLRI;

d.   Kebutuhan   terkait   penguatan   festt.ng,   troa.ng  dan   treczfment  dibebankan
kepada     anggaran     Kementerian     Kesehatan     atau     Badan     Nasional
Penanggulangan 13encana Kabupaten; dan

e.    Kebutuhan  terkait  dengan  bantuan  kebutuhan  hidup  dasar  dibebankan
kepada   Anggaran   Badan   Urusan   Logistik   (Bulog)/Kementerian   BUMN,
Kementerian     Sosial,      K€menterian      Perindustrian,      dan      Kementerian
Keuanganserta APBD Provinsi/ Kabupaten.

8.   Posko    tingkat  Desa  diketuai  oleh  Kepala  Desa  yang  dalam  pelaksanaannya
dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan
diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan
kepada masing-masing Posko  balk  Posko  tingkat Desa maupun  Posko   tingkat
Kelurahan  juga  dibantu  oleh  Satlinmas,  Babinsa,  Bhabinkamtibmas,  Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping,
Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah
sesual dengan kondisi setempat;

9.   Bagi  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Boyolali
melaksanakan hal-hal sebagal berikut :
a.    Memastikan  bahwa  di  setiap  Desa/Kelurahan  di  Kabupaten  Boyolali  telah

terbentuk   Satgas   Penanganan   Covid-19   sampai   ke   tingkat   RT   dalam
pelaksanaan PPKM Mikro;

b.   Mitigasi    terkalt    kesiapan    lokasi    untuk    karantina/isolasi    mandiri    di
Desa/Kelurahan   bagi warga masyarakat yang nekat  mudik dalam rangka
merayakan  Hari  Raya ldul  Fitri  1442  H/Tahun  2021  agar dapat  mencegah
penyebaran/penularan Covid-19; dan

c.    Memerintahkan   Kepala   Desa   se-Kabupaten   Boyolali   untuk   melaporkan
kegiatan  Posko  tingkat  Desa  maupun  dalam  mengoperasionalkan  Satgas
tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan
tembusan   kepada   Kepala   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Desa
Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini
sampai dengan tanggal  17 Mei 2021.



10. Perpanjanganan  PPKM  Mikro  dilakukan  bersamaan  dengan  PPKM  Kabupaten
yang  pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.   Bagi  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Boyolali  agar

melakukan   pengaturan   pelaksanaan   kegiatan   belajar   mengajar   sesuai
petunjuk  teknis  dari  Kementerian  terkait  dengan  memperhatikan  kriteria
zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;

b.   Bagi   Kepala  Dinas   Koperasi  dan  Tenaga  Kelja  Kabupaten   Boyolali  agar
melaksanakan:
1)   pemantauan     untuk     memastikan     kepatuhan     perusahaan     dalam

melaksanakan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat  dan
melakukan    pengaturan    lebih    lanjut    teknis    pelaksanaan    kegiatan
operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan
kegiatan  masyarakat  sesuai  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor  10 Tahun 2021; dan

2)   Koordinasi dalam rangka pelaksanaan  pengawasan terhadap  masuknya
Pekelja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  wilayah  Kabupaten  Boyolali  dengan
Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.

c.    Kepada  Perusahaan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  yang  meliputi
BUMN/BUMD,       Perusahaan       Swasta      Nasional/Perusahaan       Swasta
Asing/usaha   Perbankan   Swasta   tcrmasuk   BPR   dan/atau   usaha   LJasa
Keuangan  lainnya  wajib  mematuhi  ketentuari  pemberlalmari  pembatasan
kegiatan   masyarakat   sesual   lnstruksi   Menteri   Dalarn   Negeri   Republik
Indonesia Nomor  10 Tahun 2021;

d.   Untuk   sektor   esensial    seperti,    kesehatan,    bahan   pangan,    makanan,
minuman,     energi,     komunikasi    dan     teknologi     informasi,     keuangan,
perbankan,     sistem     pembayaran,     pasar    modal,     logistik,     perhotelan,
konstruksi,  industri strategis,  pelayanan dasar,  utilitas publik, dan industri
yang ditetapkan  sebagai objek vital nasional dan objek tertentu,  kebutuhan
sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat
beroperasi   100%   (seratus   persen)   dengan   pengaturan  jam   operasional,
kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

e.    Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1)    Kegiatan restoran/rumah makan/care (makan/minum di tempat) sebesar

500/o  (lima  puluh  persen)  dan  untuk  layanan  makanan  melalui  pesan-
antar/dibawa pulang sampal dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih  ketat;

2)   Jam  operasional  untuk  pusat  perbelanjaan/super  market/mini  market
sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan   protokol kesehatan
secara lebih ketat;

3)   Operasional  angkringan/pedagang  kaki  lima  (PKL)   wajib  menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

4)    Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
a)   Pembatasan jumlah  pengunjung maksimal  50%  (lima puluh  persen)

dari  kapasitas  normal  dan  jam  operasional  sampai  dengan  pukul
16.00 WIB dengan pcnerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b)   Usaha  pariwisata  lainnya  seperti  tempat  hiburan,  karaoke,  warnet,
game  online,  tempat  olah  raga  dan  kegiatan  usaha  se].enis  lainnya
dibatasi  jam   operasional   sampal   dengan   pukul   22.00   WIB   dan
pembatasan jumlah  pengunjung maksimal  50%  (lima puluh  persen)



dari  kapasitas normal  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara
lebih ketat.

5)   Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kepala Dinas Pemuda
Olahraga  dan  Pariwisata  agar  melakukan  monitoring  dan  pengawasan
secara  lebih  intensif  untuk  memastikarl  kepatuhan  pelaku/pengelola
usaha  sebagaimana  dimaksud  poin   1)   sampai  dengan  poin  4)  dalam
menerapkan    kapasitas,    jam    operasional    dan    penerapan    protokol
kesehatan yang hasilnya menjadi dasar pembinaan bagi pelaku / pengelola
usaha.

f.    Mengijinkan    tempat    ibadah    untuk   dilaksanakan    dengan    pengaturan
pembatasan  kapasitas  sebesar  50%  (lima puluh  persen)  dengan  penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada di
lingkungan  RT yang masuk Zona Oranye dan  Merah harus ditutup  sampai
dengan  berubahnya  kriteria  zonasi  lingkungan  RT  setempat  menjadi  Zona
Kuning atau Hijau;

9.    Kegiatan    fasilitas    umum    yang    berpotensi    menimbulkan    kerumunan
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020
tentang   Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol   Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan dan  Pengendalian  Cororm  VI.nts Dt.sease 20J 9 di
Kabupaten  Boyolali  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati
Boyolali  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati
Boyolali  Nomor 49 Tahun  2020  tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan
Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian
Cororm VI.nts Di.sease 20J 9 di Kabupaten Boyolali berkenaan dengan kegiatan
tersebut;

h.   Kegiatan semi,  sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan
diberhentikan     sementara     sampai     dengan     diterbitkannya     petunjuk
pelaksanaan    kegiatan    dimaksud    berdasarkan    peraturan    perundang-
undangan;
Dikecualikan   penyelenggaraan   kegiatan   seDi  sel]agai   satu   kesatuan
rangkaian penyelenggaran hajatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1)   Hanya diizinkan  kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya

di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan Zona Kuning;
2)    Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (mcmfu/rigundhahmcmfu) dan

hajatan khitanan yang diselenggarakan dengan model dr!tle thrt(/ sistem
air mengalir (hangq4 m€Z€)  dan dilarang menyedialran meja dan lmrsi
tamu serta tamu undangan dilarang makan ditempat   hajatan guna
menghindari  kontak  fisik  sebagai  akibat  berkumpulnya  banyak  orang
a.tau kerumunan orang;

3)   Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan kesenian dengan ketentuan
pekerja semi menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan
melakukan  kontak  fisik  dengan  pengisi  acara  lainnya  maupun  tamu
undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah baik
waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan
selesai);

4)   Tata  cara  penyelenggaraan   hajatan   berpedoman   pada  Surat   Edaran
Satu an        Tu gas        Pe n anganan        Covid -19        Kabu pate n        Boyolali
Nomor:   180/ 1434/5.5/Tahun  2021  Tentang  Panduan  Penyelenggaraan
Hajatan   Dalam   Masa  Pandemi   Covid-19   Denga.n   Penerapan   Protokol
Kesehatan  Dalam  Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan



Amen Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro
Di Kabupaten Boyolali;

5)   Seluruh    tahapan    penyelenggaraan    hajatan    dilaksanakan    dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

6)   Pelanggaraan  terhadap  ketentuan  dan  tata cara penyelenggaraan  akan
diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan     disamping     terhadap     pelaku     pelanggaran     diwajibkan
melaksanakan rapzd test czrttigen.

j.    Mengijinkan  kegiatan  konstruksi  beroperasi  100°/o  (seratus  persen)  dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan instansi terkait agar
melakukan penetapan pengaturan pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan
dalam  kegiatan  masyarakat  di  fasilitas  umum/tempat  wisata/taman  selama
Bulan Ramadhan, menjelang dan pasca Hari Raya Idul F`itri  1442 H/Tahun 2021;

12. Mengatur  kegiatan  koordinasi  terkait  kedinasan  yang  sifatnya  mendesak  dan
tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 500/o (lima puluh persen) dari
kapasitas tempat/ruang yang digunakan  untuk kegiatan koordinasi kedinasan
dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

13. Mengatur  kegiatan  penyaluran  Bantuan  Langsung Tunal  (BLT)  melalui  Kantor
Pos  dilaksanakan  secara bertahap  dengan  ketentuan  setiap  tahap  melibatkan
paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara
lebih ketat;

14. Untuk mencegah  terjadinya peningkatan  penularan  Covid-19  pada Bulan  Suci
Ramadhan  dan  menjelang  maupun  pasca  Hari  Raya Idul  Fitri  1442  H/Tahun
2021,  maka dilakukan  kegiatan  pemantauan,  pengendalian  dan  evaluasi  serta
dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a.   Kepala   Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan   dan   Desa/Kelurahan,   Instansi

Vertikal  di  Daerah,  BUMN  dan  BUMD,  TNI,  POLRI,  di  Kabupaten  Boyolali
untuk:
1)    Melakukan  sosialisasi  dan  koordinasi  peniadaan  Mudik  Lebaran  Hari

Raya  ldul   F`itri   1442   H/Tahun   2021   kepada  warga  masyarakat  dan
masyarakat perantau yang berasal maupun berada di wilayahnya; dan

2)   Apabila   terdapat   pelanggaran    terhadap   hal    tersebut    sebagaimana
dimaksud  pada  angka   1),   maka  dilakukan  pemberian   sanksi  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.   Dalam     hal     masyarakat    yang     akan     melakukan     perjalanan     lintas
Provinsi/Kabupaten/Kota   wajib    memiliki    dan    menunjukkan    dokumen
administrasi perj.alanan  tertentu  sebagaimana telah diatur oleh  Pemerintah
selama Bulan Ramadhan dari menjelang maupun pasca Hari Raya ldul Fitri
1442 H/Tahun 2021sesual ketentuan yang berlaku, meliputi:
1)   Dokumen  hasil  tes  R7`-PCR/rapt.cZ  fesf  czuti.geri/tes  GeJVose  CJ9  dengan

hasil negatif yang masih berlaku dalam 24 jam terakhir;
2)  Surat izin  peljalanan yang dikeluarkan  oleh  Kepala Desa/Lurah dengan

tanda  tangan  basah/tanda  tangan  elektronik  dan  identitas  diri  calon
pelaku perjalanan;

c.    Dalam   hal   terdapat   masyarakat   yang   melakukan   perjalanan   tertentu
sebagaimana dimaksud  pada  huruf b yang tidak memiliki dan  tidak  dapat
menunjukkan   dokumen   administrasi   peijalanan   tertentu   sebagalmana
dimaksud  pada poin  1)  dan  pain  2)  huruf b,  maka pelaku  perjalana.n waj.ib
melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam dan  Kepala Desa/Lurah



melalui   Posko   Desa/Kelurahan   menyiapkan   tempat   karantina   mandiri
dengan   penerapan   protokol   kesehatan  yang  ketat   dan   biaya  karantina
dibebankan    kepada    masyarakat    yang    melakukan    perjalanan    lintas
Provinsi/ Kabupaten / Kota tersebut;

d.   Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Boyolali  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja
Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian , pengawasan
terhadap  peljalanan  orang  pada  Posko  choc.Jc pot.ut  di  wilayah  Kabupaten
Boyolali  bersama  dengan  TNI   dan   POLRI   selama  Bulan   Ramadhan  dan
menjelang maupun  pasca  Hari  Raya Idul  Fitri  1442  H/Tahun  2021  sesuai
ketentuan yang berlaku;

e.    Seluruh     Satuan     Perlindungan    Masyarakat     (Satlinmas),     dan    Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk
meningkatkan   kesiapsiagaan   dan   terlibat   aktif   dalam   mencegah   dan
mengatasi   aktivitas   publik   yang   dapat   mengganggu   ketenteraman   dan
ketertiban  masyarakat,  berkumpul/kerumunan  massa  di  tempa.t  fasilitas
umum,  fasilitas hiburan  (pusat perbelanjaan  dan  restoran) ,  tempat wisata,
dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan menj.Clang perayaan Hari
Raya  ldul  Fitri   1442  H/Tahun  2021  serta  melakukan  antisipasi  terhadap
kondisi  cuaca yang berpotensi menimbulkan  bencana alam  (banjir,  gempa,
tanah longsor, dan gunung meletus);

f.    Dinas    Pertanian    Kabupaten    Boyolali    dan    Dinas    Perdagangan    dan
Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif
untuk   menjaga   stabilitas   harga   (terutama   harga   bahan   pangan)   dan
ketersediaan  bahan  pangan  serta memastikan kelancaran distribusi bahan
pangan dari dan ke lokasi pcnjualan/pasar;

15. Pelaksanaan ibadah di Bulan Ramadhan  1442 H/Tahun 2021, pengumpulan dan
penyaluran  zakat  fitrah,  dan  shalat  Idul  Fitri  1  Syawal  1442  H/Tahun  2021
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.    Kegiatan   ibadah   Rama.dhan   1442   H/Taliun   2021   yang  dilaksanakan   di

masjid/mushala  antara  lain  shalat  tarawih  dan  witir,  tadarus  Al-Qur'an,
iktikaf  dan   ibadah  yang  lain   dilaksanakan   di  lingkungan   RT/RW  yang
termasuk kritcria zona hijau dan zona kuning dengan ketentuan warga yang
terkonfirmasi  positif  Covid-19  beserta  keluarga  dan  kontak  eratnya  tidak
dibenarkan mengikuti kegiatan tersebut di atas;

b.   Pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah dilaksanakan dengan menghindari
kerumunan dan penyalurannya disampaikan langsung oleh panitia kepada
penerima zakat dari rumah kerumah;

c.   Takbir dilaksanakan  di masjid/mushala dan  dilarang melaksanakan takbir
kelilin8;

d.   Shalat ldul F`itri  1  Syawal  1442 H dilaksanakan di masjid dan/atau mushala
di lingkungan RT/RW setempat yang termasuk dalam kriteria zona hijau dan
zona  kuning  dengan  ketentuan  warga yang  terkonfirmasi  positif Covid-19
beserta keluarga dan  kontak  eratnya tidak dibenarkan  mengikuti  kegiatan
shalat Idul Fitri  1  Syawal  1442  H;

e.    Tidak  dibenarkan  menyelenggarakan  shalat  ldul  Fitri  1  Syawal  1442  H  di
ruang terbuka atau lapangan yang tidak dapat dijamin penjagaan jarak aman
dan menerapkan protokol kesehatan secara benar; dan



f.     Protokol  Kesehatan  secara  ketat  dalam  pelaksanaan  shalat  ldul  F`itri  1442
H/2021  M  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf d  meliputi  hal-hal  sebagai
berikut:
1)   Menyiapkan    petugas    khusus    untuk    melakukan    dan    mengawasi

penerapan  protokol  kesehatan  sejak  mulai  sampai  dengan  selesainya
kegiatan di masjid dan/atau mushala;

2)   Melakukan pembersihan dan disinfeksi di rna.sjid dan/atau mushala;
3)   Menetapkan    pintu    keluar   dan    masuk   tempat    pelaksanaan   guna

memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
4)    Menyediakan  fasilitas  cuci  tangan/sabun/ handsczriz'ti.zer di  pintu  keluar

dan masuk;
5)   Menyediakan  alat  pengecekan  suhu  di  pintu  masuk.  Jika  ditemukan

jemaah dengan suhu lebih dari 37,3°C (dilakukan pengecekan sekali lagi
dalam rentang waktu kurang lebih 5 menit dan apabila suhu badan tetap
lebih    dari    37,3°C    maka    tidak    diperkenankan    memasuki    tempat
pelaksanaan kegiatan) ;

6)   Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus pada
shof paling kurang dengan jarak  1  (satu) meter;

7)   Mempersingkat   pelaksanaan   shalat   dan   khutbah   Idul   Fitri   tanpa
mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;

8)   Tidak mewadahi sumbangan/sedekah Jemaah dengan cara menjalankan
kotak,  karena  kotak  yang  berpindah-pindah  tangan  rawarl  terhadap
ten.adinya penularan Covid-19;

9)   Penyelenggara    memberikan    himbauan    kepada   jemaah/masyarakat
tentang protokol kesehatan pelaksanaan shalat ldul Fitri yang meliputi:
a)   jemaah memastikan kondisinya sehat;
b)   membawa alat kelengkapan  shalat seperti sajadah,  mukena masing-

masing;
c)    menggunakan  masker  sejak  keluar  rumah  dan  selama  berada  di

tempat pelaksanaan kegiatan;
d)   menjaga  kebersihan  tangan  dengan  sering  mencuci  tangan  dengan

menggunakan sabun pada air mengalir atau handsciriz.h.zer;
e)    menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
f)    menjagajarak antarjemaah paling kurang 1  (satu) meter; dan
g)    menghimbau untuk tidak mengikuti shalat Idul F`itri bagi anak-anak

dan  warga  lanjut  usia  yang  rentan  tertular  penyakit,  serta  orang
dengan   sakit   bawaan   yang   beresiko   tinggi   terhadap   penularan
Covid-19.

16. Kepada    Kepala    Kantor    Kementerian   Agama    Kabupaten    Boyolali    diminta
bantuannya untuk memerintahkan penyuluh agama Islam di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Boyolali balk fungsional maupun non fungsional
untuk mensosialisasikan  dan  melakukan  monitoring pelaksanaan  peribadatan
dalam  bulan   Ramadhan   dan   Hari  Raya  ldul  Fitri   1   Syawal   1442   H   serta
mengantisipasi   potensi   kerumunan   yang   mungkin   terjadi   selama   kegiatan
peribadatan di bulan Ramadhan  1442 H/Tahun 2021;



17. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
a.   Peningkatan  upaya  untuk  mencegah  dan  menghindari  kerumunan  balk

dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan
hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi
Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara
Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;

b.   Di dalam pelaksanaan penegakan  hukum protokol kesehatan melalui operasi
yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas
Kesehatan    Kabupaten    Boyolali    atau    tim    dari    Puskesmas   di    tempat
pelaksanaan operasi untuk melakukan rqp!d feet ant!gcn terhadap pelaku
pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan
sanksi sosial atau sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan.

18. Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menyediakan kebutuhan sarana prasarana
pelaksanaan  rapt.cZ test dan  mengoordinasikan  RSUD  maupun  RS  Swasta atau
Puskesmas  se  Kabupaten  Boyolali  dalam  mengirimkan  Tim  pelaksana  festi.ng
dengan  rapt.c! test dalam  setiap  pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan
aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;

19. Kepada   seluruh   Kepala  Perangkat   Daerah   dan   Pimpinan   lnstansi  Vertikal,
BUMN/BUMD,    Kepala   Desa/Kelurahan   agar   melaporkan   langkah-langkah
tindak  lanjut  pelaksanaan  perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat  di  tingkat  Kabupaten  dan  PPKM  Mikro  pada lembaga/instansinya
kepada Bupati Boyolali Cq.  Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu
pertama   atau   pada   tanggal   11   Mei   2021   dan   setelah   berakhirnya   masa
pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal  18 Mei 2021 ;

20. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Boyolali;

21. Selain pengaturan PPKM Mikro Satgas Penanganan Covid-19 di semua tingka.tan
baik  tingkat  Kabupaten,  tingkat  Kecamatan  dan  Satgas  Penanganan  Covid-19
Desa/ Kelurahan agar lebih mengintensifl{an disiplin protokol kesehatan dengan
melakukan upaya pelembagaan di dalam penerapan:
a.    5M yang terdiri dari:

1)    Penggunaan masker yang balk dan benar;
2)   Mencuci    tangan    menggunakan    sabun    pada    air    mengalir    atau

handsarifizer:,
3)    Menjagajarak;
4)    Menghindari kerumunan;
5)    Membatasi mobilitas.

b.   Upaya  penanganan  kesehatan  dengan  memperkuat  kemampuan  fracke.ng,
sistem dan manajemen €roa.ng, perbaikan frecitmerit termasuk meningkatkan
fasilitas     kesehatan     (tempat     tidur,     ruang         IOU,     maupun     tempat
isolasi/ karantina) ; dan

c.    Koordinasi antar daerah yang   berdekatan   melalui Sistem Penanggulangan
Gawat   Darurat   Terpadu   (SPGDT)   untuk   redistribusi   pasien   dan   tenaga
kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

22.Camat     selaku     Ketua     Satgas     Penanganan     Covid-19     Kecamatan     agar
memerintahkan  Satgas  Penanganan  Covid-19  Kecamatan  di  wilayah  masing-
masing   untuk   melakukan   operasi   serentak   dalam   rangka   meningkatkan
kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;



23. Kepada  Camat  se  Kabupaten  Boyolali  agar  mengoordinasikan  hal-hal  sebagai
berikut:
a.   Mengantisipasi  potensi  kerumunan  yang  mungkin   terjadi   selama  bulan

Ramadhan  dan  menjelang  Hari  Ra.ya  Idul  Fitri  1442  H/Tahun  2021  yang
berhubungan  dengan    kegiatan  ekonomi,  pasar,  pusat  perbelanj.aan,  serta
kegiatan   yang   berhubungan   dengan   keagamaan   di   wilayahnya   yang
berpotensi melanggar protokol kesehatan;

b.   Mensosialisasikan   pelembaga.an   Pola   Hidup   Bersih   dan   Sehat   (PHBS)
terutama  di  dalam  penerapan  5M  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  21
huruf a;

c.    Pelaksanaan    operasi    serentak    bersama    Satgas    Penanganan    Covid-19
Kecamatan    masing-masing    dalam    rangka    penegakan    hukum    untuk
meningkatkan     disiplin    dan     pengetatan     protokol    kesehatan    dengan
mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk
pelanggaran   protokol   kesehatan   dapat   mengenakan   sanksi   sosial   dan
menghindari pengenaan sanksi denda;

d.   Melibatkan  Tim  pelaksana  tesf[.7ig  dari  Puskesmas  di  Kecamatan  masing-
masing  untuk  melakukan  ropz.cZ  test  cmtigen terhadap  pelaku  pelanggaran
protokol   kesehatan  yang  terjaring  dalam   operasi   serentak   sebagaimana
dimaksud pada huruf c;

e.    Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi
serentak bersama Satgas Penanganan  Covid-19 Tingkat  Desa/Kelurahan  di
wilayah  masing-masing  dan  melaporkan  hasil  pelaksanaan  kepada  Camat
setempat  serta  mengefektifkan  operasionalisasi  Satgas  /ogo  Tonggo  dan
Satgas  tingkat   RT  dalam  rangka  penegakan   disiplin   masyarakat  dalam
mematuhi  kebijakan  Pemerintah  dalam  nasa.  pengetatan  disiplin  protokol
kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang
dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;

f.    Melaporkan  hasil  perkembangan  penanganan  Covid-19  dan  pelaksanaan
operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya balk
melalui  Whatsqup Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati
Boyolali    Cq.    Sekretaris    Daerah    dan    dilengkapi    dengan    dokumenta.si
pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.

24. Kepada  Kepala  Desa/Kelurahan  agar  lebih  berperan  aktif dalam  pelaksanaan
pencegahan   terjadinya  peningkatan   penularan   Covid-19   selama  Bulan   Suci
Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri  1442 H/Tahun 2021dengan cara:
a.    Mengoptimalkan  fungsi  Posko  Covid-19  Desa/Kelurahan  dan  Satgas  /ogo

Toriggo serta Satgas tingkat RT;
b.   Melakukan fungsi pencegahan melalui:

1)    Identifikasi titik potensi kerumunan;
2)    Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:

a)   memakal masker;
b)   mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan

ha7tczsa".tt.zer sesering mungkin;
c)    menjagajarak;
d)   menghindari kerumunan; dan
e)    membatasi mobilitas
terutama di area pariwisata,  tempat ibadah  (masjid  atau  mushala)  atau
tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;



3)   Sosialisasi adanya larangan/peniadaan sementara mobilitas masyarakat
lintas wilayah Kabupaten / Kota/ Ptovinsi/ Negara untuk keperluan mudik;

4)   Mengijinkan  kegatan   sosial  tingkat  rumah  tangga  yang  beapotensi
meninbulhan   kerumunan   untuk   dilaksanakan   dengan   pengaturan
pembatasan    sebcsar    50%    (lima    puluh    perscn)    dari    kapasitas
tempa.t/ruang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
seperti   kumpul/temu/arisan/pesta  keluarga,   pertemuan   rutin,   dan
kegiatan lain yang sejenis; dan

5)   Pembatasan     mobilitas     masuk     bagi     pendatang     dari     wilayah
Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara    lain    ke    lingkungannya    dengan
melakukan    skrining    dokumen    administrasi    per).alanan    tertentu
sebagaimana dimaksud da]am angka 14 huruf b.

c.   Menghimbau   seluruh   maayarakat   di  wilayahnya  masing-masing  untuk
mela]mkan  sahur dan  buka puasa bersama keluarga satu  rumah  selama
Bulan Suci Ramadhan 1442 H/Tahun 2021.

25. Terhadap  kegiatan  yang  melanggar  ketentuan  penerapan  protokol  kesehatan
maka kegiatan  yang  diselenggarakan  dapat  dibubarkan  dan/atau  dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali
Nomor:   300/ 1681/5.5/2021   tentang   Perpanjangan   Pemberlakuan   Pembatasan
Kegiatan  Maayarakat  Berbasis  Mikro  Dan  Mengoptimalhan  Posho  Penanganan
Corom  Vlms  Disease  20J9  Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk  Pengendalian
Penyebaran   Corora   Vlrus  Disease  20]9   Di   Kabupaten   Boyolali   dicabut   dan
dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlahai pada tanggal 4 Mei sanpai dengan 17 Mei 2021.

Demildan   Surat   Edaran   ini   dibuat   untuk   diketahui   dan   dilaksanakan
sebagalmana mestinya.

Tembuaan, disampaihan kepada Yth,:
1.  Menteri     Dalam     Negeri     Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa kerigah di Scmarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten Beyolali; dan
4.  Pertin88al.
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BUPATI    BOYOLALI

SURAT EDARA)I

Nc]MOR..3.a.a.I.!.9.1.9.15...5/..3.P.3)...

TENTANG

PERPANdANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBAS[S MIKRO

DL\N ihE"Go:p'TI:usAi;HL\N posHo pENL\Nc±^NL\IN coRonLA vmus DlsEASE 2oig
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDAIIAN PENYEBARAN

coRom rmz/s z}Ts]IASE 2oJ g DI KABupATEN BOTOLALI

Dasar:

1. Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Republik  Indonesia  Nomor   13   Tahun   2021
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko  Penanganan  Corona  Vi.nts  Diseczse  20J9  Di
Tingkat  Desa  Dan   Kelurahan  Untuk   Pengendalian  Penyebaran   Coroma  Vt."s
Disease 2019:,

2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan    Hukum    Protokol    Kesehatan    Sebagai    Upaya   Pencegahan    dan
Pengendalian  Cororra  Vlms  Disease  20J 9  di  Kabupaten  Boyolali  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor 08  Tahun  2021  tentang
Perubahan  Atas   Peraturan   Bupati   Boyolali   Nomor   49   Tahun   2020   tentang
Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagal  Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona VI.nJs D2.sense 20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan   dengan   adanya  peningka.tan  jumlah  kasus  aktif  Covid-19,
peningkatan angka kematian karena Covid-19 dan penurunan angka kesembuhan
pasien   Covid-19,  dan peningkatan jumlah tingkat keterisian Tempat Tidur lsolasi
dan  Tempat Tidur  JCU di  Rumah  Sakit  rujukan  Covid-19  di  Kabupaten  Boyolali,
maka perlu  langkah-langkah  antisipasi  dan  mempersiapkan  upaya  pengendalian
terhadap  dampak yang  ditimbulkan  sebagal  akibat  adanya  hari  libur/hari  libur
nasional tahun  2021  bersamaan dengan pelembagaan  Perilaku  Hidup Bersih dan
Sehat   (PHBS)    dengan   menerapkan   adaptasi   kebiasaan   baru    dalam   hidup
berdampingan    dengan     Covid-19.     Guna    meningkatkan    hasil    pengendalian
penanganan  Covid-19,   kedisiplinan  dan  pengetatan  dalam  penerapan  protokol
kesehatan  serta  untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19,  dipandang
perlu  memperpanjang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  di tingkat
Ka.bupaten  bersamaan  dengan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat
Berbasis  Mikro  dengan  cakupan  wilayah  di  tingkat  Desa/Kelurahan  sampai  ke
tingka.t  Rukun Tetangga (RT)  berdasarkan  kriteria zonasi yang akan  menentukan
skenario  pengendalian  penanganan  Covid-19  di  lingkungan  RT  setempat,  maka
berkenaan   dengan   hal   tersebut   kepada   seluruh   komponen   masyarakat   di
Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:



1.   Melakukan  Pemberlakuan   Pembatasan  Kegiatan   Masyarakat  Berbasis  Mikro
yang  selanjutnya  disebut  PPKM   Mikro   terhadap  kegiatan   masyarakat  yang
berpotensi  menimbulkan  penularan  Covid-19  sampai  dengan  tingkat  Rukun
Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;

2.   Kriteria  zonasi  pengendalian  wilayah  sebagaimana  dimaksud  pada  angka   1
berlaku sampal di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
a. Zona  Hijau   dengan  kriteria  tidak  ada  kasus  Covid-19  di  satu   RT,   maka

skenario pengendalian dilakukan  dengan  surveilans aktif,  seluruh  suspek di
tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. Zona  Kuning  dengan  kriteria jika  terdapat  1  (satu)  sampai  dengan  2  (dua)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam  satu RT selama 7  (tujuh)  hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan  kontak  erat,  lalu  melakukan  isolasi  mandiri  untuk  pasien  positif
dan kontak erat dengan pengawasan keta.t;

c. Zona  Oranye  dengan  kriteria jika  terdapat  3  (tiga)  sampai  dengan  5  (lima)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu  RT  selama 7  (tujuh)  hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan  kontak  erat,  1alu  melakukan  isolasi  mandiri  untuk  pasien  positif
dan  kontak  erat  dengan  pengawasan  ketat,  serta  menutup  rumah  ibadah,
tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d. Zona  Merah  dengan  kriteria jika terdapat  lebih  dari  5  (lima)  rumah  dengan
kasus konrirmasi positif dalam satu  RT selarna 7  (tujuh)  hari terakhir,  maka
skenario    pengendalian    adalah    pemberlakuan    PPKM    tingkat    RT    yang
mencakup:
1)   Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
2)   Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3)   Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya

kecuali sektor esensial;
4)    Melarang kerumunan lebih dari 3  (tiga) orang;
5)   Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;

dan
6)   Mcniadakan    kegiatan    sosial    masyarakat    di    lingkungan    RT    yang

menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3.   Pelaksanaan  PPKM  Mikro  dilakukan  melalui  koordinasi  antara  seluruh  unsur

yang    terlibat,    mulai    dari    Ketua    RT/RW,    Kepala    Desa/Lurah,    Satuan
Perlindungan    Masyarakat    (Satlinmas),    Bintara    Pembina    Desa    (Babinsa),
Bhayangkara        Pe mbina        Ke amen an        d an        Ketertiban        M asyarakat
(Bhabinkamtibmas),   Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  Tim  Penggerak
Pemberdayaan    Kesejahteraan     Keluarga    (PKK),     Pos    Pelayanan     Keluarga
Berencana   Kesehatan   Terpadu   (Posyandu),   Dasawisma,   Tokoh   Masyarakat,
Tokoh  Agama,  Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,   Penyuluh,   Pendamping,  Tenaga
Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lalnnya;

4.   Mekanisme  koordinasi,   pengawasan   dan   evaluasi  pelaksanaan   PPKM   Mikro
dilakukan  dengan  mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  Pos  Komando   (Posko)
tingkat  Desa dan  Kelurahan.  Posko  Kecamatan  agar  meningkatkan  peran  dan
fungsinya di dalam melaksanakan  supervisi dan pelaporan  Posko tingkat Desa
dan Kelurahan;



5.   Posko   tingkat   Desa  dan   Kelurahan   sebagaimana  dimaksud   pada  angka  4
adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat
Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaltu:
a. Pencegchan;
b. Penanganan;
c.  Pembinaan; dan
d. Pendukung    pelaksanaan    penanganan    Covid-19    di    tingkat    Desa    dan

Kelurahan.
6.   Dalam   melaksanakan   fungsi   sebagaimana  dimaksud   pada  angka  5,   Posko

tingkat  Desa  dan   Kelurahan   berkoordinasi  dengan   Satgas  Covid-19  tingkat
Kecamatan,    Kat)upaten,    Provinsi,    Tentara    Nasional    Indonesia    (TNl)    dan
Kepolisian  Negara Republik Indonesia (POLRI),  dan disampaikan kepada Satgas
Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;

7.   Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan  Posko tingkat Desa dan  Kelurahan
dibebankan  pada  anggaran  masing-masing  unsur  Pemerintah  sesuai  dengan
pokok  kebutuhan sebagal berikut:
a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung

dari  sumber  pendapatan  Desa  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Desa (APBDes);

b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;

c. Kebutuhan  terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan  kepada anggaran
TNI/POLRI;

d. Kebutuhan   terkait   penguatan   testirig,   £maci.ng   dan   treatmerLt   dibebankan
kepada     anggaran      Kementerian      Kesehatan      atau      Badan      Nasional
Penanggulangan Bencana Kabupaten ; dan

e. Kebutuhan   terkait   dengan   bantuan   kebutuhan   hidup   dasar  dibebankan
kepada   Anggaran    Badan    Urusan    Logistik    (Bulog)/Kementerian    BUMN,
Kementerian      Sosial,      Kementerian      Perindustrian,      dan      Kementerian
Keuanganserta APBD Provinsi/ Kabupaten.

8.   Posko    tingkat  Desa  diketuai  oleh  Kepala  Desa  yang  dalam  pelaksanaannya
dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan
diketuai  oleh  Lurah  yang  dalam  pelaksanaannya  dibantu  Aparat  Kelurahan,
dan  kepada  masing-masing  Posko  baik  Posko  tingkat  Desa  maupun  Posko
tingkat  Kelurahan  juga  dibantu  oleh  Satlinmas,  Babinsa,  Bhabinkamtibmas,
Tokoh   Masyarakat,   Tokoh   Agalna,   Tokoh   Adat,   Tokoh   Pemuda,   Penyuluh,
Pendamping,   Tenaga   Keseha.tan   dan   Karang  Taruna  yang  ditetapkan   oleh
Kepala Desa/Lurah sesual dengan kondisi setempat;

9.   Bagi  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Boyolali
melaksanakan hal-hal sebagal berikut :
a. Memetakan keberadaan  sarana prasarana isolasi mandiri terpusat yang ada

di  Desa/Kelurahan  diseluruh  wilayah  Kabupaten  Boyolali,  selanj.utnya agar
melakukan verifikasi terhadap keberadaan  sarana prasarana isolasi mandiri
terpusat   dimaksud   yang   memenuhi   syarat   sesuai   standar   operasional
prosedur  untuk  digunakan  sebagal  tempat  isolasi  masyarakat  tanpa  gejala
yang terpapar Covid-19;



b. Dalam  hal  tidalc  semua  Desa/Kelurahan  terdapat  tempat  isolasi  mandiri
terpusat   yang   memenuhi    syarat    sesual   standar   operasional   prosedur
dimaksud, maka dapat dilakukan penggabungan tempat isolasi dari beberapa
Desa di  suatu  tempat  isolasi di  Desa tertentu yang memenuhi  syarat dalam
rangka  kontijensi  untuk  mengantisipasi  terjadinya  lonjakan  jumlah  kasus
terkonfirmasi   positif  Covid-19   sekaligus   sebagai   mitigasi  terkait   kesiapan
lokasi   untuk   karantina/isolasi   mandiri   di   Desa/Kelurahan   bagi   warga
masyarakat yang  terkonfirmasi  positif Covid~ 19  tanpa gejala dengan  usia di
atas   45   (empat   puluh   lima)   tahun   agar   dapat   mencegah   penyebaran/
penularan Covid-19;

c.  Memastikan  bahwa  di  setiap  Desa/Kelurahan  di  Kat)upaten  Boyolali  telah
terbentuk   Satgas   Penanganan   Covid-19    sampai   ke   tingkat   RT   dalam
pelaksanaan PPKM Mikro; dan

d. Memerintahkan   Kepala   Desa   se-Kabupaten   Boyolali   untuk   melaporkan
kegiatan   Posko   tingkat   Desa  maupun  dalam   mengoperasionalkan   Satgas
tingkat  RT  kepada Satgas  Penanganan  Covid-19  Kabupaten  Boyolali dengan
tembusan   kepada   Kepala   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Desa
Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini
sarnpai dengan tanggal 28 LJuni 2021.

10. Perpanjanganan  PPKM  Mikro  dilakukan  bersamaan  dengan  PPKM  Kabupaten
yang  pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Bagi  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan   Kebudayaan   Kabupaten   Boyolali  agar

menyusun  kajian  berdasarkan  perkembangan  situasi  penanganan  Covid-19
untuk  memastikan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar  dapat
diselenggarakan   sesuai  petunjuk  teknis  dari   Kementerian  terkait  dengan
memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku untuk kegiatan
belajar  mengajar  pada  satuan  pendidikan  (Madrasah  Ibtidaiyah,  Madrasah
Tsanawiyah,   dan   Madrasah   Aliyah)   di   lingkungan   Kementerian   Agama
Republik Indonesia di Kabupaten Boyolali;

c.  Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar:
1)   Memastikan  keberadaan tenaga kerja asing di lingkungan perusahaan  di

wilayah Kabupaten Boyolali tidak menjadi sumber pcnyebaran/ penularan
Covid-19 di lingkungan perusahaan maupun masyarakat;

2)   Melakukan    pemantauan   untuk   memastikan   kepatuhan   perusahaan
dalam  melaksanakan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat
dan  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  teknis  pelaksanaan  kegiatan
operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan
kegiatan   masyarakat   sesuaj   Instruksi   Menteri   Dalaln   Negeri   Republik
Indonesia Nomor  13 Tahun 2021; dan

3)   Melakukan  koordinasi  dalam  rangka  pelaksanaan  pengawasan  terhadap
masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI)  ke wilayah  Kabupaten Boyolali
dengan Kantor lmigrasi Kelas I Surakarta.

d. Kepada  Perusahaan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  angka  2)  yang
meliputi  BUMN/BUMD,   Perusahaan   Swasta  Nasional/Perusahaan   Swasta
Asing/usaha   Perbankan   Swasta   termasuk   BPR   dan/atau   usaha   Jasa
Keuangan   lainnya  wajib  mematuhi   ketentuan   pemberlakuan  pembatasan



kegiatan   masyarakat   sesuai   lnstruksi    Menteri   Dalam    Negeri    Republik
Indonesia Nomor  13 Tahun 2021;

e. Untuk    sektor    esensial    seperti,    kesehatan,    bahan    pangan,    makanan,
minuman,     energi,     komunikasi     dan     teknologi     informasi,     keuangan,
perbankan,     sistem     pembayaran,     pasar     modal,     logistik,     perhotelan,
konstruksi,  industri  strategis,  pelayanan  dasar,  utilitas  publik,  dan  industri
yang ditetapkan  sebagai  objek vital  nasional  dan  objek  tertentu,  kcbutuhan
sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat
beroperasi    100%   (seratus   persen)   dengan   pengaturan   jam   operasional,
kapa.sitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

f.  Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1)   Kegiatan restoran/rumah makan/care  (makan/minum di tempat)  sebesar

50%  (lima  puluh  persen)  dan  untuk  layanan  makanan  melalui  pesan-
antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih  ketat;

2)   Jam  operasional  untuk  pusat  perbelanjaan/super  markc.t/mini  market
sampai  dengan  pukul 21.00  WIB  dengan  penerapan   protokol  kcsehatan
secara lebih ketat;

3)   Jam  operasional  angkringan/pedagang  kaki  lima  (PKL)  sampai  dengan
pukul 21.00 WIB dan wajib menerapkan  protokol kesehatan  secara lebih
ketat;

4)   Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
a) Pembatasan   jumlah   pengunjung   maksimal   50%   (lima   puluh   lima

persen)   dari  kapasitas  normal  dan  jam  operasional  sampal  dengan
pukul   16.00  WIB  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  lebih
ketat;

b) Usaha  pariwisata  lainnya  seperti  tempat  hiburan,   karaoke,  warnet,
game  online,   tempat  olah  raga  dan  kegiatan  usaha  sejenis  lainnya
dibatasi   jam   operasional   sampai   dengan   pukul   21.00   WIB   dan
pemba_tasan  jumlah  pengunj.ung  maksimal  50%  (lima  puluh  persen)
dari  kapasitas  normal  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara
lebih ketat.

5)   Kepala  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Boyolali  dan
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar:
a) Memerintahkan pengelola/penanggungjawab usaha untuk membentuk

dan  mengoptimalkan  fungsi  Satuan Tugas  Penanganan  Covid-19  pada
unit  usahanya  dalam  penerapan  disiplin  protokol  kesehatan  secara
lebih ketat;

b) Melakukan  monitoring  dan  pengawasan  secara  lebih  intensif  untuk
memastikan      kepatuhan      pelaku/pengelola     usaha      sebagaimana
dimaksud   dalaln   huruf   f   poin    1)   sampai   dengan   poin   4)   dalam
menerapkan   kapasitas,   jam   operasional   dan    penerapan    protokol
kesehatan      yang      hasilnya      menjadi      dasar      pembinaan      bagi
pelaku / pengelola u saha.

9. Mengizinkan    tempat    ibadah    untuk    dilaksanakan    dengan    pengaturan
pembatasan  kapasitas  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dengan  penerapan
protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat,  dalam  hal  tempat  ibadah  berada  di



1ingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah maka warga masyarakat
agar  mengoptimalkan   pelaksanaan   ibadah  di  rumah   saja  sampai  dengan
berubahnya  kriteria  zonasi  lingkungan  RT  setempat  menjadi  Zona  Kuning
atau Hijau;

h. Kegiatan  fasilitas  umum yang ber|)otensi menimbulkan  kerumunan  dibatasi
sampal   dengan   jam   21.00   WIB   dengan   menerapkan   standar   protokol
kesehatan secara lebih ketat;

i.  Kegiatan      penyelenggaraan      kesenian     yang     berpotensi     menimbulkan
kerumunan  ditangguhkan  sementara karena tingkat  penyebaran/penularan
Covid-19   yang   menunjukkan   kecenderungan   meningkat   sampal   dengan
ditetapkannya    petunjuk    pelaksanaan    kegiatan    dimaksud    berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

j.  Dikecualikan   penyelenggaraan   kegiatan   semi   sebagai   satu   kesatuan
ranghaian penyelenggaran hajatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1)   Hanya diizinkan  kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya

di lokasi/lingkungan RT dcngan kritcria Zona Hijau dan Zona Kuning;
2)   Pada lingkungan  RT zona kuning,  maka warga yang terkonfirmasi  positif

Covid-19  beserta  keluarga  dan  kontak  eratnya  tidak  dibenarkan  hadir
dan mengikuti kegiatan penyclenggaraan hajatan;

3)   Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (manfu/ngr/ndhah marrfu) dan
hajatan   khitanan   yang   dis€lenggarakan   dengan   model   driue   thni
dan/atau sistem air mengalir (hangr(. mlzI) dan dllarang menyediakan
meja dan kur8i tamu serta taznu undangan dilarang mal[an ditempat
hajatan  guna  menghindari  kontak  fisik  sebagal  akibat  berkumpulnya.
banyak orang atau kerumunan orang;

4)   Penyelenggaraan  hajatan dapat diisi hiburan  kesenian  dengan ketentuan
pekerja semi menempati tempat yang telah disediakari dan tidak diizinkan
melakukan   kontak  fisik  dengan  pengisi  acara  lainnya  maupun   tamu
undangan  serta dilarang menyelenggarakan hiburan  secara terpisah baik
waktu  maupun tempat dengan kegiatan  hajatan  (hajatan  selesai hiburan
selesai);

5)   Penyelenggaraan hajatan bcrpedoman pada Surat Edaran Bupati Boyolali
Nomor:   300/ 1948/5.5/Tahun   2021   Tentang   Penyelenggaraan   Hajatan
Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19  Dengan  Penerapan  Protokol  Kesehatan
Dalam  Rangka  Memutus  Mata  Rantai  Penyebaran/Penularan  Covid-19
Sesuai  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro  Di  Kabupaten
Boyolali; dan

6)   Kepada  Kepala  Satpol   PP   Kabupaten   Boyolali   agar  mengoordinasikan
pelaksanaan     penegakan     hukum     terhadap     pelaku     pelanggaraan
pelaksanaan  hajatan yang tidak sesuai dengan  ketentuan  dan  tata cara
sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Edaran  sebagalmana  dimaksud  pada
angka 5) dan diproses serta dikenakan sanksi sesual ketentuan peraturan
perundangan-undangan     disamping     terhadap     pelaku     pelanggaran
diwajibkan melaksanakan rapt.c! test antr.geri.

k. Mengijinkan  kegiatan  konstruksi  beroperasi   100°/o  (seratus  persen)  dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.



11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan
instansi      terkalt      agar      melakukan      pengaturan      dan      memerintahkan
pengelola/penanggungjawab    fasilitas    umum/tempat    wisata/taman    untuk
melaksanakan  pengetatan  protokol  kesehatan  dalam  kegiatan  masyarakat  di
fasilitas umum/tempat wisata/taman;

12. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dari Pariwisata Kabupaten Boyolali agar
memastikan  operasionalisasi  destinasi  wisata  dan  sarana  penunjang  lainnya
dilaksanakan  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat  yang
dibuktikan  dengan  adanya  Surat  Pernyataan  kesanggupan  dan jaminan  dari
penanggungjawab   destinasi   wisata,   dalam   hal   penanggungjawab   destinasi
wisata  tidak  sanggup  dan  bersedia  menjamin  penerapan  protokol  kesehatan
secara  ketat  akan  ditutup   untuk  sementara  sampai  dengan  diterbitkannya
Surat Pernyataan kesanggupan dan janinan dimaksud;

13. Mengatur  kegiatan  koordinasi  terkait  kedinasan  yang  sifatnya  mendesak  dan
tidak  dapat  dihindarkan  melibatkan  paling  banyak  50%  (lima  puluh  persen)
dari   kapasitas   tempat/ruang   yang   digunakan   untuk   kegiatan   koordinasi
kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

14. Mengatur kegiatan  penyaluran  Bantuan  Langsung Tunal  (BLT)  melalui  Kantor
Pos  dilaksanakan  secara  bertahap  dengan  ketentuan  setiap  tahap  melibatkan
paling  banyak  30   (tiga  puluh)  orang  dengan  penerapan  protokol  kesehatan
secara lebih ketat;

15. Untuk   mencegah    terjadinya   peningkatan    penularan    Covid-19    pada   hari
llbur/hari  libur  naslonal  tahun  2021  dan  mengantisipasi  lonjakan  jumlah
kasus  terkonfirmasi   positif  yang   semakin   masif,   maka  dilakukan   kegiatan
pemantauan,  pengendalian  dan  evaluasi  serta  dilaksanakan  hal-hal  sebagal
berikut:
a_. Kepala    Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan    dan    Desa/Kelurahan,    Instansi

Vertikal  di  Daerah,  BUMN  dan  BUMD,  TNI,   POLRI  di  Kabupaten  Boyolali
untuk  melakukan   sosialisasi   terkait   dengan   PPKM   Mikro   kepada  warga
masyarakat  dan  karyawan/karyawati  di  lingkungan  kerjanya  dan  apabila
terdapat   pelanggaran,   maka   dilakukan   pemberian   sanksi   sesual   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.Dalam     hal     masyarakat     yang     akan     melakukan     perjalanan     lintas
Provinsi/Kabupaten/Kota    wajib    memiliki    dan    menunjukkan    dokumen
administrasi  perjalanan  tertentu  sebagaimana  telah  diatur  oleh  Pcmerintah
yang meliputi:
1)   Dokumen  hasil  tes  Rr-PCR/rapt.c!  test  czrrfu.geri/tes  GeIVose  CJ9  dengan

hasil negatif yang masih berlaku dalam 24 jam terakhir;
2)  Surat  izin  perjalanan yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa/Lurah  dengan

tanda  tangan  basah/tanda  tangan  elektronik  dan  identitas  diri  calon
pelaku perjalanan;

c. Dalam   hal   tcrdapat   masyarakat   yang   melakukan   perjalanan   teltentu
sebagaimana  dimaksud  pada  huruf b  yang  tidak  mcmiliki  dan  tidak  dapat
menunjukkan    dokumen    administrasi    perjalanan    tertentu    sebagalmana
dimaksud  pada poin  1)  dan  poin  2)  huruf b,  maka pelaku  perjalanan wajib
melaksanakan  karantina mandiri  selama 5x24 jam  dan  Kepala  Desa/Lurah
melalui   Posko    Desa/Kelurahan   menyiapkan   tempat   karantina   mandiri



dengan   penerapan   protokol   kesehatan   yang   ketat   dan   biaya   karantina
dibebankan     kepada    masyarakat    yang    melakukan     perjalanan    lintas
Provinsi/ Kabupaten/ Kota tersebut;

d. Kepada Kepala Dinas Perhubungan  Kabupaten Boyolali dan Kepala Satpol PP
Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan
terhadap  perjalanan  orang  pada  Posko  checJc pot.ut  di  wilayah  Kabupaten
Boyolali bersama dengan TNI dan POLRI sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Seluruh     Satuan     Perlindungan     Masyarakat     (Satlinmas),     dan     Badan
Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD),  serta Pemadam  Kebakaran untuk
meningkatkan    kesiapsiagaan    dan    terlibat    aktif   dalam    mencegah    dan
mcngatasi   aktivitas   publik   yang   dapat   mengganggu   ketenteraman   dan
ketertiban   masyarakat,   berkumpul/kerumunan   massa  di  tempat  fasilitas
umum,  fasilitas  hiburan  (pusat  perbelanjaarl  dan  restoran),  tempat  wisata,
dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang
berpotensi  menimbulkan  bencana  alarm  (banjir,  gempa,  tanah  longsor,  dan
gunung meletus);

f.  Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Kepala Dina§ Ketahanan
Pangan     Kabupaten     Boyolali,     dan     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan
Perindustrian  Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih  intensif
untuk   menjaga   stabilitas   harga   (terutama   harga   bahan   pangan)    dan
ketersediaan  bahan  pangan  serta memastikan  kelancaran  distribusi  bahan
pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

16. Kepada Kepala Satpol  PP Kabupaten Boyolali  untuk mengoordinasikan  hal-hal
sebagal berikut:
a. Peningkatan   upaya   untuk   mencegah   dan   menghindari   kerumunan   balk

dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan
hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan  (Satuan Polisi
Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkari Tentara
Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;

b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi
yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas
Kesehatan    Kabupaten    Boyolali    atau    tim    dari    Puskesmas    di    tempat
pelaksanaan operasi untuk melakukan rxp€d test ant€gcn terhndap pehhi
pelanggaran   yang   terjaring   dalam   operasi   yustisi   disamping   dapat
dikenakan  sanksi  denda administratif dan  sanksi  lalnnya  sesual  peraturan
perundang-undangan.

17. Kepada   Kepala   Dinas    Kesehatan    Kabupaten    Boyolali    agar   menyediakan
kebutuhan  sarana  prasarana  pelaksanaan  ropi.cZ  test  dan  mengoordinasikan
RSUD   maupun   RS   Swasta  atau   Puskesmas   se   Kabupaten   Boyolali  dalam
mengirimkan Tim pelaksana festr.ng dengan rtzpi.c! test dalam setiap pelaksanaan
operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala
Satpol PP Kabupaten Boyolali;

18.Kepada     Kepala     Pelaksana     Harian      BPBD      Kabupaten     Boyolali     agar
mengoordinasikan perencanaan kontijensi secara umum dan khususnya terkalt
penyediaan    tempat    isolasi    mandiri    terpusat    baik    di    Desa/Kelurahan,
Kecamatan   dan   Kabupaten   untuk   mengantisipasi   kemungkinan   terjadinya
lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tanpa gejala;



19. Kepada  seluruh   Kepala   Perangkat   Daerah   dan   Pimpinan   lnstansi   Vertikal,
BUMN/BUMD,    Kepala   Desa/Kelurahan   agar   melaporkan   langkah-langkah
tindak  lanjut  pelaksanaan  perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat  di  tingkat  Kabupaten  dan  PPKM  Mikro  pada lembaga/instansinya
kepada Bupati Boyolali Cq.  Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu
pertama  atau   pada  tanggal   22  Juni   2021   dan   setelah   berakhirnya  nasa
pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 29 Juni 2021 ;

20. Pengaturan  perpanjangan  pemberlakuan  pembatasan  meliputi  seluruh  Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;

21.Selain    pengaturan    PPKM    Mikro    Satgas    Penanganan    Covid-19    di    semua.
tingkatan balk tingkat Kabupaten,  tingkat Kecarnatan dan  Satgas Penanganan
Covid-19    Desa/Kelurahan    agar    lebih    mengintensifkan    disiplin    protokol
kesehatan dengan melakukan upaya pelembagaan di dalam penerapan:
a. 5M yang terdiri dari:

1) Penggunaan maskcr yang balk dan benar;
2)Mencuci     tangan     menggunakan     sabun     pada     air     mengalir     atau

hndsandfizer,
3) Menjaga jarak;
4) Menghindari kerumunan;
5) Membatasi mobilitas.

b. Upaya  penanganan  kesehatan  dengari   memperkuat  kemampuan   frocke.ng,
sistem dan manajemen  Crac*.ng,  perbaikan  freafmerit termasuk meningkatkan
fasilitas     kesehatan      (tempat     tidur,      ruang     IOU,      maupun      tempat
isolasi/ karantina) ; dan

c. Koordinasi  antar  daerah  yang  berdekatan  melalui  Sistem  Penanggulangan
Gawat   Darurat   Terpadu   (SPGDT)   untuk   redistribusi   pasien   dan   tenaga
kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

22. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar:
a. memerintahhan   Satgas   PcnanganaD   Could-19   KecaDatan   dl  wllryah

masing-masing    untuk    melalnihan    operasi    serentak    dalam    rangka
meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;

b. apabila   diperlukan    Camat    selaku    Ketua   Satgas   Penanganan    Covid-19
Kecamatan  dapat  meminta  bantuan  Satgas  Penanganan  Covid-19  tingkat
Kabupaten untuk melaksanakan operasi yustisi di wilayahnya.

23. Kepada  Camat  se  Kabupaten  Boyolali  agar  mengoordinasikan  hal-hal  sebagai
berikut:
a.Mengantisipasi     potensi     kerumunan     yang     mungkin     terjadi     selama

pelaksanaan  PPKM  Mikro  yang  berhubungan  dengan     kegiatan  ekonomi,
pasar,    pusat   perbelanjaan,    serta   kegiatari   yang   berhubungan   dengan
keagamaan di wilayahnya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;

b. Mensosialisasikan    pelembagaan    Pola    Hidup    Bersih    dan    Sehat    (PHBS)
terutama  di  dalam  penerapan  5M  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  21
huruf a;

c. Pelaksanaan    operasi    serentak    bersana    Satgas    Penanganan    Covid-19
Kecamatan    masing-masing    dalam    rangka    penegakan    hukum    untuk
meningkatkan     disiplin     dan     pengetatan     protokol     kesehatan     dengan
mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk
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pelanggaran protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi denda administratif
dan sanksi lalnnya sesual peraturan perundang-undangan ;

d. Melibatkan  Tim  pelaksana  testr.ng  dari  Puskesmas  di  Kecamatan  masing-
masing  untuk  melakukan  rapt.c!  fesf  cind.gen  terhadap  pelaku  pelanggaran
protokol   kesehatan   yang   terjaring   dalam   operasi   serentak   sebagaimana
dimaksud pada huruf c;

e. Memerintahkan  kepada Kepala  Desa/Kelurahan  agar  melaksanakan  operasi
serentak  bersama.  Satgas  Penanganan  Covid-19  Tingkat  Desa/Kelurahan  di
wilayah  masing-masing  dan  melaporkan  hasil  pelaksanaan  kepada  Camat
setempat   serta   mengefektilkan   operasionalisasi   Satgas   /ogo   Toriggo  dan
Satgas   tingkat   RT   dalam   rangka   penegakan   disiplin   masyarakat   dalam
mematuhi  kebijakan  Pemerintah  dalam  masa  pengetatan  disiplin  protokol
kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang
dilakukan Satgas Penanganan Covid~ 19 tingkat Kecamatan;

f.  Melaporkan   hasil   perkembangan   penanganan   Covid-19   dan   pelaksanaan
operasi  serentak dalam  masa perpanjangan  PPKM  Mikro di wilayahnya balk
melalui  Whatsqup Grup  Kepala OPD  maupun  secara tertulis  kepada  Bupati
Boyolali    Cq.    Sekretaris    Daerah    dart    dilengkapi    dengan    dokumentasi
pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.

24. Kepada  Kepala  Desa/Kelurahan  agar  lebih  berperan  aktif dalam  pelaksanaan
pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 dengan cara:
a. Mengoptimalkan   fungsi   Posko   Covid-19   Desa/Kelurahan   dan   Satgas  LJlogo

rortggo serta Satgas tingkat RT;
b. Melakukan fungsi pencegahan melalui:

1)    Identifikasi titik potensi kerumunan;
2)   Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:

a) memakal masker;
b) mencuci  tangan  dengan  sabun  pada  air  menga]ir  atau  menggunakan

handsa".ti.zer sesering mungkin;
c) menjaga jarak;
d) menghindari kerumunan; dan
e)  membatasi mobilitas
terutama di  area pariwisata,  tempat  ibadah  (masjid  atau  mushala)  atau
tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;

3)   Mengijinkan  kegiatan  sosial  tingket  rumah  tangga  yang  berpotensi
menimbulkan kerutDunan hanya di linglnmgan RT dengan zona hijau
dan Inning dengan pengaturan pembatasan sebesar 50% (lima puluh
persen|   dari   hapasitas   tempat/ruang   dengan   penerapan   protokol
kesehatan    secara    lebih    ketat,    seperti    harrpujari/pertemuan    rutin
lingkungan/arisan/pesta keluarga, dan kegiatan lain yang sejenis; dan

4)   Pembatasan      mobilitas      masuk      bagi      pendatang      dari      wilayah
Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara     lain      ke      lingkungannya     dengan
melakukan     screem.rig     dokumen     administrasi     perjalanan     tertentu
sebagaimana dimak§ud dalam angka 15 huruf b.

25. Terhadap  kegiatan  yang  melanggar  ketentuan  penerapan  protokol  kesehatan
maka  kegiatan  yang  diselenggarakan  dapat  dibubarkan  dan/atau  dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pada saat berlalmnya Surat Bdaran ini, malra Surat Edaran Bupati Boyolali
Nomor:   300/ 1879/5.5/2021   tentang   Perpanjangan   Pemberlakuan   Pembatasan
Kegiatan  Maayarakat  Berbasis  MikeD  Dan  Mengoptimalhan  Posko  Penanganan
Cororza  V3rzts  jxsease  20]9  Tinghat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk  Pengendalian
Penyebaran   Corona   VI"s  JXsease  20Z9  Di   Kabupaten   Boyolali   dicabut   dan
dinyatakan tidak beriaku.

Surat Edaran ihi berlalou pada tanggal 15 .tlnl 2021 sampai dengan 28 4dnl
2021.

Demildan   Surat   Edairan   ini   dibuat   untuk   diketahui   dan   dilaksanakan
sebagainana mestinya.

T®mbusan, disarnpaikan kepada Yth. :
1.  Menteri     Dalam     Negeri     Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten Beyolali; dan
4-  Pertin8gal.

KomDleke Perkantoran TerDadu KabuDaten Bovolali
Jl.MerdekakeBaratTeleDon(0276t321021.Fax/0276`321172.\^rebsite\MM^r.bovolallao.id

Kemiri,  Bovolali 57321.  Provinsi Jawa Tenaah
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BUPATI    BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR .. 3.QOv.i.8Q.ei5..5. i2:Q2..I.

TENTANG

pERPAnlJAnlGAn
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

DA)I MENGOPTIMALKAN POSK0 PENANGANAN CORO^IA VZRUS J}JSEASE 20J 9
TINGKAT DESA DAN RELURAIIAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN

cOROJ\Zi4 VZRZJS DJSEASE 20J 9 DI KABUPATBN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Republik  Indonesia  Nomor   11   Tahun   2021
tentang Perpanj.angan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko  Penanganan  Coroma  VI."s  Disease  20Jg  Di
Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk  Pengendalian  Penyebaran   Coroma  V{."s
dsease 2019:,

2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penera.pan Disiplin dan
Penegakan    Hukum    Protokol    Kesehatan    Sebagai    Upaya   Pencegahan    dan
Pengendalian  Corona  Vt."s  Disease  20J 9  di  Kabupaten  Boyolali  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati Boyolali  Nomor 08  Tahun  2021  tentang
Perubahan  Atas   Peraturan   Bupati   Boyolali   Nomor  49   Tahun   2020   tentang
Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagal  Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Cororra Vt."s Disease 20] 9 di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan     dengan     tingkat    penyebaran/penularan     Covid-19    yang
menunjukkan  kecenderungan  mcningkat,  maka perlu  langkah-1angkah  antisipasi
dan  mempersiapkan     upaya  pengendalian  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan
sebagai   akibat   adanya   libur   panjang   terkait   perayaan   Hari   Raya   ldul   Fitri
bersamaan  dengan  pelembagaan  Perilaku  Hidup Bersih dan  Sehat  (PHBS)  dengan
menerapkan   adaptasi   kebiasaan    baru   dalam   hidup   berdampingan   dengan
Covid-19.     Guna    meningkatkan    hasil    pengendalian    penanganan    Covid-19,
kedisiplinan  dan  pengetatan  dalaln  penerapan  protokol  kesehatan  serta  untuk
memutus  mata  rantal  penyebaran   Covid-19,   dipandang  perlu   memperpanjang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan
dengan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro  dengan
cakupan  wilayah  di  tingkat  Desa/Kelurahan  sampai  ke  tingkat  Rukun  Tetangga
(RT)  berdasarkan  kriteria  zonasi  yang  akan  menentukan  skenario  pengendalian
penanganan  Covid-19  di  lingkungan  RT  setempat,  maka  berkenaan  dengan  hal
tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaihan
hal-hal sebagai berikut:

1.   Melakukan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro
yang  selanjutnya  disebut  PPKM   Mikro  terha.clap  kegiatan  masyarakat  yang
berpotensi  menimbulkan  penularan  Covid-19  sampai  dengan  tingkat  Rukun
Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;



2.   Kriteria  zonasi  pengendalian  wilayah  sebagaimana  dimaksud  pada  angka   1
berlaku sampai di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
a.Zona  Hij.au   dengan  kriteria  tidak  ada  kasus  Covid-19  di  satu  RT,   maka

skenario pengendalian dilakukan dengan  surveilans aktif,  seluruh  suspek di
tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. Zona  Kuning  dengan  kriteria jika  terdapat  1  (sa.tu)  sampal  dengan  2  (dua)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalarn satu  RT  selama 7  (tujuh)  hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan  kontak  erat,  1alu  melakukan  isolasi  mandiri  untuk  pasien  positif
dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona  Oranye  dengan  kriteria jika  terdapat  3  (tiga)  sampai  dengan  5  (lima)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7  (tujuh)  hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan  kontak  erat,  lalu  melakukan  isolasi  mandiri  untuk  pasien  positif
dan  kontak  erat  dengan  pengawasan  ketat,  serta  menutup  rumah  ibadah,
tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d. Zona  Merah  dengan  kriteria jika  terdapat  lebih  dari  5  (lima)  rumah  dengan
kasus konfirmasi positif dalam satu  RT  selama 7  (tujuh)  hari terakhir,  maka
skenario    pengendalian    adalah    pemberlakuan    PPKM    tingkat    RT    yang
mencakup:
1)   Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
2)   Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3)   Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya

kecuali sektor esensial;
4)    Melarang kerumunan lebih dari 3  (tiga) orang;
5)    Membatasi keluar masuk wilayah  RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;

dan
6)   Meniadakan    kegiatan    sosial    masyarakat    di    lingkungan    RT    yang

menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3.   Pelaksanaan  PPKM  Mikro  dilakukan  melalui  koordinasi  antara  seluruh  unsur

yang    terlibat,    mulai    dari    Ketua    RT/RW,    Kepala    Desa/Lurah,    Satuan
Perlindungan    Masyarakat    (Satlinmas),    Bintara    Pembina    Desa    (Babinsa),
Bhayangkara        Pembina        Keamanan        dan        Ketertiban        Masyarakat
(Bhabinkamtibmas),   Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  Tim  Penggerak
Pemberdayaan     Kesejahteraan     Keluarga    (PKK),     Pos    Pelayanan     Keluarga
Berencana   Kesehatan   Terpadu   (Posyandu),   Dasawisma,   Tokoh   Masyarakat,
Tokoh  Agama,   Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,   Penyuluh,   Pendamping,  Tenaga
Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

4.   Mekanisme  koordinasi,   pengawasan  dan   evaluasi  pelaksanaan   PPKM   Mikro
dilakukan  dengan   mengoptimalkan  peran   dan   fungsi   Pos   Komando   (Posko)
tingkat  Desa dan  Kelurahan.  Posko  Kecamatan  agar meningkatkan  peran  dan
fungsinya di dalam melaksanakan  supervisi dan pelaporan  Posko  tingkat Desa
dan Kelurahan;

5.   Posko   tingkat   Desa  dan   Kelurahan   sebagaimana  dimaksud   pada  angka  4
adalah lokasi atau tempat yang mcnjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat
Desa dan Kclurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
a.  Pencegahan;
b. Penanganan;



c.  Pembinaan; dan
d. Pendukung    pelaksanaan    penanganan    Covid-19    di    tingkat    Desa    dan

Kelurahan.
6.   Dalam  melaksanakan   fungsi   sebagaimana  dimaksud  pada  angka  5,   Posko

tingkat  Desa  dan  Kelurahan  berkoordinasi  dengan  Satgas  Covid-19  tingkat
Kecamatan,    Kabupaten,    Provinsi,    Tentara    Nasional    Indonesia    (TNI)    dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI),  dan  disampalkan kepada Satgas
Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;

7.   Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan  Kelurahan
dibebankan  pada  anggaran  masing-masing  unsur  Pemerintah  sesuai  dengan
pokok  kebutuhan sebagai berikut:
a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung

dari  sumber  pendapatan  Desa  melalui  Anggaran    Pendapatan  dan  Belanja
Desa (APBDes) ;

b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten;

c. Kebutuhan  terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran
TNI/POLRI;

d. Kebutuhan   terkait   penguatan   testi.rig,   froci.ng   dan   trecztment   dibebankan
kepada     anggaran      Kementerian      Kesehatan      atau      Badan      Nasional
Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan

e. Kcbutuhan   terkait   dengan   bantuan   kebutuhan   hidup   dasar   dibebankan
kepada   Anggaran    Badan    Urusan    Logistik    (Bulog)/Kementerian    BUMN,
Kementerian      Sosial,      Kementerian      Perindustrian,      dan      Kementerian
Keuanganserta APBD Provinsi/ Kabupaten.

8.    Posko    tingkat  Desa  diketual  oleh  Kepala  Desa  yang  dalarn  pelaksanaannya
dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Keluralian
diketual  oleh  Lurah  yang  dalam  pelaksanaannya  dibantu  Aparat  Kelurahan,
dan  kepada  masing-masing  Posko  balk  Posko  tingkat  Desa  maupun  Posko
tingkat  Kelurahan  juga  dibantu  oleh  Satlinmas,  Babinsa,  Bhabinkamtibmas,
Tokoh   Masyarakat,   Tokoh  Agama,   Tokoh   Adat,   Tokoh   Pemuda,   Penyuluh,
Pendamping,   Tenaga   Kesehatan   dan   Karang  Taruna  yang   ditetapkan   oleh
Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;

9.   Bagi  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Boyolali
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Memastikan  bahwa  di  setiap  Desa/Kelurahan  di  Kabupaten  Boyolali  telah

terbentuk    Satgas    Penanganan    Covid-19    sampai    ke   tingkat    RT   dalam
pelaksanaan PPKM Mikro;

b. Mitigasi    terkait    kesiapan    lokasi    untuk    karantina/isolasi    mandiri    di
Desa/Kelurahan  bagi warga masyarakat yang  terkonfirmasi  positif Covid-19
tanpa  gejala  dengan  usia  di  atas  45  (empat  puluh  lima)  tahun  agar  dapat
mencegah penyebaran/penularan Covid-19; dan

c. Memerintahkan   Kepala   Desa   se-Kabupaten   Boyolali   untuk   melaporkan
kegiatan   Posko  tingkat  Desa  maupun  dalam  mengoperasionalkan   Satgas
tingkat  RT kepada Satgas  Penanganan  Covid-19  Kabupaten  Boyolali dengan
tembusan   kepada   Kepala   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan    Desa
Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulalnya Surat Edaran ini
sampai dengan tanggal 31  Mei 2021.



10. Perpanjanganan  PPKM  Mikro  dilakukan  bersamaan  dengan  PPKM  Kabupaten
yang  pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.. Bagi   Kepala  Dinas   Pendidikan  dan   Kebudayaan  Kabupaten  Boyolali  agar

melakukan   pengaturan   pelaksanaan   kegiatan   belajar   mengajar   sesuai
petunjuk  teknis  dari  Kementerian  terkait  dengan  memperhatikan  kriteria.
zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;

b.13agi   Kepala   Dinas   Koperasi   dan   Tenaga   Kerja   Kabupaten   Boyolali   agar
melaksanakan:
1)   Pemantauan     untuk     memastikan     kepatuhan     perusahaan     dalam

melaksanakan   penerapan   protokol   kesehatan   secara   lebih   ketat   dan
melakukan    pengaturan    lebih    lanjut    teknis    pelaksanaan    kegiatan
operasional peru sahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan
kegiatan  masyarakat  sesuai  lnstruksi  Menteri  Dalam  Negeri   Republik
Indonesia Nomor  11 Tahun 2021; dan

2)   Koordinasi  dalam  rangka  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  masuknya
Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  wilayah  Kabupaten  Boyolali  dengan
Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.

c. Kepada  Perusahaan   sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  yang  meliputi
BUMN/BUMD,       Perusahaan       Swasta       Nasional/Perusahaan       Swasta
Asing/usaha   Perbankan   Swasta   termasuk   BPR   dan/atau   usaha   Jasa
Keuangan   lainnya  wajib  mematuhi  ketentuan   pemberlakuan   pembatasan
kegiatan   masyarakat    sesuai   lnstruksi    Menteri   Dalam   Ncgeri    Republik
Indonesia Nomor  11  Tahun 2021;

d.Untuk    sektor    esensial    seperti,    kesehatan,    bahan    pangan,    makanan,
minuman,     energi,     komunikasi     dan     teknologi     informasi,     keuangan,
perbankan,     sistem     pembayaran,     pasar    modal,     logistik,     perhotelan,
konstruksi,  industri  strategis,  pelayanan  dasar,  utilitas  publik,  dan  industri
yang  ditetapkan  sebagai  objek vital  nasional  dan  objek tertentu,  kebutuhan
sehari-hari yang berkaltan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat
beroperasi    100%   (seratus   persen)   dengan   pengaturan   jam   operasional,
kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

e. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1)   Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat)  sebesar

500/o  (lima  puluh  persen)  dan  untuk  layanan  makanan  melalui  pesan-
antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih  ketat;

2)   Jam  operasional  untuk  pusat  perbelanjaan/super  market/mini  market
sampai dengan  pukul  22.00 WIB dengan  penerapan   protokol  kesehatan
secara lebih kctat;

3)   Operasional   angkringan/pedagang   kaki   lima   (PKL)   wajib   menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

4)   Destinasi wisata dan sarana penunjang lalnnya diberlakukan:
a) Pembatasan  jumlah  pengunjung  maksimal  500/a  (lima  puluh  persen)

dari kapasitas normal dan jam operasional sampaj dengan pukul  16.00
WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b) Usaha  pariwisata  lalnnya  seperti  tempat  hiburan,   karaoke,  wamet,
game  online,  tempat  olah  raga  dan  kegiatan  usaha  sejenis  lainnya
dibatasi   jam   operasional   sampal   dengan   pukul   22.00   WIB   dan
pembatasan  jumlah  pengunjung  maksimal  50%  (lima  puluh  persen)
dari  kapasitas  normal  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara
lebih ketat.



5)   Kcpala Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  dan  Kepala Dinas  Pemuda
Olahraga dan Pariwisata agar:
a) Memerintahkan pengelola/penanggungjawab  usaha untuk membentuk

dan  mengoptimalkan  fungsi  Satuan Tugas  Penanganan  Covid-19  pada
unit  usahanya  dalam  penerapan  disiplin  protokol  kesehatan  secara
lebih ketat;

b) Melakukan  monitoring  dan  pengawasan  secara  lebih  intensif  untuk
memastikan      kepatuhan      pelaku/pengelola     usaha     sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf  e   poin   1)   sampai   dengan   poin   4)   dalam
menerapkan    kapasitas,   jam   operasional   dan    penerapan    protokol
kesehatan      yang      hasilnya      menjadi      dasar      pembinaan      bagi
pelaku / pengelola usaha.

f.  Mengijinkan    tempat    ibadah    untuk    dilaksanakan    dengan    pengaturan
pembatasan  kapasitas  sebesar  50°/a  (lima  puluh  persen)  dengan  penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat,  kecuali tempat ibadah yang berada di
lingkungan  RT yang  masuk Zona Oranye  dan  Merah  harus  ditutup  sampai
dengan  berubahnya  kriteria  zonasi  lingkungan  RT  setempat  menjadi  Zona
Kuning atau mjau;

9. Kegiatan    fasilitas    umum    yang    berpotensi    menimbulkan    kerumunan
dilaksanakan berdasarkan  Peraturan Bupati Boyolali  Nomor 49 Tahun  2020
tentang   Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol   Kesehatan
Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Cororra  Vt."s Disease 20J9 di
Kabupaten   Boyolali   sebagaimana  telah   diubah   dengan   Peraturan   Bupati
Boyolali  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati
Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan
Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian
Corona Vi."s Dt.seczse 20J 9 di Kabupaten Boyolali berkenaan dengan kegiatan
tersebut;

h.Kegiatan     penyelenggaraan     kesenian     yang     berpotensi     menimbulkan
kerumunan  ditangguhkan  sementara karena tingkat  penyebaran/penularan
Covid-19   yang   menunjukkan   kecenderungan   meningkat   sampai   dengan
ditetapkannya    petunjuk    pelaksanaan    kegiatan    dimaksud    berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

i.  Dikecualikan   penyelenggaraan   kegiatan   semi   sebagai   satu   kesatuan
rangkainfl penyelenggaran hajatan dengan ketentuan sebagal berikut:
1)   Hanya diizinkan  kepada masyarakat yang berdomisili dan pclaksanaanya

di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona mjau dan Zona Kuning;
2)   Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (marrfu/ngztndhah mcirrfut) dan

hajatan khitanan yang diselenggarakan dengan model dritAe thrtt/ sistem
air mengalir  (hangr.  ndz!)  dan dilarang menyediakan meja dan nirsi
tamu  serta  tabu undangan  dilarang  makan ditempat   hajatan guna
menghindari  kontak  fisik  sebagai  akibat  berkumpulnya  banyak  orang
atau kerumunan orang;

3)   Penyelenggaraan hajatan  dapat diisi hiburan kesenian  dengan ketentuan
pekerja semi menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan
melakukan   kontak  fisik  dengan  pengisi  acara  lainnya  maupun  tamu
undangan  serta dilarang menyelenggarakan hiburan  secara terpisah balk
waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan
selesai);



4)   Tata   cara   penyelenggaraan   hajatan   berpedoman   pada   Surat   Bdaran
Satuan        Tugas        Penanganan        Covid-19        Kabupaten        Boyolali
Nomor:   180/ 1434/5.5/Tahun  2021   Tentang  Panduan  Penyelenggaraan
Ha.j.atan   Dalam   Masa   Pandemi   Covid-19   Dengan   Penerapan   Protokol
Kesehatan  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Masyarakat Yang  Produktif Dan
Aman  Covid-19  Sesuai  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat Berbasis  Mikro
Di Kabupaten Boyolali;

5)   Seluruh     tahapan     penyelenggaraan    hajatan     dilaksanakan     dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

6)   Pelanggaraan  terhadap  ketentuan  dan  tata  cara  penyelenggaraan  akan
diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan     disamping     terhadap     pelaku      pelanggaran      diwajibkan
melaksanakan  rczp].cZ test arit].gerL.

j.  Mengijinkan  kegiatan  konstruksi  beroperasi   100°/o  (seratus  persen)  dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan instansi terkait agar
melakukan    pcngaturan    dan    memerintahkan    pengelola/penanggungjawab
fasilitas umum/ tempat wisata/ taman untuk melaksanakan pengetatan protokol
kesehatan dalam kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/ taman;

12. Mengatur  kegiatan  koordinasi  terkait  kedinasan  yang  sifatnya  mendesak  dan
tidak  dapat  dihindarkan  melibatkan  paling  banyak  50°/o  (lima  puluh  persen)
dari   kapasitas   tempat/ruang   yang   digunakan   untuk   kegiatan   koordinasi
kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

13. Mengatur  kegia.tan  penyaluran  13antuan  Langsung  Tunal  (BLT)  melalui  Kantor
Pos  dilaksanakan  secara  bertahap  dengan  ketentuan  setiap  tahap  melibatkan
paling  banyak  30   (tiga  puluh)   orang  dengan  penerapan  protokol  kesehatan
secara lebih ketat;

14. Untuk  mencegah  terjadinya peningkatan  penularan  Covid-19  pasca  Hari  Raya
Idul   F`itri    1442    H/Tahun   2021,    maka   dilakukan    kegiatan   pemantauan,
pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagal berikut:
a. Kepala   Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan    dan    Desa/Kelurahan,    Instansi

Vertikal  di  Daerah,  BUMN  dan  BUMD,  TNI,  POLRI,  di  Kabupaten  Boyolali
untuk   melakukan   sosialisasi   terkait   dengan   PPKM   Mikro   kepada  warga
masyarakat  dan  karyawan/karyawati  di  lingkungan  kerjanya  dan  apabila
terdapat   pelanggaran,   maka   dilakukan   pemberian   sanksi   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.Dalam     hal     masyarakat     yang     akan     melakukan     perjalanan     lintas
Provinsi/Kabupaten/Kota    wajib    memiliki    dan    menunjukkan    dokumen
administrasi  perjalanan  tertentu  sebagaimana  telah  diatur  oleh  Pemerintah
pasca   Hari   Raya   Idul   Fitri   1442   H/Tahun   2021   sesuai   ketentuan  yang
berlaku, meliputi:
1)   Dokumen  hasil  tes  JET-PCR/ropz.cZ  fesf  cznd.gen/tes   GeIVose  CJ9  dengan

hasil negatif yang masih berlaku dalarn 24 jam terakhir;
2)  Surat  izin  peljalanan yang dikeluarkan  oleh  Kepala Desa/Lurah  dengan

tanda  tangan  basah/tanda  tangan  elektronik  dan  identitas  diri  calon
pelaku perjalanan;



c. Dalam   hal   terdapat    masyarakat   yang   melakukan   perjalanan    tertentu
sebagaimana  dimaksud  pada  huruf b  yang  tidak  memiliki  dan  tidak  dapat
menunjukkan    dokumen    administrasi    peijalanan    tertentu    sebagaimana
dimaksud  pada poin  1)  dan  poin  2)  huruf b,  maka pelaku  perjalanan  wajib
melaksanakan  karantina mandiri selama 5x24 jam dan  Kepala Desa/Lurah
melalui   Posko    Desa/Kelurahan   menyiapkan   tempat   karantina   mandiri
dengan   penerapan   protokol   kesehatan   yang   ketat   dan   biaya   karantina
dibebankan    kepada    masyarakat    yang    melakukan    perjalanan    lintas
Provinsi/ Kabupaten/ Kota terscbut;

d. Kepada  Kepala  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Boyolali  dan  Kepala  Satuan
Polisi   Pamong   Praja   Kabupaten   Boyolali   untuk   melakukan   penguatan,
pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check pot.ut
di  wilayah  Kabupaten  Boyolali  bersama  dengan  TNI  dan  POLRI  pasca  Hari
Raya Idul Fitri  1442 H/Tahun 2021  sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Seluruh     Satuan     Perlindungan     Masyarakat     (Satlinmas),     dan     Badan
Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD),  serta Pemadam  Kebakaran untuk
meningkatkan    kesiapsiagaan    dan    terlibat    aktif   dalam    mencegah    dan
mengatasi   aktivitas   publik   yang   dapat   mengganggu   ketenteraman   dan
ketertiban  masyarakat,   berkumpul/kerumunan  massa  di  tempat  fasilitas
umum,  fasilitas  hiburan  (pusat  perbelanjaan  dan  restoran),  tempat  wisata,
dan  fasilitas  ibadah  pasca  Hari  Raya  Idul  Fitri   1442  H/Tahun  2021  serta
melakukan  antisipasi  terhadap  kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan
bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);

f.  Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Kepala Dinas Ketahanari
Pangan     Kabupaten     Boyolali,     dan     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan
Perindustrian  Kabupaten Boyolali agar melakukan  upaya yang lebih intensif
untuk   menj.aga   stabilitas   harga   (terutama   harga   bahan   pangan)    dart
ketersediaan  bahan  pangan  serta  memastikan  kelancaran  distribusi  bahan
pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

15. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
a. Peningkatan   upaya   untuk   mencegah   dan   menghindari   kerumunan   balk

dengari cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan
hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan  (Satuan Polisi
Pamong Praja,  Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara
Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;

b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi
yustisi  sebagaimana dimaksud  pada  huruf a  agar melihatkan  tim  dart  r)inas
Kesehatan    Kabupaten    Boyolali    atau    tim    dari    Puskesmas    di    tempat
pelaksanaan operasi untuk melakukan  nqpid test cmtigen terhadap pelaku
pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapa.t dikenakan
sanksi sosial atau sanksi denda sesual peraturan perundang-undangan.

16.Kepada    Kepala    Dinas    Kesehatan    agar    menyediakan    kebutuhan    sarana
prasarana  pelaksanaan  rapt.cZ  test  dan  mengoordinasikan  RSUD  maupun  RS
Swasta   atau   Puskesmas   se   Kabupaten   Boyolali   dalam   mengirimkan   Tim
pelaksana  testi.rig dengan  ropl.cZ  test dalam  setiap  pelaksanaan  operasi yustisi
yang  dilaksanakan  aparat  keamanan  dibawah  koordinasi  Kepala  Satpol  PP
Kabupaten Boyolali;



17. Kepada   seluruh   Kepala   Perangkat   Daerah   dan   Pimpinan   lnstansi   Vertikal,
BUMN/BUMD,    Kepala   Desa/Kelurahan   agar   melaporkan   langkah-langkah
tindak  lanj.ut  pelaksanaan  perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat  di  tingkat  Kabupaten  dan  PPKM  Mikro  pada lcmbaga/instansinya
kepada Bupati Boyolali Cq.  Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu
pertama   atau   pada   tanggal   25   Mei   2021   dan   setelah   berakhirnya   masa
pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal  1 Juni 2021 ;

18. Pengaturan  perpanjangan  pembcrlakuan  pembatasan  meliputi  scluruh  Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;

19.Selain    pengaturan    PPKM    Mikro    Satgas    Penanganan    Covid-19    di    semua
tingkatan  baik tingkat  Kabupaten,  tingkat  Kecamatan  dan  Satgas  Penanganan
Covid-19    Desa/Kelurahan    agar    lebih    mengintensifltan    disiplin    protokol
kesehatan dengan melakukan upa.ya pelembagaan di dalam penerapan:
a. 5M yang terdiri dari:

1) Penggunaan masker yang balk dan benar;
2)Mencuci     tangan     menggunakan     sabun     pada     air     mengalir     atau

handscunitizeT:,
3) Menjagajarak;
4) Menghindari kerumunan;
5) Membatasi mobilitas.

b. Upaya  penanganan  kesehatan  dengan   memperkuat  kemanpuan   frocfa.rtg,
sistem dan manajemen tract.ng,  perbaikan treatment termasuk meningkatkan
fasilitas      kesehatan      (tempat     tidur,      ruang     IOU,      maupun      tempat
isolasi/ karantina) ; dan

c. Koordinasi  antar  daerah  yang  berdekatan  melalui  Sistem  Penanggulangan
Gawat   Darurat   Terpadu   (SPGDT)   untuk   redistribusi   pasien   dan   tenaga
kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

20.Camat     selaku     Ketua     Satgas     Penanganan     Covid-19     Kecamatan     agar
memerintahkan  Satgas  Penanganan  Covid-19  Kecamatan  di  wilayah  masing-
masing   untuk   melakukan   operasi   serentak   dalam   rangka   meningkatkan
kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;

21. Kepada  Camat  se  Kabupaten  Boyolali  agar  mengoordinasikan  hal-hal  sebagal
berikut:
a. Mengantisipasi  potensi  kerumunan  yang  mungkin  teljadi  pasca  Hari  Raya

ldul Fitri  1442  H/Tahun 2021 yang berhubungan dengan   kegiatan ekonomi,
pasar,    pusat   perbelanjaan,    serta   kegiatan   yang   berhubungan   dengan
keagamaan di wilayahnya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;

b.Mensosialisasikan    pelembagaan    Pola    Hidup    Bersih    dan    Sehat    (PHBS)
terutama  di  dalam  penera.pan  5M  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  19
huruf a;

c. Pelaksanaan    operasi    serentak    bersama    Satgas    Penanganan    Covid-19
Kecamatan    masing-masing    dalam    rangka    penegakan    hukum    untuk
meningkatkan     disiplin     dan     pengetatan     protokol     kesehatan     dengan
mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk
pelanggaran   protokol   kesehatan   dapat   mengenakan    sanksi   sosial   dan
menghindari pengenaan sanksi denda;

d. Melibatkan  Tim  pelaksana  testt.rig  dari   Puskesmas  di  Kecamatan  masing-
masing  untuk  melakukan  rapt.c!  test  ci7ut'geri  terhadap  pelaku  pelanggaran
protokol   kesehatan   yang   terjaring   dalam   operasi   serentak   sebagalmana
dimaksud pada huruf c;



e. Memerintahkan  kepada Kepala Desa/Kelurahan  agar melaksanakan  operasi
serentak  bersana  Satgas  Penanganan  Covid-19  Tingkat  Desa/Kelurahan  di
wilayah  masing-masing  dan  melaporkan  hasil  pelaksanaan  kepada  Camat
setempat   serta   mengefektifkan   operasionalisasi   Satgas   /ogo   ronggo   dan
Satgas   tingkat   RT   dalam   rangka   penegakan   disiplin   masyarakat   dalam
mematuhi  kebijakan  Pemerintah  dalarn  masa  pengetatan  disiplin  protokol
kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang
dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;

f.  Melaporkan   hasil   perkembangan   penanganan   Covid-19   dan   pelaksanaan
operasi  serentak dalam  masa perpanjangan  PPKM  Mikro di wilayahnya balk
melalui  Whatsqup Grup  Kepala OPD  maupun  secara tertulis  kepada Bupati
Boyolali    Cq.    Sekretaris    Daerah    dan    dilengkapi    dengan    dokumentasi
pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.

22. Kepada  Kepala  Desa/Kelurahan  agar  lebih  berperan  aktif dalam  pelaksanaan
pencegahan  terjadinya  peningkatan  penularan  Covid-19  pasca  Hari  Raya  Idul
Fitri  1442  H/Tahun 2021 dengan cara:
a. Mengoptimalkan  fungsi  Posko  Covid-19   Desa/Kelurahan  dan  Satgas  Jogo

ronggo serta Satgas tingkat RT;
b. Melakukan fungsi pencegahan melalui:

1)    Identifikasi titik potensi kerumunan;
2)   Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:

a) mcmakal masker;
b) mencuci  tangan  dengan  sabun  pada  air  mengalir  atau  menggunakan

haridsci".deer sesering mungkin;
c)  menjagajarak;
d) menghindari kerumunan; dan
e)  membatasi mobilitas
terutama di  area  pariwisata,  tempat  ibadah  (masj.id  atau  mushala)  atau
tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;

3)   Mengijinkan   kegiatan   sosial   tingkat   rumah   tangga   yang   berpotensi
menimbulkan    kerumunan    untuk   dilaksanakan    dengan    pengaturan
pembatasan     sebesar     50°/a     (lima     puluh     persen)     dari     kapasitas
tempat/ruang  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat,
seperti    kumpul/temu/arisan/pesta   keluarga,    pertemuan    rutin,    dan
kegiatan lain yang sejenis; dan

4)   Pembatasan      mobilitas      masuk      bagi      pendatang      dari      wilayah
Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara     lain      ke      lingkungannya     dengan
melakukan     scr€eur.rig     dokumen     administrasi     perjalanan     tertentu
sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b.

23. Terhadap  kegiatan  yang  melanggar  ketentuan  penerapan  protokol  kesehatan
maka  kegiatan  yang  diselenggarakan  dapat  dibubarkan  dan/atau  dikenakan
sanksi sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat  Edaran  ini,  maka Surat Edaran Bupati Boyolali
Nomor:   300/ 1760/5.5/2021   tentang   Perpanjangan   Pemberlakuan   Pembatasan
Kegiatan   Masyarakat   Berbasis   Mikro   Dan   Mengoptimalkan   Posko   Penanganan
Cororm   VI.nJs  Dt.sease  20J9  Tingkat   Desa  Dan   Kelurahan   Untuk   Pengendalian
Penyebaran   Corona   VI."s   Dt.seas€   20]9   Di   Kabupaten   Boyolali   dicabut   dan
dinyatakan tidak berlaku.



Surat Edaran ini berlafu pada tanggal 18 Mei sampai dengan 31 Mei 2021.

Demikian   Surat   Edaran   ini   dibuat   untuk   diketahui   dan   dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarhan di   : Boyolali

Temhusan, disampaikan kepada Yth. :
1.  Menteri      Dalam     Negeri     Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa 'rengrh di Scmarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten Beyolali; dan
4.  Pertinggal.

KomDleles Perfcartoran Temadu KabuDaten BovoLali
Jl.MerdckaBarat.Telez}on/02781321021.Fax(02761321172.websiteM:eww`^/.bovolali.co.id

Kemiri. Bovolali 57321, Provinal Jam Tenaah
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BUPATI    BOYOLALI

SURAT EDAEN
NIOMOR..3.cO/I.6.8.ii.5.,§./aQ2.I.

TENTAVG

PBRPANuANGAN
PEMBERLAKUAN PBMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

DAN MENcopTIMALKAN posKo PENANGANAN coRo^z4 tmtrs z77sEASE 2ol g
TINGKAT DESA DAN KELURAIIAIr UNTUK PENGENDALIAN PENTEBARAN

coRo^ra vzRt/s z}]isEASE 2o] 9 DI KABUPATEN BOTOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang
Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro
Dan  Mengoptimalkan  Posko  Penanganan  Cororra  VI"s Diseczse 20J 9 Di Tingkat
Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Cororra VI.nts Disecrse 20J 9;

2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan    Hukum    Protokol    Kesehatan    Sebagal    Upa.ya    Pencegahan    dan
Pengendalian Cororm VI'rtts Disease 20J 9 di Kabupaten Boyolali sebagajmana telah
diubah   dengan   Peraturan   Bupati   Boyolali   Nomor   08   Tahun   2021   tentang
Perubahan  Atas   Peraturan   Bupati   Boyolali   Nomor  49   Tahun   2020   tentang
Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona VI.7tJs D±.sease 20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan tingkat penyebaran/ penularan Covid-19 yang semakin
terkendali   karena  jumlah   kasus   terkonfirmasi   positif  Covid~19   yang   semakin
menurun/melandai,  maka  perlu  segera  dilakukan  pelembagaan  Perilaku  Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup
berdampingan   dengan   Covid-19,   namun   demikian   guna   meningkatkan   hasil
pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan
protokol   kesehatan   serta  untuk   memutus   mata  rantai   penyebaran   Covid-19,
dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat
di  tingkat  Kabupaten  bersamaan  dengan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan
Masyarakat  13erbasis  Mikro  dengan  cakupan  wilayah  di  tingkat  Desa/Kelurahan
sampai  ke  tingkat  Rukun  Tetangga  (RT)  berdasarkan  kriteria  zonasi  yang  akan
menentukan   skenario   pengendalian   penanganan   Covid-19   di   lingkungan   RT
setempat,   maka   berkenaan   dengan   hal   tersebut   kepada   seluruh   komponen
masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.   Melakukan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro
yang  selanjutnya  disebut  PPKM   Mikro  terhadap  kegiatan  masyarakat  yang
berpotensi  menimbulkan  penularan  Covid-19  sampai  dengan  tingkat  Rukun
Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;



2.   Kriteria  zonasi  pengendalian  wilayah  sebagaimana  dimaksud  pada  angka   1
berlaku sampal di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
a.   Zona  Hijau  dengan  kriteria  tidak  ada  kasus  Covid-19  di  satu  RT,  maka

skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di
tes dan pemantauan kasus tetap dilal<ukan secara rutin dan berkala;

b.   Zona Kuning dengan  kriteria jika terdapat  1  (satu)  sampai  dengan  2  (dua)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan kontak erat,  1alu  melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif
dan kontak crat dengan pengawasan ketat;

c.    Zona  Oranye  dengan  kriteria jika  terdapat  3  (tiga)  sampai  dengan  5  (lima)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu FIT selama 7  (tujuh) hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan kontak erat,  lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif
dan  kontak erat  dengan  pengawasan  ketat,  serta menutup  rumah  ibadah,
tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d.   Zona Merah dengan  kriteria jika terdapat lebih dari  5  (lima)  rumah dengan
kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka
skenario    pengendalian   adalah   pemberlakuan    PPKM    tingkat    RT   yang
mencakup:
1)   Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
2)   Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3)   Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya

kecuali sektor esensial;
4)    Melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
5)    Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;

dan
6)   Meniadakan    kegiatan    sosial    masyarakat    di    lingkungan    RT   yang

menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3.   Pelaksana.an  PPKM  Mikro  dilakukan  melalui  koordinasi  antara  seluruh  unsur

yang    terlibat,    mulai    dari    Ketua    RT/RW,    Kepala    Desa/Lurah,    Satuan
Perlindungan    Masyarakat    (Satlinmas),    Bintara    Pembina    Desa    (Babinsa),
Bhayangkara        Pembina        Keamanan        dan        Ketertiban        Masyarakat
(Bhabinkamtibmas),   Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  Tim  Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) , Pos Pelayanan Keluarga Berencana
Kesehatan Terpadu  (Posyandu),  Dasawisma,  Tokoh  Masyarakat, Tokoh Agama,
Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,    Penyuluh,  Pendamping,  Tenaga  Kesehatan  dan
Karang Taruna serta relawan lainnya;

4.   Mekanisme   koordinasi,   pengawasan  dan  evaluasi  pelaksanaan   PPKM   Mikro
dilakukan  dengan  mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  Pos  Komando  (Posko)
tingkat  Desa dan  Kelurahan.  Posko  Kecamatan  agar meningkatkan  peran  dan
fungsinya di dalam melaksanakan  supervisi dan pelaporan  Posko tingkat  Desa
dan Kelurahan;

5.   Posko tingkat Desa dan Kelurchan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah
lokasi atau tempat yang mcnjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan
Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
a.    Pencegahan;
b.   Penanganan;
c.    Pembina.an; dan
d.   Pendukung   pelaksanaan    penanganan    Covid-19    di    tingkat    Desa   dan

Kelurahan.



6.   Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat
Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan,
Kabupaten,  Provinsi,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional,
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;

7.   Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan  Posko tingkat Desa dan  Kelurahan
dibebankan  pada  anggaran  masing-masing  unsur  Pemerintah  sesuaj  dengan
pokok kebutuhan sebagai berikut:
a.   Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung

dari  sumber  pendapatan  Desa  melalui  Anggaran  Pendapatari  dan  Belanja
Desa (APBDes);

b.   Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;

c.    Kebutuhan terkalt Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran
TNI/POLRI;

d.   Kebutuhan   terkait  penguatan   tesft.ng,   troa.rtg  dan   treofmerit  dibebankan
kepada     anggaran     Kementerian     Kesehatan     atau     Badan     Nasional
Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan

e.    Kebutuhan  terkait  dengan  bantuan  kebutuhan  hidup  dasar  dibebankan
kepada   Anggaran   Badan   Urusan   Logistik   (Bulog)/Kementerian   BUMN,
Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan
serta APBD Provinsi/ Kabupaten.

8.   Posko  tingkat  Desa  diketuai  oleh  Kepala  Desa  yang  dalam  pelaksanaannya
dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan
diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan
kepada masing-masing  Posko  balk  Posko  tingkat  Desa  maupun  Posko  tingkat
Kelurahan  juga  dibantu  oleh  Satlinmas,  Babinsa,  Bhabinkamtibmas,  Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Ada.t, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendanping,
Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah
sesuai dengan kondisi setempat;

9.   Bagi  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Boyolali
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a.   Memastikan  bahwa  di  setiap  Desa/Kelurahan  di  Kabupaten  Boyolali  telah

terbentuk   Satgas   Penanganan   Covid~19   sampai   ke   tingkat   RT   dalam
pelaksanaan PPKM Mikro; dan

b.   Memerintahkan   Kepala   Desa   se-Kabupaten   Boyolali   untuk   melaporkan
kegiatan  Posko  tingkat  Desa  maupun  dalam  mengoperasionalkan  Satgas
tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan
tembusan   kepada   Kepala   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Desa
Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini
sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.

10. Perpanjanganan  PPKM  Mikro  dilakukan  bersamaan  dengan  PPKM  Kabupaten
yang  pengaturannya meliputi hal-hal sebagal berikut:
a.   Bagi  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Boyolali  agar

melakukan   pengaturan   pelaksanaan   kegiatan   belajar   mengajar   sesuai
petunjuk  teknis  dari  Kementerian  terkait  dengan  memperhatikan  kriteria
zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;



b.   Bagi  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten   Boyolali  agar
melaksanakan   pemantauan   untuk   memastikan   kepatuhan   perusahaan
dalam melaksanakan  penerapan  protokol kesehatan  secara lebih  ketat dan
melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional
perusahaan   selama   perpanjangan   pemberlakuan   pembatasan   kegiatan
masyarakat sesual Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
09 Tahun 2021 ;

c.    Kepada  Perusahaan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  yang  meliputi
BUMN/BUMD,       Perusahaan       Swasta      Nasional/Perusahaan       Swasta
Asing/usaha   Perbankan   Swasta   termasuk   BPR   dan/atau   usaha   Jasa
Keuangan  lainnya  wajib  mematuhi  ketentuan  pemberlakuan  pembatasan
kegiatan   masyarakat   sesual   Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Republik
Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 ;

d.   Untuk   sektor   esensial    seperti,    kesehatan,    bahan   pangan,    makanan,
minuman,     energi,     komunikasi    dan     teknologi    informasi,     keuangan,
perbankan,     system    pembayaran,    pasar    modal,    logistik,    perhotelan,
konstruksi,  industri strategis,  pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri
yang ditetapkan sebagal objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan
sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat
beroperasi   100°/o   (seratus   persen)     dengan   pengaturan  jam  operasional,
kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

e.    Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1)   Kegiatan restoran/rumah makan/care (makan/minum di tempat) sebesar

50%  (lima  puluh  persen)  dan  untuk  layanan  makanan  melalui  pesan-
antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Jam  operasional  untuk  pusat  perbelanjaan/super  market/mini  market
sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

3)    Operasional  angkringan/pedagang  kaki  lima  (PKL)   wajib  menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

4)    Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
a)    Pembatasan jumlah  pengunjung maksimal  50°/o  (lima puluh  persen)

dari  kapasitas  normal  dan  jam  operasional  sampai  dengan  pukul
16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b)   Usaha  pariwisata  lainnya  seperti  tempat  hiburan,  karaoke,  warnet,
game  online,  tempat  olah  raga  dan  kegiatan  usaha  sejenis  lainnya
dibatasi  jam   operasional   sampai   dengan   pukul   22.00   WIB   dan
pembatasan jumlah  pengunjung maksimal  50°/o  (lima puluh  persen)
dari  kapasitas normal  dengan  penerapan  protokol kesehatan  secara
lebih ketat.

f.    Mengijinkan    tempat    ibadah    untuk   dilaksanakan    dengan    pengaturan
pembatasan  kapasitas  sebesar 50°/o  (lima puluh  persen)  dengan  penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada di
lingkungan  RT yang masuk Zona Oranye dan  Merah  harus ditutup  sampai
dengan  berubahnya  kriteria zonasi  lingkungan  RT  setempat  menjadi  Zona
Kuning atau Hijau;



9.    Kegiatan    fasilitas    umum    yang    berpotensi    menimbulkan    kerumunan
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020
tentang   Penerapan   Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol   Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian  Cororm Vz."s Dt.seczse 20J 9 di
Kabupaten  Boyolali  sebagalmana  telah  diubah  dengan  Pera.turan  Bupati
Boyolali  Nomor 08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati
Boyolali  Nomor 49 Tahun  2020  tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan
Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagal  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian
Coro7ifl Vz.7us Disease 20Z 9 di Kabupaten Boyolali berkenaan dengan kegiatan
tersebut;

h.   Kegiatan seni,  sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan
diberhentikan     sementara     sampai     dengan     diterbitkannya     petunjuk
pelaksanaan    kegiatan    dimaksud    berdasarkan    peraturan    perundang-
undangan;

i.    Dikecualihan   penyelenggaraan   kegiatan   semi   sebagai   satu   kesatuan
ranghaian penyeleflggaran haJatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1)   Hanya diizinkan kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya

di loka.si/lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan Zona Kuning;
2)    Hanya  diizinkan    untuk  hajatan  pemikahan  (manrzJ/ngLindhah  mcmfu)

dan   hajatan   khitanan   yang   diselenggarakan   dengan   model   drive
th"/sistem air mengalir (bangp. rr.ixp dan dilarang menyediakan meJa
dan  hirsi  tamu  8erta  tamu  undangan  dilarang  mal[an  ditempat
hajatan  guna  menghindari  kontak  fisik  sebagai  akibat  berkumpulnya
banyak orang atau kerumunan orang;

3)   Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan kesenian dengan ketentuan
pekerja semi menempa.ti tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan
melakukan  kontak  fisik  dengan  pengisi  acara  lainnya  maupun  tanu
undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah balk
waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan
selesai);

4)   Tata  cara  penyelenggaraan  hajatan   berpedoman  pada  Surat   Edaran
Satuan    Tugas    Penanganan    Covid-19    Kabupaten    Boyolali    Nomor:
180/ 1434/5.5/Tahun 2021  Tentang Panduan  Penyelenggaraan  Hajatan
Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19  Dengan  Penerapan  Protokol  Kesehatan
Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan Aman Covid-
19 Sesual Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten
Boyolali;

5)   Seluruh    tahapan    penyelenggaraan    hajatan    dilaksanakan    dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

6)   Pelanggaraan  terhadap  ketentuan  dan  ta.ta cara  penyelenggaraan  akan
diproses dan dikenakan sanksi sesual ketentuan peraturan perundangan-
undangan     disamping     terhadap     pelaku     pelanggaran     diwajibkan
melaksanakan rapid test antigen.

j.    Mengijinkan  kegiatan  konstruksi  beroperasi  100°/o  (seratus  persen)  dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11. Mengatur  kegiatan  koordinasi  terkait  kedinasan  yang  sifatnya  mendesak  dan
tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50°/o (lima puluh persen) dari
kapasitas tempat/ruang yang digunakan  untuk kegiatan koordinasi kedinasan
dimaksud dengan penerapan protokol keseha.tan secara lebih ketat;



12. Mengatur  kegiatan  penyaluran  Bantuan  Langsung Tunal  (BLT)  melalui  Kantor
Pos  dilaksanakan  secara  bertahap  dengan  ketentuan  setiap  tahap  melibatkan
paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara
lebih ketat;

13. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 selama Bulan Suci
Ramadhan  dan  menjelang  Hari  Raya  ldul  F`itri   1442   H/Tahun  2021,   maka
dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan
hal-hal sebagai berikut:
a.   Kepala   Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan   dan   Desa/Kelurahan,   Instansi

Vertikal  di  Dacrah,  BUMN  dan  BUMD,  TNI,  POLRI,  di  Kabupaten  Boyolali
untuk:
1)   melakukan  sosialisasi  dan  koordinasi  peniadaan  Mudik  Lebaran  Hari

Raya  Idul  Fitri   1442   H/Tahun  2021   kepada  warga  masyarakat  dan
masyarakat perantau yang berada di wilayahnya; dan

2)   apabila   terdapat    pelanggaran    terhadap    hal    tersebut    sebagaimana
dimaksud  pada  angka   I),   maka  dilakukan  pemberian   sanksi  sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.   Dalam     hal     rna.syarakat    yang     akan     melakukan     perjalanan     lintas
Provinsi/Kabupaten/Kota   wajib    memiliki    dan    menunjukkan    dokumen
administrasi  perjalanan  tertentu  sebagalmana telah diatur oleh  Pemerintah
selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri  1442 H/ Tahun
2021, meliputi:
1)  Dokumen  hast+  tes  RT-PCR/rapid  test  antigen/tes  GeNose  C19  dengan

hasil negatif;
2)  Surat izin  perjalanan yang dikeluarkan  oleh  Kepala Desa/Lurah dengan

tanda  tangan  ba.sah/tanda  tangan  elektronik  dan  identitas  diri  calon
pelaku perjalanan;

c.   Dalam   hal   terdapat   masyarakat   yang   melakukan   perjalanan   tertentu
sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak memiliki dan tidak dapat
menunj.ukkan   dokumen   administrasi   perjalanan   tertentu   sebagaimana
dimaksud pada poin  1)  dan  poin  2)  huruf b,  maka pelaku  perjalanan wajib
melaksanakan karantina mandiri selama 5 x 24 Jam dan Kepala Desa/Lurah
melalui   Posko   Desa/Kelurahan   menyiapkan   tempat   karantina   mandiri
dengan   penerapan   protokol   kesehatan  yang  ketat   dan  biaya  karantina
dibebankan    kepada    masyarakat    yang    melakukan    perjalanan    lintas
Provinsi/Kabupaten/Kotatersebut;

d.   Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Boyolali  dan  Satuan  Polisi  Panong  Praja
Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan
terhadap  perjalanan  orang  pada  Posko  check po!ut  di  wilayah  Kabupaten
Boyolali  bersama  dengan  TNI  dan   POLRI   selama  Bulan  Ramadhan  dan
menjelang Hari Raya Idul Fitri  1442 H/Tahun 2021;

e.    Seluruh    Satuan     Perlindungan    Masyarakat    (Satlinmas),     dan    Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk
meningkatkan  kesiapsiagaan  dan  keterlibatan  aktif  dalam  mencegah  dan
mengatasi   aktivitas   publik  yang   dapat   mengganggu   ketenteraman   dan
ketertiban  masyarakat,  berkumpul/kerumunan  massa  di  tempat  fasilitas
umum,  fasilitas hiburan  (pusat perbelanjaan  dan restoran),  tempat wisata,
dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan menjelang perayaan Hard



Raya  Idul  F`itri  1442  H/Tahun  2021  serta  melakukan  antisipasi  terhadap
kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan  bencana alam  (banjir,  gempa,
tanah longsor, dan gunung meletus);

f.    Dinas    Pertanian    Kabupaten    Boyolali    dan    Dinas    Perdagangan    dan
Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif
untuk   menjaga   stabilitas   harga   (terutama   harga   bahan   pangan)   dan
ketersediaan  bahan  pangan  serta memastikan  kelancaran  distribusi  bahan
pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;

14. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
a.   Peningkatan   upaya  untuk  mcncegah  dan  menghindari  kerumunan   baik

dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan
hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi
Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara
Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;

b.   Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi
yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas
Kesehatan    Kabupaten    Boyolali    atau    tim    dari    Puskesmas    di    tempat
pelaksanaan operasi untuk melakukan riapid test antigen terhadap pelaku
pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan
sanksi sosial atau sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menyediakan kebutuhan sarana  prasarana
pclaksanaan  rapt.cZ test dan  mengoordinasikan  RSUD  maupun  RS  Swasta atau
Puskesmas  sc  Kabupaten  Boyolali  dalam  mengirimkan  Tim  pelaksana  testi.ng
dengan  rapt.c! fesf dalam  setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan
aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;

16. Kepada   seluruh   Kepala   Perangkat   Daerah   dan   Pimpinan   lnstansi   Vertikal,
BUMN/13UMD,    Kepala   Desa/Kelurahan   agar   melaporkan   langkah-langkah
tindak  lanjut  pelaksanaan  perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat  di  tingkat  Kabupaten  dan  PPKM  Mikro  pada lembaga/instansinya
kepada Bupati Boyolali Cq.  Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu
pertama  atau   pada   tanggal   27   April   2021   dan   setelah   berakhirnya  masa
pclaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 4 Mei 2021 ;

17. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Boyolali;

18. Selaln  pengaturan  PPKM  Mikro,  agar  Satgas  Penanganan  Covid-19  Kabupaten
sampai dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Satgas Penanganan
Covid-19 Desa/Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan
upaya penanganan kesehatari  (membagikan masker dan menggunakan masker
yang balk dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer,
menjaga  jarak  dan  menghindari  kerumunan  yang  berpotensi  menimbulkan
penularan),   disamping   itu   memperkuat   kemanpuan   tracking,   sistem   dan
manaj.emen   tracing,   perbaikan   treatment   termasuk   meningkatkan   fasilitas
kesehatan   (tempat   tidur,   ruang      ICU,   maupun   tempat   isolasi/karantina),
koordinasi antar daerah yang  berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai
dengan kewenangan masing-rna.sing;



19.Camat     selaku     Ketua     Satgas     Penangarian     Covid-19     Kecamatan     agar
memerintahkan  Satgas  Penanganan  Covid-19  Kecamatan  di  wilayah  masing-
masing   untuk   melakukan   operasi   serentak   dalarn   rangka   meningkatkan
kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;

20. Kepada  Camat  se  Kabupaten  Boyolali  agar  mengoordinasikan  hal-hal  sebagal
berikut:
a.   Pelaksanaan    operasi    serentak   bersama   Satgas    Penanganan    Covid-19

Kecamatan    masing-masing    dalam    rangka    penegakan    hukum    untuk
meningkatkan    disiplin    dan    pengetatan    protokol    kesehatan    dengan
mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk
pelanggaran   protokol   kcsehatan   dapat   mengenakan   sanksi   sosial   dan
menghindari pengenaan sanksi denda;

b.   Melibatkan  Tim  pelaksana  festi.ng  dari  Puskesmas  di  Kecamatan  masing-
masing  untuk  melakukan  rop].c!  test  antr.gerL  terhadap  pelaku  pelanggaran
protokol   kesehatan  yang   terjaring  dalarn   operasi   serentak   sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c.    Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi
serentak bersama Satgas  Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di
wilayah  masing-masing  dan  melaporkan  hasil  pelaksanaan  kepada  Camat
setempat   serta  mengefektifkan   operasionalisasi   Satgas   LJogo  Tonggo  dan
Satgas  tingkat  RT  dalam  rangka  penegakan   disiplin   masyarakat  dalam
mematuhi  kebijakan  Pemerintah  dalam  masa  pengetatan  disiplin  protokol
kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang
dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;

d.   Melaporkan  hasil  perkembangan  penanganan  Covid-19  dan  pelaksanaan
operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya balk
melalui  matsapp Grup Kepala OPD maupun  secara. tertulis kepada Bupati
Boyolali    Cq.    Sekretaris    Daerah    dan    dilengkapi    dengan    dokumentasi
pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.

21. Kepada  Kepala  Desa/Kelurahan  agar  lebih  berperan  aktif dalam  pelaksanaan
pencegahan  terjadinya  peningkatan  penularan  Covid-19  selama  Bulan   Suci
Ramadhan dan menjelang Hari Raya ldul F`itri 1442 H/Tahun 2021 dengan cara:
a.   Mengoptimalkan  fungsi  Posko  Covid-19  Desa/Kelurahan  dan  Satgas  /ogo

ronggo serta Satgas tingkat RT;
b.   Melakukan fungsi pencegahan melalui:

1)    Identifikasi titik potensi kerumunan;
2)   Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol keseha.tan yang meliputi:

a)    memakal masker;
b)   mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan

handsanitizer sesering mungkin;
c)    menjagajarak;
d)   menghindari kerumunan; dan
e)    membatasi mobilitas
terutama di area pariwisata,  tempat ibadah  (masjid  atau  mushola)  atau
tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;

3)   Sosialisasi adanya larangan/peniadaan sementara mobilitas masyarakat
lintas wilayah Kabupaten / Kota/ Provinsi/ Negara untuk keperluan mudik;



4)   Mengig.inkan  kegiatan   sosial  tingkat  rumah   tangga  yang   beapotensi
menimbulkan   kerumunan   untuk   dilaksanakan   dengan   pengatulan
pembatasan    sebesar    50%    (lima    puluh    persen)    dari    kapasitas
tempat/ruang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
seperti   kumpul/tcmu/arisali/pesta  keluarga,   pertemuan   rutin,   dan
kegiatan lain yang sejenis; dan

5)   Pembatasan     mobilitas     masuk     bagi     pendatang     dari     wilayah
Kabupaten/Kota/Fhovinsi/Negara    lain    ke    lin9kungannya    dengan
mela]n]kan    skrining    dokumen    administrasi    peljalanan    tertentu
sebagainana dimaksud dalam an8ha 13 huruf b poin 1).

c.   Men8hinbau   scluruh  masyaralrat  di  wilayahnya  masing-masing  untuk
melakukan  sahur dan buka puasa bersana keluanga satu  rulnah  selama
Bulan Suci Ramadhan 1442 H/Tahun 2021.

22. Ter.hadap  kegiatan yang  melanggar ketentuan  penerapan  protokol  kesehatan
maka kegiatan  yang  diselenggarakan  dapat  dibubarkan  dan/atau  dikenakan
sanksi sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber.laku.

Pada saat berlaJounya Surat Bdaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolan
Nomor:   300/ 1599/5.5/2021   tentang   Peapanjangan   Pemberlckuan   Pembatasan
Kegiatan  Masrarahat  Berbasis  Milm  Dan  Mengoptimalhan  Posko  Penanganan
corom  VInts  JItsease  20]9  Tinghat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk  Pengendalian
Penyebaran   Coro7m   VIrus  msease  20]9   Di   Kabupaten   Boyolali   dicabut   dan
dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 20 April §ampai dengan 3 Mei 2021.

Demikian   Surat   Edaran   ini   dibuat   untuk   diketahui   dan   dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Tendusan, disampaikan kepada Yth. :

1.  Menteri      Dalam      Negeri      Republik
hidonesia di Jakartry

2.  Gubemur Jawa Tengah di Semararig;
3.  Ketua DPRD Kabupaten BQyolali; dan
4.  Pertin8gal.

KomDleks Perkentoran TeTDadu Kabui]aten Bovolali
JL ;;6.-Jii:a Barut Te+.eon (a27Bl 321021. Fax (0278` 321172. vwhb -.tryml

Kemiri. Bovelalj 57321.  Pruvinsi Ja\ma Tenaan
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BUPATI    BOYOLALI

SURAT EDAEIAN

NOMOR..399.I..I.Rlfu5.I.5::.€l.%.P±!..

TENTAIG

pERPAINUAnlGA"
PENBERLAKUAN PEMIIATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BBRBASIS MIKRO

DAN MENGOpTIMALKAN pOsKO PENANGANAN cORO^IA tmus z]JSEASB 2OJ 9
TINGKAT DESA DAN KELURAIIAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN

coRoj`aA vzRt/s z»sEASE 2o] g DI KABupATEN BOTOLALI

Dasar:

1. Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Republik  Indonesia  Nomor   14   Tahun   2021
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko  Penanganan  Cororrm  Vt."s  Disease  20]9  Di
Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk   Pengendalian  Penyebaran   Corona   Vc.nJs
ldisecrse 2019.,

2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan    Hukum    Protokol    Kesehatan    Sebagai    Upaya    Pencegahan    dan
Pengendalian  Coro7.ro  Vlrus  Diseczse  20J 9  di  Kabupaten  Boyolali  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  08 Tahun  2021  tentang
Perubahan  Atas   Peraturan   Bupati   Boyolali   Nomor  49   Tahun   2020   tentang
Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona VI."s Disease 20J 9 di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan  dengan  adanya  peningkatan  jumlah  kasus  aktif  Covid-19,
peningkatan angka kematian karena Covid-19 dan penurunan angka kesembuhan
pasien  Covid-19,  dan  peningkatan jumlah  tingkat  keterisian Tempat  Tidur Isolasi
dan  Tempat  Tidur  JCU di  Rumah  Sakit  rujukan  Covid-19  di  Kabupaten  Boyolali,
maka  perlu  langkah-langkah  antisipasi  dan  mempersiapkan  upaya  pengendalian
terhadap dampak yang ditimbulkan  sebagai akibat adanya hari libur tahun 2021
bersarnaan dengan pelembagaan  Perilaku  Hidup Bersih  dan  Sehat  (PHBS)  dengan
menerapkan   adaptasi   kebiasaan   baru   dalam   hidup   berdampingan   dengan
Covid-19.     Guna    meningkatkan    hasil    pengendalian    penanganan     Covid-19,
kedisiplinan  dan  pengetatan  dalam  penerapan  protokol  kesehatan  serta  untuk
memutus  mata  rantai   penyet)aran   Covid-19,   dipandang  perlu   mempeapanjang
Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan
dengan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro  dengan
cakupan  wilayah  di  tingkat  Desa/Kelurahan  sampai  ke  tingkat  Rukun  Tetangga
(RT)  berdasarkan  kriteria  zonasi  yang  akan  menentukan  skenario  pengendalian
penanganan  Covid-19  di  lingkungan  RT  setempat,  maka  berkenaan  dengan  hal
tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupa.ten Boyolali disampalkan
hal-hal sebagai berikut:



1.   Melakukan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro
yang  selanjutnya  disebut  PPKM   Mikro   terhadap  kegiatan  masyarakat  yang
berpotensi  menimbulkan  penularan  Covid-19  sampai  dengan  tingkat  Rukun
Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;

2.   Kriteria  zonasi  pengendalian  wilayah   sebagaimana  dimaksud  pada  angka   1
berlaku sampai di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
a. Zona  mjau  dengan  kriteria  tidak  ada  kasus  Covid-19  di  satu  RT,  maka

skenario pengendalian dilakukan  dengan  surveilans aktif,  seluruh  suspek di
tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. Zona  Kuning  dengan  kriteria jika  terdapat  1  (satu)  sampai  dengan  2  (dua)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu  RT  selama 7  (tujuh)  hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan  kontak  erat,  lalu  melakukan  isolasi  mandiri  untuk  pasien  positif
dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona  Oranye  dengan  kriteria jika  terdapa.t  3  (tiga)  sampai  dengan  5  (lima)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7  (tujuh)  hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan
pelacakan  kontak  erat,  1alu  melakukan  isolasi  mandiri  untuk  pasien  positif
dan  kontak  erat  dengan  pengawasan  ketat,  serta  menutup  rumah  ibadah,
tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d. Zona  Merah  dengan  kriteria jika  terdapat  lebih  dari  5  (lima)  rumah  dengan
kasus konfirmasi positif dalam  satu  RT  selama 7  (tujuh)  hari terakhir, maka
skcnario    pengendalian    adalah    pemberlakuan    PPKM    tingkat    RT    yang
mencakup:
1)   Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
2)    Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3)   Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lalnnya

kecuali sektor esensial;
4)    Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
5)    Membatasi keluar masuk wilayah  FIT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;

dan
6)   Meniadakan    kegiatan    sosial    masyarakat    di    lingkungan    RT    yang

menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3.   Pelaksanaan  PPKM  Mikro  dilakukan  melalui  koordinasi  antara  seluruh  unsur

yang    terlibat,    mulai    dari    Ketua    RT/RW,    Kepala    Desa/Lurah,    Satuan
Perlindungan    Masyarakat    (Satlinmas),    Bintara    Pembina    Desa    (Babinsa),
Bhayangkara        Pe mbina        Keamanan        dan        Ketertiban        M asyarakat
(Bhabinkamtibmas),   Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  Tim  Penggerak
Pemberdayaan    Kesejahteraan    Keluarga    (PKK),     Pos    Pelayanan    Keluarga
Berencana   Kesehatan   Terpadu   (Posyandu),   Dasawisma,   Tokoh   Masyarakat,
Tokoh  Agama,  Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,   Penyuluh,   Pendamping,  Tenaga
Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lalnnya;

4.   Mekanisme  koordinasi,   pengawasan   dan  evaluasi  pelaksanaan   PPKM   Mikro
dilakukan  dengan  mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  Pos  Komando  (Posko)
tingkat  Desa dan  Kelurahan.  Posko  Kecamatan  agar meningkatkan  peran  dan
fungsinya di dalam melaksanakan  supervisi dan  pelaporan  Posko  tingkat Desa
dan Kelurahan;



5.   Posko   tingkat   Desa  dan   Kelurahan   sebagaimana  dimaksud   pada  angka  4
adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat
Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
a. Pencegahan;
b. Penanganan;
c.  Pembinaan; dan
d. Pendukung    pelaksanaan    penanganan    Covid-19    di    tingkat    Desa    dan

Kelurahan.
6.   Dalam   melaksanakan   fungsi   sebagaimana  dimaksud   pada  angka  5,   Posko

tingkat  Desa  dan   Kelurahan  berkoordinasi  dengan  Satgas  Covid-19   tingkat
Kecamatan,    Kabupaten,    Provinsi,    Tentara    Nasional    Indonesia    (TNI)    dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI),  dan disarnpaikan kepada Satgas
Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;

7.   Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan
dibebankan  pada  anggaran  masing-masing  unsur  Pemerintah  sesuai  dengan
pokok  kebutuhan sebagai berikut:
a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung

dari  sumber  pendapatan  Desa  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Desa (APBDes);

b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten;

c. Kebutuhan  terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran
TNI/POLRI;

d. Kebutuhan   terkalt   penguatan   testt.ng,   frocfng   dan   freatrnerLt   dibebanhan
kepada     anggaran      Kementerian      Kesehatan      atau      Badan      Nasional
Penanggulangan Bencana Kabupaten ; dan

e. Kebutuhan   terkait   dengan   bantuan   kebutuhan   hidup   dasar  dibebankan
kepada   Anggaran    Badan    Urusan    Logistik    (Bulog)/Kementerian    BUMN,
Kementerian  Sosial,  Kementerian  Perindustrian,  dan  Kementeriari  Keuangan
serta APBD Provinsi/ Kabupaten.

8.   Posko    tingkat  Desa  diketuai  oleh  Kepala  Desa  yang  dalaln  pelaksanaannya
dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan
diketuai  oleh  Lurah  yang  dalam  pelaksanaannya  dibantu  Aparat  Kelurahan,
dan  kepada  masing-masing  Posko  balk  Posko  tingkat  Desa  maupun  Posko
tingkat  Kelurahan juga  dibantu  oleh  Satlinmas,  Babinsa,  Bhabinkamtibmas,
Tokoh   Masyarakat,   Tokoh   Agama,   Tokoh   Adat,   Tokoh   Pcmuda,   Penyuluh,
Pendamping,   Tenaga   Kesehatan   dan   Karang  Taruna  yang  ditetapkan   oleh
Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;

9.   Bagi  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Boyolali
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Memetakan keberadaan sarana prasarana isolasi mandiri terpusat yang ada

di  Desa/Kelurahan  diseluruh  wilayah  Kabupaten  BoyolaJi,  selanjutnya agar
melakukan verifikasi terhadap keberadaan  sarana prasarana isolasi mandiri
terpusat   dimaksud   yang   memenuhi   syarat   sesuai   standar   operasional
prosedur  untuk  digunakan  sebagai  tempat  isolasi  masyarakat  tanpa  gejala
yang terpapar Covid-19;



b. Dalam  hal  tidak  semua  Desa/Kelurahan  terdapat  tempat  isolasi  mandiri
terpusat   yang   memenuhi    syarat    sesual    standar   operasional   prosedur
dimaksud, maka dapat dilakukan penggabungan tempat isolasi dari beberapa
Desa di  suatu  tempat  isolasi di  Desa tertentu yang memenuhi  syarat  dalam
rangka  kontijensi  untuk  mengantisipasi  terjadinya  lonjakan  jumlah  kasus
terkonfirmasi  positif  Covid-19   sekaligus   sebagai  mitigasi   terkait   kesiapan
lokasi   untuk   karantina/isolasi   mandiri   di   Desa/Kelurahan   bagi   warga
masyarakat yang terkonrirmasi  positif Covid-19  tanpa gejala dengan  usia di
atas   45   (empat   puluh   lima)   tahun   agar   dapat   mencegah   penyebaran/
penularan Covid-19;

c. Memastikan  bahwa  di  setiap  Desa/Kelurahan  di  Kabupaten  Boyolali  telah
terbentuk   Satgas   Penanganan    Covid-19    sampai   ke   tingkat   RT   dalam
pelaksanaan PPKM Mikro; dan

d. Memerintahkan   Kepala   Desa   se-Kabupaten   Boyolali   untuk   melaporkan
kegiatan   Posko  tingkat  Desa  maupun  dalam  mengoperasionalkan   Satgas
tingkat  RT  kepada Satgas  Penanganan  Covid-19  Kabupaten  Boyolali dengan
tembusan   kepada   Kepala   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Desa
Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini
sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.

10. Perpanjanganan  PPKM  Mikro  dilakukan  bersamaan  dengan  PPKM  Kabupaten
yang  pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Bagi   Kepala  Dinas  Pendidikan  dari   Kebudayaan   Kabupaten   Boyolali  agar

menyusun  kaj.lan  berdasarkan  perkembangan  situasi  penanganan  Covid-19
untuk  memastikan  rencana  pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar  dapat
diselenggarakan   sesual   pc.tunjuk  teknis  dari   Kementerian   terkait  dengan
memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku untuk kegiatan
belajar  mengajar  pada  satuan  pendidikan  (Madrasah  Ibtidaiyah,  Madrasah
Tsanawiyah,   dan   Madrasah   Aliyah)   di   lingkungan   Kementerian   Agama
Republik Indonesia di Kabupaten Boyolali;

c,  Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar:
1)   Memastikan  keberadaan  tenaga kerja asing di lingkungan  perusahaan  di

wilayah Kabupaten Boyolali tidak menjadi sumber penyebaran/penularan
Covid-19 di lingkungan perusahaan maupun masyarakat;

2)   Melakukan   pemantauan   untuk   memastikan   kepatuhan   perusahaan
dalam  melaksanakan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat
dan  melakukan   pengaturan   lebih   lanjut   teknis  pelaksanaan   kegiatan
operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan
kegiatan   masyarakat   sesuai  Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Republik
Indonesia Nomor  14 Tahun 2021; dan

3)   Melakukan  koordinasi  dalam  rangka  pelaksanaan  pengawasan  terhadap
masuknya Pekerja Migran  Indonesia (PMI)  ke wilayah Kabupaten Boyolali
dengan Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.

d. Kepada  Perusahaan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  angka  2)  yang
meliputi   BUMN/BUMD,   Perusahaan   Swasta   Nasional/Perusahaan   Swasta
Asing/usaha   Perbankan   Swasta   termasuk   BPR   dan/atau   usaha   Jasa
Keuangan   lalnnya  wajib   mematuhi   ketentuan   pemberlakuan  pembatasan



kegiatan   masyarakat   sesual   lnstruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Republik
Indonesia Nomor  14 Tahun 2021;

e. Untuk    sektor    esensial    seperti,    kesehatan,    bahan    pangan,    makanan,
minuman,     energi,     komunikasi     dan     teknologi     informasi,     keuangan,
perbankan,     sistem     pembayaran,     pasar    modal,     logistik,     perhotelan,
konstruksi,  industri  strategis,  pelayanan  dasar,  utilitas  publik,  dan  industri
yang ditetapkan  sebagai objek vital  nasional  dan  objek tertentu,  kebutuhan
sehari-hari yang bcrkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat
beroperasi    100°/o   (seratus   persen)   dengan   pengaturan   jam   operasional,
kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

f.  Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1)   Kegiatan restoran/rumah makan/care (makan/minum di tempat)  sebesar

50%  (lima  puluh  persen)  dan  untuk  layanan  makanan  melalui  pesan-
antar/dibawa   pulang   tetap   diizinkan   sesuai   dengan  jam   operasional
restoran  sampai  dengan  pukul  21.00  WIB  dengan  penerapan  protokol
kesehatan secara lebih  ketat;

2)   Jam  operasional  untuk  pusat  perbelanjaan/super  market/mini  market
sampai  dengan  pukul 21.00 WIB  dengan  penerapan   protokol kesehatan
secara lebih ketat;

3)   Jam  operasional  angkringan/pedagang  kaki  lima  (PKL)  sampai  dengan
pukul 21.00 WIB dan wajib menerapkan  protokol kesehatan  secara lebih
ketat;

4)   Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
a) Penyelanggaraan  destinasi  wisata  milik  Pemerintah  maupun  Swasta

ditutup   sementara   sampai   dengan   ditetapkannya  ketentuan   dapat
dibukanya kembali destinasi wisata di Kabupaten Boyolali;

b) Usaha  pariwisata  lainnya  seperti  tempat  hiburan,   karaoke,  warnet,
game  online,   tempat  olah  raga  dan  kegiatan  usaha  sejenis  lainnya
dibatasi   jam   operasional   sampai   dengan   pukul   21.00   WIB   dan
pembatasan  jumlah  pengunjung  maksimal  50°/o  (lima  puluh  persen)
dari  kapasitas  normal  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara
lebih ketat.

5)   Kepala  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Boyolali  dan
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar:
a) Memerintahkan  pengelola/penanggungjawab usaha untuk membentuk

dan  mengoptimalkan  fungsi  Satuan Tugas  Penanganan  Covid-19  pada
unit  usahanya  dalam  penerapan  disiplin  protokol  kesehatan  secara
lebih ketat;

b) Melakukan  monitoring  dan  pengawasan  secara  lebih  intensif  untuk
memastikan      kepatuhan     pelaku/pengelola     usaha     sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf   f   poin    1)   sampai   dengan   poin   4)   dalam
menerapkan    kapasitas,   jam   operasional   dan    penerapan   protokol
kesehatan      yang      hasilnya      menjadi      dasar      pembinaan      bagi
pelaku / pengelola usaha.

9. Mengizinkan    tempat    ibadah    untuk    dilaksanakan    dengan    pengaturan
pembatasan  kapasitas  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dengan  penerapan
protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat,  dalam  hal  tempat  ibadah  berada  di



lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah maka warga masyarakat
agar  mengoptimalkan  pelaksanaan  ibadah  di  rumah  saja  sampal  dengan
berubahnya  kriteria  zonasi  lingkungan  RT  setempat  menjadi  Zona  Kuning
atau Tiijau;

h. Kegiatan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan  kerumunan  dibatasi
sampai   dengan   jam   21.00   WIB   dengan   menerapkan   standar   protokol
kesehatan secara lebih ketat;

i.  Kegiatan     penyelenggaraan     kesenian     yang     berpotensi     menimbulkan
kerumunan  ditangguhkan  sementara karena tingkat penyebaran/ penularan
Covid-19   yang   menunjukkan   kecenderungan   meningkat   sampai   dengan
ditetapkannya    petunjuk    pelaksanaan    kegiatan    dimaksud    berdasarkan
peraturan perundang-undangan ;

j.  Seluruh     elemen     masyarakat     di     Kabupaten     Boyolali     dilarang
menyelenggarahan hajatan rrtarlt.4/ngt.ridhz(h lrant.. dan khitanan;
1)   Dikecualikan    dari    larangan    penyelenggaraan    hajatan    sebagaimana

dimaksud pada huruf j antara lain:
a) Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dengan  melibatkan  paling
banyak   10   (sepuluh)   orang   dari   unsur  keluarga  inti   dan   tetangga
sekitar dcngan  alokasi waktu  paling lama 60  (enam  puluh)  menit dan
wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b) Pelaksanaan  khitan  di  tempat  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dengan
melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;

c)  Kepada.  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Boyolali  agar
melakukan    pengaturan    lebih    lanjut    untuk    mencegah    timbulnya
kerumunan baru di KUA sebagal akibat pelaksanaan akad nikah;

d) Kepada Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
Boyolali   agar  melakukan   pengaturan   lebih   lanjut   untuk   mencegah
timbulnya  kerumunan  baru  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan
Sipil Kabupaten Boyolali sebagal akibat pelaksanaan akad nikah.

k. Mengizinkan  kegiatan  konstruksi  beroperasi  100%  (seratus  persen)  dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

1.  Kepada   Kepala   Dinas   Perhubungan   Kabupaten   Boyolali   agar   melakukan
monitoring  untuk  memastikan  penggunaan  transportasi  umum  (kendaraan
umum,  angkutan  massal,  taksi  (konvensional  dan  orL  Z].rLe),  ojek  (pangkalan
dan ori J{.rLe), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan melakukan
pengaturan  kapasitas,  jam  operasional,  dan  penerapan  protokol  kesehatan
§ecara lebih ketat.

11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan
instansi      terkalt      agar      melakukan      pengaturan      dan      memerintahkan
pengelola/penanggungjawab    fasilitas    umum/tempat    wisata/tarnan    untuk
melaksanakan  pengetatan  protokol  kesehatan  dalam  kegiatan  masyarakat  di
fasilitas umum/ tempat wisata/ taman;

12. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar
memastikan    destinasi    wisata    milik    Pemerintah    maupun    Swasta    tidak
operasional/tutup  sementara  sampai  dengan  diterbitkannya  ketentuan  dapat
dibukanya destinasi wisata di Kabupaten Boyolali;



13. Menga.tur  kegiatan  koordinasi  terkait  kedinasan  yang  sifatnya  mendesak  dan
tidak  dapat  dihindarkan  melibatkan  paling  banyak  50%  (lima  puluh  persen)
dari   kapasitas   tempat/ruang   yang   digunakan   untuk   kegiatan   koordinasi
kedina§an dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

14. Mengatur kegiatan  penyaluran  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  melalui  Kantor
Pos  dilaksanakan  secara bertahap  dengan  ketentuan  setiap  tahap  melibatkan
paling  banyak  20  (dua  puluh)  orang  dengan  penerapan  protokol  kesehatan
secara lebih ketat;

15. Untuk  mencegah  terjadinya  peningkatan  penularan  Covid-19  pada  hari  libur
tahun  2021  dan  mengantisipasi  lonjakan jumlah  kasus  terkonfirmasi  positif
yang semakin masif, maka dilakukan kegiatan pemantauan,  pengendalian dan
evalua.si serta dilaksanakan hal-hal sebagal berikut:
a. Kepala   Dinas/Badan/Kantor/Kecanatan    dan    Desa/Kelurahan,    Instansi

Vertikal  di  Daerah,  BUMN  dan  BUMD,  TNI,   POLRI  di  Kabupaten  Boyolali
untuk   melakukan   sosialisasi   terkait   dengan   PPKM   Mikro   kepada  warga
masyarakat  dan  karyawan/karyawati  di  lingkungan  kerjanya  dan  apabila
terda.pat   pelanggaran,   maka  dilakukan   pemberian   sanksi   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.Dalam     hal     masyarakat     yang     akan     melakukan     perjalanan     lintas
Provinsi/Kabupaten/Kota    wajib    memiliki    dan    menunjukkan    dokumen
administrasi  peljalanan  tertentu  sebagaimana  telah  diatur  oleh  Pemerintah
yang meliputi:
1)   Dokumen  hasil  tes  RT-PcjE/rapt.c!  test  c{ut.geri/tes  GeIVose  CJ9  dengan

hasil negatif yang masih berlaku dalam 24 jam terakhir;
2)  Surat  izin  perjalanan yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa/Lurah  dengan

tanda  tangan  basah/tanda  tangan  elektronik  dan  identitas  diri  calon
pelaku perjalanan;

c. Dalam   hal   terdapat   masyarakat   yang   melakukan   perjalanan   tertentu
sebagaimana  dimaksud  pada  huruf b  yang  tidak  memiliki  dan  tidak  dapat
menunjukkan    dokumen    administrasi    perjalanan    tertentu    sebagalmana
dimaksud  pada poin  1)  dan  poin  2)  huruf b,  maka pclaku  perjalanan wajib
mclaksanakan  karantina mandiri  selama 5x24 jam  dan  Kepala Desa/Lurah
melalui   Posko   Desa/Kelurahan   menyiapkan   tempat   karantina   mandiri
dengan   penerapan   protokol   kesehatan   yang   ketat   dan   biaya   karantina
dibebankan     kepada    masyarakat    yang    melakukan     perjalanan     lintas
Provinsi/ Kabupaten/ Kota tersebut;

d. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali clan Kepala Satpol PP
Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan
terhadap  perjalanan  orang  pada  Posko  check  point  di  wilayah  Kabupaten
Boyolali bersama dengan TNI dan POLRI sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Seluruh     Satuan     Perlindungan     Masyarakat     (Satlinmas),     dan     Badan
Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD),  serta Pemadarn  Kebakaran untuk
meningkatkan    kesiapsiagaan    dan    terlibat    aktif   dalam    mencegah    dan
mengatasi   aktivitas   publik   yang   dapat   mengganggu   ketenteraman   dan
ketertiban  masyarakat,   berkumpul/kerumunan  massa  di  tempat  fasilitas
umum,  fasilitas  hiburan  (pusat  perbelanj.aan  dan  restoran),  tempat  wisata,
dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang



berpotensi  menimbulkan  bencana.  alam  (banjir,  gempa,  tanah  longsor,  dan
gunung meletus);

f.  Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Kepala Dinas Ketahanan
Pangan     Kabupaten     Boyolali,     dan     Kepala     Dinas     Perdagangan     dan
Perindustrian  Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif
untuk   menjaga   stabilitas   harga   (terutalna   harga   bahan   pangan)   dan
ketersediaan  bahan  pangan  serta  memastikan  kelancaran  distribusi  bahan
pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

16. Kepada Kepala Satpol  PP Kabupaten  Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Peningkatan   upaya  untuk   mencegah   dan   menghindari   kerumunan   baik

dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan
hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi
Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara
Nasional Indonesia)  melalui edukasi maupun operasi yustisi;

b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi
yustisi sebagalmana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas
Kesehatan    Kabupaten    Boyolali    atau    tim    dari    Puskesmas    di    tempat
pelaksanaan operasi untuk melakukan rqpid test antigen terhadap pelaku
pelanggaran   yang   tedaring   dalazn   operasi   yiistisl   disamping   dapat
dikenakan  sanksi  denda  administratif dan  sanksi  lainnya  sesuai  peraturan
perundang-undangan.

17. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar:
a. mengoordinasikan  upaya  untuk  meningkatkan jumlah  ketersediaan  tempa.t

tidur,  ruang  JCU,  maupun  tempat  isolasi/karantina  balk  di  Rumah  Sakit
Umum  Daerah  (RSUD)  maupun  Rumah  Sakit  Swasta  terkait  penanganan
pasien Covid-19 yang bergejala;

b.meningkatkan     upaya     penanganan     kesehatan     dengan     memperkuat
kemampuan trocidng, sistem dan manajemen troa.ng, perbalkan treafmeut;

c. mengoordinasikan upaya percepatan pelayanan vaksinasi Covid-19 terutama
bagi sasaran prioritas yang rentan terpapar Covid-19;

d. menyediakan   kebutuhan   sarana   prasarana   pelaksanaan   rapt.d   test  dan
mengoordinasikan   Rumah   Sakit   Umum   Daerah   (RSUD)   maupun   Rumah
Sakit Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim
pelaksana tesft.ng dengan  rapt.cZ test dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi
yang  dilaksanakan  aparat  keamanan  dibawah  koordinasi  Kepala  Satpol  PP
Kabupaten Bo`volali.

18.Kepada     Kepala     Pelaksana     Harian     BPBD      Kabupaten     Boyolali     agar
mengoordinasikan   percepatan    perencanaan   kontijensi    secara   umum   dan
khususnya   terkait    penyediaan    tempat    isolasi   mandiri   terpusat   baik   di
Desa/Kelurahan,      Kecamatan      dan      Kabupaten      untuk      mengantisipasi
kemungkinan  terjadinya lonjakan  kasus  terkonfirmasi positif Covid-19  dengan
tanpa gejala;

19. Kepada   seluruh   Kepala   Perangkat   Daerah   dan   Pimpinan   lnstansi   Vertikal,
BUMN/BUMD,    Kepala   Desa/Kelurahan   agar   melaporkan   langkah-1angkah
tindak  lanjut  pelaksanaan  perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat  di  tingkat  Kabupaten  dan  PPKM  Mikro  pada lembaga/instansinya



kepada Bupati Boyolali Cq.  Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu
pertama  atau   pada  tanggal   29   Juni   2021   dan   setelah   berakhirnya  masa
pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 6 Juli 2021 ;

20. Pengaturan  perpanjangan  pemberlakuan  pembatasan  meliputi  seluruh  Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;

21.Selain    pengaturan    PPKM    Mikro    Satgas   Penanganan    Covid-19    di    semua
tingkatan baik tingkat Kabupaten,  tingkat Kecamatan dan  Satgas Penanganan
Covid-19    Desa/Kelurahan    agar    lebih    mengintensifkan    disiplin    protokol
kesehatan dengan melakukan upaya pelembagaan di dalarn penerapan:
a, 5M yang terdiri dari:

1) Penggunaan masker yang balk dan benar;
2)Mencuci     tangan     menggunakan     sa.bun     pada     air     mengalir     atau

harrdsariteer:,
3) Menj.agajarak;
4) Menghindari kerumunan;
5) Membatasi mobilitas.

b. Upaya  penanganan  kesehatan  dengan   memperkuat  kemampuan   frocidrtg,
sistem dan manajemen tract.ng,  perbaikan frecitrrierif termasuk meningkatkan
fasilitas      kesehatan      (tempat      tidur,      ruang      JCU,      maupun      tempat
isolasi/ karantina) ; dan

c. Koordinasi  antar  daerah  yang  berdekatan  melalui  Sistem  Penanggulangan
Gawat   Darurat   Terpadu   (SPGDT)   untuk   redistribusi   pasien   dan   tenaga
kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

22. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar:
a. meneriDtahhan   Satgas   Penanganan   Could-19   KecaDatan   di  wilayah

maslng-maslng    uDtul    melalmhan    operasi    yusti31    dalam    rangka
meningkatkari kedisiplinan dan pengetatan protokol keseha.tan masyarakat;

b. apabila   diperlukan    Camat   selaku    Ketua   Satgas   Penanganan    Covid-19
Kecamatan  dapat  meminta  bantuan  Satgas  Penanganan  Covid-19  tingkat
Kabupaten untuk melaksanakan operasi yustisi di wilayahnya.

23. Kepada  Camat  se  Kabupaten  Boyolali  agar  mengoordinasikan  hal-hal  sebagal
berikut:
a.Mengantisipasi     potensi     kerumunan     yang     mungkin     terjadi     selama

pelaksanaan   PPKM   Mikro  yang  berhubungan  dengan     kegiatan  ekonomi,
pasar,   pusat   perbelanjaan,    serta   kegiatan   yang   berhubungan   dengan
keagamaan di wilayahnya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;

b. Mensosialisasikan    pelembagaan    Pola    Hidup    Bersih    dan    Sehat    (PHBS)
terutama  di  dalam  penerapan  5M  sebagalmana  dimaksud  pada  angka  21
huruf a;

c. Pelaksanaan     operasi    yustisi     bersama     Satgas     Penanganan     Covid-19
Kecamatan    masing-masing    dalam    rangka    penegakan    hukum    untuk
meningkatkan     disiplin     dan     pengetatan     protokol     kesehatan     dengan
mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk
pelanggaran protokol kesehatan dapat dikenakan  sanksi denda administratif
dan sanksi lainnya sesual peraturan perundang-undangan ;
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d. Melibatkan  Tim  pelaksana  testl.ng  dari  Puskesmas  di  Kecamatan  masing-
masing  untuk  melakukan  rapt.c!  test  arrfu.gen  terhadap  pelaku  pelanggaran
protokol   kesehatan   yang   terjaring   dalam   operasi   yustisi   sebagaimana
dimaksud pada huruf c;

e. Memerintahkan  kepada Kepala Desa/Kelurahan  agar  melaksanakan  operasi
serentak  bersama  Satgas  Penanganan  Covid-19  Tingkat  Desa/Kelurahan  di
wilayah  masing-masing  dan  melaporkan  hasil  pelaksanaan  kepada  Cama.t
setempat   serta   mengefektifl{an   operasionalisasi   Satgas   /ogo   Tonggo  dan
Satgas   tingkat   RT   dalam   rangka  penegakan   disiplin   masyarakat   dalam
mematuhi  kebijakan  Pemerintah  dalam  masa  pengetatan  disiplin  protokol
kesehatan  serta  secara  aktif mendukung  pelaksanaan  operasi  yustisi  yang
dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;

f.  Melaporkan   hasil   perkembangan   penanganan   Covid-19   dan   pelaksanaan
operasi  yustisi  dalarn  masa  perpanjangan  PPKM  Mikro  di  wilayahnya  balk
melalui  Whatsapp Grup  Kepala OPD  maupun  secara tertulis  kepada Bupati
Boyolali    Cq.    Sekretaris    Daerah    dan    dilengkapi    dengan    dokumentasi
pelaksanaan operasi yustisi dimaksud pada kesempa.tan pertarna.

24. Kepada  Kepala  Desa/Kelurahan  agar  lebih  berperan  aktif dalam  pelaksanaan
pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 dengan cara:
a. Mengoptimalkan  fungsi  Posko  Covid-19   Desa/Kelurahan  dan  Satgas  /ogo

TorLggo serta Satgas tingkat RT;
b. Melakukan fungsi pencegahan melalui:

1)    Identifikasi titik potensi kerumunan;
2)   Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:

a) memakal masker;
b) mencuci  tangan  dcngan  sabun  pada  air  mengalir  atau  menggunakan

harrdsa".tizer sesering mungkin;
c) menjagajarak;
d) menghindari kerumunan; dan
e) membatasi mobilitas
terutama  di  area pariwisata,  tempat  ibadah  (masjid  atau  mushala)  atau
tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;

3)   Mengizinkan   kegiatan   sosial   tingkat   rumah   tangga   yang   berpotensi
menimbulkan  kerumunan  hanya di linglmngan RT  dengan zona hijau
dan  mining  dengan  pengaturan  pembatasan  sebesar  50°/o  (lima  puluh
persen)    dari    kapasitas    tempat/ruang    dengan    penerapan    protokol
kesehatan    secara    lebih    ketat,    seperti    fuxpttJciri/pertemuan    rutin
lingkungan/arisan/pesta keluarga, dan kegiatan lain yang sejenis; dan

4)   Pembatasan      mobilitas      pendatang      yang      masuk      dari      wilayah
Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara     lain      ke      lingkungannya     dengan
melakukan     scree".ng    dokumen     administrasi     pelja]anan     tertentu
sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b.

25. Terhadap  kegiatan  yang  melanggar  ketentuan  penerapan  protokol  kesehatan
maka  kegiatan  yang  diselenggarakan  dapat  dibubarkan  dan/atau  dikenakan
sanksi sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pada smt berlakunya Surat Edaran ini,  maka Surat Edaran Bupati Boyolali
Nomor:   300/ 1949/5.5/2021   tentang   Perpanjangan   Pemberlakuan   Pembatasan
Kegiatan   Maayarakat   BerbaLsis  Mikro   Dan   Mengoptimalkan   Posko   Penanganan
Chroma   VIus  ZmeGise  20Jg  Tingkat  Desa  Dan  Keluranan  Untuk  Pengendalian
Penyebaran  Ctororm VEins Disease 20J 9 Di Kabupaten Boyolali dan Aczderidrm Surat
Edaruri   Bupati   Boyolali   Nomor:   300/1986/5.5/2021   tentang   Ac!c!endum   Surat
Edaran    Bupati    Boyolali    Nomor:    300/1949/5.5/2021    Tentang    Perpanjangan
Pemberlakuan     Pembatasan     Kegiatan     Masyarakat     Berbasis      Milco     Dan
Mengoptimalha  Posko Penanganan  Corona  VInts Z»sease 20J 9 Tingkat Desa Dan
Kelurchan   Untuk   Pengendalian   Penyebaran    Corona   Vints   Disease   20j9   Di
Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatahan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berla]ai mulai tanggal 22 .hal 2021 sampai dengan 5 Jqll
2021.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung].awab.

disampaikan kepada Yth. :

1.  Menteri Dalan Negeri Rcpublik Indonesia
di Jakarfu;

2.  Gubemur Jawa Tengah di Selnarang;
3.  Hmpinan DPRD Kabupaten Bqyolali; dan
4.  Pertin8gal.

KomDleks Perkarftoran Teroadu Kabuoaten Bo\rolaliJIL~BontTquultrminL32`ELiEffi#TenTdaTVwhquq°'H



§=`?

BUPATI    B0YOLALI

SUEIAT EDAEEN

Nf"OR..%9.p.I..I.I:.s!.fal.i...5.I.2;qu..

TENTANG

PERPANIANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KBGIATAN MASYARAIIAT BBRBASIS MIKRO

DAN MENGoPTIMALXAN poSKo PENANGANAN coRonziA imzJs z}7sEASB
20J 9 TINGKAT DESA DAN KELURAIIAN UNTUK PENGENDALIAN

PBNTEBARAN coRomA vzRus z}7szIASE 2oJ 9 DI KABupATEN Bo¥oLALI

Dasar:

1.   Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Rcpublik  Indonesia  Nomor  07  Tahun  2021
tentang   Perpanjangan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Vt."s D±.sense
20J 9 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Disea;se 2019.,

2.   Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan  Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan  Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Cororia VI.rus Disease 20J 9 di Kabupaten Boyolali sebagaimana
telah diubah dengan Peraturari Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan  dan  Pengendalian   Corona   Vt.rus  D±.sease  20J9  di  Kabupaten
Boyolali.

Sehubungan    dengan    tingkat   penyebaran/penularan    Covid-19    yang
semakin  terkendali  karena jumlah  kasus  terkonfirmasi  positif  Covid-19  yang
semakin    menurun/melandai,    maka   perlu    segera   dilakukan    pelembagaan
PerilakuHidup Bersih dansehat  (PHBS)  dengan menerapkan adaptasi kebiasaan
baru   dalam  hidup   berdampingan   dengan   Covid-19,   namun   demikian  guna
meningkatkan   hasil   pengendalian   penanganan   Covid-19,   kedisiplinan   dan
pengetatan  dalam  penerapan  protokol  kesehatan  serta  untuk  memutus  mata
rantai  penyebaran  Covid-19,  dipandang  perlu  memperpanjang  Pemberlakuan
Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat   di  tingkat   Kabupaten   bersamaan   dengan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan
wilayah   di  tingkat   Desa./Kelurahan   sampal  ketingkat   Rukun  Tetangga   (RT)
berdasarkan   kriteria  zonasi  yang   akan   menentukan   skenario   pengendalian
penanganan  Covid-19 di lingkungan  RT setempat,  maka berkenaan dengan hal
tersebut    kepada    seluruh    komponen    masyarakat    di    Kabupaten    Boyolali
disarnpaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Melakukan   pengaturan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM  Mikro sampal dengan tingkat
Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai
dengan kondisi masing-masing lingkungan RT;



2.  PPKM    Mikro   sebagalmana   dimaksud   pada   angka    1    dilakukan   dengan
mempertimbangkan  kriteria  zonasi  pengendalian  wilayah  hingga  tingkat  RT
dengan kriteria yang meliputi Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona
Merah   berikut skenario pengendaliannya sesual ketentuan lnstruksi Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021;

3.  Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur
yang   terlibat,    mulal    dari    Ketua   RT/RW,    Kepala   Desa/Lurah,    Satuan
Perlindungan   Masyarakat   (Satlinmas),   Bintara   Pembina   Desa   (Babinsa),
Bhayangkara       Pembina       Keamanan       dan       Ketertiban       Masyarakat
(Bhabinkamtibmas),  Satuan  Polisi  Pamong  Praj.ja  (Satpol  PP),  Tim  Penggerak
Pemberdayaan    Kesejahteraan    Keluarga    (PKK),    Pos    Pelayanan    Keluarga
Berencana  Kesehatan  Terpadu  (Posyandu),  Dasawisma,  Tokoh  Masyaraka.t,
Tokoh Agana,  Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,    Penyuluh,  Pendamping,  Tenaga
Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

4.  Mekanisme  koordinasi,  pengawasan  dan  evaluasi  pelaksanaan  PPKM  Mikro
dilakukan   dengan   membentuk   Pos   Komando   (Posko)   tingkat   Desa   dan
Kelurahan bagi yang belum terbentuk atau mengoptimalkan peran dan fungsi
Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan yang telah terbentuk. Posko
Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan
supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;

5.  Posko  tingkat  Desa  dan  Kelurahan  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  4
adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat
Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
a.   Pencegahan;
b.  Penanganan;
c.   Pembinaan; dan
d.  Pendukung   pelaksanaan   penanganan   Covid-19   di   tingkat   Desa   dan

Kelurahan.
6.    Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  5,  Posko

tingkat  Desa  dan  Kelurahan  berkoordinasi  dengan  Satgas  Covid-19  tingkat
Kecamatan,   Kabupaten,   Provinsi,   Tentara   Nasional   Indonesia   (TNI)   dan
Kepolisian   Negara  Republik  Indonesia   (POLRI),   dan   disampaikan   kepada
Satgas  Covid-19  Nasional,  Kementerian  Kesehatan  dan  Kementerian  Dalam
Negeri;

7.    Kebutuhan    pembiayaan    dalam    pelaksanaan    Posko    tingkat    Desa   dan
Kelurahan  dibebankan  pada  anggaran  masing-masing  unsur  Pemerintah
sesuai dengan pokok kebutuhan sebagal berikut:
a.  Kebutuhan   di   tingkat   Desa  dibebankan   pada  Dana  Desa  dan   dapat

didukung dari sumber penda.patan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes);

b.  Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;

c.   Kebutuhan     terkait    Babinsa/Bhabinkarntibmas    dibebankan    kepada
anggaran TNI/ POLRI;

d.  Kebutuhan  terkait  penguatan  festt.ng,  troa.ng dan  freafmerit dibebankan
kepada    anggaran     Kementerian     Kesehatan     atau     Badan     Nasional
Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan

e.   Kebutuhan  terkait  dengan  bantuan  kebutuhan  hidup  dasar  dibebankan
kepada  Anggaran   Badan   Urusan   Logistik   (Bulog)/Kementerian  BUMN,
Kementerian    Sosial,    Kementerian    Perindustrian,    dan    Kementerian
Keuangan serta APBD Provinsi/ Kabupaten.



8.    Posko  tingkat  Desa diketuai  oleh  Kepala  Desa yang dalam  pelaksanaannya
dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan
diketuai oleh  Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat  Kelurahan,
dan  kepada  masing-masing  Posko  baik  Posko  tingkat  Desa  maupun  Posko
tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas,  Babinsa,  Bhabinkamtibmas,
Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,  Penyuluh,
Pendamping,  Tenaga  Kesehatan  dan  Karang  Taruna  yang  ditetapkan  oleh
Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;

9.    Bagi  Kepala  Dinas  Pemberdayan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Boyolali
melaksanakan hal-hal sebagal berikut :
a.   Memastikan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali telah

terbentuk  Satgas   Penanganan   Covid-19   sampai  ke   tingkat   RT  dalam
pelaksanaan PPKM Mikro; dan

b.  Memerintahkan  Kepala  Desa  se-Kabupaten  Boyolali  untuk  melaporkan
kegiatan  Posko  tingkat Desa maupun  dalam  mengoperasionalkan  Satgas
tingkat   RT   kepada   Satgas   Penanganan   Covid-19   Kabupaten   Boyolali
dengan  tembusan  kepada  Kepala  Dinas  Pemberdayan  Masyarakat  dan
Desa  Kabupaten  Boyolalisetiap  2  (dua)  hari  sekali  sejak mulainya  Surat
Edaran ini sampal dengan tangal  19 April 2021.

10. Perpanjanganan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten
yang  pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.  Bagi  Kepala Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Boyolali agar

melakukan  pengaturan  pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar  sesual
petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria
zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;

b.  Ba.gi  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  agar
melaksanakan  pemantauan  untuk  memastikan  kepatuhan  perusahaan
dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan
melakukan    pengaturan    lebih    lanjut    teknis    pelaksanaan    kegiatan
operasional perusahaan selama perpanj.angan pemberlakuan pembatasan
kegiatan   masyarakat   sesual   Instruksi   Menteri  Dalam  Negeri   Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 ;

c.   Kepada  Perusahaan  sebagalmana dimaksud  pada huruf b yang meliputi
BUMN/ BUMD,            Perusahaan            Swasta            Nasional/ Perusahaan
SwastaAsing/usaha  Perbankan  Swasta  termasuk  BPR  dan/atau  usaha
Jasa    Keuangan    lainnya   wajib    mematuhi    ketentuan    pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 ;

d.  Untuk   sektor   esensial   seperti,   kesehatan,   bahan   pangan,   makanan,
minuman,    energi,    komunikasi    dan    teknologi    informasi,    keuangan,
perbankan,    system   pembayaran,    pasar   modal,    logistik,    perhotelan,
konstruksi,   industri   strategis,   pelayanan   dasar,   utilitas   publik,   dan
industri yang ditetapkan  sebagai objek vital nasional dan objek tertentu,
kebutuhan    sehari-hari    yang    berkaitan    dengan    kebutuhan    pokok
masyarakat   tetap   dapat   beroperasi   100%   (seratus   persen)      dengan
pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;



c.   Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1)   Kegiatan   restoran/rumah   makan/care   (makan/minum   di   tempat)

sebesar 50°/o (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui
pesan-antar/dibawa pulang sampal dengan  pukul 22.00 WIB dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market
sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

3)    Operasional angkringan/pedagang kaki  lima (PKL)  wajib  menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

4)   Destinasi wisata dan sarana penunjang lajnnya diberlakukan:
a)   Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen)

dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul
16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b)   Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet,
game online,  tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lalnnya
dibatasi  jam  operasional  sampai  dengan  pukul  22.00  WIB  dan
pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen)
dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara
lebih ketat.

f.   Mengijinkan   tempat   ibadah   untuk   dilaksanakan   dengan   pengaturan
pembatasan kapasitas sebesar 500/o (lima puluh persen) dengan penerapari
protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada
di  lingkungan  RT  yang  masuk  Zona  Oranye  dan  Merah  harus  ditutup
sampai   dengan   berubahnya   kriteria   zonasi   lingkungan   RT   setempat
menjadi Zona Kuning atau Hijau;

9.   Kegiatan   fasilitas   umum   yang   berpotensi   menimbulkan   kerumunan
dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  49  Tahun
2020    tentang   Penerapan    Disiplin   dan    Penegakan    Hukum    Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Cororm  Vi."s
Di.sease  20J9  di  Kabupaten  Boyolali  sebagalmana  telah  diubah  dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021  tentang Perubahan Atas
Peraturan   Bupati   Boyolali   Nomor  49  Tahun   2020   tentang   Penerapan
Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol   Kesehatan   Sebagai   Upaya
Pencegahan  dan  Pengendalian  Cororicz  VI.nts  Dz.sease  20J 9 di  Kabupaten
Boyolali berkenaan dengan kegiatan tersebut;

h.  Kegiatan    semi,    sosial    dan    budaya    yang    berpotensi    menimbulkan
kerumunan   dit)erhentikan   scmentara   sampai   dengan   diterbitkannya
petunjuk    pelaksanaan    kegiatan    dimaksud    berdasarkan    peraturan
perundang-undangan;

i.   Dikecualikan  penyelenggaraan  kegiatan  seal  sebagai  satu  kesatuan
rangkaian penyelenggaran hajatandengan ketentuan sebagai berikut:
1)   Hanya     diizinkan     kepada     masyarakat     yang     berdomisili     dan

pelaksanaanya di lokasi/ lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan
Zona Kuning;

2)   Hanya diizinkan   untuk hajatan pemikahan (manfu/ngundhah mcmfu)
dan   hajatan   khitanan   yang   diselenggarakan   dengan   modeldritie
thn./sistem  air  mengalir  (hangp.  7rdzi)  dan  dilarangmenyediakan
neja   dan  lnirsi  tamu   serta   tanu   undangan   dilarang   makan
ditempat   hajataaguna   menghindari   kontak   fisik   sebagal   akibat
berkumpulnya banyak orang atau kerumunan orang;



3)   Penyelenggaraan    hajatan    dapat    diisi    hiburan    kesenian    dengan
ketentuan pekerja semi menempati tempat yang telah disediakan dan
tidak diizinkan  melakukan  kontak fisik dengan  pengisi acara lalnnya
maupun  tamu  undangan  serta  dilarang  menyelenggarakan  hiburan
secara terpisah baik waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan
(hajatan selesal hiburan selesai);

4)   Tata  cara  penyelenggaraan  hajatan  berpedoman  pada  Surat  Edaran
Satuan   Tugas   Penanganan   Covid-19   Kabupaten   Boyolali   Nomor:
180/1434/5.5/Tahun     2021     Tentang     Panduan     Penyelenggaraan
Hajatan  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19  Dengan  Penerapan  Protokol
Kesehatan  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Masyarakat  Yang  Produktif
Dan Aman Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro Di Kabupaten Boyolali;

5)   Seluruh   tahapan   penyelenggaraan   hajatan   dilaksanakan   dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

6)   Pelanggaraan terhadap ketentuan dan tata ca.ra penyelenggaraan akan
diproses    dan    dikenakan    sanksi    sesuai    ketentuan    peraturan
perundangan-undangan    disamping    terhadap    pelaku    pelanggaran
diwajibkan melaksanakan rap!d test czntr.gen.

j.    Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100°/o (seratus persen) dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

1 1. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan
tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50%  (lima puluh persen)
dari  kapasitas  tempat/ruang  yang  digunakan  untuk  kegiatan  koordinasi
kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

12. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunal (BLT) melalui Kantor
Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan
paling  banyak  30  (tiga  puluh)  orang dengan  penerapan  protokol  kesehatan
secara lebih ketat;

13.  Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagal berikut:
a.   Peningkatan  upaya  untuk  mencegah  dan  menghindari  kcrumunan  balk

dengan   cara   persuasif   kepada   semua   pihak   maupun   melalui   cara
penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan
(Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan
melibatkan Tentara Nasional  Indonesia)  melalui edukasi maupun operasi
yustisi;

b. Di  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  melalui
operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim
dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di
tempat   pelaksanaan   operasi   untuk   melakukan   rt|pid   test   antigen
terhadap   pelaku   pelanggaran   yang   terjaring   dalam   operasi   yustisi
disamping   dapat   dikenakan   sanksi   sosial   atau   sanksi   denda   sesuai
peraturan perundang-undangan.

14. Kepada   Kepala   Dinas   Kesehatan   agar   menyediakan   kebutuhan   sarana
prasarana pelaksanaan  ropi.c! test dan mengoordinasikan  RSUD  maupun  RS
Swasta  atau   Puskesmas  se   Kabupaten  Boyolali  dalam  mengirimkan  Tim
pelaksana testt.7'ig dengan  rapt.cZ test dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi
yang  dilaksanakan  aparat  keamanan  dibawah  koordinasi  Kepala  Satpol  PP
Kabupaten Boyolali;



15. Kepada  seluruh  Kepala  Perangkat  Daerah  dan  Pimpinan  lnstansi  Vertikal,
BUMN/BUMD,   Kepala  Desa/Kelurahan  agar  melaporkan  langkah-langkah
tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya
kepada   Bupati   Boyolali   Cq.   Sekretaris   Daerah   Kabupaten   Boyolali   pada
minggu  pertama  atau  pada  tanggal  13  April  2021  dan  setelah  berakhimya
masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 20 April 2021 ;

16. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi  seluruh  Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;

17. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten
sampai   dengan    Satgas    Penanganan    Covid-19    Kecamatan    dan    Satgas
Penanganan    Covid-19    Desa/Kelurahan    lebih    mengintensifl{an    disiplin
protokol kesehatan dan   upaya penanganan kesehatan  (membagikan masker
dan    menggunakan    masker    yang    balk    dan    benar,    mencuci    tangan
menggunakan  sabun  atau  handsanitizer,  menjaga jarak  dan  menghindari
kerumunan    yang    berpotensi    menimbulkan    penularan),    disamping    itu
memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan
treatment  termasuk  meningkatkan  fasilitas  kesehatan  (tempat  tidur,  ruang
ICU,   maupun   tempat   isolasi/karantina),   koordinasi   antar   daerah   yang
berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu  (SPGDT)
untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan  sesual dengan  kewenangan
masing-masing;

18. Camat    selaku    Ketua    Satgas    Penanganan    Covid-19    Kecamatan    agar
memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-
masing  untuk  melakukan   operasi   serentak  dalam   rangka  meningkatkan
kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;

19. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagal
berikut:
a.  Pelaksanaan   operasi   serentak   bersama   Satgas   Penanganan   Covid-19

Kecamatan   masing-masing   dalam   rangka   penegakan   hukum   untuk
meningkatkan   disiplin    dan    pengetatan    protokol    kesehatan    dengan
mengedepankan  pendekatan  secara  persuasif,  dalam  hal  menemukan
bentuk pelanggaran  protokol kesehatan dapat mengenakan  sanksi  sosial
dan menghindari pengenaan sanksi denda;

b.  Melibatkan Tim pelaksana fesft.ng dari Puskesmas di Kecamatan masing-
masing untuk melakukan  rapt.d test aritt.geri terhadap pelaku pelanggaran
protokol  kesehatan  yang  terjaring  dalam  operasi  serentak  sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c.   Memerintahkan   kepada   Kepala   Desa/Kelurahan   agar   melaksanakan
operasi     serentak    bersama    Satgas    Penanganan     Covid-19    Tingkat
Desa/Kelurahan    di    wilayah    masing-rna.sing    dan    melaporkan    hasil
pelaksanaan       kepada       Camat       setempat       serta      mengefektifkan
operasionalisasi Satgas /ogo Tonggo dan  Satgas tingkat RT dalam rangka
penegakan  disiplin  masyarakat  dalam  mematuhi  kebijakan  Pemerintah
dalam  masa  pengetatan  disiplin  protokol  kesehatan  serta  secara  aktif
mendukung   pelaksanaan    operasi    serentak   yang   dilakukan    Satgas
Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;



d.  Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan
operasi  serentak dalam masa perpanjangan  PPKM  Miho di wilayahnya
balk melalui  Whatsapp Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada
Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilen8kapi dengan dokumentasi
pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.

20. Kepada Kepala Desa/ Kelurahan agar lebih bexperan aktif dalam pelaksanaan
operasi serentak serta meningkatkan operasionalisasi /ago ronggo dan Satgas
tin8kat  RT  untuk  mendukung  fungsi  Puskesmas  dalaln  pelaksanaan  3T
(restb.rzg, Zta[c±7.zg dan 7tectmeat) dan promosi kesehatan;

2 1 . Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan
maka kegiatan yang diselenggarahan dapat dibubarkan dan/ atau dikenakan
sanksi sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlalnmya Surat Bdaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali
Nomor:  300/ 1532/5.5/2021  tentang  Pelpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan
Kegiatan  Maeyarakat  Berbasis  Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko  Penanganan
Cororro  VirLcs  Disease 20J 9 Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk  Pengendalian
Penyebaran   Cforoma  VI7tts  D!.sease  20J9  Di  Kabupaten  Boyolali  dicabut  dan
dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berla]ni pada tanggal 6 April sampai dengan 19 April 2021.

Demilrian  Surat  Edaran  ini  dibuat  untuk  diketahui  dan  dflaksanakan
sebagaimama me stinya.

Dikeluarkan di   : 13oyolali

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1.  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten BOBrolali; dan
4.  Pertin88al.
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BUPATI    BOYOLALI

SURAT EDAEN
y`OMOR..See.I.+E.%Sl.5:.5.I.3.g3:I...

TENTANG

pERPA"uAnlGAnl
PBMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARARAT BERBASIS MIKRO

DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VZRtJS Z}7SEASE
20J 9 TINGKAT DESA DAN KEI,URAIIAN UNTUK PENGENDALIAN

PENYEBARAN CORO^ZA VZRUS DISEASE 20Z 9 D[ KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1.   Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  06  Tahun  2021
tentang   Perpanjangan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Vt.nts Dt.seas€
20J 9 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran CororLa
Virus IItsease 2019.,

2.   Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tanun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan  Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan  Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Cororm VI."s Disease 20] 9 Di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan    dengan    tingkat   penyebaran/penularan    Covid-19   yang
semakin  terkendali  karena jumlah  kasus  terkonfirmasi  positif  Covid-19  yang
semakin menurun /melandai, maka perlu segera dilakukan pelembagaan Perilaku
Hidup  Bersih  dan  Sehat  (PHBS)  dengan  menerapkan  adaptasi  kebiasaan  baru
dalam    hidup    berdampingan    dengan    Covid-19,    namun    demikian    guna
meningkatkan   hasil   pengendalian   penanganan   Covid-19,   kedisiplinan   dan
pengetatan  dalam  penerapan  protokol  kesehatan  serta  untuk  memutus  mata
rantai  penyebaran  Covid-19,  dipandang  perlu  memperpanjang  Pemberlakuan
Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat   di   tingkat   Kabupaten   bersamaan   dengan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan
wilayah  di  tingkat  Desa/Kelurahan  sampai  ke  tingkat  Rukun  Tetangga  (RT)
berdasarkan   kriteria  zonasi  yang   akan   menentukan   skenario   pengendalian
penanganan Covid-19 di lingkungan  RT  setempat,  maka berkenaan dengan hal
tersebut    kepada    seluruh    komponen    masyarakat    di    Kabupaten    Boyolali
disalnpalkan hal-hal sebagal berikut:
1.   Melakukan   pengaturan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat

Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat
Rukun  Tetangga  (RT)  yang  berpotensi  menimbulkan  penularan  Covid-19
sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan RT;

2.    PPKM   Mikro   sebagaimana   dimaksud   pada   angka   1   dilakukan   dengan
mempertimbangkan  kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT
dengan kriteria yang meliputi Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona



Merah   berikut skenario pengendaliannya sesuai ketentuan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 ;

3.    Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur
yang   terlibat,    mulai   dari   Ketua   RT/RW,    Kepala   Desa/Lurah,    Satuan
Perlindungan   Masyarakat   (Satlinmas),   Bintara   Pembina   Desa   (Babinsa),
Bhayangkara       Pembina       Keamanan       dan       Ketertiban       Masyarakat
(Bhabinkamtibmas),  Satuan  Polisi  Panong Praja (Satpol  PP),  Tim  Penggerak
Pemberdayaan    Kesejahteraan    Keluarga   (PKK),    Pos   Pelayanan    Keluarga
Berencana  Kesehatan  Terpadu  (Posyandu),  Dasawisma,  Tokoh  Masyarakat,
Tokoh Agama,  Tokoh Adat, Tokoh  Pemuda,   Penyuluh,  Pendamping, Tenaga
Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

4.    Mekanisme  koordinasi,  pengawasan  dan  evaluasi  pelaksanaan  PPKM  Mikro
dilakukan   dengan   membentuk   Pos   Komando   (Posko)   tingkat   Desa   dan
Kelurahan bagi yang belum terbentuk atau mengoptimalkan peran dan fungsi
Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan yang telah terbentuk. Posko
Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan
supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;

5.    Posko  tingkat  Desa  dan  Kelurahan  sebagalmana  dimaksud  pada  angka  4
adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat
Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
a.   Pencegahan;
b.  Penanganan;
c.   Pembinaan; dan
d.  Pendukung   pelaksanaan   penanganan   Covid-19   di   tingkat   Desa   dan

Kelurahan.
6.    Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagalmana  dimaksud  pada  angka  5,  Posko

tingkat  Desa dan  Kelurahan  berkoordinasi  dengan  Satgas  Covid-19  tingkat
Kecamatan,   Kabupaten,   Provinsi,   Tentara   Nasional   Indonesia   (TNI)   dan
Kepolisian   Negara  Republik   Indonesia   (POLRI),   dan   disampaikan   kepada
Satgas  Covid-19  Nasional,  Kementerian  Kesehatan  dan  Kementerian  Dalarn
Negeri;

7.    Kebutuhan    pembiayaan    dalam   pelaksanaan    Posko   tingkat    Desa   dan
Kelurahan   dibebankan   pada  anggaran   masing-masing  unsur  Pemerintah
sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
a.   Kebutuhan  di  tingkat  Desa  dibebankan   pada  Dana  Desa  dan   dapat

didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes);

b.  Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja. Daerah (APBD)  Kabupaten;

c.   Kebutuhan     terkait    Babinsa/Bhabinkamtibmas    dibebankan    kepada
anggaran TNI/ POLRI;

d.  Kebutuhan  terkait penguatan  testing,  tracing dan  treatment dibebankan
kepada    anggaran     Kementerian     Kesehatan    atau     Badan     Nasional
Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan

e.   Kebutuhan  terkait  dengan  bantuan  kebutuhan  hidup  dasar  dibebankan
kepada  Anggaran  Badan  Urusan   Logistik  (Bulog)/Kementerian  BUMN,
Kementerian    Sosial,    Kementerian    Perindustrian,    dan    Kementerian
Keuangan serta APBD Provinsi/ Kabupaten.



8.    Posko  tingkat  Desa diketual  oleh  Kepala  Desa yang  dalam  pelaksanaannya
dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan
diketuai oleh  Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan,
dan  kepada  masing-masing  Posko  baik  Posko  tingkat  Desa  maupun  Posko
tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas,
Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,  Penyuluh,
Pendamping,  Tenaga  Kesehatan  dan  Karang  Taruna  yang  ditetapkan  oleh
Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;

9.    Bagi  Kepala  Dinas  Pemberdayan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Boyolali
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a.  Mengoordinasikan   penyusunan   petunjuk   teknis   penganggaran   untuk

pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa sesual kebutuhan di
tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a; dan

b.  Memerintahkan  Kepala  Desa  se-Kabupaten  Boyolali  untuk  melaporkan
kegiatan  Posko  tingkat Desa maupun  dalam mengoperasionalkan  Satgas
tingkat   RT   kepada   Satgas   Penanganan   Covid-19   Kabupaten   Boyolali
dengan  tembusan  kepada  Kepala  Dinas  Pemberdayan  Masyarakat  dan
Desa  Ka.bupaten  Boyolali  setiap  2  (dua)  hari  sekali  sejak mulalnya Surat
Edaran ini sampal dengan tanggal 5 April 2021.

10. Perpanjanganan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten
yang  pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.   Bagi  Kepala Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Boyolali agar

melakukan  pengaturan  pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar  sesuai
petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria
zonasi yang berlaku dalarn PPKM Mikro;

b.  Bagi  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  agar
melaksanakan  pemantauan  untuk  memastikan  kepatuhan  perusahaan
dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan
melakukan    pengaturan    lebih    lanjut    teknis    pelaksanaan    kegiatan
operasional peru sahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan
kegiatan   masyarakat   sesual  lnstruksi   Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor 06 Tahun 2021;

c.   Kepada Perusahaan  sebagaimana dimaksud  pada huruf b yang meliputi
BUMN / BUMD,            Perusahaan            Swasta           Nasional/ Perusahaan
SwastaAsing/usaha  Perbankan  Swasta  termasuk  BPR  dan/atau  usaha
Jasa   Keuangan    lainnya   wajib    mematuhi   ketentuan    pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat sesual dengan lnstruksi Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 ;

d.  Untuk   sektor   esensial   seperti,   kesehatan,   bahan   pangan,   makanan,
minuman,    energi,    komunikasi    dan    teknologi   informasi,    keuangan,
perbankan,    system   pembayaran,    pasar   modal,    logistik,    perhotelan,
konstruksi,   industri   strategis,   pelayanan   dasar,   utilitas   publik,   dan
industri yang ditetapkan  sebagai objek vital nasional dan objek tertentu,
kebutuhan    sehari-hari    yang    berkaitan    dengan    kebutuhan    pokok
masyarakat   tetap   dapat   beroperasi   100%   (seratus   persen)      dengan
pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;



e.   Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1)   Kegiatan   restoran/rumah   makan/cafe   (makan/minum   di   tempat)

sebesar 50°/o (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui
pesan-antar/dibawa pulang sampal dengan  pukul 22.00 WIB dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market
sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

3)   Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL)  wajib  menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

4)   Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
a)    Pembatasarijumlah pengunjung maksimal 50°/o (lima puluh persen)

dari kapasitas normal dan jam operasional sampal dengan pukul
16 .00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b)   Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet,
game online,  tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lalnnya
dibatasi  jam  operasional  sampai  dengan  pukul  22.00  WIB  dan
pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50°/o (lima puluh persen)
dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara
lebih ketat.

f.   Mengijinkan   tempat   ibadah   untuk   dilaksanakan   dengan   pengaturan
pembatasan kapasitas scbesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada
di  lingkungan  RT  yang  masuk  Zona  Oranye  dan  Merah  harus  ditutup
sampai   dengan   berubahnya   kriteria   zonasi   lingkungan   RT   setempat
menjadi Zona Kuning atau  Hijau;

9.   Kegiatan   fasilitas   umum   yang   berpotensi   menimbulkan   kerumunan
diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 500/o (lima puluh persen) dan
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun
2020    tentang   Penerapan    Disiplin   dan   Penegakan    Hukum    Protokol
Kesehatan  Sebagal  Upa.ya  Pencegahan  dan  Pengendalian   Corona  VI.rws
Di.sease  20J9 di  Kabupaten  Boyolali  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan   Bupati   Boyolali   Nomor  49  Tahun   2020   tentang  Penerapan
Disiplin   dan   Penegakan   Hukum   Protokol   Kesehatan   Sebagai   Upaya
Pencegahan  dan  Pengendalian  Coro7ia  Vz.n/s Disease  20J 9 di  Kabupaten
Boyolali berkenaan dengan kegiatan tersebut;

h.  Kegiatan    seni,    sosial    dan    budaya   yang    berpotensi    menimbulkan
kerumunan   diberhentikan   sementara   sampai   dengan   diterbitkannya
petunjuk    pelaksanaan    kegiatan    dimaksud    berdasarkan    peraturan
perundang-undangan;

i.   Dikecualman  penyelenggaraaD  kegiatan  semi  sebagai  satu  kesatuan
ranglraian penyelenggaran hajatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1)   Hanya     diizinkan     kepada     masyarakat     yang     berdomisili     dan

pelaksanaanya di lokasi/ lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan
Zona Kuning;

2)    Hanya diizinkan   untuk hajatan pemikahan (mczntzt/ngrLindhah mcmtu)
dan   hajatan   khitanan  yang  diselenggarakan  dengan   model  drice
tJtm/sistem  air  mengalir  (ba»gr.  m€Zf|  dan dilarang menyedialran
lneja   dan   lmrsi   tabu   serta   tamu   undangan   dilarang   makan
ditempat   hajatan  guna  menghindari  kontak  fisik  sebagai  akibat
berkumpulnya banyak orang atau kerumunan orang;

3)   Penyelenggaraan    hajatan    dapat    diisi    hiburan    kesenian    dengan
ketentuan pekerja seni menempati tempat yang telah disediakan dan
tidak diizinkan  mclakukan kontak risik dengan  pengisi acara lainnya



maupun  tamu  undangan  serta  dilarang  menyelenggarakan  hiburan
secara terpisah baik waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan
(hajatan selesai hiburan selesai);

4)   Tata  cara  penyelenggaraan  hajatan  berpedoman  pada  Surat  Edaran
Satuan   Tugas   Penanganan   Covid-19    Kabupaten   Boyolali   Nomor
180/1434/5.5/Tahun     2021     Tentang     Panduan     Penyelenggaraan
Hajatan  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19  Dengan  Penerapan  Protokol
Kesehatan  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Masyarakat  Yang  Produktif
Dan Amen Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro Di Kabupaten Boyolali;

5)   Seluruh   tahapan   penyelenggaraan   hajatan   dilaksanakan   dengan
penerapan protokol keschatan secara lebih ketat; dan

6)   Pelanggaraan terhadap ketentuan dan tata cara pcnyelenggaraan akan
diproses    dan     dikenakan     sanksi     sesuai    ketentuan     peraturan
perundangan-undangan   disamping   terhadap    pelaku    pelanggaran
diwajibkan melaksanakan  rapt.c! test arif!.gerL

j.    Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi  100% (seratus persen) dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan
tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50%  (lima puluh persen)
dari  kapasitas  tempat/ruang  yang  digunakan  untuk  kegiatan  koordinasi
kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

12. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor
Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan
paling  banyak  30  (tiga  puluh)  orang  dengan  penerapan  protokol  kesehatan
secara lebih ketat;

13.  Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagal berikut:
a.  Peningkatan  upaya  untuk  mencegah  dan  menghindari  kerumunan  balk

dengan   cara   persuasif   kepada   semua   pihak   maupun   melalui   cara
penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan
(Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan
melibatkan Tentara Nasional Indonesia)  melalui edukasi maupun operasi
yustisi;

b. Di  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  melalui
operasi yustisi sebagalmana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim
dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di
tempat   pelaksanaan   operasi   untuk   melakukan   nqpid  test   antigen
terhadap   pelaku   pelanggaran   yang   terjaring   dalam   operasi   yustisi
disamping  dapat   dikenakan   sanksi   sosial   atau   sanksi   denda   sesuai
peraturan perundang-undangan.

14. Kepada   Kepala   Dinas   Kesehatan   agar   menyediakan   kebutuhan   sarana
prasarana pelaksanaan rapid test dan mengoordinasikan RSUD maupun RS
Swasta  atau   Puskesmas  se  Kabupaten  Boyolali  dalam  mengirimkan  Tim
pelaksana testing dengan rapid test dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi
yang  dilaksanakan  aparat  keamanan  dibawah  koordinasi  Kepala  Satpol  PP
Kabupaten Boyolali;

15. Kepada  seluruh  Kepala  Perangkat  Daerah  dan  Pimpinan  lnstansi  Vertikal,
BUMN/BUMD,   Kepala  Desa/Kelurahan  agar  melaporkan  langkah-1angkah
tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya



kepada  Bupati   Boyolali   Cq.   Sekretaris   Daerah   Kabupaten   Boyolali   pada
minggu  pertama atau  pada tanggal  30  Maret 2021  dan  setelah  berakhimya
masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 6 April 2021 ;

16. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;

17. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten
sampai   dengan   Satgas   Penanganan    Covid-19    Kecalnatan   dan    Satgas
Penanganan    Covid-19    Desa/Kelurahan    lebih    mengintensifkan    disiplin
protokol kesehatan dan   upaya penanganan kesehatan (membagikan masker
dan    menggunakan    masker    yang    baik    dan    benar,    mencuci    tangan
menggunakan  sabun  atau  handsanitizer,  menjaga jarak  dan  menghindari
kerumunan   yang    berpotensi    menimbulkan    penularan),    disamping    itu
memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan
treatment  termasuk  meningkatkan  fasilitas  kesehatan  (tempat  tidur,  ruang
IOU,   maupun   tempat   isolasi/karantina),   koordinasi   antar   daerah   yang
berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
untuk redistribusi pasien  dan  tenaga kesehatan  sesuai dengan  kewenangan
masing-masing;

18. Camat    selaku    Ketua    Satgas    Penanganan    Covid-19    Kecamatan    agar
memerintahkan  Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wila.yah masing-
masing  untuk  melakukan  operasi  serentak  dalam  rangka  meningkatkan
kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;

19. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagal
berikut:
a.  Pelaksanaan   operasi   serentak   bersama   Satgas   Penanganan   Covid-19

Kecamatan   masing-masing   dalarn   rangka   penegakan   hukum   untuk
meningka.tkan    disiplin    dan    pengetatan    protokol    kesehatan    dengan
mengedepankan  pendekatan   secara  persuasif,   dalam  hal  menemukan
bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat mengenakan  sanksi sosial
dan menghindari pengenaan sanksi denda;

b.  Melibatkan Tim pelaksana lestz.ng dari Puskesmas di Kecamatan masing-
masing untuk melakukan  rapt.c! test aritr.gen terhadap pelaku pelanggaran
protokol  kesehatan  yang  teljaring  dalam  operasi  serentak  sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c.   Memerintahkan   kepada   Kepala   Desa/Kelurahan   agar   melaksanakan
operasi     serentak    bersama    Satgas    Penanganan     Covid-19    Tingkat
Desa/Kelurahan    di    wilayah    masing-masing    dan    melaporkan    hasil
pelaksanaan       kepada      Camat       setempat       serta      mengefektifl{an
operasionalisasi Satgas /ogo Toriggo dan Satgas tingkat RT dalam rangka
penegakan  disiplin  masyarakat  dalam  mematuhi  kebijakan  Pemerintah
dalam  masa  pengetatan  disiplin  protokol  kesehatan  serta  secara  aktif
mendukung    pelaksanaan    operasi    serentak   yang   dilakukan    Satgas
Penanganan Covid-19 tingkat Kecalnatan;

d.  Melaporkan  hasil perkembangan  penanganan  Covid-19  dan  pelaksanaan
operasi  serentak  dalam  masa  perpanjangan  PPKM  Mikro  di  wilayahnya
baik melalui  Whatsqup Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada
Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi
pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.



20. Kepala Kepala Desa/Kelurahan agar lebin berperan aktif dalan pelaksanaan
operasi serentak serta menin8kathan operasionalisasi /ago ronggo dan Satgas
tingkat  RT  untuk  mendukung  fungsi  Puskesmas  dalam  pelaksanaan  3T
(Testing, Tracing dan Treatment) dan promosi kesehatan;

21. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan
nha keSatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlcku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali
Nomor:  300/ 1453/5.5/2021  tentang  Pelpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan
Kegiatan  Maayarakat  Berbasis  Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko  Penanganan
aorom  VIrus Disease 20] 9 Tin8kat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk  Pengendalian
Penyebaran  Co7om  VIus  I)isease  20Z9  Di  Kabupaten  Bqyolali  dicabut  dan
dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran  ini  berlarfu  pada tanggal 23  Maret sampai dengan  5  April
2021.

Demikian  Surat  Edaran  ini  dibuat  untuk  diketahui  dan  dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di   : Boyolali

Dembusad, disampaikan kepada Yth. :
1.  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Ja.wa Terigah di Semarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten Bqyolali; dan
4.  Pertinggal
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BUPATI    B0YOLALI

SURAT BDARAN

roMOR..3Q.a.I.!3.hg.I.I:I.I.2:.f2.3.\....

TENTANG

PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN mAsyARARAT BERBAsls MIKRO

DAN MENcop`rlMALKAN posKo PENANGANAN coRo^IA tmz/s J}7sEASE
20] 9 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN

pENyEBARAN coRo^zA imtrs PTSEASE 2o] g DI KABupATEN BoyoLALI

Dasar:

1.   Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  04  Tahun  2021
tentang   Perpanjangan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Vt.nts Di.sease
20J 9 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Disease 201 9.,

2.   Peraturan  Bupati  Nomor  49  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan
Penegakan   Hukum   Protokol   Kesehatan   Sebagal   Upaya   Pencegahan   dan
Pengendalian Coroun Vlrtts Dt.sease 20J 9 Di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan   dengan   masih   tingginya   tingkat   penyebaran/penularan
Covid-19,  maka guna meningkatkan  hasil  pengendalian  penanganan  Covid-19,
kedisiplinan  dan  pengetatan  dalam  penerapan  protokol  kesehatan  serta untuk
memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19,  dipandang  perlu  memperpanjang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan
dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan
cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga
(RT)  berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian
penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal
tersebut    kepada    seluruh    komponen    masyarakat    di    Kabupaten    Boyolali
disampaikan hal-hal sebagal berikut:

1.    Melakukan   pengaturan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat
Rukun  Tetangga    (RT)  yang  berpotensi  menimbulkan  penularan  Covid-19
sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan RT;

2.    PPKM   Mikro   sebagalmana   dimaksud   pada   angka   1   dilakukan   dengan
mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT
dengan kriteria yang meliputi Zona mjau, Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona
Merah berikut skenario pengendaliannya sesuai ketentuan lnstruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021;

3.   Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur
yang   terlibat,   mulai   dari   Ketua   RT/RW,   Kepala   Desa/Lurah,   Satuan
Perlindungan   Masyarakat   (Satlinmas),   Bintara   Pembina   Desa   (Babinsa),
Bhayangkara       Pembina       Keamanan       dan       Ketertiban       Masyarakat
(Bhabinkantibmas),  Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak



Pemberdayaan    Kesejahteraan   Keluarga   (PKK),    Pos   Pelayanan   Keluarga
Berencana  Kesehatan  Terpadu  (Posyandu),  Dasawisma,  Tokoh  Masyarakat,
Tokoh Agama,  Tokoh Adat, Tokoh  Pemuda,   Penyuluh,  Pendanping, Tenaga
Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

4.    Mekanisme  koordinasi,  pengawasan  dan  evaluasi  pelaksanaan  PPKM  Mikro
dilakukan  dengan  membentuk  Pos  Komando  (Pocko)  tingkat  Desa  dan
Kelurahan bagi yang belum  terbentuk atau  mengoptimalken peran dan
fungsi  Pos  Komando  (Posko|  tingkat  Desa  dan  Kelurahan  yang  telah
terbentul.  Posko  Kecamatan  agar  meningkatkan  peran  dan  fungsinya  di
dalam   melaksanakan   supervisi   dan   pelaporan   Posko   tingkat   Desa   dan
Kelurahan;

5.    Posko  tingkat  Desa  dan  Kelurahan  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  4
adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat
Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
a.   Pencegahan;
b.  Penanganan;
c.   Pembinaan; dan
d.  Pendukung   pelaksanaan   penanganan   Covid-19   di   tingkat   Desa   dan

Kelurahan.
6.    Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  5,  Posko

tingkat  Desa dan  Kelurahan  berkoordinasi  dengan  Satgas  Covid-19  tingkat
Kecamatan,   Kabupaten,   Provinsi,   Tentara   Nasional   Indonesia   (TNI)   dan
Kepolisian   Negara  Republik   Indonesia   (POLRI),   dan   disampalkan   kepada
Satgas  Covid-19  Nasional,  Kementerian  Kesehatan  dan  Kementerian  Dalam
Ne8eri;

7.    Kebutuhan    pembiayaan    dalam    pelaksanaan    Posko    tingkat    Desa   dan
Kelurahan   dibebankan   pada  anggaran   masing-masing  unsur  Pemerintah
sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
a.  Kebutuhan   di  tingkat   Desa  dibebankan   pada  Dana  Desa  dan   dapat

didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes);

b.  Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;

c.   Kebutuhan    terkajt    Babinsa/Bhabinkamtibmas    dibebankan    kepada
anggaran TNI/ POLRI;

d.  Kebutuhan  terkait  penguatan  testz.ng,  troa.ng  dan  treatmerit dibebankan
kepada    anggaran     Kementerian     Kesehatan     atau     Badan     Nasional
Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan

e.   Kebutuhan  terkalt  dengan  bantuan  kebutuhan  hidup  dasar dibebankan
kepada  Anggaran  Badan  Urusan   Logistik  (Bulog)/Kementerian  BUMN,
Kementcrian    Sosial,     Kementerian    Perindustrian,     dan    Kementerian
Keuangan serta APBD Provinsi/ Kabupaten.

8.    Posko  tingkat  Desa diketuai  oleh  Kepala Desa yang  dalam  pelaksanaannya
dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan
diketuai oleh  Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan,
dan  kepada  masing-masing  Posko  baik  Posko  tingkat  Desa  maupun  Posko
tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas,
Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda,  Penyuluh,
Pendamping,  Tenaga  Kesehatan  dan  Karang  Taruna  yang  ditetapkan  oleh
Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;



9.    Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa Kabupaten Boyolali
agar melaksanakan monitoring pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat
Desa    balk    dari    aspek    penganggaran    maupun    pelaksanaannya    dan
memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan hal-
hal sebagai berikut :
a.  Melakukan pemetaan kriteria zonasi sesual ketentuan sebagaimana diatur

dalam lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 ;
b.  Mendorong Satgas Tingkat Desa,  Satgas +ogo Tonggo dan Satgas Tingkat

RT   untuk   melaksanakan   penanganan   dan   pengendalian   Covid-19   di
lingkungan setempat;

c.   Melaporkan basil perkembangan penanganan Covid-19 dan kegiatan Posko
Tingkat Desa dalam mengoperasionalkan  Satgas LJogo ronggo dan Satgas
Tingkat   RT   kepada   Satgas   Penanganan   Covid-19   Tingkat   Kecamatan
dengan  tembusan  kepada  Satgas  Penanganan  Covid-19  Kabupaten  Cq.
Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Boyolali  setiap  2  (dua)   hari  sekali  sejak
mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tangal 8 Maret 2021.

10. Perpanjanganan PPKM Mikro dilakukan bersanaan dengan PPKM Kabupaten
yang  pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.   Bagi Kepala Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Boyolali agar

memerintahkan     pelaksanaan     kegiatan     belajar     mengajar     secara
daring/online;

b.  Bagi  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  agar
melaksanakan  pemantauan  untuk  memastikan  kepatuhan  perusahaan
dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan
melakukan    pengaturan    lebih    lanjut    teknis    pelaksanaan    kegiatan
operasional    perusahaan    selama    perpanjangan    PPKM    Mikro    sesuai
lnstruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 202 1 ;

c.   Kepada Perusahaan  sebagalmana dimaksud  pada huruf b yang meliputi
BUMN/BUMD,      Perusahaan     Swasta     Nasional/Perusahaan     Swasta
Asing/usaha  Perbankan  Swasta  termasuk  BPR  dan/atau  usaha  Jasa
Keuangan  lainnya wajib mematuhi  ketentuan perpanjangan  PPKM  Mikro
sesuai dengan lnstruksi  Menteri  Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor
04 Tahun 202 1 ;

d.  Untuk   sektor   esensial   seperti,   kesehatan,   bahan   pangan,   makanan,
minuman,    energi,    komunikasi    dan    teknologi    informasi,    keuangan,
perbankan,    system   pembayaran,   pasar   modal,    logistik,    perhotelan,
konstruksi,   industri   strategis,   pelayanan   dasar,   utilitas   publik,   dan
industri yang ditetapkan  sebagai objek vital nasional dan objek tertentu,
kebutuhan    sehari-hari    yang    berkaitan    dengan    kebutuhan    pokok
masyarakat   tetap   dapat   beroperasi    100%   (seratus   persen)      dengan
pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

e.   Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1)   Kegiatan   restoran/rumah   makan/care   (makan/minum   di   tempat)

sebesar 50°/o (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui
pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market
sampal dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;



3)   Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL)  waj.ib menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

4)   Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
a)    Pembatasanj.umlah pengunjung maksimal 500/o (lima puluh persen)

dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul
16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b)   Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, wamet,
game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya
dibatasi  jam  operasiona]  sampai  dengan  pukul  22.00  WIB  dan
pembatasan jumlah pengunjung maksimaJ 50°/o (lima puluh persen)
dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara
lebih ketat.

f.   Mengijinkan   tempat   ibadah   untuk   dilaksanakan   dengan   pengaturan
pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada
di  lingkungan  RT  yang  masuk  Zona  Oranye  dan  Merah  harus  ditutup
sampai   dengan   berubahnya   kriteria   zonasi   lingkungan   RT   setempat
menjadi Zona Kuning atau Hijau;

9.   Kegiatan  di  tempat  dan  fasilitas umum  maupun  kegiatan  sosial  budaya
yang           berpote n si           me n imbu lkan           keru mu nan            ( haj Stan
pemilEahan/ khitanan, pengajian, perlE`impulan warga dan sejenisnya)
dlhentikan sementara, kecuali:
1)   Akad  nikah  dilaksanakan  dengan  melibatkan  paling banyak  30  (tiga

puluh)  orang dengan  alokasi waktu  paling lama 90  (sembilan  puluh)
menit  dan  wajib  menerapkan  protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat;
dan

2)   Takziah/melayat  dengan  melibatkan  paling  banyak  30  (tiga  puluh)
orang dengan  alokasi waktu  paling lama 60  (enam puluh)  menit dan
wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

h.  Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengari
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan
tidak dapat dihindarkan  melibatkan paling banyak 50%  (lima puluh  persen)
dari  kapasitas  tempat/ruang  yang  digunakan  untuk  kegiatan  koordinasi
kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

12.  Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunal (BLT) melalui Kantor
Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan
paling  banyak  30  (tiga puluh)  orang  dengan  penerapan  protokol  kesehatan
secara. Iebih ketat;

13. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
a.  Peningkatan  upaya untuk  mencegah  dan  menghindari  kerumunan  baik

dengan   cara   persuasif   kepada   semua   pihak   maupun   melalui   cara
penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan
(Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dan
melibatkan Tentara Nasional Indonesia)  melalui edukasi maupun operasi
yustisi;

b.  Di  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  melalui
operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim
dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di



tempat   pelaksanaan   operasi   untuk   melakukan   rapid   test   antigeri
terhadap   pelaku   pelanggaran   yang   terjaring   dalam   operasi   yustisi
disamping  dapat   dikenakan   sanksi   sosial   atau   sanksi   denda   sesuai
peraturan perundang-undangan.

14. Kepada   Kepala   Dinas   Kesehatan   agar   menyediakan   kebutuhan   sarana
prasarana pelaksanaan  rapjcz fesf dan mengoordinasikan RSUD maupun  RS
Swasta  atau   Puskesmas  se  Kabupaten  Boyolali  dalam  mengirimkan  Tim
pelaksana testr.ng dengan rcipt.cZ test dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi
yang  dilaksanakan  aparat  keamanan  dibawah  koordinasi  Kepala  Satpol  PP
Kabupaten Boyolali;

15. Kepada  scluruh  Kepala  Perangkat  Daerah  dan  Pimpinan  lnstansi  Vertikal,
BUMN/BUMD,  Kepala  Desa/Kelurahan  agar  melaporkan  langkah-1angkah
tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya
kepada  Bupati   Boyolali   Cq.   Sekretaris   Daerah   Kabupaten   Boyolali   pada.
minggu  pertama  atau  pada  tanggal  2  Maret  2021  dan  setelah  berakhirnya
masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 9 Maret 2021;

16. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh  Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;

17.  Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten
sampal   dengan    Satgas   Penanganan    Covid-19    Kecamatan   dan    Satgas
Penanganan    Covid-19    Desa/Kelurahan    lebih    mengintensifkan    disiplin
protokol kesehatan dan   upaya penanganan kesehatan (membagikan masker
dan    menggunakan    masker    yang    balk    dan    benar,    mencuci    tangan
menggunakan  sabun  atau  hanczscz".tt.zer,  menjaga jarak  dan  menghindari
kerumunan   yang    berpotensi    menimbulkan    penularan),    disamping   itu
memperkuat kemampuan trocke.ng, sistem dan manajemen froc*.ng, perbaikan
freczfmenf  termasuk  meningkatkan  fasilitas  kesehatan  (tempat  tidur,  ruang
ICU,   maupun   tempat   isolasi/karantina),   koordinasi   antar   daerah   yang
berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
untuk redistribusi pasien  dan  tenaga kesehatan  sesuai dengan  kewenangan
masing-masing;

18. Camat    selaku    Ketua    Satgas    Penanganan    Covid-19    Kecamatan    agar
memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19  Kecamatan di wilayah masing-
masing  untuk  melakukan  operasi  serentak  dalam  rangka  meningkatkan
kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;

19. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagai
berikut:
a.  Pelaksanaan   operasi   serentak   bersama   Satgas   Penanganan   Covid-19

Kecarnatan   masing-masing   dalam   rangka   penegakan   hukum   untuk
meningkatkan    disiplin    dan    pengetatan    protokol   kesehatan   dengan
mengedepankan  pendekatan  secara  persuasif,  dalam  hal  menemukan
bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat mengenakan  sanksi  sosial
dan menghindari pengenaan sanksi denda;

b.  Melibatkan Tim pelaksana testi.ng dari Puskesmas di Kecamatan masing-
masing untuk melakukan ropzc! test antigeri terhadap pelaku pelanggaran
protokol  kesehatan  yang  terjaring  dalam  operasi  serentak  sebagaimana
dimaksud pada huruf a;



c.   Memerintahkan   kepada   Kepala   Desa/Kelurahan   agar   melaksanakan
operasi    serentak    bersama    Satgas    Penanganan    Covid-19    Tingkat
Desa/Kelurahan    di   wilayah    masing-masing   dan    melaporkan    hasil
pelaksanaan       kepada      Gama.t       setempat       serta      mengefektifl{an
operasionalisasi Satgas /ogo Tonggo dan Satgas Tingkat RT dalan rangka
penegakan  disiplin  masyarakat  dalan  mematuhi  kebijakan  Pemerintah
dalam  masa  pengetatan  disiplin  protokol  kesehatan  serta  secara  aktif
mendukung   pelaksanaan   operasi   serentak   yang   dilakukan   Satgas
Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan;

d.  Melaporkan basil perkembangan penanganan  Covid-19  dan pelaksanaan
operasi  serentak  dalam  masa  perpanjangan  PPKM  Mikro  di  wilayahnya
baik melalui  Whatsapp Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada
Bupa.ti Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi
pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertarna.

20. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih beaperan aktif dalam pelaksanaan
operasi serentak serta meningkatkan operasionalisasi Jlogo Tonggo dan Satgas
Tingkat  RT  untuk  mendukung  fungsi  Puskesmas  dalam  pelaksanaan  3T
(restt.ng, 7+ndng dan 7+ecztmerif) dan promosi kesehatan;

21. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan
maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali
Nomor:    300/1285/5.5/2021    tentang    Pemberlakuan    Pembatasan    Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro  Dan  Pembentukan  Posko  Penanganan  Cororm  vents
Dt.seuse  20J9  Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk  Pengendalian  Penyebaran
Cororm Vt."s Dt.sease 20J 9 Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 23 F`ebruari sampai dengan 8 Maret
2021.

Demikian  Surat  Edaran  ini  dibuat  untuk  diketahui  dan  dilaksanakan
sebagaimana me stinya.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.
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BUPATI    BOYOLALI

SuRAT EDARAN

NIflNii>R.:±f!`o./I.I..A./.5...S../.2qrJ.

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENULARAN VIRUS COVID-19

Dasar:

1.     Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Republik  Indonesia   Nomor  2  Tahun  2021   tentang
Perpanjangan  Pembatasan  Kegiatan  untuk  Pengendalian  Penyebaran  Corona  Vt.ms
Di.sease 2079 (COVID-19);

2.     Peraturan  Bupati  Nomor 49 Tahun 2020 tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan
Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona
Vt'rus Oi.sease 2079 Di Kabupaten Boyolali;

3.    Surat  Edaran  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 443.5/0001159  tentang  Perpanjangan
Pemberlakuan    Pembatasan    Kegiatan    Masyarakat   (PPKM)    Untuk   Pengendalian
Penyebaran Corona Vt.rtis Di.sease 2079 (COVID-19) di Jawa Tengah.

Berdasarkan   hal   tersebut   di   atas,   dalam   rangka   meningkatkan   percepatan
penanganan Covid-19 dan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat serta dalam
rangka  optimalisasi  hasil  pengendalian  penyebaran  Covid-19 di  tengah  masyarakat  perlu
memperpanjang  masa  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  yang
berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19,  meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.     Bagi  Kepala perangkat Daerah dan BUMN/BUMD agar melakukan pembatasan kerja

pegawai  perkantoran  di  lingkungan  kerjanya  sesuai  Surat  Edaran  Bupati  Boyolali
Nomor 060717/1.8/2021 tertanggal 25 Januari 2021 dengan memberlakukan protokol
kesehatan secara lebih ketat;

2.     Pimpinan  lnstansi Vertikal di  Kabupaten  Boyolali dapat melakukan pembatasan kerja

pegawai  perkantoran  di  lingkungan  kerjanya  sesuai  Surat  Edaran  Bupati  Boyolali
Nomor  060/717/1.8/2021   tertanggal  25  Januari  2021   atau  melaksanakan  petunjuk
teknis/pelaksanaan  dari  Lembaga/Kementerian  terkait  sesuai  bidang  tugas  dengan
memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

3.     Bagi    Kepala    Dinas    Pendidikan    dan    Kebudayaan    Kabupaten    Boyolali    agar
memerintahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/on//.ne;

4.     Bagi    Kepala    Dinas    Koperasi    dan    Tenaga    Kerja    Kabupaten    Boyolali    agar
melaksanakan    pemantauan    untuk    memastikan    kepatuhan    perusahaan    dalam
melaksanakan   penerapan  protokol   kesehatan  secara  lebih  ketat  dan  melakukan
pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  sesuai  lnstruksi  Menteri   Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 ;

5.     Bagi   Kepala  Djnas  Pemuda,   0lahraga  dan  Pariwisata  Kabupaten   Boyolali  untuk
melakukan  pengawasan  dan  memastikan  kepatuhan  pelaku  usaha tempat hiburan,
karaoke, warnet, game on//'ne, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya;



6.      Kepada    Perusahaan    sebagaimana    dimaksud    pada    angka    4    yang    meliputi
BUMN/BUMD,    Perusahaan    Swasta    Nasional/Perusahaan    Swasta    Asing/usaha
Perbankan  Swasta  termasuk  BPR  dan/atau  usaha  Jasa  Keuangan   lainnya  wajib
mematuhi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai dengan
lnstruksi  Menteri   Dalam  Negeri   Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021   tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian
Penyebaran  Corona  V/-rus Disease 2079 (COVID-19) ;

7.      Untuk sektor esensial seperti  kesehatan;  bahan pangan,  makanan,  minuman;  energi;
komunikasi dan teknologi informasi; keuangan,  perbankan, sistem pembayaran,  pasar
modal;   Iogistik;   perhotelan;   konstruksi;   industri   strategis;   pelayanan   dasar,   utilitas

publik,  dan  industri  yang  ditetapkan  sebagai  objek vital  nasional  dan  objek  tertentu;
serta  kebutuhan  sehari-hari  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  pokok  masyarakat
tetap  dapat  beroperasi  100%  (seratus  persen)  dengan  pengaturan jam  operasional,
kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

8.      Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
a.     Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua

puluh lima persen) sampai dengan pukul 20.00 WIB dan untuk layanan makanan
melalui  pesan-antar/dibawa  pulang  tetap  diijinkan  sampai  dengan  pukul  21.00
WIB:

b.     Jam  operasional  angkringan/pedagang   kaki   lima  (PKL)  sampai   dengan   pukul
21.00 WIB;  dan

c     Jam   operasional   untuk  pusat   perbelanjaan/super  markevmini   market   sampai
dengan  pukul 20.00 WIB.

9,     Mengijinkan   tempat   ibadah   untuk  dilaksanakan   dengan   pengaturan   pembatasan
kapasitas  sebesar  50°/o  (lima  puluh  persen)  dengan  penerapan  protokol  kesehatan
secara lebih ketat;

10.   Kegiatan   di   tempat   dan   fasilitas   umum   maupun   kegiatan   sosial   budaya   yang
berpotensi     menimbulkan    kerumunan    (hajatan    pernikahan/khitanan,     pengajian,

perkumpulan warga dan sejenisnya) dihentikan sementara,  kecuali:
a.     Akad  nikah dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang

dengan    alokasi    waktu    paling    lama    90    (sembilan    puluh)    menit    dan   wajib
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;  dan

b.     Takziah/melayat dengan  melibatkan  paling  banyak 30 (tiga puluh)  orang dengan
alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan  protokol
kesehatan secara lebih ketat;

11.   Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang  lainnya diberlakukan:
a.     Daya tarikwisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga

pulur`  persen)  dari  kapasitas  normal  dan jam  operasional  sampai  dengan  pukul
15.00 WIB;

b.     Usaha  pariwisata seperti  tempat hiburan,  karaoke,  warnet,  game on//'ne,  tempat
olahraga  dan  kegiatan  usaha  sejenis  lainnya  dibatasi  jam  operasional  sampai
dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima

pulun persen) dari kapasitas normal.
12.   Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan

protokol  kesehatan secara lebih ketat;
13.   Mengatur  kegiatan  koordinas.I  terkait  kedinasan  yang  sifatnya  mendesak  dan  tidak

dapat dihindarkan, dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos
dan  kegiatan sejenis dengan  melibatkan  paling  banyak 30 (tiga  puluh) orang dengan

penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;



14.   Lebih  mengintensifkan kembali  protokol  kesehatan yaitu menggunakan  masker yang
baik dan  benar,  mencuci  tangan  dengan  sabun  atau  handsan/.i/.zer,  menjaga  jarak,
membatasi   mobilitas  dan  interaksi  serta  menghindari   kerumunan  yang  berpotensi

menimbulkan penularan;
a.    Memperkuat    kemampuan  frackt.ng,  sistem  dan  manajemen  tract.ng,  perbaikan

treatment   termasuk   meningkatkan   fasilitas   kesehatan   (tempat   tidur,    ruang
/ntens/ve Care Un/-i (lcu),  maupun tempat isolasickarantina);

b.     Lebih mengoptimalkan posko satgas covid-19Tingkat Kabupaten sampai dengan
Desa.    Khusus   untuk   wilayah   Desa,    dalam   penanganan   dan   pengendalian

C.

pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab; dan
Meningkatkan  upaya  untuk mencegah dan  menghindari  kerumunan  baik dengan
cara  persuasif  kepada  semua  pihak  maupun  melalui  cara  penegakan  hukum
dengan  melibatkan  aparat  keamanan  (Satuan  Polisi  Pamong  Praja,   Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional  Indonesia).

15.   Kepada    seluruh    Kepala    Perangkat    Daerah    dan    Pimpinan    lnstansi    Vertikal,
BUMN/BUMD,     agar     melaporkan     langkah-langkah     tindak     lanjut     pelaksanaan
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat pada lembaga/instansinya kepada
Bupati   Boyolali   Cq.   Sekretari.s   Daerah  Kabupaten   Boyolali   pada  minggu  pertama

perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  atau  pada
tanggal  2  Februari  2021  dan  setelah  berakhirnya  masa  pelaksanaan  Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau pada tanggal 9 Februari 2021.

16.   Kepada    Kepala    Perangkat    Daerah    yang    membidangi     kegiatan    masyarakat
sebagaimana tersebut  pada  angka  7  sampai  dengan  angka  11  agar  melaksanakan
pengawasan dalam rangka memastikan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan
kebijakan Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat;

17.   Kepada Kepala Desa/Lurah agar berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19
tingkat    Desa    maupun     Satgas    Jogo    Tonggo    dalam     rangka    melaksanakan

pembinaan/edukasi  terhadap  pelaku/pengelola  usaha dan  masyarakat di wilayahnya
untuk  memastikan  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam  melaksanakan  kebijakan
Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat;

18.   Kepada     Kepala     Perangkat     Daerah,     Kepala     Desa/Lurah     untuk    memastikan

pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada angka  1  sampai  dengan  angka
12   dengan   menerapkan   protokol   kesehatan   secara   lebih   ketat   dan   melakukan

pengaturan  agar tidak  menimbulkan  kerumunan  yang  dapat  berpotensi  menularkan
Covid-19;

19.   Kepada   pelaku/pengelola   usaha   dan   masyarakat   yang   melaksanakan   kegiatan
sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10,
angka   11   dan  angka   12  agar  menindaklanjuti   dan  melaksanakan   kegiatan  sejak
berlakunya surat ini sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;

20.   Pada  akhir masa  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegjatan  Masyarakat  akan  dievaluasi
untuk   menentukan   keberlanjutan   kebijakan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan
Masyarakat ini untuk disampaikan kepada masyarakat.

Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka
kegiatan   yang   diselenggarakan   dapat   dibubarkan   dan/atau   dikenakan   sanksi   sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan  perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  ini
mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021  sampai dengan tanggal 8 Februari 2021.



Pada  saat  mulai  berlakunya  Surat  Edaran  ini  maka  Surat  Edaran  Bupati  Boyolali
Nomor : 300/567/5.5/2021  tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Yang
Berpotensi Menimbulkan Penularan Virus Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian  Surat Edaran  ini  dibuat untuk diketahui  dan dilaksanakan  sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di:  Boyolali

Pada Tanggal :  Zg Januari 2021.

BUPATI BOYOLALl,-
L=

Drs. SENO SAMODRO

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1.   Menteri Dalam Negeri Republik lndoriesfa di Jakarfa;
2.   Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3.    Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4.    Pertinogal.
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BUPATI    BOYOLALI

NOMOR.Sgud£JiE3£7t}Tf/.20.1.\
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN CORONA V/BUS D/SEASE 2079 T[NGKAT
DESA DAN  KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS

O/SEASE 2070 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1.    Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Republik   Indonesia   Nomor  3  Tahun   2021   tentang
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro  Dan  Pembentukan
Posko  Penanganan  Corona  V/.rue  D/.sease  2079 Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk
Pengendalian Penyebaran Corona  Vt.rus O/.sease 2079;

2.   Peraturan  Bupati  Nomor 49  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan
Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona
Vi.rtts Di.sease 2079 Di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan masih tingginya tingkat penyebaran/penularan Covid-19, maka
guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan
dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-
19,  masih  dipandang  perlu  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  di  tingkat
Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro   dengan   cakupan   wilayah   di   tingkat   Desa/Kelurahan   sampai   ke   tingkat   Rukun
Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian
penanganan  Covid-19 di  lingkungan  RT setempat,  maka  berkenaan  dengan  hal  tersebut
kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1.   Melakukan   pengaturan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat   Berbasis
Mikro  yang  selanjutnya  disebut  PPKM  Mikro  sampai  dengan  tingkat  Rukun  Tetangga
(RT) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai dengan kondisi masing-
masing lingkungan RT;

2.   PPKM      Mikro      sebagaimana      dimaksud      pada      angka      1      dilakukan     dengan
mempertimbangkan  kriteria  zonasi  pengendalian  wilayah  hingga  tingkat  RT  dengan
kriteria yang  meliputi Zona  Hijau,  Zona  Kuning,  Zona  Oranye  dan Zona  Merah  berikut
skenario  pengendaliannya  sesuai  ketentuan  lnstruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia   Nomor  3  Tahun  2021   berdasarkan   peta  resiko  yang  dikeluarkan   Dinas
Kesehatan Kabupaten Boyolali;

3.   Pelaksanaan   PPKM   Mikro  dilakukan   melalui   koordinasi   antara  seluruh   unsur  yang
terlibat, mulai dari Ketua RT/RW,  Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat

(Satlinmas),  Bintara  Pembina  Desa  (Babinsa),  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan
Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas),  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),
Tim    Penggerak   Pemberdayaan    Kesejahteraan    Keluarga   (PKK),    Pos   Pelayanan
Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu),  Dasawisma,  Tokon Masyarakat,
Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan
dan Karang Taruna serta relawan lainnya;



4.   Mekanisme  koordinasi,  pengawasan  dan evaluasi  pelaksanaan  PPKM  Mikro dilakukan
dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi
dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan;

5.   Posko tjngkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi
atau tempat yang  menjadi  posko penanganan Covid-19 di tingkat  Desa dan  Kelurahan

yang memiliki 4 (empat) fungsi,  yaitu:
a.  Pencegahan;
b.  Penanganan,
c.  Pembinaan;  dan
d.  Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

6.   Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5,  Posko tingkat Desa
dan  Kelurahan  berkoordinasi  dengan  Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan,  Kabupaten,
Provinsi,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia

(POLRl),  dan disampaikan  kepada Satgas Covid-19  Nasional,  Kementerian  Kesehatan
dan Kementerian Dalam Negeri;

7.   Kebutuhan   pembiayaan   dalam   pelaksanaan   Posko   tingkat   Desa   dan   Kelurahan
dibebankan  pada  anggaran  masing-maslng  unsur  Pemerintah  sesuai  dengan  pokok
kebutuhan sebagai berikut:
a.   Kebutuhan  di  tingkat  Desa  dibebankan  pada  Dana  Desa  dan  dapat  didukung  dari

sumber   pendapatan   Desa   melalui   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Desa

(APBDes);
b.   Kebutuhan   di   tingkat   Kelurahan   dibebankan   pada   Anggaran   Pendapatan   dan

Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten;
c.    Kebutuhan    terkait     Babinsa/Bhabinkamtibmas    dibebankan     kepada    anggaran

TNI/POLRl;

d.   Kebutuhan  terkait  penguatan  fesfmg,   fracing  dan  freafmenf  dibebankan  kepada
anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota; dan

e.   Kebutuhan  terkait  dengan  bantuan  kebutuhan   hidup  dasar  dibebankan  kepada
Anggaran  Badan  Urusan  Logistik (Bulog)/Kementerian  BUMN,  Kementerian Sosial,
Kementerian      Perindustrian,       dan      Kementerian      Keuangan      serta      APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota.

8.   Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh
Aparat  Desa  dan  Mitra  Desa  lainnya  dan  Posko tingkat  Kelurahan  diketuai  oleh  Lurah

yang  dalam  pelaksanaannya  dibantu  Aparat  Kelurahan,  dan  kepada  masing-masing
Posko  baik  Posko  tingkat  Desa  maupun  Posko  tingkat  Kelurahan  juga  dibantu  oleh
Satlinmas,  Babinsa,  Bhabinkamtibmas,  Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat,
Tokoh  Pemuda,  Penyuluh,  Pendamping,  Tenaga  Kesehatan dan  Karang Taruna yang
ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondjsi setempat;

9.   PPKM   Mikro  dilakukan  bersamaan   dengan   PPKM   Kabupaten   yang   pengaturannya
meliputi  hal-hal  sebagai  berikut:
a.   Bagi    Kepala    Dnas    Pendldikan    dan    Kebudayaan    Kabupaten    Boyolali    agar

memerintahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
b.   Bagi    Kepala    Dinas    Koperasi    dan    Tenaga    Kerja    Kabupaten    Boyolali    agar

melaksanakan   pemantauan   untuk   memastikan   kepatuhan   perusahaan   dalam
melaksanakan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat  dan  melakukan

pengaturan   lebih   lanjut   teknis   pelaksanaan   kegiatan   operasional   perusahaan
selama  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  sesuai  lnstruksi  Menteri
Dalam  Neger.I  Republ.ik lndones.ia Nomor 3 Tahun 2021 ;

c.    Kepada    Perusahaan    sebagaimana    dimaksud    pada    huruf    b    yang    meliputi
BUMN/BUMD,    Perusahaan   Swasta   Nasional/Perusahaan   Swasta   Asing/usaha
Perbankan  Swasta  termasuk  BPR  dan/atau  usaha  Jasa  Keuangan  lainnya  wajib



mematuhi   ketentuan   pemberlakuan   pembatasan   kegiatan   masyarakat   sesuai
dengan  lnstruksi Menteri  Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 ;

d.   Untuk  sektor  esensial   seperti,   kesehatan,   bahan   pangan,   makanan,   minuman,
energi,    komunikasi    dan    teknologi    informasi,    keuangan,    perbankan,    sistem

pembayaran,    pasar   modal,    logistik,    perhotelan,    konstruksi,    industri    strategis,

Pelayanan  dasar,  utilitas  publik,  dan  industri  yang  ditetapkan  sebagai  objek  vital
nasional    dan    objek   tertentu,    kebutuhan    sehari-hari    yang    berkajtan    clengan
kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan
pengaturan jam operasional,  kapasitas,  dan  penerapan protokol  kesehatan secara
lebih  ketat;

e.   Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1)    Kegiatan  restoran/rumah  makan/cafe  (makan/minum  di  tempat)  sebesar  50%

(lima  puluh  persen)  dan  untuk  layanan  makanan  melalui  pesan-antar/dibawa
pulang  sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

2)    Jam  operasional  angkrjngan/pedagang  kakj  lima  (PKL)  sampai  dengan  pukul
21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

3)    Jam  operasional  untuk  pusat  perbelanjaan/super  market/mini  market  sampai
dengan  pukul  21.00  WIB  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  lebih
ketat;

4)    Destinasi wisata dan sarana penunjang  lainnya diberlakukan:
a)    Pembatasan  jumlah  pengunjung  maksimal  50%  (lima  puluh  persen)  dari

kapasitas  normal  dan  Jam  operasional  sampai  dengan  pukul   16.00  WIB
dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b)    Usaha  pariw.isata  lainnya  seperti  tempat  hiburan,  karaoke,  warnet,  game
online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenisnya lainnya dibatasi jam
operasional   sampai   dengan   pukul   21.00   WIB   dan   pembatasan  jumlah

pengunjung   masksimal   50%   (lima   puluh   persen)   dari   kapasitas   normal
dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

f.     Mengijinkan  tempat  ibadah  untuk  dilaksanakan  dengan  pengaturan  pembatasan
kapasitas sebesar 50% (lima puluri persen) dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

9.    Kegiatan   di   tempat   dan   fasilitas   umum   maupun   kegiatan   sosial   budaya   yang
berpotensi    menimbulkan    kerumunan   (hajatan    pernikahan/khitanan,    pengajian,

perkumpulan warga dan sejenisnya) dihentikan sementara,  kecuali:
1 )    Akad nikah dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang

dengan   alokasi   waktu   paling   lama   90   (sembilan   puluh)   menit   dan   wajib
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan

2)    Takziah/melayat dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan
alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol
kesehatan secara lebih ketat;

h.   Mengijinkan    kegiatan    konstruksi    beroperasi    100%    (seratus    persen)    dengan

penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat

dihindarkan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dengan
melibatkan  paling  banyak 30 (tiga  puluh) orang dengan penerapan  protokol  kesehatan
secara lebih ketat;

11. Meningkatkan  upaya  untuk mencegah  dan  menghindari  kerumunan  baik dengan  cara

persuasif   kepada    semua   p.ihak   maupun    melalui    cara   penegakan    hukum   yang
dilaksanakan  oleh  aparat  keamanan  (Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional  Indonesia);



12.Kepada     seluruh     Kepala     Perangkat     Daerah     dan     Pimpinan     lnstansi     Vertikal,
BUMN/BUMD,  Kepala  Desa/Kelurahan agar melaporkan  langkah-langkah tindak lanjut

pelaksanaan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  di  tingkat  Kabupaten
dan  PPKM  Mikro  pada  lembaga/instansinya  kepada  Bupati  Boyolali  Cq.   Sekretaris
Daerah  Kabupaten  Boyolali  pada minggu pertama atau pada tanggal  16 Februari 2021
dan   setelah   berakhirnya   masa   pelaksanaan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro pada tanggal 23 Februari 2021 ;

13.Pengaturan   pemberlakuan   pembatasan   meliputi   seluruh   Desa   dan   Kelurahan   di
Kabupaten Boyolalj ;

14. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sampai
dengan  Satgas  Penanganan  Covid-19  Kecamatan dan  Satgas  Penanganan  Covid-19
Desa/Kelurahan    lebih    mengintensifkan    disiplin    protokol    kesehatan    dan    upaya

penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan
benar,  mencuci  tangan  menggunakan  sabun  atau  handsan/I/.zer,  menjaga  jarak  dan
menghindari   kerumunan   yang   berpotensi   menimbulkan   penularan),   disamping   itu
memperkuat kemampuan frack/.ng, sjstem dan manajemen frac/.ng, perbaikan fneafmenf
termasuk  meningkatkan  fasilitas kesehatan  (tempat tidur,  ruang  lcu,  maupun  tempat
isolasi/karantina),     koordinasi     antar     daerah     yang     berdekatan     melalui     Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga
kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing:

15.Terhadap  kegiatan  yang  melanggar  ketentuan  penerapan  protokol  kesehatan  maka
kegiatan  yang  diselenggarakan  dapat  dibubarkan  dan/atau  dikenakan  sanksi  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada  saat berlakunya  Surat  Edaran  ini,  maka  Surat  Edaran  Bupati  Boyolali  Nomor:
300719/5.5/2021  tentang Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat
Yang Berpotensi  Menimbulkan Penularan Virus Covid-19 dan Surat Edaran Bupati  Boyolali
Nomor:   300/1252/5.5/2021   tentang   Peningkatan   Kedisiplinan   Dan   Pengetatan   Protokol
Kesehatan  Pada  Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Yang
Berpotensi   Menimbulkan  Penularan  Virus  Covid-19  Di   Kabupaten   Boyolali   dicabut  dan
dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021.

Demikian  Surat  Edaran  ini  dibuat  untuk diketahui  dan  dilaksanakan  sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di:  Boyolali

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1.   Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3.    Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4.    Pertinggal.



FORUM  KOMUNIKASI  PIMPINAN  DAERAH

(FORKOPIMDA)
KABUPATEN BOYOLALI

SURAT EDARAN
uryNloR..%.QP../..J3.(2-I..5..`.5./..2!92p

TENTANG

KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS D/SEASE (COVID-19)

Bahwa berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor 24 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona V/.rt/s O/.sease 2019 Di Kabupaten Boyolali dan

perkembangan   situasi   tentang   percepatan   penanganan   COVID-19   di   Kabupaten
Boyolali, peta resiko menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali berada pada Zona Merah

(resiko  tinggi),   maka  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat,
kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar tidak menyelenggarakan
kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat mengakibatkan berkumpulnya massa dalam

jumlah banyak di tempat umum  maupun di lingkungan sendiri, yaitu:
1.   Pertemuan   sosial,   budaya,   keagamaan   dan   aliran   kepercayaan   antara   lain

resepsi pernikahan, khitanan,  pemakaman dan/atau takziah;
2.   Konser musjk,  pasar malam,  kegiatan olah raga dan kesenian;
3.   Unjuk rasa,  pawai dan karnaval;  serta
4.   Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

Dalam  hal  keadaan  mendesak  dan  tidak dapat  dihindari,  maka  kegiatan  sosial
kemasyarakatan  dapat dilaksanakan  dengan  melibatkan  paling  banyak 30  (tiga  puluh)
orang  dan  dilaksanakan  dengan  standar  protokol  kesehatan  yang  ketat  antara  lain
memakai  masker,   menjaga  jarak  (ptrysi.ca/  di.sfanci-ng),   menyediakan  hand  sant.fi.zer
dan/atau  sarana  cuci  tangan  dengan  sabun  pada  air mengalir guna  pencegahan  dan
memutus mata rantai penularan/ penyebaran COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mest,nya.
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BUPATI    B0YOLALI

SURAT EDARAN

NIiyNOR..3M.I.S6it.I.5.!5./.2!P.JJ..

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEN BATASAN KEGIATAN  MASYARAKAT YANG BERPOTENsl

lvIENllvIBULKAN  PENULARAN VIRUS COVID-19

Dasar:

1.   Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor

HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021        tentang        Pemerintah        Mengatur       Kembali

Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat,   untuk   Mengendalikan   Pandemi

Covid-19;

2.    Instruksi   Menteri   Dalam   Negeri   Republik  Indonesia   Nomor  1   Tahun  2021   tentang

Pembatasan  Kegiatan  untuk  Pengendalian  Penyebaran  Corona  Vi+tjs  D/.sease  2079

(COVI D-19);

3.   Peraturan  Bupati  Nomor 49 Tahun 2020 tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan

Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona

V/.rt/s D/.sease 2079 Di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19

dan  menekan  penambahan  jumlah  kasus  konfirmasi  positif  Covid-19  yang  masih  oukup

tinggi di Kabupaten Boyolali, maka sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 guna

memberikan   perlindungan   kepada   masyarakat   dan   dalam   rangka   optimaljsasi   hasil

pengendalian  penyebaran  Covid-19  di  tengah  masyarakat  perlu  melakukan  pengaturan

untuk  membatasi   kegiatan   masyarakat  yang   berpotensi   menimbulkan  penularan  virus

Covid-19,  antara lain  meliputi  hal-hal sebagai berikut:

1      Bagi    Kepala    Perangkat    Daerah    agar   melakukan    pembatasan    kerja    pegawai

perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai Surat Edaran Bupati

Boyolali  Nomor 060/566/1.8/2021  tertanggal 8 Januari 2021  dengan memberlakukan

protokol kesehatan secara lebih ketat;
2.    Bagi    Kepala    Dinas    Pendidikan    dan    Kebudayaan    Kabupaten    Boyolali    agar

memerintahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/on/i.ne;

3.    Bagi    Kepala    Dinas    Koperasi    dan    Tenaga    Kerja    Kabupaten    Boyolali    agar

melaksanakan    pemantauan    untuk   memastikan    kepatuhan    perusahaan   dalam

melaksanakan  penerapan   protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat  dan  melakukan



pengaturan  lebih  lanjut teknis pelaksanaan  kegiatan operasional  perusahaan selama

pemberlakuan   pembatasan   kegiatan   masyarakat   sesuai   lnstruksi   Menteri   Dalam

Negeri  Republik Indonesia  Nomor 1  Tahun 2021 ;

4.    Untuk  sektor  esensial/penting/mendasar  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  pokok

masyarakat,  tetap dapat beroperasi  100%  (seratus persen),  dengan  pengaturan jam

operasional dan kapasitas,  serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

5.     Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

a.   Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua

puluh  lima  persen)  sampai  dengan  pukul  19.00 WIB dan untuk layanan  makanan

melalui  pesan-antar/dibawa  pulang tetap diijinkan  sesuai dengan jam operasional

restoran/rumah makan/cafe;

b    Jam operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) sampai dengan pukul 20.00

WIB;

c.    Jam   operasional   untuk   pusat   perbelanjaan/super   market/mini   market   sampai

dengan  pukul  19.00 WIB;

6.     Mengijinkan   tempat   ibadah   untuk   dilaksanakan   dengan   pengaturan   pembatasan

kapasitas  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dengan  penerapan  protokol  kesehatan

secara lebih ketat;

7.     Kegiatan  di  tempat  dan  fasilitas  umum  maupun  kegiatan  sosial  budaya  dihentikan

sementara,  dikeoualikan:

a.   Akad  nikah dilaksanakan  dengan  melibatkan paling  banyak 30  (tiga  puluh) orang

dengan    alokasi    waktu    paling    lama    90    (sembilan    puluh)    menit    dan    wajib

menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b.   Takziah/melayat dengan  melibatkan  paling  banyak 30 (tiga  puluh)  orang  dengan

alokasi  waktu  paling  lama  60  menit  dan  wajib  menerapkan  protokol  kesehatan

secara lebih ketat;

8.     Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 1 00% (seratus persen) dengan penerapan

protokol kesehatan secara lebih ketat;

9.     Mengatur  kegiatan  koordinasi  terkait  kedinasan  yang  sifatnya  mendesak  dan  tidak

dapat dihindarkan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos

dan/atau di  tempat  yang  telah  ditentukan  dengan  melibatkan  paling  banyak  30  (tiga

puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

10.  Lebih  mengintensifkan  kembali  protokol  kesehatan yaitu menggunakan  masker yang

balk dan benar, mencuci tangan dengan sabun atau handsar)i.fi.zer,  menjaga jarak dan

menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan;

11    Memperkuat      kemampuan   frackt.ng,   sistem   dan   manajemen   frac/.ng,   perbaikan

treatment  termasuk  meningkatkan  fasilitas  kesehatan  (tempat  tidur,  ruang  /ntensi.ve

Care Un/.i (lcu),  maupun tempat isolasi/karantina);



12.  Lebih  mengoptimalkan  posko  Satgas  Covid-19  Tingkat  Kabupaten  sampai  dengan

Desa.  Khusus  untuk wilayah  Desa,  dalam  penanganan  dan  pengendalian  pandemi

Covid-19 dapat menggunakan Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Desa  (APBDesa)

secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab; dan

13.  Meningkatkan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan balk dengan cara

persuasif  kepada  semua  pihak  maupun   melalui   cara  penegakan  hukum  dengan
melibatkan   aparat   keamanan   (Satuan   Polisi   Pamong   Praja,   Kepolisian   Negara

Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional  Indonesia).

Terhadap  kegiatan  yang  melanggar  ketentuan   penerapan  protokol   kesehatan,

maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada angka  1  sampai dengan

angka  13 Surat Edaran jni mulai berlaku pada tanggal  11  sampai dengan 25 Januari 2021

Demikian  Surat Edaran  ini  dibuat untuk diketahui  dan dilaksanakan  sebagaimana

mestinya.

Dikeluarkan di:  Boyolali

x+#iffijpe¥¥FRTggal  :  8   Januari 2o21.

I BOYOLALl,

N0 SAMODRO
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BUPATI    BOYOLALI
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NIouorR...?fl9.I.!!5.21.5-.€.I.2.€.rl...

TBNTANG

pERPAIIulAlilGAni
PEMBBRLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

DAN MENcOpTIMALIIAN pOsKO PENANGANAN cORO^ra tmus z]7sEASE
20Z 9 TINGKAT DESA DAN KELURAIIAN UNTUK PENGENDALIAN

pEN¥EEIARAN coRo^IA tmus DrsEASE 2o] g DI KABupATEN BOTOLALI

Dasar:

1.   Instruksi  Menteri  Dalarn  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  2021

2.

tentang   Perpanjangan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Berbasis   Mikro   Dan   Mengoptimalkan   Posko   Penanganan   Coro"   VI.rus
Disease   20J9   Di   Tingkat    Desa   Dan    Kelurahan    Untuk    Pengendalian
Penyebaran Coroma Vi.rLts Disease 20J 9;
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  Seba.gal  Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Cororm VI."s Disease 20J 9 Di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan    dengan    tingkat   penyebaran/penularan    Covid-19   yang
semakin  terkendali  karena jumlah  kasus  terkonfirmasi  positif  Covid-19  yang
semakin    menurun/melandai,    maka   perlu    segera   dilakukan    pelembagaan
Perilaku    Hidup    Bersih    dan    Sehat    (PHBS)    dengan   menerapkan   adaptasi
kebiasaan baru  dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, namun demikian
guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan
pengetatan  dalam  penerapan  protokol  kesehatan  serta  untuk  memutus  mata
rantai  penyebaran  Covid-19,  dipandang  perlu  memperpanjang  Pemberlakuan
Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat  di   tingkat   Kabupaten   bersamaan   dengan
Pemberlakuan    Pembatasan    Kegiatan    Masyarakat    Berbasis    Mikro    dengan
cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga
(RT)  berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian
penanganan Covid-19 di lingkungan RT  setempat, maka berkenaan dengan hal
tersebut    kepada    seluruh    komponen    masyarakat    di    Kabupaten    Boyolali
disalnpalkan hal-hal sebagai berikut:

1.   Melakukan   pengaturan   Pemberlakuan   Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat
Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat
Rukun  Tetangga  (RT)  yang  berpotensi  menimbulkan  penularan  Covid-19
sesual dengan kondisi masing-masing lingkungan RT;

2.    PPKM   Mikro   sebagaimana   dimaksud   pada   angka   1   dilakukan   dengan
mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT
dengan  kriteria yang meliputi  Zona  Hijau,  Zona  Kuning,  Zona  Oranye  dan
Zona Merah   berikut  skenario  pengendaliannya sesuai ketentuan  Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021;



3.    Pelaksanaan   PPKM   Mikro   dilakukan   melalui   koordinasi   antara   seluruh
unsur yang  terlibat,  mulal  dari  Ketua  RT/RW,  Kepala  Desa/Lurah,  Satuan
Perlindungan   Masyarakat   (Satlinmas),   Bintara   Pembina   Desa   (Babinsa),
Bhayangkara       Pembina       Keamanan       dan       Ketertiban       Masyarakat
(Bhabinkamtibmas),  Satuan  Polisi  Pamong Praja (Satpol  PP),  Tim  Penggerak
Pemberdayaan    Kesejahteraan    Kcluarga   (PKK),    Pos   Pelayanan   Keluarga
Berencana  Kesehatan  Terpadu  (Posyandu),  Dasawisma,  Tokoh  Masyarakat,
Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh  Pemuda,   Penyuluh,  Pendarnping, Tenaga
Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

4.    Mekanisme  koordinasi,  pengawasan  dari  evaluasi  pelaksanaan  PPKM  Mikro
dilakukan   dengan   membentuk   Pos   Komando   (Posko)   tingkat   Desa   darl
Kelurahan   bagi  yang  belum   terbentuk  atau   mengoptimalkan   peran   dan
fungsi   Pos   Komando   (Posko)   tingkat   Desa   dan   Kelurahan   yang   telah
terbentuk.   Posko  Kecamatan  aLgar  meningkatkan  peran  dan  fungsinya  di
dalam   melaksanakan   supervisi   dan   pelaporan   Posko   tingkat   Desa   dan
Kelurahan;

5.    Posko  tingkat  Desa  dan  Kelurahan  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  4
adalah  lokasi  atau   tempat  yang  menjadi  posko  penanganan  Covid-19  di
tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaltu:
a.   Pencegahan;
b.  Penanganan;
c.   Pembinaan; dan
d.  Pendukung   pelaksanaan   penanganan   Covid-19   di   tingkat   Desa   dan

Kelurahan.
6.    Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  5,  Posko

tingkat  Desa dan  Kelurahan  berkoordinasi  dengan  Satgas  Covid-19  tingkat
Kecamatan,   Kabupaten,   Provinsi,   Tentara   Nasional   Indonesia   (TNI)   dan
Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia   (POLRI),   dan   disampaikan   kepada
Satgas  Covid-19  Nasional,  Kementerian  Kesehatan  dan  Kementerian  Dalarn
Negeri;

7.    Kebutuhan    pembiayaan    dalam   pelaksanaan    Posko    tingkat    Desa   dan
Kelurahan   dibebankan  pada  anggaran   masing-masing  unsur  Pemerintah
sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
a.  Kebutuhan   di  tingkat  Desa  dibebankan   pada  Dana  Desa  dan   dapat

didukung  dari  sumber  pendapatan  Desa  melalui  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes);

b.  Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan  pada Anggaran  Pendapa.tan
dan Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten;

c.   Kebutuhan     terkalt    Babinsa/Bhabinkamtibmas    dibebankan    kepada
anggaran TNI/ POLRI;

d.  Kebutuhan  terkait penguatan  testing,  tracing dan  treatment dibebankan
kepada    anggaran     Kementerian     Kesehatan     atau     Badan    Nasional
Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan

e.   Kebutuhan  terkait dengan  bantuan  kebutuhan hidup  dasar dibebankan
kepada  Anggaran  Badan  Urusan  Logistik  (Bulog)/Kementerian  BUMN,
Kementerian    Sosial,    Kementerian    Perindustrian,    dan    Kementerian
Keuangan serta APBD Provinsi/ Kabupaten.

8.    Posko  tingkat  Desa  diketuai  oleh  Kepala  Desa yang  dalam  pelaksanaannya
dibantu   oleh   Aparat   Desa   dan   Mitra   Desa   lalnnya   dan   Posko   tingkat



Kelurahan  diketuai oleh  Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu  Aparat
Kelurahan,   dan   kepada   masing-masing   Posko   baik   Posko   tingkat   Desa
maupun  Posko  tingkat  Kelurahan  juga  dibantu  oleh  Satlinmas,  Babinsa,
Bhabinkamtibmas,  Tokoh   Masyarakat,  Tokoh  Agama.,  Tokoh  Adat,  Tokoh
Pemuda, Penyuluh, Pendanping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang
ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesual dengan kondisi setempat;

9.    Bagi  Kepala  Dinas  Pemberdayan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Boyolali
melaksanakan hal-hal sebagal berikut :
a.  Mengordinasikan   penyusunan   petunjuk   teknis   penganggaran   untuk

pembiayaan  pembiayaan  dalam  pelaksanaan  Posko  tingkat  Desa  sesuai
kebutuhan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a;
dan

b.  Memerintahkan  Kepala  Desa  se-Kabupaten  Boyolali  untuk  melaporkan
kegiatan  Posko Tingkat Desa maupun dalam mengoperasionalkan Satgas
Tingkat   RT   kepada   Satgas   Penangana.n   Covid-19   Ka.bupaten   Boyolali
dengan  tembusan  kepada  Kepala  Dinas  Pemberdayan  Masyarakat  dan
Desa Kabupaten  Boyolali  setiap 2  (dua)  hari  sekali sejak mulalnya Surat
Edaran ini sampai dengan tangal 22 Maret 2021.

10. Perpanjanganan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten
yang  pengaturannya meliputi hal-hal seba`gal berikut:
a.  Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Boyolali agar

melakukan  pengaturan  pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar  sesuai
petunjuk teknis darn Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria
zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;

b.  Bagi  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  agar
melaksanakan  pemantauan  untuk  memastikan  kepatuhan  perusahaan
dalam  melaksanakan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  lebih  ketat
dan  melakukan  pengaturan   lebih  lanjut  teknis  pelaksanaan  kegiatan
operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan
kegiatan   masyarakat   sesuai  lnstruksi   Menteri   Dalam  Negcri   Republik
Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 ;

c.   Kepada Perusahaan  sebagaimana dimaksud  pada huruf b yang meliputi
BUMN / BUMD ,            Perusahaan            Swasta            Nasional/ Perusahaan
SwastaAsing/usaha  Perbankan  Swasta  termasuk  BPR  dan/atau  usaha
Jasa   Keuangan    lainnya   wajib   mematuhi   ketentuan   pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan lnstruksi Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 ;

d.  Untuk   sektor   esensial   seperti,   kesehatan,   bahan   pangan,   makanan,
minuman,    energi,    komunikasi    dan    teknologi    informasi,    keuangan,
perbankan,    system   pembayaran,    pasar   modal,    logistik,    perhotelan,
konstruksi,   industri   strategis,   pelayanan   dasar,   utilitas   publik,   dan
industri yang ditetapkan  sebagai objek vital nasional dan objek tertentu,
kebutuhan    sehari-hari    yang    berkaitan    dengan    kebutuhan    pokok
masyarakat   tetap   dapat   beroperasi   100°/o   (seratus   persen)      dengan
pengaturan    jam    operasiona],    kapasitas,    dan    pcnerapan    protokol
kesehatan secara lebih ketat;

e.   Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1)   Kegiatan   restoran/rumah   makan/care   (makan/minum   di   tempat)

sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui



pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB  dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2)   iJam    operasional    untuk    pusat    perbelanjaan/super    market/mini
market  sampai dengan  pukul  22.00  WIB  dengan  penerapan  protokol
kesehatan secara lebih ketat;

3)   Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL)  wajib menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

4)   Destinasi wisata dan sarana penunjang lalnnya diberlakukan:
a)   Pembatasan   jumlah   pengunjung   maksimal   50%   (lima   puluh

persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan
pukul   16.00  WIB  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara
lebih ketat;

b)   Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet,
game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya
dibatasi  jam  operasional  sampai  dengan  pukul  22.00  WIB  dan
pembatasan   jumlah   pengunjung   maksimal   50%   (lima   puluh
persen)    dari    kapasitas    normal    dengan    penerapan    protokol
kesehatan secara lebih ketat.

f.   Mengijinkan   tempat   ibadah   untuk   dilaksanakan   dengan   pengaturan
pembatasan    kapasitas    sebesar    500/o    (lima    puluh    persen)    dengan
penerapan  protokol  kesehatan  secara lebih  ketat,  kecuali tempat  ibadah
yang berada di lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah harus
ditutup   sampal   dengan   berubahnya   kriteria   zonasi   lingkungan   RT
setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;

9.   Kegiatan  di  tempat  dan  fasilitas  umum  yang  berpotensi  menimbulkan
kerumunan dihentikan sementara;

h.  Penyelenggaraan   hajatan   dapat   diizinkan   dengan   ketentuan   sebagal
berikut:
1)    Hanya     diizinkan     kepada     masyarakat     yang     berdomisili     dan

pelaksana.anya  di  lokasi/lingkungan  RT  dengan  kriteria  Zona  Hijau
dan Zona Kuning;

2)   Hanya   diizinkan       untuk   hajatan   pernikahan   (mantu/ngundhuh
mantu)  dan  hajatan  khitanan  yang  diselenggarakan  dengan  model
drive thru/sistem air mengalir (banyu mill) dan dilarang menyediakan
meja dan kursi tamu  serta tamu undangan dilarang makan ditempat
hajatan guna menghindari kontak fisik sebagai akibat berkumpulnya
banyak orang ata.u kerumunan orang;

3)   Penyelenggaraan    hajatan    dapat    diisi    hiburan    kesenian    dengan
ketentuan pekerja semi menempati tempat yang telah disediakan dan
tidak diizinkan  melakukan  kontak fisik dengan pengisi acara lainnya
maupun  tamu  undangan  serta  dilarang  menyelenggarakan  hiburan
secara terpisah balk waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan
(hajatan selesal hiburan selesal);

4)   Tata cara  penyelenggaraan  hajatan  berpedoman  pada  Surat  Edaran
Satuan   Tugas   Penanganan   Covid-19   Kabupaten   Boyolali   Nomor
180/1434/5.5/Tahun     2021     Tentang     Panduan     Penyelenggaraan
Hajatan  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19  Dengan  Penerapan  Protokol
Kesehatan  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Masyarakat  Yang  Produktif
Dan    Aman    Covid-1g    Sesual    Pembatasan    Kegiatan    Masyarakat
Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali;



5)   Seluruh   tahapan   penyelenggaraan   hal.atan   dilaksanakan   dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

6)   Pelanggaraan   terhadap   ketentuan   dan   tata  cara   penyelenggaraan
akan  diproses  dan  dikenakan   sanksi  sesuai  ketentuan  peraturan
perundangan-undangan   disamping   terhadap   pelaku    pelanggaran
diwajibkan melaksanakan  rapt.cZ fesf czrrfu.gerL.

i.    Mengijinkan    kegiatan    konstruksi    beroperasi    100°/o    (seratus    persen)
dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan
tidak dapat dihindarkan melibatkan  paling banyak 50°/o  (lima puluh  persen)
dari  kapasitas  tempat/ruang  yang  digunakan  untuk  kegiatan  koordinasi
kedinasan   dimaksud   dengan   penerapan   protokol  kesehatan   secara  lebih
ketat;

12. Mengatur   kegiatan   penyaluran   Bantuan   Langsung   Tunai   (BLT)   melalui
Kantor  Pos  dilaksanakan  secara  bertahap  dengan  ketentuan  setiap  tahap
melibatkan  paling banyak 30  (tiga puluh)  orang dengan  penerapan  protokol
kesehatan secara lebih ketat;

13.  Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
a.   Peningkatan  upaya  untuk  mencegah  dan  menghindari  kerumunan  balk

dengan   cara   persuasif   kepada   semua   pihak   maupun   melalui   cara
penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan
(Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan
melibatkan Tentara Nasional Indonesia)  melalui edukasi maupun operasi
yustisi;

b. Di  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  melalui
operasi yustisi sebagalmana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim
dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Boyolali  atau  tim  dari  Puskesmas  di
tempat   pelaksanaan   operasi   untuk   melakukan   rqp!d   test   antigen
terhadap   pelaku   pelanggaran   yang   terjaring   dalam   operasi   yustisi
disamping   dapat   dikenakan   sanksi   sosial   atau   sanksi   denda   sesuai
peraturan perundang-undangan.

14. Kepada   Kepala   Dinas   Kesehatan   agar   menyediakan   kebutuhan   sarana
prasarana pelaksanaan rapid test dan mengoordinasikan  RSUD maupun  RS
Swasta  atau   Puskesmas  se  Kabupaten  Boyolali  dalam  mengirimkan  Tim
pelaksana testing dengan rapid test dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi
yang  dilaksanakan  aparat  keamanan  dibawah  koordinasi  Kepala  Satpol  PP
Kabupaten Boyolali;

15. Kepa.da  seluruh  Kepala  Perangkat  Daerah  dan  Pimpinan  lnstansi  Vertikal,
BUMN/BUMD,   Kepala  Desa/Kelurahan  agar  melaporkan  langkah-langkah
tindak    lanjut    pelaksanaan    perpanjangan    Pemberlakuan    Pembatasan
Kegiatan    Masyarakat    di    tingkat    Kabupaten    dan    PPKM    Mikro    pada
lembaga/instansinya    kepada    Bupati    Boyolali    Cq.     Sekretaris    Daerah
Kabupaten  Boyolali  pada minggu  pertama atau  pada  tanggal  2  Maret  2021
dan setelah berakhimya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada
tanggal 9 Maret 2021 ;

16. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi  seluruh  Desa
dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;

17.  Selaln    pengaturan    PPKM    Mikro,    agar    Satgas    Penanganan    Covid-19
Kabupaten   sampai  dengan  Satgas  Penanganan  Covid-19  Kecamatan  dan



Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan lebih mengintensifl{an disiplin
protokol kesehatan dan  upaya penanganan kesehatan (membagikan masker
dan    menggunakan    masker   yang    balk    dan    benar,    mencuci    tangan
menggunakan  sabun  atau  handsanitizer,  menjaga jarak  dan  menghindari
kerumunan   yang   berpotensi    menimbulkan    penularan),    disarnping    itu
memperkuat    kemampuan    tracking,    sistem    dan    manajemen    tracing,
perbalkan   treatment   termasuk  meningkatkan   fasilitas  kesehatan   (tempat
tidur,   ruang     ICU,   maupun   tempat   isolasi/karantina),   koordinasi   antar
daerah  yang    berdekatan  melalui  Sistem  Penanggulangan  Gawat  Darurat
Terpadu  (SPGDT)   untuk  redistribusi  pasien  dan  tenaga  kesehatan  sesual
dengan kewenangan masing-masing;

18. Camat    selaku    Ketua    Satgas    Penanganan    Covid-19    Kecamatan    agar
memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-
masing  untuk  melakukan  operasi   serentak  dalam  rangka  meningkatkan
kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;

19. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal seba`gal
berikut:
a.  Pelaksanaan   operasi   serentak   bersama   Satgas   Penanganan   Covid-19

Kecamatan   masing-masing   dalam   rangka   penegakan   hukum   untuk
meningkatkan    disiplin    dan    pengetatan    protokol    kesehatan    dengan
mengedepankan  pendekatan  secara  persuasif,   dalam  hal  menemukan
bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat mengenakan  sanksi  sosial
dan menghindari pengenaan sanksi denda;

b.  Melibatkan Tim pelaksana festi.rig dari  Puskesmas di Kecamatan masing-
masing untuk melakukan rop{cZ test cinfz.gen terhadap pelaku pelanggaran
protokol  kesehatan  yang  terjaring  dalarn  operasi  serentak  sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c.   Memerintahkan   kepada   Kepala   Desa/Kelurahan   agar   melaksanakan
operasi     serentak    bersama    Satgas    Penanganan     Covid-19    Tingkat
Desa/Kelurahan    di    wilayah    masing-masing    dan    melaporkan    hasil
pelaksanaan       kepada       Camat       setempat       serta      mengefektifkan
operasionalisasi Satgas /ogo ro7iggo dan Satgas Tingkat RT dalam rangka
penegakan  disiplin  masyarakat  dalam  mematuhi  kebijakan  Pemerintah
dalam  masa  pengetatan  disiplin  protokol  kesehatan  serta  secara  aktif
mendukung    pelaksanaan    operasi    serentak   yang    dilakukan    Satgas
Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan;

d.  Melaporkan  hasil perkembangan  penanganan  Covid-19  dan pelaksanaan
operasi  serentak  dalam  masa  perpanjangan  PPKM  Mikro  di  wilayahnya
baik melalui  Whatscipp Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada
Bupati     Boyolali     Cq.     Sekretaris     Daerah     dan     dilengkapi     dengan
dokumentasi  pelaksanaan  operasi  serentak dimaksud  pada kesempatan
pertama.

20. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan
operasi   serentak   serta   meningkatkan   operasionalisasi   Jogo   Tonggo   dan
Satgas Tingkat RT untuk mendukung fungsi Puskesmas dalan pelaksanaan
3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan promosi kesehatan;

21. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan
maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pada  saat  berlckunya  Surat  Edaran  ini,   maka  Surat  Edaran  Bupati
Boyolali   Nomor:    300/ 1364/5.5/2021    tentang   Perpanjangan    Pemberlakuan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko
Penanganan  aororm  Vz.ms  Disease  20] 9 Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk
Pengendalian  Penyebaran  Cbroma  VI"s  Dt.scase  20J9  Di  Kabupaten  Boyolali
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 9  Maret sampai dengan 22  Maret
2021.

Demihian  Surat  Edaran  ini  dit)uat  untuk  diketahui  dan  dilaksanakan
set>againana mestinya.

Dikeluarkan di   : Boyolali

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1.  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di tJakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Scmarang;
3.  Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4.   Pertinggal.
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Adaptasi     Kebiasaan     Barn     Di
Lingkungan  Organisasi  Perangkat
Daerah Kabupaden Boyolali

Boyolali, 97 Juli 2020

Kepada:
Yth.    Kepala organisasi perangkat

Daerah Kabupaten Boyolali
di.
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Memperhatikan  Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor:  HK.01.07/
MENKES/ 328/ 2020 tentang  Panduan  Pecegahan  dan  Pengendalian  Corona
Vi."s  Di.sease  20t9  /Coy/D-J9/  Di  Tempat  Kerja  Perkantoran  Dan  lndustri
Dalam  Mendukung  Keberiangsungan  Usaha  Pada  Situasi  Pandemi  dan  Surat
Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor`  HK.01.07/ MENKES/ 382/ 2020 tentang
Protokol  Kesehatan  Bagi  Masyarakat  Di  Tempat  Dan  Fasilitas  Umum  Dalam
Rangka  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Corona  Wins  Di.sease  /COV/D-79/.
Untuk mendukung  persiapan adaptasi  kebiacaan baru,  kepada masing-masing
Organisasi     Perangkat    Daerah     (OPD)    agar    segera    mulai     menyusun,
mempraktekkan    dan    mensimulasikan    Rencana    Aksi    dalam    mendukung
pelaksanaan  Adaptasi   Kebiasaan   Baru,   balk  di   intemal   lingkungan  keria
masing-masing  maupun  tertiadap  tempat  dan  fasilitas  umum  yang   menjadi
tanggungjawab    sesuai    dengan    tugas    pokok   dan   fungsi    masing-masing
Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD).  Tempat  dan  fasilitas  umum  yang  masih
ditutup  agar  tetap  dipersiapkan  dan  disimulasikan  sedangkan  pembukaannya
menunggu perintah pembukaan pembatasan [ebih lanjut.

Aouan    Rencana    Aksi    dalam    mendukung    pelaksanaan    Adaptasi
Kebiasaain   Baru   berpedoman   pada   Surat   Keputusan   Menteri   Kesehatan
dan/atau  pedoman  lain  yang  dapat  dikembangkan  sesuai  situasi  dan  kondisi
(kearifan  lokal)  di  Kabupaten  Boyolali.  Rencana  Aksi  agar dilaporkan  kepada
Bupati Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Boyolali paling lambat 14 hari setelah Surat ini diterbitkan.

Demikian    surat   ini    disampaikan    untuk   mendapatkan    tindak   lanjut
sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1.   Bupati Boyolan (sebagai laporan);
2.   Pertinaaal
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Tindak Lanjut Slaran
Pers             Kemenlro
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dan           IDmendagri
Nomor 1 Tahun 2021

Boyolali,   //  Januari 2021
Kepada,

Yth.    1.  Pimpinan lnstansi vertikal;
2.  Kepala        Perangkat        Daerah

se Kabupaten Boyolali;
3.  Pimpinan BUMN/BUMD;
4.  Kepala Desa/Lurah se Kabupaten

Boyolali;
5.  Pelaku   Usaha  Tempat   Hiburan

se Kabupaten Boyolali.
di.

B0YOLALI

Dasar Instruksi Menteri Dalani Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Untuk  Pengendalian  Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),    maka dalam rangka percepatan
penanganan  Covid-19  dan  menekan  laju  penambahan  jumlah  kasus
konfirmasi  positif  Covid-19  yang  masih  tinggi  di  Kabupaten  Boyolali,
Pemerintah   Kabupaten   Boyolali   harus   melakukan       Pemberlakuan
Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat  (PPKM) dalam rangka menekan laju
penambahan   kasus   konfirmasi   positif   COVID-19   guna   melindungi
keselamatan masyarakat.

Pemberlakuan   PPKM   di   wilayah    Kabupaten   Boyolali   sangat
mendesak   untuk    dilakukan    mengingat    semakin    tingginya   angka
Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas 70°/o (tujuh
puluh perseratus)  sebagai bukti bahwa tingkat penularan virus Covid-19
di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali meningkat cukup tinggi.

Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  dalam  rangka  pengendalian
Coror'ia VI."s Disease 20J 9 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  CororLcz  VlrLts
Dt.secise 20J 9 Di  Kabupaten  Boyolali.  Maka untuk  meningkatkan  hasil
pengendalian penyebaran wabah Covid-19   tersebut, perlu   diperhatikan
hal~hal sebagai berikut:
1.  Kepada Pimpinan Instansi Vertikal dan BUMN/BUMD  di Kabupaten

Boyolali   untuk   melakukan    pembatasan    kelja   perkantoran    di
lingkungannya sesuai dengan  Surat Edaran Bupa.ti Boyolali  Nomor:
060/ 566/ 1.8/2021          dan/ atau          melaksanakan          petunjuk
teknis/ pelaksanaan dari Lembaga/ Kementerian terkait sesual bidang
tugas;



2.  Kepada  pelaku  usaha  tempat  hiburan  karaoke/usaha  sejenis  agar
tidak  membuka  usahanya  dan  penyelenggaraan  lomba  olah  raga,
kicau burung serta kegiatan keolahragaan lainnya yang tidak dapat
dijamin penjagaan jaraknya karena tidak dapat menerapkan protokol
kesehatan  secara  baik  dan  benar  yang  berpotensi  menimbulkan
kerumunan   tidak   boleh   dilaksanakan   mulai   tanggal   11   sampai
dengan   25   Januari   2021    dalaln   rangka   mencegah   teq'adinya
penularan virus Covid-19, maka kepada Kepala Dinas Pemuda, 01ah
Raga,    dan    Pariwisata    Kabupaten    Boyolali    untuk    melakukan
pengawasan   dan   memastikan   kepatuhan   pelaku   usaha   tempat
hiburan  sebagaimana  tersebut  di  atas  serta  berkoordinasi  dengan
pihak   berwenang   dalam    rangka   penegakan    hukum    terhadap
pelaksanaan     kebijahan     pemberlakuan     pembatasan     kegiatan
masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

3.  Kepada  Perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  3  Surat
Edaran  Bupati  Boyolali   Nomor:   300/567/5.5/2021   yang  meliputi
BUMN/BUMD,   Perusahaan   Swasta   Nasional/Perusahaan   Swasta
Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa
Keuangan    lainnya    wajib    mematuhi    ketentuan    pemberlakuan
pembatasan  kegiatan  masyarakat  sesuai  dengan  Instruksi  Menteri
Dalam   Negeri  Republik  Indonesia  Nomor   1   Tahun   2021   tentang
Pembatasan  Kegiatan  untuk Pengendalian  Penyebaran  Coroma  VI"s
D!.sease 20J 9 (COVID-19) ;

4.  Kepada   Kepala   Satuan   Polisi   Pamong   Praja   Kabupaten   Boyolali
berkoordinasi   dengan   unsur   TNI/Polri   untuk   melakukan   upaya
pencegahan   terjadinya  kerumunan  massa  dengan  cara  persuasif
kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum sesuai
peratu ran peru ndang-u ndangan ;

5.  Kepada  seluruh  Kepala  Perangkat  Daerah  dan  Pimpinan  lnstansi
Vertikal,  BUMN/BUMD,  agar  melaporkan  langkah-langkah  tindak
lanjut pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
pada  lembaga/instansinya  kepada  Bupati  Boyolali  Cq.   Sekretaris
Daerah    Kabupaten    Boyolali    dengan    tembusan    Kepala    Kantor
Kesbangpol Kabupaten Boyolali pada minggu pertama Pemberlakuan
Pembatasan   Kegiatan   Ma.syarakat   (PPKM)   atau   pada  tanggal   18
Januari    2021     dan    setelah     berakhimya    masa    pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tanggal
26 Januari 2021.

Demikian   penegasan  tindak  lanjut  pelaksanaan   Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini disarnpaikan untuk menjadi
perhatian dan dilaksanakan dengan

Tembusan disampalkan kepada Yth. :
1.  Menteri     Dalam     Negeri     Republik

Indonesia di Jakarta;
2.  Gubemur Jawa Tengah di Semarang;
3.   Pertinrfu.





















FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA)
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pERsrAPAN MENtHu -ADAPT-Asi i{EBtASAN B-ARu DENeAN pENEFtAfiAN Dts]pEiN
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN COROAJA WRUS D/SEASE 2019

Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor 49 Tahun  2020 tentang
Penerapan DisLplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian    Corona    V;.rus    Dt.sease    2019   di    Kabupaten    Boyolali    dan    seiring    dengan
perkembangan penanganan Corona  Vi.ms Of.sease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Boyolali yang
semakin terkendali,  maka  untuk tetap  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat,  dihimbau
agar seluruh elemen  masyarakat di Kabupaten  Boyolali dalam menyelenggarakan kegiatan atau
aktivitas baik secara mandiri atau secara bersama-sama di tempat umum  maupun di lingkungan
sendiri  tetap  memperhatikan  dan  menerapkan  standar protokol  kesehatan  secara  ketat antara
lain  dengan  memakai  masker,  menjaga jarak  tohys;.ca/ d/.sfanci.ng),  menyediakan  handsan/.fi.ze/
dan/atau  sarana  cuci  tangan  dengan  sabun  pada  air  mengalir  dan  menghindari  kerumunan
(soci.a/ dt.sfane/.ng)  guna  pencegahan  dan  memutus  mata  rantai  penularan/penyebaran  COVID-
19.

Kepada   seluruh   Kepala   Perangkat   Daerah   Kabupaten   Boyolali   dan   Camat   sebagai
pemangku  wilayah  agar  menindaklanjuti  Surat  Edaran  ini  dengan  menyusun  dan  menetapkan
standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya dengan penerapan protokol kesehatan
yang   berlaku   terhadap   perorangan,    pelaku   usaha,    dan   pengelola,    penyelenggara,    atau
penanggung  jawab   Tempat  dan   Fasilitas   Umum   kecuali   ditentukan   lain   berdasarkan   Surat
Edaran tersendiri.

Terhadap   aktivitas   yang   melanggar   ketentuan   penerapan   protokol   kesehatan   maka
kegiatan  yang  diselenggarakan  dapat  dibubarkan  dan/atau  dikenakan  sanksi  sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

'Dengan berlakunya Surat Edaran ini ma'ka .Sura`t Edafah N6rf`ar 3'0`0/333/`5.4/2`0`2'0 tah®tah9

Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan
Hukum   Protokol   Kesehatan   Sebagai   Upaya   Pencegahan   dan   Pengendalian   Corona   Vi.rt/s
Dt`sease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian   Surat   Edaran   ini   dibuat   untuk   diketahui   dan   dilaksanakan   sebagaimana
mestinya.

Boyolali

lo  November 2020.
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SATUAN TUGAS PENANGANAN CovtD-79
KABUPATEN BOYOLALl

SulRAT EDAFIAN
NOMOR: ./.£O./../.€..3.I./.f....£./. TAHUN 2020

TENTANG
PANDUAN PENYELENCGARAAN HAJATAN DAIAM NASA PANDEMI COW4L79

DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA MEWuJUDl{AN
"ASYARARAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN COWD19

DI RABuPATEN BOYOLALI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 51  ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali
Nomor   49   Tahun   2020   tentang   Penerapan   Disiplin   Dan   Penegakan   Hukum   Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Corona  Vi.rtys Di.soaso  2019  Di
Kabupaten  Boyolali  yang  antara  lain   menyebutkan  bahwa  kegiatan  sosial  budaya  yang
menghadirkan  massa  dalam  jumlah  besar dan  berpotensi  menimbulkan  kemumunan  massa
yang  tidak  dapat  dilakukan   penjagaan  jarak  aman  secara  efektif  termasuk  didalamnya
kegiatan  hajatan,  maka  perlu  diatur sedemikian  mupa  agar kegiatan  dapat terlaksana  tetapi
tctap    aman    dari    potensi    penularan    Covid-19    sehingga    diperiukan    panduan    dalam
penyelenggaraannya yang diatur sebagai berikut:

I.      P®ny®l®ngoaraen Hajatan
A.  Penyelenggaraan   hajatan  yang   diatur  dalam   Surat   Edaran   ini   meliputi   hajatan

pemikahan /manfu/ngundhwh manfo/ dan hajatan khitanan;
8.  Hajatan  sebagaimana  dimaksud   pada  huruf  (A)  dapat  diselenggarakan  dengan

model  d».ve thniisistem  air mengalir /banyu muYi)  untuk menghindari  adanya  kontak
fisik  yang  ditimbulkan  oleh  berkumpulnya  banyak  orang  atau  adanya  kerumunan
Orang;

C.  Penyelenggara  hajatan  harus  mengajukan  proposal  permohonan  kepada  Satuan
Tugas   Kecamatan   dikehahui   Satuan   Tugag   Jogo   Tonggo   dan   Satuan   Tugae
Desa/Kelurahan untuk mendapatkan persetujuan penyelenggaraan hajatan.

D.  Proposal permohonan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada huruf
(C)   di[akukan   verifikasi   oleh   Satuan   Tugas   Kecamatan   dibantu   Satuan   Tugas
Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Jogo Tonggo;

E.  Bendasarkan hasil evaluasi di lapangan, pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan
di  Kantor Urusan Agama/Kantor Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil atau di
tempat  yang  difenjuk  oleh  penyelenggara  hajatan  adapun  pelaksanaan  kliitanan
dilaksanakan   di   tempat   pelayanan   kesehatan   dengan    menerapkan    protokol
kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F,   Penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimatsud pada hunrf (8) wajib menerapkan
protokol kesehatan secara ketat.



G.  Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada hunrf (F) adalah tata cara, aturan,
dan standar kesehatan yang harus dipatuhi dalam rangka mengantisipasi penularan
Covid-19,  paling  sedikit  meliputi  penggunaan  masker,  cuci  tangan  menggunakan
sablin  dengan  air  mengalir  atau  menggunakan  cairan  antiseptik  (hand  sanff/.zee
secara teratur, dan meningkatkan daya fahan«ekebalan tubuh (i.mmunocompofence)
sera menjaga jarak aman paling sedikit 1  (satu) meter dengan orang lain tohys/.oa/
disfanci.ng) dan menghindari kerumunan (soc/.a/ di.stano/.ng).

H.  Perlunya  penerapan  budaya  baru  dalam  penyelenggaraan  hajatan di tengah  masa
pandemi Covid-19, antara lain :
1.   Anggofa  maeyarakat  yang  mendapat  undangan  dari  penyelenggara   hajatan

harus  membiasakan  dirt  nadir  secara  tepat  waktu  sesuai  jadwal  waktu  yang
ditentukan  dalam  undangan  hal  ini  dimaksudkan  agar  tamu  undangan  dapat
nadir  secara  bertahap  dan  bergiliran  sehingga  tidak  menimbulkan  teriadinya
kerumunan orang yang disebabkan kehadiran tamu undangan pada wak(u yang
bersamaan  seperfu.  dalam  menghadiri  undangan  pada  kondisi  normal  sebelum
adanya pandemi Covid-19;

2.   Penyelenggara  hajatan wajib menefapkan `^rakhi kehadiran tamu  undangan dan
membagi alokasi waktu yang logis agar keseluruhan tamu undangan dapat hadir
dan   tidak   menimbulkan   kerumunan   serta   mempertjmbangkan   kemampuan
sumber daya  dalam  penyelenggaraan  hajafan  maupun  kapasitas  tempat yang
teredia;

I.    Penyelenggaraan  Hajatan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  (A)  dan  panggung
hiburan  sebagai  satu  kesatuan  dalam  penyelenggaraan  hajatan  tidak  dibenarkan
diselenggarakan pada malam hart.

11.     T.hapan
A.  Tahap persiapan meliputi beberapa hal anfara lain:

1.   Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum pembentukan panitia,
maka penyelenggara hajafan harus membuat proposal dengan fomat Teriampir,
yang   ditujukan   kepada   Satuan   Tugas   Kecamatan   untiik   diverifikasi   dan
selanjutrya diperoleh basil penilaian sebagai dasar pemberian persetujuan atau
penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan hajatan dimaksud;

2.   Proposal  permohonan  penyelenggaraan  hajatan  disampaikan  kepada  Satuan
Tugas      Desa/Kelurahan      untuk      mendapatkan      tanda      tangan      Kepala
Desa/Kelurahan paling lama 2 (dua) hari keria, selanjutnya disampaikan kepada
Satuan Tugas Kecamatan oleh pemohon;

3.   Satuan   Tugas   Kecamatan   sebagaimana   dimaksud   pada   angka   2   (dua)
melakukan verifikasi dan selanjutnya menerbitkan Surat Persetujuan paling lama
4 (empat) hart keria;

4.   Dalam  hal  proposal  permononan mendapat persetujuan,  maka  pemonon dapat
melanjutkan  kegiatan  pembentukan  panitja  sesuai  tahapan  penyelenggaraan
hajatan;

5.   Dalam  hal  Satuan  Tugas  Kecamatan  menolak  proposal  permohonan.  maka
Pemohon diberi kesempatan iintuk memperbaiki substansi materi proposal yang
ditolak  paling  lama  2  (dua)  hart  keria  sampai  diterima  kembali  Satuan  Tugas
Kecamatan;

6.   Selambat-Iambatnya   dalam   2   (dua)   hari   keria   Satuan   Tugas   Kecamatan
meneTbitkan Surat Persetujuan atau Surat Penolakan;

7.   Dalam   hal   proposal   permohonan   tetap   dholakffidak   dapat   disetujui,   maka
pemohon   tidak   dibenarkan    me]anjutkan   tahapan   dalam   penyelenggaraan
hajatan,  jika  pemohon  tetap  nekat  menyelenggarakan  hajatan,  maka  hajatan
dapat   dibubarkan   dan   dilaksanakan   penegakan   hukum   sesuai   ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



8.  Tahapan pelaksanaan penyelenggaraan hajatan adalah sebagai berikut:
1.   Pelaksanaan Akad Nikah, Upacara Adat Pernikahan, dan Pelaksenaan Khitan.

1.1.   Akad  nikah  dan  upacara  adat  pemikahan  dilakcanakan  eebelum  jadwal
kehadiran tamu dalam penyelenggaraan hajatan dimulai dan dihadiri paling
banyak  30  orang  yang  terdiri  dari  keluarga  inti,    mempelai,  pengisi  acara,
dan  tetangga  sekitar.  Dalam  pelakeanaan  akad  nikah  dan  upacara  adat
pemikahan wajib menerapkan prctokol kesehatan secara ketat dan diawasi
oleh petugas pengawas protokol kesehatan;

1.2.   Khitan  dilaksanakan  di tempat pelayanan  kesehatan dengan  menorapkan
protokol kesehatan.

2,   Pelaksanaan    F`esepei    Hajatan    Pemikahan   (A4anfu^/gund»tih   Manfo)   dan
Khitanan.
2.1.   Pelaksanaan   resepsi  hajatan   pemikahan   (rr}anfutryundhwh  manfu)  dan

khifanan   diselenggarckan   dengan   model   dwhre  thrfeistem   air  mengalir
/banyz/ in/.//) dengan menerapkan prctokol kesehatan secara ketat;

2.2.   Syarat     dan     Ketentuan     Pelaksanaan     resopsi     hajatan     pemikahan
{m8ntuingundhuh mantu) dan Hhtonan
2.2.1.  Wa|.ib menerapken prctokol kesehafan, minimal :

a.   Menggunakan  maskor  yang  menutupi  hidung,   mulut,   hingga
dagu;

b.   Penyemprotan/sterilisaei    tangan    tamu    undangan    dengan
menggunakan    cairan    antisep6k    berbasis    alkohol    (hand
sanitizen..

c.   Menjaga    jarak    aman    paling    8edikit    1(catu)    mder    dan
menghindari     kontak    fisik     dengan     orang     lain     (prtyAsi.ca/
distancingn., den

d.   Menghindari  kerumunan  (sam.a/ disfano/.ng)  dengan  care  tidak
ada tamu undangan yang bedend pada satu tompat peda area
penyelenggaraan  hajatan  tanpa  soizin  pctugas  karena  dapat
menimbulkan potensi kerumunan.

2.2.2.  Panitia peny®l®nggara hajatan wajib :
a.   Menyediakan 777er7r7qgun/pendefeksi suhu tubuh;
b.   Menyediakan carung tangan (handsooon)  bagi semua pefuga8

pelaksana penyslenggaraan hajatan;
c.   Menyediakan   tompat   istirahat   bagi   tamu   undangan   yang

suhunya  melebihi  37,3°C  dengan  pengaturan  tempat  duduk
dengan  jaga  jarak   minimal   1   (satu)   meter  sesuai   standar
protokol kesehatan:

d.   Menyediakan hand sanfa.zo.
e.   Melakukan  sterilisasi  lokasi  penyelenggaraan  hajatan  dengan

penyemprotan  disirfektan  sebelum  penyeienggaraan  hajatan
dimulai,   pada   saat   penyelenggaraan   hajatan   behangsung
sedang  diistirahatkan,    dan  eetelah  penye]®nggaraan  hajatan
selesai;

f.    Menyediakan  dan  mengatur  alur  pergerakan  tamu  undangan
dengan 1  (8atu) pintu masuk dan 1  (satu) pintu keluar dan tidak
dibenarkan     adanya     pergorakan     tamu     undangan     yang
berlawanan aru§ (confrofow);

9.   Berkcordinasi   dengan   Satuan   Tugas   Jogo   Tonggo   untuk
membentuk pengawas penerapan protokol kesehatan indemal.



2.3.   Teknis Pelaksanaan :
2.3.1.   Pengisi Acara terdiri dari :

a.    Pengantin   atau   yang   dikhhan   dan   penyslenggara   hajatan
(keluarga inti) dan keluarga caLon mertua (besen);

b.    Ja§a  kalerino  (cafon.ng) afau fonaga yang  berasal dari gofong
royapg rome/}gon warga setompct paling banyak 30 (tiga puluh)
orang   yang   bertugas   untuk   rnonyediaken   dan   monyajikan
konsumsi    dalam    kemasan    kotak/dus    bagi    semua    tamu
undangan;

c.    Juru rias, dokumentasi, dekorasi, temaga pemasang panggung,
dan tendaforak;

d.    Petugas   pelaksana   hajatan   yang   meliputi   pombawa   acara
Oran8fa   care),   petugas  yang   menyerahkan   dan   rnenerima
pengantin   (sraA  tr.»8mpi)   dan  pctugas  yang   menyampaikan
ucapan  selamat  datang  (pombaenra  hag.a)  ,  penerima  tamu
(among famL7), dan lainlain;

e.    PekeTja  soni  (pa/qga  so/)/),  pcketia  soni  datang  dan  menuju
tempat yang tolah di8ediakan untuk melaksanakan aktivhas dan
tidak  melakukan  kontak  fisik  dengan  pengisi  acara  yang  lain
maupun tamu undangan;

2.3.2.  Ketentuan yang berlaku bagi pengisi acara sebagaimana dimaksud
pada angka 2.3.1. adalah sebagai berikut :
a.    PenyelenggaTa hajatan wajib memastikan somua pengisi acara

dalam   kondisj   sohat   d®ngan   molakukan   peng®oekan   suhu
tubuh  tidak  lebih  dari  37,3°C  dan  atau  tidak  terdapat  gejala
seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau se8ak
nafas  serta  wajib  menggunakan  Alat  Pelindung   Diri  berupa
masker yang  menutupi  hidung,  mulut,  hingga  dagu  di3amping
wajib  memenuhi  ketentuan  3M   (memakei  masker,   rnenjaga
jarak/menghindari     kerumunan,     menouci     tangan     dengan
menggunakan sabun pada air mengalir/hand sanffl.zee;

b.    Seluruh     pengisi     acara     \rajib     m®makai     sarung    fangan
(hondsooon)    dalam    melakcanaken    aktivitas    peda    lcka8i
penyelenggaraan hajatan ;

c.    Dalam  melakukan  setiap  aktivitas  pengisi  acara  sebagaimana
fersebut peda  hunrf (a) wajib  menerapkan  protokol  kesehatan
dan  dianra8i  oleh  pctugas  pengawas  internal  yang  dibentuk
panitia  penyelengara  hajatan  dan  perwakilan  Satuan  Tugae
Jogo Tonggo, Satuan Tuga8 Desa/Kelurahan, pefugas Linmas,
TNI    dan     Polri    (minimal    Babinsa    dan    BhabinkalTitibmas
setempat) maupun dart Satuan Tngas Kecamatan:

d.    Pelaksanaan    pengawasan    penerapan    protokol    kesehatan
dilakukan ferhadap  setiap  aktivhas pongisi  acara  sojak dimulai
sampai dengan selesainya penyelenggaraan hajatan.

2.3.3.  Tamu Undangan
a.    Masyarakat    sebagai    tamu     undangan     yang     menghediri

penyelenggaraan  hajatan  wajib  memastikan  kondi8inya dalam
keadaan sehat;

b.    Tamu  undangan  dalam  menghadiri  penyelenggaraan  hajatan
dapat   menggunakan   mobilinotorfeepeda   tanpa   turun   dari



kendaraan     atau     berjalan     kaki     saat     memasuki     loka§i
penyelenggaraan hajatan;

c.    Dalam   penyelenggaraan   hajatan  tidak  dibenarkan  teriadinya
konfak  fisik   antara   tamu   undangan   dengan   penyelenggara
hajatan  dan  pengisi  acara,  misalnya  beriabat  tangan  kecuali
dllakukan dengan cara simbolis dan berpelukan:

d.    Tidak   dibenarkan    tamu    undangan    secara    bersama-sama
berhenti pada suatu tempat dan waktu yang sama dalam lokasi
penyelenggaraan     hajatan     karena     dapat     menyebabkan
teriadinya   kerumunan/berkumpulnya   banyak   orang   dengan
mengabaikan jaga jarak;

e.    Tamu  undangan  wajib  masuk  dan  keluar  melalui  pintu  masuk
maupun   pintu   keluar   yang   telah   ditetapkan   dalam   lokasi
penyelenggaraan  hajatan,  agar tidak  teriadi  pergerakan  tamu
undangan yang melawan arms (conhaflow):

f.     Tidak  dibenarkan  tamu  undangan  menyumbang  lagu/berioget
baik   sendiri   maupun   §ecara   bersama-sama   pada   tempat
diselenggarakannya   panggung   hiburan   yang   digelar   dalam
penyelenggaraan hajatan:

9.    Tamu   undangan    hadir   sesuai    undangan    berjadwal   yang
diterima dari penyelenggara hajafan, dalam hal famu undangan
tidak  dapat  nadir  sesuai  jadwal  maka  tamu  undangan  dapat
menitipkan    tali    asih/kado    atau    tidak    perlu    hadir    dalam
penye[enggaraan hajatan;

h.    Pengecekan  suhu  tubuh  tamu  undangan  dengan  ire/mpgun.
Dalam   hal   suhu   tubuh   lebih   dari   37,3°C   diarahkan   untuk
istirahat  selama  ±  5  (Iebih  kurang  lima)  menit  di  tempat yang
telah    di§ediakan.    Apabila    setelah    dilakukan    pengeoekan
kembali,    suhu   tubuh   tidak   berkurang   dari    37,3°C,    maka
diarahkan   untuk  kembali  dan   melaksanakan   cek  kesehatan
pada fasllitas pelayanan kesehatautenaga medis terdekat;

i.      Penyemprotan/sterili§asi tangan tamu undangan dengan cairan
antiseptik berbasis alkohol (hand saw/.flzen;

j.      Penyelenggara     hajatan    tidak    perlu     menyediakan    daftar
hadiifouku tamu karena dapat berpotensi menimbulkan antrean
tamu     dan     dapat     menyebabkan     kemacetan     sehingga
mengakibatkan teriadinya kerumunan;

k.    Dalam hal penyelenggara hajatan menyediakan souvenir unfuk
tamu undangan dapat diborikan pada saat awal kehadiran tamu
undangan   atau   sebelum   tamu   menuju   pintu   keluar   untuk

pulang;
I.      Memberikan/memasukkan tali asih/kado dapat dilakukan sendiri

atau   diserahkan   kepada   petugas   untuk   dimasukkan   pada
tempat yang telah disediakan;

in.   Bersalaman  secara  simbolis di depan  panggung  tanpa  kontak
fisik  dengan  pengantin  atau  yang  dikhitan  dan  penyelenggara
hajatan (keluarga inti) dan penerima tamu (among famLi);

n.    Tamu  undangan  tidak dibenarkan  melakukan  sesi foto seeara
langsung     dengan     pengantin     atau     yang     dikhitan     dan
penyelenggara  hajatan   (keluarga  inti),   dalam   hal  melakukan
semdswafoto  tetap  berada  di  tempat  untuk  menyampaikan
salam secara simbolis dan dilarang berhenti terlalu lama yang



dapat  berpotensi  menimbulkan  kerumunan,  pengambilan  foto
dilakukan   oleh   petugas   dokumentasi   yang   ditunjuk   untuk
kepentingan penyelenggara hajatan;

a.    Menerima    konsumsi   yang    dikemas   dalam    kctak/dus   dari
petugas    dan    tidak    dibenarkan    ada    kontak   fisik/beriabat
fangan/berpelukan dengan petugas:

p.    Petugas  di  pintu  keluar  mempersilahkan  tamu  menuju  pintu
keluar untuk kembali pulang ke rumah masing-masing;

q.    Petugas   pengawas   penerapan   protokol   kesehatan   meliputi
peTwakilan   Satuan  Tugas  Jogo  Tonggo,   perwakilan  Satuan
Tugas Desa/KeluTahan, petugas Linmas, TNl dan Polri (minimal
Babinsa    dan    Bhabinkamtibmas    setempat)    melaksanakan
pengawasan     sejak     tamu     undangan     memasuki     lokasi
penyelenggaraan   hajatan   sampai   dengan   keluar  dart   pintu
keluar yang ditetapkan untuk kembali pulang ke rumah masing-
masing;

r.     Untuk    lebih    memudahkan    masyarakat   memahami    teknis
penyelenggaraan      agar     dapat     melihat     video     simulasi
penyelenggaraan  hajatan  di  tengah  masa  pandemi  Covid-19
Kabupaten   Boyolali  sebagaimana  terlampir  yang  merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini melalui
chame/ youtube "Diskominfo Boyolali".

2.4.   Pengawasan   terhadap   pelaksanaan   kegiatan   hajatan   mengaou   pada
komitmen  pemohon  penyelenggara  hajatan  dan  penanggungjawab  (KctLia
Panitja)  serta  angota  panitia  pelakeanaan  hajatan  terhadap  penerapan
protokol      kesehatan     sesuai      ketentuan     perundang-undangan     dan
dilaksanakan   sejak   mulai   dari   kegiatan   rapat   persiapan   pembentukan
kepanitiaan  hajatan  (kumbckaman),  kegiatan  gotong  royong  (rowangan),
kegiatan   inti   hal.atan   serta   kegiatan   pembubaran   kepanitiaan   setelah
selesainya seluruh  rangkaian kegiatan  hajafan dengan penerapan protokol
kesehatan yang ketat.

2.5.   Pengawasan  dalam  kerangka  pendampingan  dilaksanakan  oleh  Satuan
Tugas Jogo Tonggo dan perwakilan Satuan Tugas Desa/Kelurahan. apabila
terdapat  pelanggaran  terhadap  penerapan  protokol  kesehatan  yang  tidak
sesuai  dengan  ketentuan  peratilran  perundang-undangan,  maka  Satuan
Tugas   Jogo   Tonggo/Satuan   Tugas   Desa/Kelurahan   wajib   melaporkan
kepada   Satuan   Tugas    Kecamatan    untuk   dilakukan    langkah-langkah
pengendalian dan penegakan  hukum termasuk kemungkinan pembubaran
penyelenggaraan hajatan dimaksud.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar dapat diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di  : Boyolali
Pada Tanggal:   6    November2020.

BUPATI BOYOLALl,
Selaku Ketua Satuan Tugas

Penanganan Covid-19
vuthrtyinfyffAI'

Drs. SENO SAMODRO





LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

SURAT EDAFIN
180 / 1831 / 5.5 / TAHUN 2020
6 NOVEMBER 2020
PANDUAN    PENYELENGGARAAN
HAJATAN DALAM MASA PANDEMI
Coy/D-J9  DENGAN  PENERAPAN
PROTOKOL  KESEHATAN  DALAM
RANGKA                     MEWUJ UD KAN
MASYARARAT YANG PRODURTIF
DAN        AMAN         CO V/D-1 g        D I
RABuPATEN BOYOLALl

Boyolali,.......................2020

N-
Lampiran

Perihal

1  (setu) Bendel

Pormohonan P®nv®Iehqaanan

Hajatan

Kepada:

Yth.   Ketua satuan Tugas penanganan

Covid-19 Kecamatan  .................. „

Kabupaten Boyolali

di.

TEMPAT

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1     -     Nama

-    Alamat

-NIK

-     NomorHP     :

Selaku Penyelenggara Hajatan  ..................

2    -    Nama

-    Alamat

-NIK

-    Nomo,HP

Selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Hajafan ........,..........

dengan ini menyampaikan proposal pemohonan penyelenggaraan hajatan .........
-     Jumlah tamu dalam acara Akad Nikah/ ljab Qabul:   ........ orang (paling banyak

30 orang)
-     Jumlah tamu  undangan:  ........,.........  orang  (menyesuaikan  aloka8i wawhl yang

tersedia)



yang akan dilaksanakan pada :
1.      Hautan9gal                          .      „ .......... „ ......... „ ................ „ .......... „ .... „ ..-.... " .... H ..........

2.     Jam                                           :       ...............  WIBs,d...„ ........,. WIB

3.      Tempat                                     .      .' ................ I...

4.    Waktu                               :    Akad Nikah, pukul...„.WIBs.d ...... WIB

Resopsi tamu undangan, pukul . ..WIB s.d .... WIB

Kami       selaku       Penyelenggara       dan       Ketua       Panitia       penyelenggaraan
hajatan ..............................,     menyatakan    sanggup     melakeanakan    protokol
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabjla  dalam  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  kesanggupan  kami  untuk
menerapkan  protokol  kesehatan  dan  tidak  sesuai  dengan  proposal  yang  kami
ajukan, maka kami tidak berkeberatan apabila hajatan kami dibubarkan oleh Pihak
yang berwenang.

Sebagai bahan peTtimbangan  Satuan Tugas Penanganan  Covid-19  Kecamatan..
......................berikutkamiLampirkanmodelhajatan......................danteknis

penyelengaraannyayangakankamiselenggarakansesuaidenganstandarprotokol
kesehatan dengan harapan dapat ikut berkontribusi dalam upaya memutus mata
rantai penyebaran Covid-19.

Demikian proposal permohonan penyelenggaraan hajatan ...................... ini kami
ajukan,atas  perkenan   BapaMbu   Ketua   Satuan  Tugas   Penanganan   Covid-19
Kecamatan ......... „ ............... Kabupaten Boyolali kami sampaikan terima kasih.

Desa/Kelurahan .) ...........,.................. 2020
Pemohon,

Materal
6000

~Teraria)

BUPATI BOYOLALl,
Selaku Ketua Satuan Tugas

Penanganan Covid-19
Kabupaten Boyolali,-

DrS. SENO SAMODRO

KcteTangan: .) pilih Salah 9atu



LAMPIRAN

I.     MODEL DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN HAJATAN..„ ........ „ ........
1.   Penyelenggaraan hajatan akan kami selenggarakan dengan model ..............  ;
2.   Kami  sanggup  memastikan  semua  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  hajatan  baik

pengisj  acara,  petugas,  maupun tamu  undangan dalam  ko,ndisi sehat dengan melakukan
pengeoekan  suhu  tubuh  tidak  lebih  dari  37,3°C  dan  atau  tidak  terdapat  gejala  seperti
demam,  batuk, pilek,  nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas serta wajib menggunakan
A]at Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu;

3.   Pengadaan  konsumsi  dalam  hajatan  akan  kami  gLinakan jasa  katering  (Catow.ng)*)  atau
menggunakan tenaga gotong royong rewangan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga
puluh) orang berdasarkan prinsip keahlian;*) (pilih calali catu)

4.   Kami  sanggup  menyediakan  konsumsi  dalam  kemasan  kotak/due  yang  akan  diberikan
kepada tamu undangan untuk dibawa pulang dan tidak dimakan di lokasi penyelenggaraan
hajatan

5.   Kami sanggup membuat dan menyampaikan  undangan secara ber|adwal sesuai dengan
jumlah  tamu  undangan  berdasarkan  kemampuan  sumber  daya  dan  kapasitas  tempat
penyelenggaraan hajatan ................... yang akan kami selenggarakan;

6.   Kami sanggup menyediakan  hanya  1  (satu) pintu masuk,  dan  hanya  1  (satu) pintu keluar
bagi tamu undangan serta mengatur pepgerakan orang   baik pengisi acara maupun tamu
undangan agar tidak teriadi kerumunan dengan membuat rate (terlampir pada GAMBAR I)
untuk menjadi pedoman pengerakan tamu undangan dari mulai pintu masuk sampai dengan
pintu keluar;

7.   Lokasi  penye[enggaraan  hajatan  akan  kami  lakukan  penyemprotan  disinfektan  sebelum
dimulai,  pada  saat  penyelenggaraan  hajatan  ...........  berlangsung  sedang  dii§tirahatkan,
dan setelah hajatan  ................. selesai:

8.   Untuk mendeteksi suhu tubuh tamu  undangan  yang  hadir kami sediakan  alat pendeteksi
su hu tu bu h/themogun;

9.    Kepada semua  petugas pelaksana  penyelenggaraan  hajatan ..... „ .......,......  kami  sediakan
dan kami wajibkan memakai sarung tangan (handscoon);

10. Untuk  mensterilisasi tangan  tamu  undangan  yang  hadir  kami  sediakan  cairan  antiseptik
berbasis alkohol (hand sauti.z®r);

11. Kami  sanggup  menyediakan tempat beristirahat untuk tamu yang  suhu tubuhnya  37,3°C
atau lebih dengan kursi beriarak aman minimal 1  (satu) meter;

12. Kami akan mengatur peigerakan orang dengan menjaga jarak aman antar pengisi acara
maupun dengan tamu undangan;

13.Akad Nikah (Ijab Qabul) dan Upacara Perkawinan Adat akan dilaksanakan sebelum jadwal
tamu  undangan  mulai  hadir  dan  dihadiri  paling  banyak  30  (tiga  puluh)  orang  dengan
menerapkan standar protokol kesehatan;

14. Kami bersedia mengge[ar panggung kesenian/hiburan hanya pada waktu siang hari sebagai
satu kesatuan pelaksanaan resepsi dengan menerapkan standar protokol kesehatan;

15. Kami akan  melakukan  pengaturan  agar tamu  undangan  tidak melakukan  sesi foto yang
dapat berpotensi menimbulkan kerumunan, adapun pengambilan toto hanya akan dilakukan
oleh petugas dokumentasi yang kami tunjuk.

11.    SuSUNAN PANITIA
Susunan kepanitiaan hajatan
1.   Ketua panitia
2.   Anggota Panitia terdiri dari:

a,     .." .........,.. „ ..............,... :

a.   Dst.

terdiri dart:



3.   Pengisi Acara terdiri dari:

C...........................,."......;

d.   Dst.
4.   Pengawas   lntemal   Protokol Kesehatan,   Perwakilan   Satuan  Tugas  Jogo  Tonggo   dan

Perwakilan Satuan Tugas Desa/Kelurahan terdiri dari:

SUSuNAN ACAIIA
NO URAIAN JAM KETERANGAN

1. Akad Nikah (Ijab Qabul) atau Khitan .-...-"-....sld.".-.-.-....

P rosesi        Akad        Nikahdihadiripalingbanyak30Orang

2. Upacara Adat Pemikahan ..-.-.-.-.'..sld..._....""..

Prosesi      Upacara      AdatPemikahandihadiTipalingbanyck30orang

3' Resepsi Pemikahan atau Khitanan

....""'....sld..-....-......

Sistem    dnve    thwhanyumili....-........std....--.......

•...."."".ald.-..--......'..

•............sld.."-..--.-..`.

IV.  PENUTuP
Demikian proposal pemohonan penyelenggaraan hajatan ........... ini dibuat dan dfajukan

dengan  harapan  mendapat persetujuan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan
.....................,     selanjutnya    atas    pemberian     perseti+juan    permohonan     kami    ucapkan
terimakasih.

Desa/Kelurahan.........,.,....................2020

Pemohon,

Th
(NamaTonrral

Mengetaliui,
Kepala Desa/Kelurahan ............

Kecamatan....................
Kabupaten Boyolali,

Ketua Satgas Jogo Tonggo
Desa/Kelurahan................„...

Kecamatan..............................,

BUPATI  BOYOLALl,
Selaku Ketua Satuan Tugas

Penanganan Covid-19
Kabupaten Bo

-
Dro. SENO SAMODRO



GAMBAR I

DENAH DAN RUTE PERGERAKAN TAMU DI LORASI
P ENYELENGGARA HAJATAN

KETERANGAN:
1.    I   :   TaliAsih/Kado

2,   I  :   Souvenir

3.     EH   :    Konsumsi

4.  -     :  PanggungHiburan

5.  I :  Panggung Pengantin

7.    . :  R¥#:Stapnrotokol      10-

8.    `  :  PetugasKeamanan   11.

6    -    :  AruspergerakanTamu   9.   *
Undangan

Petugas sterilisasi     12.
dan Thermo gun

BUPATI BOYOLALl,
Selaku Ketua Satuan Tugas

Penanganan Covid-19
Kabupaten-

Drs. SENO SAMODRO

:  Tempat Istirahat

:   AmongTamu

:  Tempat
memberikan  salam
scara simbolis





•¥j.;;

BUPATI    BOYOLALI

Boyolali,  4  September 2020

Kepada
Yth.        1.    KapolresBoyolali;

2.   Komandan Kodim 0724/Boyolali;
3.   Pimpinan lnstansi Vertikal di Daerah;
4.   Kepala Badan/Dinas/Kantor se

Kabupaten Boyolali, dan;
5.   Camat se Kabupaten Boyolali.

SURAT EDARAN
NOMOR :   180/lf"/5.f TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN sosiALisAsi SECARA MAsiF PERATURAN BupATi EroyoLALi
NOMOR 49 TAHUN 2o2o TENTANG PENERAPAN DisipLiN DAN  pENEGAKAr\i HUKUM

PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  DAN PENGENDALIAN
COROM WRt/S a/SIASE 2019  DI KABUPATEN BOYOLALl

Bahwa  untuk  mewujudkan  masyarakat yang  produktif dan aman  COVID-19 djperlukan
kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan untuk itu diperlukan sosialisasi
Peraturan  Bupati  Boyolali  Nomor 49 Tahun 2020 Tentang  Penerapan  Disiplin dan  Penegakan
Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona   V/.rt/s
Di.sease 2019 di  Kabupaten  Boyolali secara masif agar dapat meningkatkan pemahaman dan
kesadaran  masyarakat terhadap arti pentingnya penerapan protokol kesehatan di tengah masa
pandemi  COVID-19  baik bagi  perorangan,  pelaku  usaha  dan  pengelola,  penyelenggara,  atau
penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di Kabupaten Boyolali, maka menuntut adanya
peran   serta   seluruh   pemangku   kepentingan   yang   meliputi   Perangkat   Daerah   Kabupaten
Boyolali,  Instansj Vertikal di Daerah, TNl/Polri maupun masyarakat, pemuka agama, tokoh adat,
tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

I.            Dasar Hukum

1.    Instruksi   Presiden   Nomor   6   Tahun   2020   tentang   Peningkatan   Disiplin   dan
Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian
Corona Virus Disease 2019.,

2.   Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 4 Tahun  2020 Tentang  Pedoman Teknis
Penyusunan  Peraturan  Kepala  Daerah  Dalam  Rangka  Penerapan  Disiplin  dan
Penegakan   Hukum   Protokol   Kesehatan   Sebagai   Upaya   Pencegahan   dan
Pengendalian Corona  Vt.rue Dt.sease 2079 di Daerah;

3.   Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan   Hukum   Protokol   Kesehatan   Sebagai   Upaya   Pencegahan   dan
Pengendalian  Corona  Vi.rue Di.sease 2019 di  Kabupaten Boyolali;

4.   Keputusan  Bupati  Boyolali  Nomor  360/285  Tahun  2020  tentang  Pembentukan
Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Corona  Vt.rus Di'sease  2079  Kabupaten
Boyolali Tahun Anggaran 2020.



11. Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi secara masif tersebut,  maka kepada seluruh

pemangku kepentingan yang  meliputi  Perangkat Daerah,  lnstansi Vertikal di Daerah

dan TNl/Polri agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi,

dan   kewenangan   masing-masing  dengan  melibatkan  peran   serta     masyarakat,

pemuka agama,  tokoh adat,  tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya guna
memperkuat  upaya  dan  meningkatkan  efektivitas  pencegahan  dan  pengendalian

Corona  Vt.rtts D/.sease 2079 (COVID-19) di  Kabupaten Boyolali.

Ill.         Kepada    Perangkat  Daerah,  lnstansi  Vertikal  di  Daerah  dan  TNl/Polri  agar  segera

menyusun  rencana  aksi   kegiatan  sosialisasi  penerapan  dan  penegakan  hukum

protokol  kesehatan  sesuai dengan   tugas,  fungsi,  dan  kewenangan masing-masing

dan melaporkan hasilnya paling lambat hari Rabu tanggal 9 September 2020 kepada

Bupati  Boyolali Cq.  Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan Kepala

Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol)  Kabupaten  Boyolali  pada  jam

kerja.

Demikian   Surat   Edaran   ini   dibuat   untuk  diketahui   dan   dilaksanakan   sebagaimana

mestinya.

BUPATI BO¥OLALl,

Tembusan disampajkan Kepada Yth:
1.  Gubernur Jawa Tengah;
2.  Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
3.  Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
4.  Pertinggal.


